
a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 ten tang Standar 
Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara menyebutkan 
bahwa dalam menyelenggarakan manajemen aparatur sipil 
negara berbasis sistem merit, setiap instansi pemerintah 
harus menyusun standar kompetensi ASN; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi 
Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6841); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

BUPATI PEMALANG, 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR I O TAHUN 2023 

BUPATI PEMALANG 
PROVINS! JA WA TENG AH 

 jdih.pemalangkab.go.id jdih.pemalangkab.go.id



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang. 
2. Bupati adalah Bupati Pemalang. 
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 

4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
bekerja pada instansi pemerintah. 

5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah 
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu 
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN 
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerin tahan. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KOMPETENSI 
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 1950; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 ten tang 
Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907); 
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7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK 
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang 
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam 
rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 

8. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada 
kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa 
membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis 
kelamin, status pemikahan, umur, atau kondisi kecacatan. 

9. Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut 
Standar Kompetensi ASN adalah deskripsi pengetahuan, ketrampilan dan 
perilaku yang diperlukan seorang ASN dalam melaksanakan tugas 
jabatannya. 

10. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan 
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin 
dan/ a tau mengelola unit organisasi. 

11. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan 
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait 
dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal 
agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, 
moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan 
untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan. 

12. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku 
yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan 
dengan bidang teknis jabatan. 

13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung 
jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan 
organisasi. 

14. lkhtisar Jabatan adalah uraian tugas yang disusun secara ringkas dalam 
bentuk satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan. 

15. Uraian Togas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas 
jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemangku 
jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja. 

16. Kamus Kompetensi adalah kumpulan kompetensi yang meliputi nama 
kompetensi, definisi kompetensi, deskripsi dan level kompetensi serta 
indikator perilaku. 

17. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat 
yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan 
pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi 
pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

18. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok 
jabatan tinggi pada instansi pemerintah. 

19. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan 
tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan 
dan pembangunan. 

20. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas 
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertentu. 

- 3 - 
 jdih.pemalangkab.go.id jdih.pemalangkab.go.id



(1) ldentitas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas: 
a. nama jabatan; 
b. uraian/ ikhtisar jabatan; dan 
c. kode jabatan. 

(2) Standar kompetensi jabatan sebagaimana dimkasud dalam Pasal 4 huruf b 
terdiri atas: 
a. Standar kompetensi manajerial; 
b. Standar kompetensi sosial kultural; dan 
c. Standar kompetensi teknis. 

(3) Persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri 
atas: 
a. pangkat; 
b. kualifikasi pendidikan; 
c. jenis pelatihan; 
d. ukuran kinerja jabatan; dan 
e. pengalaman kerja. 

Pasal 5 

Standar Kompetensi JPT Pratama meliputi: 
a. identitas jabatan; 
b. standar kompetensi jabatan; dan 
c. persyaratan jabatan. 

Pasal 4 

Standar Kompetensi JPT Pratama merupakan deskripsi pengetahuan, 
keterampilan dan perilaku yang diperlukan ASN dalam melaksanakan tugas JPT 
Pratama. 

Pasal 3 

BAB III 
STANDAR KOMPETENSI JABATAN 

terwujudnya 
merit dalam 

(1) Peraturan Bupati mi ditetapkan untuk mendukung 
profesionalisme ASN dan untuk menyelenggarakan sistem 
manajemen ASN. 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan manajemen 
pengembangan karier jabatan pimpinan tinggi pratama yang dilakukan 
secara terbuka dan kompetitif dengan memperhatikan syarat kompetensi, 
kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan 
integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 2 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 
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EKO ADI SANTOSO, SH., M.Kn 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19680908 199803 1 003 

-- 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN PEMALANG 

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023 NOMOR 10 

MOH. SIDIK 

ttd 
cap 

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PEMALANG 

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, 

Diundangkan di Pemalang 
pada tanggal 27 Maret 2023 

MANSUR HIDAYAT 

ttd 
cap 

Plt. BUPATI PEMALANG 
WAKIL BUPATI, 

Ditetapkan di Pemalang 
pada tanggal 27 Maret 2023 

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 7 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Standar Kompetensi JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 6 
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NO NAMA JPT PRATAMA 
1. Sekretaris Daerah. 
2. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik. 
3. Staf Ahli Bupati Bidang Pernbangunan, Ekonomi dan Keuangan. 
4. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. 
5. Asisten Pemerintahan dan Keseiahteraan Rakyat. 
6. Asisten Perekonomian dan Pernbangunan. 
7. Asisten Administrasi Umum. 
8. Sekretaris D PRO. 
9. Inspektur. 
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudavaan. 
11. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. 
12. Kepala Dinas Kesehatan. 
13. Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perernpuan dan Perlindungan Anak. 
14. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 
15. Kepala Dinas Pemberdavaan Masvarakat dan Pemerintahan Desa. 
16. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 
17. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian 

dan Perdazanzan. 
18. Kepala Dinas Tenaga Keria. 
19. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. 
20. Kepala Dinas Pekeriaan Umum dan Penataan Ruanz. 
21. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. 
22. Kepala Dinas Perhubunzan. 
23. Kepala Dinas Lingkungan Hidup. 
24. Kepala Dinas Pertanian. 
25. Kepala Dinas Perikanan. 
26. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. 
27. Kepala Satuan Polisi Pamong Praia. 
28. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 
29. Kepala Badan Penzelola Keuangan dan Aset Daerah. 
30. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. 
31. Kepala Badan Kepegawaian Daerah. 
32. Kepala Badan Kesatuan Banzsa dan Politik. 
33. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 

STANDAR KOMPETENSI JPT PRATAMA 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

LAMPI RAN 
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR / 0 TAHUN 2023 
TENTANG STANDAR KOMPETENSI 
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 
DI LING KUN GAN PEMERINTAH 
KABUPATENPEMALANG 
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4.1.Mengintegrasikan 
informasi-informasi 
pen ting hasil diskusi 

4.1.Membangun sinergi antar 
unit kerja di lingkup 
instansi yang dipimpin; 

4.2.Memfasilitasi kepentingan 
yang berbeda dari unit 
kerja lain sehingga tercipta 
sinergi dalam rangka 
pencapaian target kerja 
organisasi; 

4.3.Mengembangkan sis tern 
yang menghargai kerja 
sama an tar unit, 
memberikan dukungan/ 
semangat untuk 
memastikan tercapainya 
sinergi dalam rangka 
pencapaian target kerja 
organisasi. 

4.1.Menciptakan situasi kerja 
yang mendorong seluruh 
pemangku kepentingan 
mematuhi nilai, norma, 
dan etika organisasi dalam 
segala situasi dan kondisi. 

4.2.Mendukung dan 
menerapkan prinsip moral 
dan standar etika yang 
tinggi, serta berani 
menanggung 
konsekuensinya. 

4.3.Berani melakukan koreksi 
atau mengambil tindakan 
atas penyimpangan kode 
etik/ nilai-nilai yang 
dilakukan oleh orang lain, 
pada tataran lingkup kerja 
setingkat instansi 
meskipun ada resiko. 

Membangun 
komitmen tim, 
sinergi 

Mampu 
menciptakan situasi 
kerja yang 
mendorong 
kepatuhan pada 
nilai, norma, dan 
etika organisasi 

4 

4 

3. Komunikasi 

2. Kerjasama 

1. Integritas 
A. Manajerial 

4 Mampu 
mengemukakan 
pemikiran 

Level Diskripsi 
II. STANDAR KOMPETENSI 

Kompetensi 

Menyusun kebijakan dan menyelenggarakan koordinasi terhadap seluruh 
perangkat daerah dalam rangka perumusan dan penyusunan kebijakan Bupati, 
berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan serta pelayanan 
administratif. 

lndikator Kompetensi 

I. IKHTISAR JABAT AN 

Sekretaris Daerah 
JPT Pratama 
Kesekretariatan 
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Nama Jabatan 
Kelompok Jabatan 
Urusan Pemerintah 
Kode Jabatan 

1. 
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4.1.Memahami dan memberi 
perhatian kepada isu-isu 
jangka panjang, 
kesempatan a tau 
kekuatan politik yang 
mempengaruhi organisasi 
dalam hubungannya 
dengan dunia luar, 
memperhitungkan dan 
mengantisipasi dampak 
terhadap pelaksanaan 
tugas-tugas pelayanan 
publik secara objektif, 
transparan, dan 
professional dalam lingkup 
organisasi; 

4.2.Menjaga agar kebijakan 
pelayanan publik yang 
diselenggarakan oleh 
instansinva telah selaras 

Mampu memonitor, 
mengevaluasi, 
memperhitungkan 
dan mengantisipasi 
dampak dari isu-isu 
jangka pan Jang, 
kesernpatan, a tau 
kekuatan politik 
dalam hal pelayanan 
kebutuhan 
pemangku 
kepentingan yang 
transparan, objektif, 
dan profesional 

4 5. Pelayanan 
Publik 

4.1.Mendorong unit kerja di 
tingkat instansi untuk 
mencapai kinerja yang 
melebihi target yang 
ditetapkan; 

4.2.Memantau dan 
mengevaluasi hasil kerja 
unitnya agar selaras 
dengan sasaran strategis 
instansi; 

4.3.Mendorong pemanfaatan 
sumber daya bersama 
antar unit kerja dalam 
rangka meningkatkan 
efektifitas dan efisiensi 
pencaian target. 

dengan pihak lain untuk 
mendapatkan pemahaman 
yang sama; Berbagi 
informasi dengan 
pemangku kepentingan 
untuk tujuan 
meningkatkan kinerja 
secara keseluruhan; 

4.2.Menuangkan pemikiran/ 
konsep yang multidimensi 
dalam ben tuk tulisan 
formal; 

4.3.Menyampaikan informasi 
secara persuasif untuk 
mendorong pemangku 
kepentingan sepakat pada 
langkah-langkah bersama 
dengan tujuan 
meningkatkan kinerja 
secara keseluruhan. 

4. Orientasi 4 Mendorong unit 
pada hasil kerja mencapai 

target yang 
ditetapkan a tau 
melebihi hasil kerja 
sebelumnya 

multidimensi secara 
lisan dan tertulis 
untuk mendorong 
kesepakatan dengan 
tujuan 
meningkatkan 
kinerja secara 
keseluruhan 
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4.1.Mengarahkan unit kerja 
untuk lebih siap dalam 
menghadapi perubahan 
termasuk memi tigasi risiko 
yang mungkin terjadi; 

4.2.Memastikan perubahan 
sudah diterapkan secara 
aktif di lingkup unit 
kerjanya secara berkala; 

4.3.Memimpin dan 
memastikan pen era pan 
program-program 
perubahan selaras antar 
unit keria. 

4.1.Menyusun program 
pengembangan jangka 
panjang bersama-sama 
dengan bawahan, 
termasuk didalamnya 
penetapan tujuan, 
bimbingan, penugasan dan 
pengalaman lainnya, serta 
mengalokasikan waktu 
untuk mengikuti 
pelatihan/ pendidikan/ 
pengembangan kompetensi 
dan karir; 

4. 2. Melaksanakan manajemen 
pembelajaran termasuk 
evaluasi dan umpan balik 
pada tataran organisasi; 

4.3.Mengembangkan orang­ 
orang disekitarnya secara 
konsisten, melakukan 
kaderisasi untuk posisi­ 
posisi di unit kerjanya. 

dengan standar pelayanan 
yang objektif, netral, tidak 
memihak, tidak 
diskriminatif, serta tidak 
terpengaruh kepentingan 
pribadi/ kelompok/ partai 
politik; 

4.3.Menerapkan strategi 
jangka panjang yang 
berfokus pada pemenuhan 
kebutuhan pemangku 
kepen tingan dalam 
menyusun kebijakan 
dengan mengikuti standar 
objektif, netral, tidak 
memihak, tidak 
diskriminatif, transparan, 
tidak terpengaruh 
kepentingan pribadi/ 
kelompok. 

Memimpin 
perubahan pada 
unit kerja 

Menyusun program 
pengembangan 
jangka panjang 
dalam rangka 
mendorong 
manajemen 
pembelajaran 
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7. Mengelola 
Perubahan 

6. Pengembangan 
diri dan orang 
lain 
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t 

4.1 Mengevaluasi strategi 
Manajemen ASN yang ada 
saat mi, menganalisis 
kekuatan dan kekurangan 
berbagai metode yang 
dijalankan dengan 
kelompok sasaran yang 
berbeda. 

4.2 Mengembangkan norma 
standar, prosedur, kriteria, 
pedoman, dan/ a tau 
petuniuk teknis stratezi 

Mampu 
mengembangkan 
strategi penyusunan 
Manajemen ASN 
yang tepat sesuai 
kondisi 

4 10. Manajemen 
SDM 

C. Teknis 

4.1.Menginisiasi dan 
mere pre sen tasikan 
pemerin tab di lingkungan 
kerja dan masyarakat 
untuk senantiasa menjaga 
persatuan dan kesatuan 
dalam keberagaman dan 
menenma segala bentuk 
perbedaan dalam 
kehidupan bermasyarakat. 

4.2.Mampu mendayagunakan 
perbedaan latar belakang, 
agama/ kepercayaan, 
suku, jender, sosial, 
ekonomi, preferensi politik 
untuk mencapai 
kelancaran pencapaian 
tujuan organisasi. 

4.3.Mampu membuat program 
yang mengakomodasi 
perbedaan latar belakang, 
agama/ kepercayaan, 
suku, jender, sosial 
ekonomi, preferensi politik. 

Mendayagunakan 
perbedaan secara 
konstruktif dan 
kreatif untuk 
meningkatkan 
efektifitas organisasi 

4 9. Perekat 
Bangsa 

B. Sosial Kultural 

4.1.Menyusun dan/ atau 
memutuskan konsep 
penyelesaian masalah 
yang melibatkan 
beberapa/ seluruh fungsi 
dalam organisasi. 

4.2.Menghasilkan solusi dari 
berbagai masalah yang 
kompleks, terkait dengan 
bidang kerjanya yang 
berdampak pada pihak 
lain. 

4.3.Membuat keputusan dan 
mengantisipasi dampak 
keputusannya serta 
menyiapkan tindakan 
penanganannya (mitigasi 
risiko). 

Menyelesaikan 
masalah yang 
mengandung risiko 
tinggi, 
mengantisipasi 
dampak keputusan, 
membuat tindakan 
pengamanan; 
mitigasi risiko 

4 8. Pengambilan 
Keputusan 
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+ 

4.1 Mampu melakukan 
evaluasi terhadap teknis/ 
metode/ sistem cara kerja 
menemu kenali kelebihan 
dan kekurangan 
melakukan pengembangan 
atau perbaikan cara kerja 
pengelolaan keuangan 
daerah yang lebih efektif/ 
efisien. 

4.2 Mampu melakukan 
perbaikan, menyusun 
petunjuk operasional 
pelaksanaan pengelolaan 
keuangan daerah. 

4.3 Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan 
dari stakeholder 
pelaksanaan Pengelolaan 
Keuangan Daerah dan 
memberikan bimbingan 

Mampu 
mengevaluasi 
pelaksanaan 
pengelolaan 
keuangan dan 
menyusun petunjuk 
operasional 
pengelolaan 
keuangan daerah 

4 12. Pengelolaan 
Keuangan 
Dae rah 

4.1 Mampu melakukan 
evaluasi pelaksanaan 
perencanaan 
pembangunan daerah, 
menemu kenali kelebihan 
dan kekurangan 
melakukan pengembangan 
atau perbaikan cara kerja 
yang lebih efektif/ efisien. 

4.2 Mampu melakukan 
perbaikan, menyusun 
petunjuk operasional 
pelaksanaan perencanaan 
pembangunan daerah. 

4.3 Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan 
dari stakeholder 
pelaksanaan perencanaan 
pembangunan daerah dan 
memberikan bimbingan 
dan fasilitasi kepada 
instansi lain a tau 
stakeholder terkait 
pelaksanaan perencanaan 
pembangunan daerah. 

Mampu 
mengevaluasi 
pelaksanaan 
perencanaan 
pembangunan 
daerah 

4 11. Perencanaan 
Pembangunan 
Dae rah 

Manajemen ASN. 
4.3 Meningkatkan kapasitas 

pemangku kepen tingan 
untuk mengembangkan 
strategi Manajemen ASN 
yang dapat dijalankan oleh 
mereka sendiri dalam 
menerapkan kebijakan 
penyusunan perencanaan 
pembangunan daerah. 
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4.1. Mampu melakukan 
evaluasi terdadap teknis/ 
metode/ sistem cara kerja 
menemu kenali kelebihan 
dan kekurangan 
melakukan pengembangan 
atau perbaikan cara kerja 
pengelolaan Barang Milik 
Daerah yang lebih efektif/ 
efisien; 

4.2.Mampu melakukan 
perbaikan, menyusun 
petunjuk operasional 
pelaksanaan pengelolaan 
Barang Milik Daerah; 

4.3.Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan 
dari stakeholder 

4.1. Mampu melakukan 
evaluasi teknis/ metode/ 
sistem penyusunan 
produk hukum daerah, 
menemu kenali kelebihan 
dan kekurangan 
melakukan pengembangan 
atau perbaikan cara kerja 
Penyusunan Produk 
Hukum Daerah yang lebih 
efektif/ efisien dibidang 
ekonorni, SDA, dan 
Pembangunan; 

4.2. Mampu melakukan 
pembahasan dengan 
DPRD dan/ a tau 
stakeholder terkait 
Penyusunan Produk 
Hukum Daerah dibidang 
ekonomi, SDA, dan 
Pembangunan; 

4.3. Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan 
dari stakeholder 
pelaksanaan Penyusunan 
Produk Hukum Daerah, 
dan memberikan 
bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau 
stakeholder terkait 
pengadaan barang dan 
jasa dibidang ekonomi, 
SDA, dan Pembangunan. 

Keuangan Pengelolaan 
Daerah. 

kepada 
a tau 

terkait 

dan fasilitasi 
instansi lain 
stakeholder 

Mampu 
Mengevaluasi 
Pengelolaan Barang 
Milik Daerah 

Mampu 
mengevaluasi 
pelaksanaan 
penyusunan produk 
hukum daerah dan 
melakukan 
pembahasan dengan 
stakeholder terkait. 
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4 

4 

14. Pengelolaan 
Barang Milik 
Daer ah 

13.Penyusunan 
Produk 
Hukum 
Daerah 

I 

 jdih.pemalangkab.go.id jdih.pemalangkab.go.id



C. Pengalaman kerja 1. Memiliki 
pengalaman 
Jabatan dalam 
bidang hukum, 
keuangan, 
kepegawaian, 
perencanaan, 
organisasi, 

3. Fungsional 

2. Diklat Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

1. Diklat Perencanaan 
Pembangunan 
Dae rah 

2. Teknis 

Pelatihan - " - 
Kepemimpinan 
Pratama 

1. Manajerial B. Pelatihan 

Mutlak Penting Perlu 

Tingkat pentingnya 
terhadap jabatan 

' 

4.1. Mengevaluasi strategi 
advokasi yang ada saat ini, 
menganalisis kekuatan 
dan kekurangan berbagai 
metode yang dijalankan 
dengan kelompok sasaran 
yang berbeda; 

4.2. Mengembangkan norma 
standar, prosedur, 
kriteria, pedoman, dan/ 
a tau petunjuk teknis 
strategi advokasi 
kebijakan otonomi daerah; 

4.3. Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan 
strategi advokasi yang 
dapat dijalankan oleh 
mereka sendiri dalam 
menerapkan kebijakan 
otonomi daerah. 

pelaksanaan Pengelolaan 
Barang Milik Daerah dan 
memberikan bimbingan 
dan fasilitasi kepada 
instansi lain a tau 
stakeholder terkait 
Pengelolaan Barang Milik 
Daerah. 

Uraian 

A. Pendidikan 1. Jenjang Sariana/ Diploma N l---'--~t...:...:_-=--~---4__::__:~:...::_:...:L_~..L_=---..:...:.._~~~~~~~~~~~~ 

2. Bidang Ilmu Pemerintahan/ Politik/ Manajemen/ Sosial/ 
Hukum/ Psikologi/ Komunikasi/ Teknik/ 
Kedokteran/ Pendidikan/ Ekonomi/ 
Kesehatan/ Pertanian/ Informatika/ Planolozi. 

Jenis Persyaratan 

III. PERSY ARATAN JABATAN 

Mampu 
mengembangkan 
strategi advokasi 
kebijakan otonomi 
daerah yang tepat 
sesuai kondisi . 
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4 15. Advokasi 
kebijakan 
Otonomi 
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pemerin tahan 
secara kumulatif 
paling kurang 
selama 5 (lima) 
tahun; 

2. Sedang atau pernah 
menduduki Jabatan ..J - - 
Tinggi Pratama 
paling singkat 2 
(dua) tahun. 

D. Pangkat Pembina Tk. I/ IV. b 
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Kualitas Pengelolaan SOM; 

2. Kualitas Pengelolaan Keuangan; 
3. Kualitas Penzelolaan Baranz Milik Daerah. 
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4.1. Mengintegrasikan 
informasi-informasi 

Mampu 
menzernukakan 

4 3. Komunikasi 

orgarnsasi. 

Membangun 
komitmen 
sinergi 

4.1. Membangun sinergi antar 
tim, unit kerja di lingkup 

instansi yang dipirnpin; 
4.2. Memfasilitasi kepentingan 

yang berbeda dari unit 
kerja lain sehingga 
tercipta sinergi dalam 
rangka pencapaian target 
kerja organisasi; 

4.3. Mengembangkan sistem 
yang menghargai kerja 
sama an tar unit, 
memberikan dukungan/ 
semangat untuk 
memastikan tercapainya 
sinergi dalam rangka 
pencapaian target kerja 

4 2. Kerjasama 

1. Integritas 4.1. Menciptakan situasi kerja 
yang mendorong seluruh 
pemangku kepen tingan 
mematuhi nilai, norrna, 
dan etika organisasi 
dalam segala situasi dan 
kondisi; 

4.2. Mendukung dan 
menerapkan prinsip moral 
dan standar etika yang 
tinggi, serta berani 
menanggung 
konsekuensinya; 

4. 3. Berani melakukan koreksi 
atau mengambil tindakan 
atas penyimpangan kode 
etik/ nilai - nilai yang 
dilakukan oleh orang lain, 
pada tataran lingkup 
kerja setingkat instansi 
meskipun ada resiko. 

Mampu 
menciptakan 
situasi kerja yang 
mendorong 
kepatuhan pada 
nilai, norma, dan 
etika organisasi 

4 
A. Manajerial 

Indikator Kompetensi Diskripsi Level Kompetensi 
II. STANDAR KOMPETENSI 

Memberikan telaahan, analisa, dan rekomendasi terhadap isu - isu yang 
berhubungan dengan perrnasalahan bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik 
sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku demi kelancaran 
jalannya Pemerintahan Daerah. 

I. IKHTISAR JABATAN 

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik 
JPT Pratama 
Kesekretariatan 
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Kelompok J abatan 
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4. Orientasi pada 4 Mendorong unit 4.1. Mendorong unit kerja di 
hasil kerja mencapai tingkat instansi untuk 

target yang mencapai kinerja yang 
ditetapkan a tau melebihi target yang 
melebihi hasil ditetapkan; 
kerja sebelurnnya 4.2. Memantau dan 

mengevaluasi hasil kerja 
unitnya agar selaras 
dengan sasaran strategis 
instansi; 

4.3. Mendorong pemanfaatan 
sumber daya bersama 
an tar unit kerja dalam 
rangka meningkatkan 
ef ektifi tas dan efisiensi 
pencaian target 
organisasi. 

5. Pelayanan 4 Mampu 4.1. Memahami dan memberi 
Publik mernonitor, perhatian kepada isu-isu 

mengevaluasi, jangka panjang, 
memperhitungkan kesempatan a tau 
dan kekuatan politik yang 
mengantisipasi mempengaruhi organisasi 
dampak dari isu- dalam hubungannya 
isu jangka dengan dunia luar, 
panjang, memperhitungkan dan 
kesempatan, a tau mengan tisipasi dampak 
kekuatan politik terhadap pelaksanaan 
dalam hal tugas-tugas pelayanan 
pelayanan publik secara objektif, 
kebutuhan transparan, dan 
pemangku professional dalam 
kepen tingan yang lingkup organisasi; 
transparan, 4.2. Menjaga agar kebijakan 
objektif, dan nelavanan publik yang 

penting hasil diskusi 
dengan pihak lain untuk 
mendapatkan 
pemahaman yang sama. 
Berbagi informasi dengan 
pemangku kepen tingan 
untuk tujuan 
meningkatkan kinerja 
secara keseluruhan; 

4.2. Menuangkan pemikiran/ 
konsep yang multidimensi 
dalam bentuk tulisan 
formal; 

4.3. Menyampaikan informasi 
secara persuasif untuk 
mendorong pemangku 
kepentingan sepakat pada 
langkah-langkah bersama 
dengan tujuan 
meningkatkan kinerja 
secara keseluruhan. 

pernikiran 
multidimensi 
secara lisan dan 
tertulis un tuk 
mendorong 
kesepakatan 
dengan tujuan 
meningkatkan 
kinerja secara 
keseluruhan 
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prof esional diselenggarakan oleh 
instansinya telah selaras 
dengan standar pelayanan 
yang objektif, netral, tidak 
memihak, tidak 
diskriminatif, serta tidak 
terpengaruh kepen tingan 
pribadi/ kelompok/ partai 
politik; 

4.3. Menerapkan strategi 
jangka panjang yang 
berfokus pad a 
pemenuhan kebutuhan 
pemangku kepentingan 
dalam menyusun 
kebijakan dengan 
mengikuti standar 
objektif, netral, tidak 
memihak, tidak 
diskrimina tif, transparan, 
tidak terpengaruh 
kepen tingan pribadi/ 
kelompok. 

6. Pengembangan 4 Menyusun 4.1. Menyusun program 
diri dan orang program pengembangan jangka 
lain pengembangan panjang bersama-sama 

jangka pan Jang dengan bawahan, 
dalam rangka termasuk didalamnya 
mendorong penetapan tujuan, 
manajemen bimbingan, penugasan 
pembelajaran dan pengalaman lainnya, 

serta mengalokasikan 
waktu untuk mengikuti 
pelatihan/ pendidikan / 
pengembangan 
kompetensi dan karir; 

4.2. Melaksanakan 
manajemen pembelajaran 
termasuk evaluasi dan 
umpan balik pada tataran 
organisasi; 

4.3. Mengembangkan orang- 
orang disekitarnya secara 
konsisten, melakukan 
kaderisasi untuk posisi- 
posisi di unit kerjanya. 

7. Mengelola 4 Memimpin 4.1. Mengarahkan unit kerja 
Perubahan perubahan pada untuk lebih siap dalam 

unit kerja menghadapi perubahan 
termasuk memitigasi 
risiko yang mungkin 
terjadi; 

4.2. Memastikan perubahan 
sudah diterapkan secara 
aktif di lingkup unit 
kerianva secara berkala; 
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4.1. Mampu melakukan 
dan evaluasi terhadap isu - 

isu untuk proses 

Mampu 
mengevaluasi 
menvusun 

4 10. Pengkajian 
Bidang 
Pemerintahan 

C. Teknis 

4.1. Menginisiasi dan 
mere pre sen tasikan 
pemerintah di lingkungan 
kerja dan masyarakat 
untuk senantiasa menjaga 
persatuan dan kesatuan 
dalam keberagaman dan 
menerima segala bentuk 
perbedaan dalam 
kehidupan 
bermasyarakat; 

4.2. Mampu mendayagunakan 
perbedaan latar belakang, 
agama/ kepercayaan, 
suku, jender, sosial 
ekonomi, preferensi politik 
untuk mencapai 
kelancaran pencapaian 
tujuan organisasi; 

4.3. Mampu membuat 
program yang 
mengakomodasi 
perbedaan latar belakang, 
agama/ kepercayaan, 
suku, jender, sosial 
ekonomi, preferensi 
politik. 

Mendayagunakan 
perbedaan secara 
konstruktif dan 
kreatif untuk 
meningkatkan 
efektifitas 
orgarusasi 

4 9. Perekat Bangsa 
B. Sosial Kultural 

4.1. Menyusun dan/ atau 
memutuskan konsep 
penyelesaian masalah 
yang melibatkan 
beberapa/ seluruh fungsi 
dalam organisasi; 

4.2. Menghasilkan solusi dari 
berbagai masalah yang 
kompleks, terkait dengan 
bidang kerjanya yang 
berdampak pada pihak 
lain; 

4.3. Membuat keputusan dan 
mengantisipasi dampak 
keputusannya serta 
menyiapkan tindakan 
penanganannya (mitigasi 
risiko). 

Menyelesaikan 
masalah yang 
mengandung risiko 
tinggi, 
mengantisipasi 
dampak 
keputusan, 
membuat tindakan 
pengamanan; 
mitigasi risiko 

4 8. Pengambilan 
Keputusan 

4.3. Memimpin dan 
memastikan pen era pan 
program - program 
perubahan selaras antar 
unit kerja. 
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4.1. Mampu melakukan 
evaluasi terhadap isu - 
isu un tuk proses 
pengkajian dan penelitian 
bidang pernerintahan, 
menganalisis kele bihan 
dan kekurangan, serta 
memberikan rekomendasi 

4 .1. Mampu melakukan 
evaluasi terhadap isu - 
isu untuk proses 
pengkajian dan penelitian 
bidang pernerintahan, 
menganalisis kele bihan 
dan kekurangan, serta 
memberikan rekomendasi 
perbaikan dalam bidang 
hukum; 

4.2. Mampu menyusun 
pedornan, petunjuk 
teknis, cara kerja yang 
dijadikan norma standar, 
prosed ur, instrumen 
dalam bidang hukum; dan 

4.3. Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan 
dari stakeholder dan 
memberikan bimbingan 
dan fasilitasi kepada 
instansi lain a tau 
stakeholder terkait 
pengkajian dan penelitian 
bidang hukum. 

pengkajian dan penelitian 
bidang pernerintahan, 
menganalisis kelebihan 
dan kekurangan, serta 
memberikan rekomendasi 
perbaikan dalam bidang 
pemerin tahan; 

4.2. Mampu menyusun 
pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang 
dijadikan norma standar, 
prosedur, instrumen 
dalam bidang 
pemerintahan; dan 

4.3. Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan 
dari stakeholder dan 
memberikan bimbingan 
dan fasili tasi kepada 
instansi lain a tau 
stakeholder terkait 
pengkajian dan penelitian 
bidang pemerintahan. 

dan 
bi dang 

norrna, 
dan 

dan 
bidang 

norma, 
dan 

Mampu 
mengevaluasi dan 
menyusun 
perangkat 
standar 
prosedur 
pengkajian 
penelitian 

Mampu 
mengevaluasi dan 
menyusun 
perangkat 
standar 
prosedur 
pengkajian 
penelitian 
hukum 

perangkat norma, 
standar dan 
prosedur 
pengkajian dan 
peneli tian bidang 
pemerin tahan 
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12.Pengkajian 
Bidang Politik 

11. Pengkajian 
Bidang Hukum 
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4.1. Mengevaluasi teknik, 
metode strategi advokasi 
yang ada saat m1 
menganailisis kelemahan 
dan kekurangan serta 

Mampu 
mengembangkan 
strategi advokasi 
kebijakan 
administrasi 

14.Advokasi 
Kebijakan 
Administrasi 
Pemerin tahan 
Dae rah 

4.1. Mampu melakukan 
penyelarasan 
(harmonisasi) dengan 
peraturan perundang 
undangan yang lain, 
mampu merumuskan 
intisari dari suatu 
kebijakan yang akan 
memberikan dampak 
positif dari maksud dan 
tujuan kebijakan bagi 
instansi dan masyarakat; 

4.2. Menguasai kunci - kunci 
sukses dalam 
implementasi suatu 
kebijakan, dan 
menerapkan praktek 
terbaik pendekatan 
implementasi kebijakan, 
mampu merumuskan 
solusi terhadap hambatan 
dalam implementasi suatu 
kebijakan dan 
mengembangkan 
pendekatan baru dalam 
implementasi untuk 
meningkatkan efektivitas 
suatu kebijakan; dan 

4.3. Mampu menetapkan 
upaya perbaikan dan 
menetapkan langkah­ 
langkah tindak lanjut dari 
hasil monitoring dan 
evaluasi. 

perbaikan dalam bidang 
politik; 

4.2. Mampu menyusun 
pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang 
dijadikan norma standar, 
prosedur, instrumen 
dalam bi dang poli tik; dan 

4.3. Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan 
dari stakeholder dan 
memberikan bimbingan 
dan fasilitasi kepada 
instansi lain a tau 
stakeholder terkait 
pengkajian dan penelitian 
bidang politik. 

dan 
dalam 

implemen tasi, 
monitoring 
evaluasi 
penyusunan 
kebijakan bidang 
pemerin tahan, 
hukum dan politik 

Mampu melakukan 
harmonisasi 
kebijakan, 
meningkatkan 
efektivitas 

politik 
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Pemerin tahan, 
Hukum, dan 
Politik 

 jdih.pemalangkab.go.id jdih.pemalangkab.go.id



A. Pendidikan 1. .Jenianz Sarjana/ Diploma IV 1--~--,------_._._~-t-~.....__~.,_____.~~~~~~~~~~~~~~~---1 
2. Bidang Hukum/ Politik/ Pemerintahan/ Administrasi 

Mutlak I Pen ting I Perlu 

Tingkat pentingnya 
terhadap jabatan 

4.1. Mengevaluasi strategi 
advokasi yang ada saat 
mi, menganalisis 
kekuatan dan kekurangan 
berbagai metode yang 
dijalankan dengan 
kelompok sasaran yang 
berbeda; 

4.2. Mengembangkan norma 
standar, prosedur, 
kriteria, pedoman, dan/ 
atau petunjuk teknis 
strategi advokasi 
kebijakan otonomi daerah; 

4.3. Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan 
strategi advokasi yang 
dapat dijalankan oleh 
mereka sendiri dalam 
menerapkan kebijakan 
otonomi daerah. 

4.3. 

mengembangkan berbagai 
teknik, metode strategi 
advokasi kebijakan 
administrasi 
pemerin tahan daerah 
yang lebih efektif dan 
efisien dari berbagai 
kondisi stakeholder; 
Mengembangkan norma 
standar, kriteria, 
pedornan, petunjuk teknis 
strategi komunikasi dan 
pelaksanaan advokasi 
yang ef ektif serta 
monitoring evaluasi 
advokasi kebijakan 
administrasi 
pemerintahan daerah; dan 
Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan 
strategi advokasi 
kebijakan administrasi 
pemerin tahan daerah 
yang tepat untuk diri 
mereka sendiri dalam 
menerapkan kebijakan. 

4.2. 

Uraian Jenis Persyaratan 

III. PERSYARATAN JABATAN 

Mampu 
mengembangkan 
strategi advokasi 
kebijakan otonomi 
daerah yang tepa t 
sesuai kondisi. 

pemerin tahan 
daerah yang tepat 
sesuai kondisi 
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Kebijakan 
Otonomi 
Daerah 
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Ilmu Pemerintahan/ Administrasi Publik/ Agama. 
B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan - " - 

Kepemimpinan 
Pratama 

2. Teknis Diklat Teknis terkait - " - 
dengan bidang 
Pemerin tahan 

3. Funzsional 
c. Pengalaman kerja 1. Memiliki pengalaman " - - 

jabatan dalam bidang 
pemerintahan I dan 
hukum secara 
kumulatif paling 
kurang 5 (lima) 
tahun; 

2. Sedang atau pernah " - - 
menduduki jabatan 
administrator a tau 
jabatan fungsional 
jenjang ahli mad ya 
paling singkat 2 (dua) 
tahun. 

D. Panzkat Pembina/ IV.a 
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Persentase rekomendasi atas isu strategis 

bi dang pemerintahan, hukum dan politik 
yang disampaikan pada Bupati; 

2. Persentase pengaduan masyarakat bi dang 
pemerin tahan, hukum dan politik yang 
berhasil dikoordinasikan dan dianalisa. 
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4 .1. Mengintegrasikan 
inf ormasi - informasi 
pen ting hasil diskusi 
dengan pihak lain untuk 

4.1. Membangun sinergi antar 
unit kerja di lingkup 
instansi yang dipimpin; 

4.2. Memfasilitasi kepentingan 
yang berbeda dari unit 
kerja lain sehingga tercipta 
sinergi dalam rangka 
pencapaian target kerja 
organisasi; 

4.3. Mengembangkan sistem 
yang menghargai kerja 
sama an tar unit, 
memberikan dukungan/ 
semangat untuk 
memastikan tercapainya 
sinergi dalam rangka 
pencapaian target kerja 
organisasi. 

4.1. Menciptakan situasi kerja 
yang mendorong seluruh 
pemangku kepentingan 
mematuhi nilai, norma, 
dan etika organisasi dalam 
segala situasi dan kondisi; 

4. 2. Mendukung dan 
menerapkan prinsip moral 
dan standar etika yang 
tinggi, serta berani 
menanggung 
konsekuensinya; 

4.3. Berani melakukan koreksi 
atau mengambil tindakan 
atas penyimpangan kode 
etik/ nilai-nilai yang 
dilakukan oleh orang lain, 
pada tataran lingkup kerja 
setingkat instansi 
meskipun ada resiko. 

Mampu 
mengemukakan 
pemikiran 
multidimensi 

4 3. Komunikasi 

2. Kerjasama 

1. Integritas 
A. Mana ierial 

4 Membangun 
komitmen tim, 
sinergi 

4 Mampu 
menciptakan 
si tuasi kerj a yang 
mendorong 
kepatuhan pada 
nilai, norma, dan 
etika organisasi 

Level Diskripsi Kompetensi 
II. STANDAR KOMPETENSI 

Memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati di Bidang 
Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. 

lndikator Kompetensi 

I. IKHTISAR JABATAN 

Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan 
Keuangan 
JPT Pratama 
Kesekretariatan 
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Kelompok J abatan 
Urusan Pemerintah 
Kode Jabatan 

Nama Jabatan 3. 
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4.1. Memahami dan memberi 
perhatian kepada isu-isu 
jangka panjang, 
kesempatan atau kekuatan 
politik yang mempengaruhi 
organisasi dalam 
hubungannya dengan 
dunia luar, 
memperhitungkan dan 
mengantisipasi dampak 
terhadap pelaksanaan 
tugas-tugas pelayanan 
publik secara objektif, 
transparan, dan 
professional dalam lingkup 
organisasi; 

4.2. Menjaga agar kebijakan 
pelayanan publik yang 
diselenggarakan oleh 
instansinya telah selaras 
dengan standar pelayanan 

4.1. Mendorong unit kerja di 
tingkat instansi untuk 
mencapai kinerja yang 
melebihi target yang 
ditetapkan; 

4.2. Memantau dan 
mengevaluasi hasil kerja 
unitnya agar selaras 
dengan sasaran strategis 
instansi; 

4.3. Mendorong pemanfaatan 
sumber daya bersama 
antar unit kerja dalam 
rangka meningkatkan 
efektifitas dan efisiensi 
pencaian target organisasi. 

mendapatkan pemahaman 
yang sama; Berbagi 
informasi dengan 
pemangku kepentingan 
untuk tujuan 
meningkatkan kinerja 
secara keseluruhan; 

4.2. Menuangkan pemikiran/ 
konsep yang multidimensi 
dalam ben tuk tulisan 
formal; 

4.3. Menyampaikan informasi 
secara persuasif un tuk 
mendorong pemangku 
kepentingan sepakat pada 
langkah-langkah bersama 
dengan tujuan 
meningkatkan kinerja 
secara keseluruhan. 

Mampu 
memonitor, 
mengevaluasi, 
memperhitungkan 
dan 
mengantisipasi 
dampak dari isu­ 
isu jangka 
panjang, 
kesempatan, atau 
kekuatan politik 
dalam hal 
pelayanan 
kebutuhan 
pemangku 
kepentingan yang 
transparan, 
objektif, dan 
prof esional 

Mendorong unit 
kerja mencapai 
target yang 
ditetapkan atau 
melebihi hasil 
kerja sebelumnya 

secara lisan dan 
tertulis un tuk 
mendorong 
kesepakatan 
dengan tujuan 
meningkatkan 
kinerj a secara 
keseluruhan 

4 

4 

5. Pelayanan 
Publik 

4. Orientasi pada 
hasil 
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f 

yang objektif, netral, tidak 
mernihak, tidak 
diskrirninatif, serta tidak 
terpengaruh kepentingan 
pribadi/ kelompok/ partai 
politik; 

4.3. Menerapkan strategi 
jangka panjang yang 
berfokus pada pemenuhan 
kebutuhan pemangku 
kepen tingan dalam 
menyusun kebijakan 
dengan mengikuti standar 
objektif, netral, tidak 
mernihak, tidak 
diskrirninatif, transparan, 
tidak terpengaruh 
kepen tingan pribadi/ 
kelompok. 

6. Pengembangan 4 Menyusun 4.1. Menyusun program 
diri dan orang program pengembangan jangka 
lain pengembangan pan Jang bersama-sama 

jangka panjang dengan bawahan, 
dalam rangka termasuk didalamnya 
mendorong penetapan tujuan, 
manajemen bimbingan, penugasan dan 
pembelajaran pengalaman lainnya, serta 

mengalokasikan waktu 
untuk mengikuti 
pelatihan/ pendidikan/ 
pengembangan kompetensi 
dan karir; 

4.2. Melaksanakan manajernen 
pembelajaran termasuk 
evaluasi dan umpan batik 
pada tataran organisasi; 

4.3. Mengembangkan orang- 
orang disekitamya secara 
konsisten, melakukan 
kaderisasi untuk .. posisi- 
posisi di unit kerjanya. 

7. Mengelola 4 Memimpin 4 .1. Mengarahkan unit kerja 
Perubahan perubahan pad a untuk lebih siap dalam 

unit kerja menghadapi perubahan 
termasuk memitigasi risiko 
yang mungkin terjadi; 

4.2. Memastikan perubahan 
sud ah diterapkan secara 
aktif di lingkup unit 
kerjanya secara berkala; 

4.3. Memimpin dan 
memastikan penerapan 
program-program 
perubahan selaras an tar 
unit kerja. 
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4.1. Mengevaluasi teknik, 
metode strategi advokasi 
yang ada saat iru 
menganailisis kelemahan 
dan kekurangan serta 
mengembangkan berbagai 
teknik, metode strategi 
advokasi kebijakan produk 
hukum daerah yang lebih 
ef ektif dan efisien dari 
berbagai kondisi 
stakeholder; 

Mampu 
mengembangkan 
strategi advokasi 
kebijakan produk 
hukum daerah 
yang tepat sesuai 
kondisi 

4 10. Rekomendasi 
Penyusunan 
Kebijakan 
Produk 
Hukum 
Dae rah 

f 

4. 1. Menginisiasi dan 
merepresen tasikan 
pemerintah di lingkungan 
kerja dan masyarakat 
untuk senantiasa menjaga 
persatuan dan kesatuan 
dalam keberagaman dan 
menerima segala bentuk 
perbedaan dalam 
kehidupan bermasyarakat; 

4.2. Mampu mendayagunakan 
perbedaan latar belakang, 
agama/ kepercayaan, 
suku, jender, sosial 
ekonomi, preferensi politik 
untuk mencapai 
kelancaran pencapaian 
tujuan organisasi; 

4.3. Mampu membuat program 
yang mengakomodasi 
perbedaan latar belakang, 
agama/ kepercayaan, 
suku, jender, sosial 
ekonomi, preferensi politik. 

Mendayagunakan 
perbedaan secara 
konstruktif dan 
kreatif untuk 
meningkatkan 
efektifitas 
organisasi 

4 

C. Teknis 

9. Perekat 
Bangsa 

4.1. Menyusun dan/ atau 
memutuskan konsep 
penyelesaian masalah yang 
melibatkan beberapa/ 
seluruh fungsi dalam 
organisasi; 

4.2. Menghasilkan solusi dari 
berbagai masalah yang 
kompleks, terkait dengan 
bidang kerjanya yang 
berdampak pada pihak 
lain; 

4.3. Membuat keputusan dan 
mengantisipasi dampak 
keputusannya serta 
menyiapkan tindakan 
penanganannya (mitigasi 
risiko). 

Menyelesaikan 
mas al ah yang 
mengandung 
risiko tinggi, 
mengan tisi pasi 
dampak 
keputusan, 
membuat 
tindakan 
pengamanan; 
mi tigasi risiko 
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4 

B. Sosial Kultural 

8. Pengambilan 
Keputusan 
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4.1. Mampu mengidentifikasi 
kelemahan dan 
kekurangan pedoman, 
petunjuk teknis 
pelaksanaan manajemen 
SDM ASN yang ada; 

4.2. Mampu menyusun 
pedoman petunjuk teknis 
dalam penerapan 
manajemen SDM 
(perencanaan SDM, 
analisis jabatan, analisis 

4.1. Mengevaluasi teknik, 
metode strategi advokasi 
yang ada saat mi 
menganailisis kelemahan 
dan kekurangan serta 
mengembangkan berbagai 
teknik, metode strategi 
kebijakan kepegawaian 
yang lebih efektif dan 
efisien dari berbagai 
kondisi stakeholder; 

4.2. Mengembangkan norma 
standar, kriteria, pedoman, 
petunjuk teknis strategi 
komunikasi dan 
pelaksanaan yang ef ektif 
serta monitoring evaluasi 
kebijakan kepegawaian; 
dan 

4.3. Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan 
strategi kebijakan 
kepegawaian yang tepat 
untuk diri mereka sendiri 
dalam menerapkan 
kebijakan. 

4.2. Mengembangkan norma 
standar, kriteria, pedoman, 
petunjuk teknis strategi 
komunikasi dan 
pelaksanaan advokasi yang 
efektif serta monitoring 
evaluasi advokasi 
kebijakan produk hukum 
daerah; dan 

4.3. Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan 
strategi advokasi kebijakan 
produk hukum daerah 
yang tepat untuk diri 
mereka sendiri dalam 
menerapkan kebijakan. 

Mampu 
mengembangkan 
strategi advokasi 
kebijakan ilmu 
ekonomi, baik 
makro maupun 
mikro yang tepat 
sesuai kondisi 

Mampu 
mengembangkan 
strategi advokasi 
Pemetaan Potensi 
Perekonomian 
Daerah yang tepat 
sesuai kondis 
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4 

4 

12. Rekomendasi 
Kebijakan Ilmu 
Ekonomi, baik 
Makro 
maupun Mikro 

11. Rekomendasi 
Kebijakan 
Pemetaan 
Potensi 
Perekonomian 
Dae rah 
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4 .1. Mengevaluasi strategi 
advokasi yang ada saat ini, 
menganalisis kekuatan dan 
kekurangan berbagai 
metode yang dijalankan 
dengan kelompok sasaran 
yang berbeda; 

Mampu 
mengembangkan 
strategi advokasi 
kebijakan 
administrasi 
pemerintahan 
daerah yang tenat 

4 14. Rekomendasi 
Kebijakan 
Administrasi 
Pemerin tahan 
Dae rah 

4.1. Mengevaluasi teknik, 
metode strategi advokasi 
yang ada saat mi 
menganailisis kelemahan 
dan kekurangan serta 
mengembangkan berbagai 
teknik, metode strategi 
kebijakan ilmu sosial yang 
lebih efektif dan efisien 
dari berbagai kondisi 
stakeholder; 

4.2. Mengembangkan norma 
standar, kriteria, pedornan, 
petunjuk teknis strategi 
komunikasi dan 
pelaksanaan advokasi yang 
efektif serta monitoring 
evaluasi kebijakan sosial; 
dan 

4.3. Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan 
strategi kebijakan ilmu 
sosial yang tepat untuk diri 
mereka sendiri dalam 
menerapkan kebijakan. 

Mampu 
mengembangkan 
strategi advokasi 
kebijakan 
manajemen studi 
pembangunan 
yang tepat sesuai 
kondisi 

4 13. Rekomendasi 
Kebijakan 
Manajemen 
Stu di 
Pembangunan 

be ban kerja, standar 
kornpetensi, perencanaan 
pengembangan 
kompetensi, evaluasi 
jabatan manajemen 
kinerja, administrasi 
kepegawaian, sis tern 
informasi kepegawaian); 

4.3. Memberikan bimbingan 
dan fasili tasi kepada 
pengelola kepegawaian 
dalam penerapan pedoman 
dan petunjuk teknis 
perencanaan SOM, analisis 
jabatan, analisis beban 
kerja, standar kompetensi, 
perencanaan 
pengembangan 
kompetensi, evaluasi 
jabatan manajemen 
kinerja, administrasi 
kepegawaian, sis tern 
informasi kepegawaian. 
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Kepemimpinan 
Pratama 
Manajemen 
pemerin tahan daerah 
Pengelolaan keuangan 
daerah Manajemen 
kepegawaian 
Pengadaan barang/ 
jasa pemerintah 

2. Teknis 

Pelatihan - 1. Manajerial 8. Pelatihan 

A. Pendidikan 1. .Jenianz Sariana/ Diploma IV 1---~~'--........_~-+-~_.._~._____._~~~~~~~~~~~~~~-----i 
2. Bidang Ekonomi/ Keuangan/ Manajemen/ 

Ilmu Administrasi/ Studi Pembangunan/ Teknik 
Sipil/ Teknik Industri/ Arsitektur / Teknik 
Pengairan/ Planologi/ Teknik Lingkungan/ 
Teknik Geolozi/ Teknik Geodesi. 

Mutlak Penting Perlu 

Tingkat pentingnya 
terhadap jabatan Uraian Jenis Persyaratan 

III. PERSYARATAN JABATAN 

4.1. Mengevaluasi strategi 
advokasi yang ada saat ini, 
menganalisis kekuatan dan 
kekurangan berbagai 
metode yang dijalankan 
dengan kelompok sasaran 
yang berbeda; 

4.2. Mengembangkan norma 
standar, prosedur, kriteria, 
pedoman, dan/ atau 
petunjuk teknis strategi 
advokasi kebijakan 
otonomi daerah; 

4.3. Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan 
strategi advokasi yang 
dapat dijalankan oleh 
mereka sendiri dalam 
menerapkan kebijakan 
otonomi daerah. 

Mampu 
mengembangkan 
strategi advokasi 
kebijakan otonomi 
daerah yang tepat 
sesuai kondisi 

4 15. Advokasi 
Kebijakan 
Otonomi 
Dae rah 

4.2. Mengembangkan norma 
standar, prosedur, kriteria, 
pedoman, dan/ atau 
petunjuk teknis strategi 
advokasi kebijakan 
otonomi daerah; 

4.3. Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan 
strategi advokasi yang 
dapat dijalankan oleh 
mereka sendiri dalam 
menerapkan kebijakan 
otonomi daerah. 

sesuai kondisi 
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I 3. Funasional 
8. Pengalaman kerja l .Memiliki pengalaman ..J - - 

jabatan dalam bidang 
pemerintahan/ 
hukum/ organisasi/ 
perekonomian dan 
pembangunan secara 
kumulatif paling 
kurang 5 (lima) 
tahun. 

2.Sedang atau pemah ...J - - 
menduduki jabatan 
administrator a tau 
jabatan fungsional 
jenjang ahli mad ya 
paling singkat 2 (dua) 
tahun. 

C. Pangkat Pembina/ IV.a 
D. Indikator Kinerja Jabatan 1. Sinkronisasi pelaksanaan program bi dang 

perekonomian; 
2. Sinkronisasi pelaksanaan program bidang 

pembangunan; dan 
3. Sinkronisasi pelaksanaan program bi dang 

keuangan. 

 jdih.pemalangkab.go.id jdih.pemalangkab.go.id



4.1. Mengintegrasikan 
informasi-informasi 
pen ting basil diskusi 
dengan pihak lain un tuk 

4 Mampu 
mengemukakan 
pemikiran 
multidimensi 

3. Komunikasi 
organisasi. 

Membangun 
komitmen 
sinergi 

4.1. Membangun sinergi antar 
tim, unit kerja di lingkup 

instansi yang dipimpin; 
4.2. Memfasilitasi kepentingan 

yang berbeda dari unit 
kerja lain sehingga tercipta 
sinergi dalam rangka 
pencapaian target kerja 
organisasi; 

4.3. Mengembangkan sistem 
yang menghargai kerja 
sama an tar unit, 
memberikan dukungan/ 
semangat untuk 
memastikan tercapainya 
sinergi dalam rangka 
pencapaian target kerja 

4 2. Kerjasama 

4.1. Menciptakan situasi kerja 
yang mendorong seluruh 
pemangku kepentingan 
mematuhi nilai, norrna, 
dan etika organisasi dalam 
segala situasi dan kondisi; 

4.2. Mendukung dan 
menerapkan prinsip moral 
dan standar etika yang 
tinggi, serta berani 
menanggung 
konsekuensinya; 

4.3. Berani melakukan koreksi 
atau mengambil tindakan 
atas penyimpangan kode 
etik/ nilai-nilai yang 
dilakukan oleh orang lain, 
pada tataran lingkup kerja 
setingkat instansi 
meskipun ada resiko. 

Indikator Kompetensi 

4 Mampu 
menciptakan 
situasi kerja yang 
mendorong 
kepatuhan pada 
nilai, norma, dan 
etika organisasi 

1. Integritas 
A. Manaierial 

Level Diskripsi Kompetensi 
II. STANDAR KOMPETENSI 

Memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati di Bidang 
Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah. 

I. IKHTISAR JABATAN 

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Surnber Daya 
Manusia 
JPT Pratama 
Kesekretariatan 
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Kelompok Jabatan 
Urusan Pemerintah 
Kode Jabatan 

Nama Jabatan 4. 
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4.1. Mendorong unit kerja di 
tingkat instansi untuk 
mencapai kinerja yang 
melebihi target yang 
ditetapkan; 

4.2. Memantau dan 
mengevaluasi hasil kerja 
uni tnya agar selaras 
dengan sasaran strategis 
instansi; 

4.3. Mendorong pemanfaatan 
sumber daya bersama 
antar unit kerja dalam 
rangka meningkatkan 
efektifitas dan efisiensi 
pencaian target organisasi. 

mendapatkan pemahaman 
yang sama; Berbagi 
informasi dengan 
pemangku kepentingan 
untuk tujuan 
meningkatkan kinerja 
secara keseluruhan; 

4.2. Menuangkan pemikiran/ 
konsep yang multidimensi 
dalam ben tuk tulisan 
formal; 

4.3. Menyampaikan informasi 
secara persuasif un tuk 
mendorong pemangku 
kepentingan sepakat pada 
langkah-langkah bersama 
dengan tujuan 
meningkatkan kinerja 
secara keseluruhan. 

4.1. Memahami dan memberi 
perhatian kepada isu-isu 
jangka panjang, 
kesempatan atau kekuatan 
politik yang mempengaruhi 
organisasi dalam 
hubungannya dengan 
dunia luar, 
memperhitungkan dan 
mengantisipasi dampak 
terhadap pelaksanaan 
tugas- tugas pelayanan 
publik secara objektif, 
transparan, dan 
professional dalam lingkup 
organisasi; 

4.2. Menjaga agar kebijakan 
pelayanan publik yang 
diselenggarakan oleh 
instansinya telah selaras 
dengan standar pelavanan 

Mampu 
memonitor, 
mengevaluasi, 
memperhitungkan 
dan 
mengantisipasi 
dampak dari isu­ 
isu jangka 
panjang, 
kesempatan, atau 
kekuatan politik 
dalam hal 
pelayanan 
kebutuhan 
pemangku 
kepen tingan yang 
transparan, 
objektif, dan 
profesional 

4 

Mendorong unit 
kerja mencapai 
target yang 
ditetapkan atau 
mele bihi hasil 
kerja sebelumnya 

4 

secara lisan dan 
tertulis un tuk 
mendorong 
kesepakatan 
dengan tujuan 
meningkatkan 
kinerja secara 
keseluruhan 
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5. Pelayanan 
Publik 

4. Orientasi pada 
hasil 
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yang objektif, netral, tidak 
mernihak, tidak 
diskriminatif, serta tidak 
terpengaruh kepen tingan 
pribadi/ kelompok/ partai 
politik; 

4.3. Menerapkan strategi 
jangka panjang yang 
berfokus pada pemenuhan 
kebutuhan pemangku 
kepentingan dalam 
menyusun kebijakan 
dengan mengikuti standar 
objektif, netral, tidak 
mernihak, tidak 
diskrirninatif, transparan, 
tidak terpengaruh 
kepen tingan pribadi/ 
kelompok. 

6. Pengembangan 4 Menyusun 4.1. Menyusun program 
diri dan orang program pengembangan jangka 
lain pengembangan panjang bersama-sama 

jangka panjang dengan bawahan, 
dalam rangka termasuk didalamnya 
mendorong penetapan tujuan, 
manajemen bimbingan, penugasan dan 
pembelajaran pengalaman lainnya, serta 

mengalokasikan waktu 
untuk mengikuti 
pelatihan/ pendidikan / 
pengembangan kompetensi 
dan karir; 

4.2. Melaksanakan manajernen 
pembelajaran termasuk 
evaluasi dan umpan balik 
pada tataran organisasi; 

4.3. Mengembangkan orang- 
orang disekitarnya secara 
konsisten, melakukan 
kaderisasi untuk .. posisi- 
posisi di unit kerjanya. 

7. Mengelola 4 Memimpin 4.1. Mengarahkan unit kerja 
Perubahan perubahan pad a untuk lebih siap dalam 

unit kerja menghadapi perubahan 
termasuk memitigasi risiko 
yang mungkin terjadi; 

4.2. Memastikan perubahan 
sudah diterapkan secara 
aktif di lingkup unit 
kerjanya secara berkala; 

4.3. Memimpin dan 
memastikan penerapan 
program-program 
perubahan selaras an tar 
unit kerja. 
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4.1. Mampu melakukan 
evaluasi terhadap teknik/ 
metode / sis tern cara kerja, 
mengetahui kelebihan dan 
kekurangan, serta 
melakukan pengembangan 
atau perbaikan teknik/ 
metode/ sistem cara kerja 
penyusunan kebijakan 
bi dang kemasyarakatan 
dan sumber daya manusia 
yang lebih efektif dan 

Mampu 
mengembangkan 
strategi advokasi 
bi dang 
kemasyarakatan 
dan sumber daya 
manusia 

4 10. Advokasi 
Kebijakan 
Bidang 
Kemasyarakatan 
dan Sumber 
Daya Manusia 

C. Teknis 

4.1. Menginisiasi dan 
merepresen tasikan 
pemerintah di lingkungan 
kerja dan masyarakat 
untuk senantiasa menjaga 
persatuan dan kesatuan 
dalam keberagaman dan 
menerima segala bentuk 
perbedaan dalam 
kehidupan bermasyarakat; 

4.2. Mampu mendayagunakan 
perbedaan latar belakang, 
agama/ kepercayaan, 
suku, jender, sosial 
ekonomi, preferensi politik 
untuk mencapai 
kelancaran pencapaian 
tujuan organisasi; 

4.3. Mampu membuat program 
yang mengakomodasi 
perbedaan latar belakang, 
agama/ kepercayaan, 
suku, jender, sosial 
ekonomi, preferensi politik. 

Mendayagunakan 
perbedaan secara 
konstruktif dan 
kreatif untuk 
meningkatkan 
efektifitas 
organisasi 

4 9. Perekat Bangsa 
B. Sosial Kultural 

4.1. Menyusun dan/ atau 
memutuskan konsep 
penyelesaian masalah yang 
melibatkan beberapa/ 
seluruh fungsi dalam 
organisasi; 

4.2. Menghasilkan solusi dari 
berbagai masalah yang 
kompleks, terkait dengan 
bidang kerjanya yang 
berdampak pada pihak 
lain; 

4.3. Membuat keputusan dan 
mengantisipasi dampak 
keputusannya serta 
menyiapkan tindakan 
penanganannya (mitigasi 
risiko). 

Menyelesaikan 
masalah yang 
mengandung 
risiko tinggi, 
mengan tisi pasi 
dampak 
keputusan, 
membuat 
tindakan 
pengamanan; 
mitigasi risiko 

4 8. Pengam bilan 
Keputusan 
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4.1. Marnpu melakukan 
evaluasi terhadap teknis/ 
metode/ sistem cara kerja 
menemu kenali kelebihan 
dan kekurangan 
melakukan pengembangan 
atau perbaikan cara kerja 
analisis kebijakan bidang 
kemasyarakatan dan 
sumber daya manusia yang 
lebih efektif/ efisien; 

4.2. Marnpu menyusun 
pedornan, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan 
norma standar, prosedur, 
instrumen pelaksanaan 
analisis kebijakan bidang 
kemasyarakatan dan 
sumber daya manusia; 

4.3. Marnpu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan 
dari stakeholder 
pelaksanaan analisis 
kebijakan bidang 
kemasyarakatan dan 
sumber daya manusia dan 
memberikan bimbingan 
dan fasili tasi kepada 
instansi lain a tau 
stakeholder terkait analisis 
kebijakan bidang 
kemasyarakatan dan 
sumber daya manusia. 

Marnpu 
mengevaluasi dan 
menyusun 
perangkat norma 
standar prosedur 
instrument 
analisis kebijakan 
bi dang 
kemasyarakatan 
dan sumber daya 
manusia 

4 11. Analisis 
Kebijakan 
Bi dang 
Kemasyarakatan 
dan Sumber 
Daya Manusia 

efisien; 
4.2. Marnpu menyusun 

pedornan, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan 
norma, standar, prosedur, 
kriteria pelaksanaan 
penyusunan kebijakan 
bi dang kemasyarakatan 
dan sumber daya manusia; 

4.3. Marnpu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan 
dari stakeholder terhadap 
pelaksanaan penyusunan 
kebijakan bidang 
kemasyarakatan dan 
sumber daya manusia, 
serta mem berikan 
bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau 
stakeholder terkait 
penyusunan kebijakan 
bidang kemasyarakatan 
dan sumber daya manusia. 
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Diklat teknis 2. Teknis 

Kepemimpinan 
Pratama 

Pelatihan - -..J 1. Manajerial 

terkait 

A. Pendidikan 1. Jenjang Sarjana/ Diploma IV 1--~~'--......__~-+-~..,_~._____._~~~~~~~~~~~~~~~---t 
2. Bidang Ekonomi/ Kebijakan Publik/ Pemerintahan/ 

Ilmu Manajemen/ Sosial/ Kesejahteraan Sosial/ 
Politik/ Kesehatan/ Pendidikan/ Agama, 

B. Pelatihan 

Mutlak Penting Perlu 

Tingkat pentingnya 
terhadap jabatan Uraian Jenis Persyaratan 

III. PERSYARATAN JABATAN 

4. 1. Mengevaluasi strategi 
advokasi yang ada saat ini, 
menganalisis kekuatan dan 
kekurangan berbagai 
metode yang dijalankan 
dengan kelompok sasaran 
yang berbeda; 

4.2. Mengembangkan norma 
standar, prosedur, kriteria, 
pedoman, dan/ a tau 
petunjuk teknis strategi 
advokasi kebijakan 
otonomi daerah; 

4.3. Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan 
strategi advokasi yang 
dapat dijalankan oleh 
mereka sendiri dalam 
menerapkan kebijakan 
otonomi daerah. 

Mampu 
mengembangkan 
strategi advokasi 
kebijakan otonomi 
daerah yang tepat 
sesuai kondisi. 

4 13. Advokasi 
Kebijakan 
Otonomi Daerah 

4.1. Mengevaluasi strategi 
Manajemen SOM yang ada 
saat mi, menganalisis 
kekuatan dan kekurangan 
berbagai metode yang 
dijalankan dengan 
kelompok sasaran yang 
berbeda; 

4.2. Mengembangkan norma 
standar, prosedur, kriteria, 
pedoman, dan/ atau 
petunjuk teknis strategi 
Manajemen SOM; 

4.3. Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan 
strategi Manajemen SOM 
yang dapat dijalankan oleh 
mereka sendiri dalam 
menerapkan kebijakan 
penyusunan perencanaan 
pembangunan daerah. 

Mampu 
mengembangkan 
strategi 
penyusunan 
manajemen SOM 
yang tepat sesuai 
kondisi. 

4 12. Manajemen 
Sumber Daya 
Manusia (SOM) 
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bi dang kemasyarakatan 
dan sumber daya 
manusia 

3. Fungsional 
C. Pengalaman kerj a 1. Memiliki pengalaman -.J - - 

jabatan dalam bidang 
kemasyarakatan / 
sumber daya 
manusia/ 
kepegawaian secara 
kumulatif paling 
kurang 5 (lima) 
tahun; 

2. Sedang a tau pemah 
menduduki jabatan ...J - - 
administrator a tau 
jabatan fungsional 
jenjang ahli mad ya 
paling singkat 2 (dua) 
tahun. 

D.Pangkat Pembina/ IV.a 
E. Indikator Kinerja Jabatan Kualitas rekomendasi kebijakan bi dang 

kemasyarakatan dan sumber daya manusia. 
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4.1. Mengintegrasikan 
informasi-informasi 
pen ting hasil diskusi 

Mampu 
mengemukakan 
pemikiran 

4 3. Komunikasi 

2. Kerjasama 

organisasi. 

4.1. Menciptakan situasi kerja 
yang mendorong seluruh 
pemangku kepentingan 
rnematuhi nilai, norma, 
dan etika organisasi dalam 
segala situasi dan kondisi; 

4.2. Mendukung dan 
menerapkan prinsip moral 
dan standar etika yang 
tinggi, serta berani 
menanggung 
konsekuensinya; 

4.3. Berani rnelakukan koreksi 
atau mengambil tindakan 
atas penyimpangan kode 
etik/ nilai-nilai yang 
dilakukan oleh orang lain, 
pada tataran lingkup kerja 
setingkat instansi 
meskipun ada resiko. 

Mernbangun 
komitmen 
sinergi 

4.1. Mernbangun sinergi antar 
tirn, unit kerja di lingkup 

instansi yang dipimpin; 
4.2. Mernfasilitasi kepentingan 

yang berbeda dari unit 
kerja lain sehingga tercipta 
sinergi dalam rangka 
pencapaian target kerja 
orgarusasi; 

4.3. Mengembangkan sistem 
yang menghargai kerja 
sama an tar unit, 
memberikan dukungan/ 
semangat untuk 
memastikan tercapainya 
sinergi dalam rangka 
pencapaian target kerja 

4 

I. Integritas 
A. ManaJerial 

4 Mampu 
rnenciptakan 
situasi kerja yang 
rnendorong 
kepatuhan pada 
nilai, norma, dan 
etika organisasi 

Level Disk.ripsi Kompetensi 

Melaksanakan sebagian tugas Bupati di bidang pernerintahan dan 
kesejahteraan rakyat dengan cara merencanakan, rnengkoordinasikan, 
rnelaksanakan dan rnengendalikan tugas di bidang pernerintahan dan 
kesejahteraan rakyat. 

,.IJ. STAl'fDAR KOMPETENSI 

Asisten Pernerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 
JPT Pratarna 
Kesekretariatan 

Indikator Kompetensi 
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Nama Jabatan 
Kelornpok Jabatan 
Urusan Pernerintah 
Kade Jabatan 

5. 
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dan 

mengantisipasi 
dampak dari isu­ 
isu jangka 
pan Jang, 
kesempatan, atau 
kekuatan politik 
dalam hal 
pelayanan 
kebutuhan 
pemangku 
kepen tingan yang 
transparan, 
objektif, 
profesional 

Mampu 
memonitor, 
mengevaluasi, 
memperhitungkan 
dan 

4 5. Pelayanan 
Publik 

dengan pihak lain untuk 
mendapatkan pemahaman 
yang sama; Berbagi 
informasi dengan 
pemangku kepen tingan 
untuk tujuan 
meningkatkan kinerja 
secara keseluruhan; 

4.2. Menuangkan pemikiran/ 
konsep yang multidimensi 
dalam ben tuk tulisan 
formal; 

4.3. Menyampaikan informasi 
secara persuasif un tuk 
mendorong pemangku 
kepentingan sepakat pada 
langkah-Iangkah bersama 
dengan tujuan 
meningkatkan kinerja 
secara keseluruhan. 

4.1. Memahami dan memberi 
perhatian kepada rsu-isu 
jangka panjang, 
kesempatan atau kekuatan 
politik yang mempengaruhi 
organisasi dalam 
hubungannya dengan 
dunia luar, 
memperhitungkan dan 
mengantisipasi dampak 
terhadap pelaksanaan 
tugas-tugas pelayanan 
publik secara objektif, 
transparan, dan 
professional dalam lingkup 
organisasi; 

4.2. Menjaga agar kebijakan 
pelayanan publik yang 
diselenggarakan oleh 
instansinya telah selaras 

multidimensi 
secara lisan dan 
tertulis un tuk 
mendorong 
kesepakatan 
dengan tujuan 
meningkatkan 
kinerja secara 
keseluruhan 

- 39 - 

Mendorong unit 4.1. Mendorong unit kerja di 
kerja mencapai tingkat instansi untuk 
target yang mencapai kinerja yang 
ditetapkan atau melebihi target yang 
melebihi hasil ditetapkan; 
kerja sebelumnya 4.2. Memantau dan 

mengevaluasi hasil kerja 
unitnya agar selaras 
dengan sasaran strategis 
instansi; 

4.3. Mendorong pemanfaatan 
sumber daya bersama 
antar unit kerja dalam 
rangka meningkatkan 
efektifitas dan efisiensi 
pencaian target organisasi. 

4 4. Orientasi pada 
hasil 
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dengan standar pelayanan 
yang objektif, netral, tidak 
memihak, tidak 
diskriminatif, serta tidak 
terpengaruh kepentingan 
pribadi/ kelompok/ partai 
politik; 

4.3. Menerapkan strategi 
jangka panjang yang 
berfokus pada pemenuhan 
kebutuhan pemangku 
kepen tingan dalam 
menyusun kebijakan 
dengan mengikuti standar 
objektif, netral, tidak 
memihak, tidak 
diskriminatif, transparan, 
tidak terpengaruh 
kepentingan pribadi/ 
kelompok. 

6. Pengembangan 4 Menyusun 4 .1. Menyusun program 
diri dan orang program pengem bangan jangka 
lain pengembangan panjang bersama-sama 

jangka panjang dengan bawah an, 
dalam rangka termasuk didalamnya 
mendorong penetapan tujuan, 
manajemen bimbingan, penugasan dan 
pembelajaran pengalaman lainnya, serta 

mengalokasikan waktu 
untuk mengikuti 
pelatihan/ pendidikan/ 
pengembangan kompetensi 
dan karir; 

4.2. Melaksanakan manajemen 
pembelajaran termasuk 
evaluasi dan umpan balik 
pada tataran organisasi; 

4.3. Mengembangkan orang- 
orang disekitarnya secara 
konsisten, melakukan 
kaderisasi untuk posisi- 
posisi di unit kerjanya. 

7. Mengelola 4 Memimpin 4.1. Mengarahkan unit kerja 
Perubahan perubahan pada untuk lebih siap dalam 

unit kerja menghadapi perubahan 
termasuk memitigasi risiko 
yang mungkin terjadi; 

4.2. Memastikan perubahan 
sud ah diterapkan secara 
aktif di lingkup unit 
kerjanya secara berkala; 

4.3. Memimpin dan 
memastikan penerapan 
program-program 
perubahan selaras an tar 
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4.1. Mengevaluasi strategi 
advokasi yang ada saat ini, 
menganalisis kekuatan 
dan kekurangan berbagai 
metode yang dijalankan 
dengan kelompok sasaran 
yang berbeda; 

4.2. Mengembangkan norma 
standar, prosedur, kriteria, 
pedornan, dan/ atau 

4.1. Menginisiasi dan mere 
presentasikan pemerintah 
di lingkungan kerja dan 
masyarakat untuk 
senantiasa menjaga 
persatuan dan kesatuan 
dalam keberagaman dan 
menerima segala ben tuk 
perbedaan dalam 
kehidupan bermasyarakat; 

4.2. Mampu mendayagunakan 
perbedaan latar belakang, 
agama/ kepercayaan, 
suku, jender, sosial 
ekonomi, preferensi politik 
untuk mencapai 
kelancaran pencapaian 
tujuan organisasi; 

4.3. Mampu membuat program 
yang mengakomodasi 
perbedaan latar belakang, 
agama/ kepercayaan, 
suku, jender, sosial 
ekonomi, preferensi politik. 

4.1. Menyusun dan/ atau 
memutuskan konsep 
penyelesaian masalah yang 
melibatkan beberapa/ 
seluruh f ungsi dalam 
organisasi; 

4.2. Menghasilkan solusi dari 
berbagai masalah yang 
kompleks, terkait dengan 
bidang kerjanya yang 
berdampak pada pihak 
lain; 

4.3. Membuat keputusan dan 
mengantisipasi dampak 
keputusannya serta 
menyiapkan tindakan 
penanganannya (mitigasi 
risiko). 

unit kerja. 

Mampu 
mengembangkan 
strategi advokasi 
kebijakan 
pembentukan 
perundang­ 
undangan 

Mendayagunakan 
perbedaan secara 
konstruktif dan 
kreatif untuk 
meningkatkan 
efektifitas 
organisasi 

Menyelesaikan 
masalah yang 
mengandung 
risiko tinggi, 
mengan tisipasi 
dampak 
keputusan, 
membuat 
tindakan 
pengamanan 
(mitigasi risiko) 

4 

4 

4 

10. Advokasi 
Kebijakan 
Pembentukan 
Perundang­ 
undangan 

C. Teknis 

9. Perekat 
Bangsa 

B. Sosial Kultural 

8. Pengam bilan 
Keputusan 
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4.1. Mampu melakukan 
evaluasi terhadap teknis / 
metode/ sistem cara kerja 
penataan wilayah 
pemerintahan, 
menemukenali kelebihan 
dan kekurangan, 
melakukan pengembangan 
atau perbaikan cara kerja 
penataan wilayah 
pemerin tahan yang le bih 
efektif/ efisien; 

4.2. Mampu mengoordinasikan 
penataan wilayah 
pemerin tahan dan 
memecahkan masalah 
penataan wilayah 
pemerintahan; 

4.3. Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan 
dari stakeholder penataan 
wilayah pemerintahan dan 
memberikan bimbingan 
dan fasilitasi kepada 
instansi lain a tau 
stakeholder terkait 
penataan wilayah 
pemerin tahan. 

petunjuk teknis strategi 
advokasi kebijakan 
pembentukan 
perundang-undangan; 

4.3. Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan 
strategi advokasi yang 
dapat dijalankan oleh 
mereka sendiri dalam 
menerapkan pembentukan 
perundang-undangan. 

4.1. Mampu melakukan 
evaluasi terhadap teknis / 
metode/ sistem cara kerja 
penyusunan produk 
hukum daerah, 
menemukenali kelebihan 
dan kekurangan, 
melakukan pengembangan 
atau perbaikan cara kerja 
penyusunan produk 
hukum daerah yang lebih 
efektif/ efisien; 

4.2. Mampu mengoordinasikan 
penyusunan produk 
hukum daerah dan 
memecahkan masalah 

Mampu 
mengevaluasi dan 
mengoordinasikan 
penyusunan 
produk hukum 
daerah 

Mampu 
mengevaluasi dan 
mengoordinasikan 
penataan wilayah 
pemerin tahan 
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4 

4 

12. Penyusunan 
Produk 
Hukum 
Daerah 

11. Penataan 
Wilayah 
Pemerintahan 
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4 .1. Mengevaluasi strategi 
advokasi yang ada saat ini, 
menganalisis kekuatan 
dan kekurangan berbagai 
metode yang dijalankan 
dengan kelompok sasaran 
yang berbeda; 

4.2. Mengembangkan norma 
standar, prosedur, kriteria, 
pedoman, dan/ a tau 
petunjuk teknis strategi 
advokasi kebijakan 
otonomi daerah; 

4.3. Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan 
strategi advokasi yang 
dapat dijalankan oleh 
mereka sendiri dalam 
menerapkan kebijakan 
otonomi daerah. 

4.1. Mampu melakukan 
evaluasi terhadap 
perumusan kebijakan 
bidang kesejahteraan 
rakyat, menemukenali 
kele bihan dan 
kekurangan, melakukan 
pengembangan a tau 
perbaikan car a kerja 
perumusan kebijakan 
bidang kesejahteraan 
rakyat yang lebih efektif/ 
efisien; 

4.2. Mampu berkontribusi 
dalam perumusan 
kebijakan bidang 
kesejahteraan rakyat; 

4.3. Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan 
dari stakeholder 
perumusan kebijakan 
bidang kesejahteraan 
rakvat. 

penyusunan produk 
hukum daerah; 

4.3. Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan 
dari stakeholder 
penyusunan produk 
hukum daerah dan 
memberikan bimbingan 
dan fasilitasi kepada 
instansi lain a tau 
stakeholder terkait 
penyusunan produk 
hukum daerah. 

Mampu 
mengembangkan 
strategi advokasi 
kebijakan otonomi 
daerah yang tepat 
sesuai kondisi 

Mampu 
mengevaluasi dan 
merumuskan 
ke bij akan bi dang 
kesejahteraan 
rakyat 
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4 

4 

14. Advokasi 
kebijakan 
Oto no mi 
Dae rah 

13. Perumusan 
Kebijakan 
Bi dang 
Kesejah teraan 
Rakyat 
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III. PERSYARATANJABATAN 
Tingkat pentingnya 

Jenis Persyaratan Uraian terhadap jabatan 

Mutlak Pen ting Perlu 
A. Pendidikan 1. .Jenjang Sarjana I Diploma IV 

2. Bidang Administrasi Kebijakan/ Manajemen/ Hukum/ 
Ilmu Politik/ Administrasi Negara/ Pemerintahan/ 

Sosial/ Keseiahteraan Sosial/ Aj ama . 
B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan - ...J - 

Kepemimpinan 
Pratama 

2. Teknis Diklat Teknis terkait - ...J - 
dengan Pemerintahan 
dan Kesejahteraan 
Sosial. 

3. Funzsional 
c. Pengalaman kerja 1. Memiliki ...J - - 

pengalaman 
jabatan dalam 
bi dang 
pemerintahan/ 
sosial/ hukum/ 
pemberdayaan 
masyarakat secara 
kumulatif paling 
kurang 5 (lima) 
tahun; 

2. Sedang atau pernah ..J - - 
menduduki jabatan 
administrator a tau 
jabatan fungsional 
jenjang ahli madya 
paling singkat 2 
(dual tahun. 

D. Pangkat Pembina/ IV.a 
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Sinkronisasi pelaksanaan program bidang 

pemerin tahan; 
2. Sinkronisasi pelaksanaan program bidang 

hukum; 
3. Sinkronisasi pelaksanaan program bi dang 

kesejahteraan rakvat. 
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4.1. Mengintegrasikan 
informasi-informasi 

Mampu 
mengemukakan 

4 3. Komunikasi 

4.1. Membangun sinergi antar 
unit kerja di lingkup 
instansi yang dipimpin; 

4.2. Memfasilitasi kepentingan 
yang berbeda dari unit 
kerja lain sehingga 
tercipta sinergi dalam 
rangka pencapaian target 
kerja organisasi; 

4.3. Mengembangkan sistem 
yang menghargai kerja 
sama an tar unit, 
memberikan dukungan/ 
semangat untuk 
memastikan tercapainya 
sinergi dalam rangka 
pencapaian target kerja 
organisasi. 

Membangun 
komitmen tim, 
sinergi 

4 2. Kerjasama 

4.1. Menciptakan situasi kerja 
yang mendorong seluruh 
pemangku kepentingan 
mematuhi nilai, norma, 
dan etika organisasi 
dalam segala situasi dan 
kondisi; 

4.2. Mendukung dan 
menerapkan prinsip moral 
dan standar etika yang 
tinggi, serta berani 
menanggung 
konsekuensinya; 

4. 3. Berani melakukan koreksi 
atau mengambil tindakan 
atas penyimpangan kode 
etik/ nilai-nilai yang 
dilakukan oleh orang lain, 
pada tataran lingkup 
kerja setingkat instansi 
meskipun ada resiko. 

Mampu 
menciptakan 
situasi kerja yang 
mendorong 
kepatuhan pada 
nilai, norrna, dan 
etika organisasi 

4 1. Integritas 
A. Manaierial 

Indikator Kompetensi Deskripsi Level Kompetensi 
II. STANDAR KOMPETENSI 

Membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan dan 
pengoordinasian administratif pelaksanaan tugas penyusunan kebijakan dan 
penyelenggaraan tugas-tugas perekonornian, program dan pengendalian 
pernbangunan, kerjasama dan pengadaan barang/ jasa. 

I. IKHTISAR JABAT AN 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan 
JPT Pratama 
Kesekretariatan 
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II 

4.1. Memahami dan memberi 
perhatian kepada isu-isu 
jangka panjang, 
kesempatan a tau 
kekuatan politik yang 
mempengaruhi orgarusasi 
dalam hubungannya 
dengan dunia luar, 
memperhitungkan dan 
mengantisipasi dampak 
terhadap pelaksanaan 
tugas-tugas pelayanan 
publik secara objektif, 
transparan, dan 
professional dalam 
lingkup organisasi; 

4.2. Menjaga agar kebijakan 
pelayanan publik yang 

Mampu 
memonitor, 
mengevaluasi, 
memperhitungkan 
dan 
mengan tisipasi 
dam pak dari isu­ 
isu jangka 
panjang, 
kesernpatan, atau 
kekuatan politik 
dalam hal 
pelayanan 
kebutuhan 
pemangku 
kepentingan yang 
transparan, 
objektif, dan 

4 5. Pelayanan 
Publik 

mengevaluasi hasil kerja 
unitnya agar selaras 
dengan sasaran strategis 
instansi; 

4.3. Mendorong pemanfaatan 
sumber daya bersama 
antar unit kerja dalam 
rangka meningkatkan 
efektifitas dan efisiensi 
pencaian target 
organisasi. 

4. Orientasi pada 4 Mendorong unit 4.1. Mendorong unit kerja di 
hasil kerja mencapai tingkat instansi untuk 

target yang mencapai kinerja yang 
ditetapkan a tau melebihi target yang 
melebihi hasil ditetapkan; 
kerja sebelumnya 4.2. Memantau dan 

penting hasil diskusi 
dengan pihak lain untuk 
mendapatkan 
pemahaman yang sama; 
Berbagi informasi dengan 
pemangku kepentingan 
untuk tujuan 
meningkatkan kinerja 
secara keseluruhan; 

4.2. Menuangkan pemikiran/ 
konsep yang multidimensi 
dalam bentuk tulisan 
formal; 

4.3. Menyampaikan informasi 
secara persuasif un tuk 
mendorong pemangku 
kepentingan sepakat pada 
langkah-langkah bersama 
dengan tujuan 
meningkatkan kinerja 
secara keseluruhan. 

pemikiran 
multidimensi 
secara lisan dan 
tertulis untuk 
mendorong 
kesepakatan 
dengan tujuan 
meningkatkan 
kinerj a secara 
keseluruhan 
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Memimpin 
perubahan 
unit kerja 

4.1. Mengarahkan unit kerja 
pada untuk lebih siap dalam 

menghadapi perubahan 
termasuk memi tigasi 
risiko yang mungkin 
terjadi; 

4.2. Memastikan perubahan 
sudah diterapkan secara 
aktif di lingkup unit 
kerjanya secara berkala; 

4 7. Mengelola 
Perubahan 

4.1. Menyusun program 
pengem bangan jangka 
panjang bersama-sama 
dengan bawah an, 
termasuk didalamnya 
penetapan tujuan, 
bimbingan, penugasan 
dan pengalaman lainnya, 
serta mengalokasikan 
waktu untuk mengikuti 
pelatihan/ pendidikan/ 
pengembangan 
kompetensi dan karir; 

4.2. Melaksanakan 
manajemen pembelajaran 
termasuk evaluasi dan 
umpan balik pada tataran 
organisasi; 

4.3. Mengembangkan orang­ 
orang disekitarnya secara 
konsisten, melakukan 
kaderisasi untuk posisi­ 
posisi di unit kerjanya. 

manajemen 
pem belajaran 

Menyusun 
program 
pengembangan 
jangka panjang 
dalam rangka 
mendorong 

4 6. Pengembangan 
diri dan orang 
lain 

diselenggarakan oleh 
instansinya telah selaras 
dengan standar pelayanan 
yang objektif, netral, tidak 
mernihak, tidak 
diskriminatif, serta tidak 
terpengaruh kepen tingan 
pribadi/ kelompok/ partai 
politik; 

4.3. Menerapkan strategi 
jangka panjang yang 
berfokus pad a 
pemenuhan kebutuhan 
pemangku kepentingan 
dalam menyusun 
kebijakan dengan 
mengikuti standar 
objektif, netral, tidak 
memihak, tidak 
diskriminatif, transparan, 
tidak terpengaruh 
kepentingan pribadi/ 
kelompok. 

prof esional 
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4.1. Mampu melakukan 
evaluasi pelakasaan 
perencanaan 

Mampu 
mengevaluasi 
pelaksanaan 

4 10. Perencanaan 
Pembangunan 
Dae rah 

C. Teknis 

4.1. Menginisiasi dan mere 
presentasikan pemerintah 
di lingkungan kerja dan 
masyarakat untuk 
senantiasa menjaga 
persatuan dan kesatuan 
dalam keberagaman dan 
menerima segala bentuk 
perbedaan dalam 
kehidupan 
bermasyarakat; 

4.2. Mampu mendayagunakan 
perbedaan latar belakang, 
agama/ kepercayaan, 
suku, jender, sosial, 
ekonomi, preferensi politik 
untuk mencapai 
kelancaran pencapaian 
tujuan organisasi; 

4.3. Mampu membuat 
program yang 
mengakomodasi 
perbedaan latar belakang, 
agama/ kepercayaan, 
suku, jender, sosial 
ekonomi, preferensi 
politik. 

Mendayagunakan 
perbedaan secara 
konstruktif dan 
kreatif untuk 
meningkatkan 
efektifitas 
orgamsasi 

4 9. Perekat Bangsa 
B. Sosial Kultural 

4.1. Menyusun dan/ atau 
memutuskan konsep 
penyelesaian masalah 
yang melibatkan 
beberapa/ seluruh fungsi 
dalam organisasi; 

4.2. Menghasilkan solusi dari 
berbagai masalah yang 
kompleks, terkait dengan 
bidang kerjanya yang 
berdampak pada pihak 
lain; 

4.3. Membuat keputusan dan 
mengantisipasi dampak 
keputusannya serta 
menyiapkan tindakan 
penanganannya (mitigasi 
risiko). 

Menyelesaikan 
masalah yang 
mengandung 
risiko tinggi, 
mengan tisipasi 
dampak 
keputusan, 
membuat 
tindakan 
pengamanan 
(mitigasi risiko) 

4 8. Pengambilan 
Keputusan 

4.3. Memimpin dan 
memastikan pen era pan 
program-program 
perubahan selaras antar 
unit kerja. 
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pengembangan ekonomi 
daerah yang lebih efektif/ 
efisien; 

4.2. Marnpu rnernberikan 
rekornendasi perbaikan 
pernbangunan ekonorni 
daerah dan memecahkan 
rnasalah pernbangunan 
ekonomi daerah; 

4.3. Marnpu rneyakinkan dan 
mernperoleh dukungan 
dari stakeholder terkait 
analisis potensi ekonomi 
daerah dan 
pengernbangan ekonomi 
daerah, serta memberikan 
birnbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau 
stakeholder terkait 
potensi ekonorni daerah 
dan pengembangan 

kekurangan, melakukan 
pengernbangan a tau 
perbaikan cara kerja 
analisis potensi ekonorni 
daerah dan 

4 .1. Mampu rnelakukan 
evaluasi analisis potensi 
ekonorni daerah dan 
pelaksanaan 
pengernbangan ekonomi 
daerah, rnenernukenali 
kelebihan dan 

Marnpu 
rnengevaluasi 
potensi ekonomi 
daerah dan 
pengernbangan 
ekonorni daerah 

4 11. Analis Potensi 
Ekonorni 
Daerah 

pernbangunan daerah, 
rnenernu kenali kelebihan 
dan kekurangan 
rnelakukan 
pengernbangan a tau 
perbaikan cara kerja yang 
lebih efektif/ efisien; 

4.2. Marnpu rnelakukan 
perbaikan, rnenyusun 
petunjuk operasional 
pelaksanaan perencanaan 
pernbangunan daerah; 

4.3. Marnpu rneyakinkan dan 
rnernperoleh dukungan 
dari stakeholder 
pelaksanaan perencanaan 
pernbangunan daerah dan 
rnernberikan bimbingan 
dan fasilitasi kepada 
instansi lain a tau 
stakeholder terkait 
pelaksanaan perencanaan 
pernbangunan daerah. 

perencanaan 
pernbangunan 
daerah 
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4.1. Mengevaluasi strategi 
advokasi yang ada saat 
mi, menganalisis 
kekuatan dan kekurangan 
berbagai metode yang 
dijalankan dengan 
kelompok sasaran yang 
berbeda; 

4.2. Mengembangkan norma 

4.4. Mampu melakukan 
evaluasi terhadap 
perumusan kebijakan 
pengadaan barang dan 
jasa, menemukenali 
kele bihan dan 
kekurangan, melakukan 
pengembangan a tau 
perbaikan cara kerja 
perumusan kebijakan 
pengadaan barang dan 
j asa yang le bih ef ektif / 
efisien; 

4.5. Mampu berkontribusi 
dalam perumusan 
kebijakan pengadaan 
barang dan jasa; 

4.6. Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan 
dari stakeholder 
perumusan kebijakan 
pengadaan barang dan 
jasa. 

saran a penyediaan 
ekonomi. 

4.1. Mampu mengevaluasi 
pelaksanaan identifikasi 
potensi ekonomi dan 
penyediaan sarana 
ekonomi yang ada saat ini 
serta men emu kenali 
kelebihan dan kelemahan 
teknik perencanaan 
penyediaan saran a 
ekonomi; 

4.2. Mampu menyusun teknik 
dan metode dalam 
mengidentifikasi potensi 
ekonomi yang potensial 
untuk dikembangkan dan 
perencanaan penyediaan 
sarana ekonomi; 

4.3. Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan 
dari stakeholder terkait 
hasil perencanaan 

ekonomi daerah. 

Mampu 
mengembangkan 
strategi advokasi 
kebijakan otonomi 
daerah yang tepat 
sesuai kondisi. 

Mampu 
mengevaluasi dan 
merumuskan 
kebijakan 
pengadaan barang 
danjasa 

Mampu 
mengevaluasi 
pelaksanaan 
penyediaan sarana 
ekonomi 

4 

4 

4 

14. Advokasi 
kebijakan 
Otonomi 
Dae rah 

13. Perumusan 
Kebijakan 
Pengadaan 
Barang dan 
Jasa 

12. Perencanaan 
Penyediaan 
Sarana 
Ekonomi 
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program bidang 

program bidang 1. Sinkronisasi pelaksanaan 
perekonomian; 

2. Sinkronisasi pelaksanaan 
pernbangunan. 

Pembina/ IV.a 

1. Memiliki pengalaman 
jabatan dalam bidang 
penataan ruang/ 
perekonomian / 
kesejahteraan sosial/ 
industri/ 
perdagangan/ sosial/ 
perencanaan secara 
kumulatif paling 
kurang 5 (lima) 
tahun; 

2. Sedang atau pernah '1 
menduduki jabatan 
administrator a tau 
jabatan fungsional 
jenjang ahli madya 
paling singkat 2 (dua) 
tahun. 

E. Indikator Kinerja Jabatan 
D. Pangkat 

C. Pengalaman kerja 
3. Fungsional 

Diklat Teknis terkait 
Perekonomian Daerah/ 
Pembangunan Daerah 

Kepemimpinan 
Pratama 

2. Teknis 

Pelatihan 

A. Pendidikan 1. Jenjang Sarjana/ Diploma IV 1--~~...._---'-'-~--+~-'"'-~-'-~...._~~~~~~~~~~~~~----t 
2. Bidang Ekonomi/ Administrasi Kebijakan/ 

Ilmu Manajemen/ Hukum/ Politik/ Administrasi 
Negara/ Pemerintahan/ Sosial/ Kesejahteraan 
Sosial/ Teknik/ Planolozi. 

Tingkat pentingnya 
terhadap jabatan Uraian 

Mutlak Pentingl Perlu 

standar, prosedur, 
kriteria, pedoman, dan/ 
atau petunjuk teknis 
strategi advokasi 
kebijakan otonomi daerah; 

4.3. Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan 
strategi advokasi yang 
dapat dijalankan oleh 
mereka sendiri dalam 
menerapkan kebijakan 
otonomi daerah. 
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II 

4.1. Mengintegrasikan 
informasi-informasi 

Mampu 
menzemukakan 

4 3. Komunikasi 
organisasi. 

Membangun 
komitmen 
sinergi 

4.1. Membangun sinergi antar 
tim, unit kerja di lingkup 

instansi yang dipimpin; 
4.2. Memfasilitasi kepentingan 

yang berbeda dari unit 
kerja lain sehingga tercipta 
sinergi dalam rangka 
pencapaian target kerja 
orgamsasi; 

4.3. Mengembangkan sistem 
yang menghargai kerja 
sama an tar unit, 
memberikan dukungan/ 
semangat untuk 
memastikan tercapainya 
sinergi dalam rangka 
pencapaian target kerja 

4 2. Kerjasama 

1. Integritas 4.1. Menciptakan situasi kerja 
yang mendorong seluruh 
pemangku kepentingan 
mematuhi nilai, norma, 
dan etika organisasi dalam 
segala situasi dan kondisi; 

4.2. Mendukung dan 
menerapkan prinsip moral 
dan standar etika yang 
tinggi, serta berani 
menanggung 
konsekuensinya; 

4.3. Berani melakukan koreksi 
atau mengambil tindakan 
atas penyimpangan kode 
etik/ nilai-nilai yang 
dilakukan oleh orang lain, 
pada tataran lingkup kerja 
setingkat instansi 
meskipun ada resiko. 

4 Mampu 
menciptakan 
situasi kerja yang 
mendorong 
kepatuhan pada 
nilai, norma, dan 
etika organisasi 

A. Manajerial 
Indikator Kompetensi Level Diskripsi Kompetensi 

D. STARDAR KOIIPBTUSI 

Membantu Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan, koordinasi 
administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pelayanan 
administratif terkait bidang administrasi umum sesuai peraturan dan 
perundang-undangan yang berlaku demi kelancaran jalannya Pemerintahan 
Daerah. 

I. IKRTISAR JABATAK 

Asisten Administrasi Umum 
JPT Pratama 
Kesekretariatan 
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4.1. Mendorong unit kerja di 
tingkat instansi untuk 
mencapai kinerja yang 
melebihi target yang 
ditetapkan; 

4.2. Memantau dan 
mengevaluasi hasil kerja 
unitnya agar selaras 
dengan sasaran strategis 
instansi; 

4.3. Mendorong pemanfaatan 
sumber daya bersama 
antar unit kerja dalam 
rangka meningkatkan 
efektifitas dan efisiensi 
pencaian target organisasi. 

pen ting hasil diskusi 
dengan pihak lain untuk 
mendapatkan pemahaman 
yang sama; Berbagi 
informasi dengan 
pemangku kepentingan 
untuk tujuan 
meningkatkan kinerja 
secara keseluruhan; 

4.2. Menuangkan pemikiran/ 
konsep yang multidimensi 
dalam ben tuk tulisan 
formal; 

4.3. Menyampaikan informasi 
secara persuasif untuk 
mendorong pemangku 
kepentingan sepakat pada 
langkah-Iangkah bersama 
dengan tujuan 
meningkatkan kinerja 
secara keseluruhan. 

4.1. Memahami dan memberi 
perhatian kepada isu-isu 
jangka pan Jang, 
kesempatan atau kekuatan 
politik yang mempengaruhi 
organisasi dalam 
hubungannya dengan 
dunia luar, 
memperhitungkan dan 
mengantisipasi dampak 
terhadap pelaksanaan 
tugas-tugas pelayanan 
publik secara objektif, 
transparan, dan 
professional dalam lingkup 
organisasi; 

4.2. Menjaga agar kebijakan 
pelayanan publik yang 
diselenzzarakan oleh 

Mampu 
memonitor, 
mengevaluasi, 
memperhitungkan 
dan 
mengantisipasi 
dampak dari isu­ 
isu jangka 
panjang, 
kesempatan, atau 
kekuatan politik 
dalam hal 
pelayanan 
kebutuhan 
pemangku 
kepentingan yang 
transparan, 
obj ektif, dan 
prof esional 

4 

pemikiran 
multidimensi 
secara lisan dan 
tertulis untuk 
mendorong 
kesepakatan 
dengan tujuan 
meningkatkan 
kinerja secara 
keseluruhan 

Mendorong unit 
kerja mencapai 
target yang 
ditetapkan atau 
melebihi hasil 
kerja sebelumnya 

4 
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instansinya telah selaras 
dengan standar pelayanan 
yang objektif, netral, tidak 
mernihak, tidak 
diskrimina ur, serta tidak 
terpengaruh kepentingan 
pribadi/ kelompok/ partai 
politik; 

4.3. Menerapkan strategi 
jangka panjang yang 
berfokus pada pemenuhan 
kebutuhan pemangku 
kepen tingan dalam 
menyusun kebijakan 
dengan mengikuti standar 
objektif, netral, tidak 
mernihak, tidak 
diskriminatif, transparan, 
tidak terpengaruh 
kepentingan pribadi/ 
kelompok. 

6. Pengembangan 4 Menyusun 4.1. Menyusun program 
diri dan orang program pengembangan jangka 
lain pengembangan panjang bersama-sama 

jangka panjang dengan bawahan, 
dalam rangka termasuk didalamnya 
mendorong penetapan tujuan, 
manajemen bimbingan, penugasan dan 
pembelajaran pengalaman lainnya, serta 

mengalokasikan waktu 
untuk mengikuti 
pelatihan/ pendidikan/ 
pengembangan kompetensi 
dan karir; 

4.2. Melaksanakan manajemen 
pembelajaran termasuk 
evaluasi dan umpan balik 
pada tataran organisasi; 

4.3. Mengembangkan orang- 
orang disekitarnya secara 
konsisten, melakukan 
kaderisasi untuk .. posisi- 
posisi di unit kerjanya. 

7. Mengelola 4 Memimpin 4.1. Mengarahkan unit kerja 
Perubahan perubahan pad a untuk lebih siap dalam 

unit kerja menghadapi perubahan 
termasuk memitigasi risiko 
yang mungkin terjadi; 

4.2. Memastikan perubahan 
sudah diterapkan secara 
aktif di lingkup unit 
kerjanya secara berkala; 

4.3. Memimpin dan 
memastikan penerapan 
program - program 
perubahan selaras an tar 
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unit kerja. 
8. Pengambilan 4 Menyelesaikan 4.1. Menyusun dan/ a tau 

Keputusan masalah yang memutuskan konsep 
mengandung penyelesaian masalah yang 
risiko tinggi, melibatkan beberapa/ 
mengan tisipasi seluruh fungsi dalam 
dampak organisasi; 
keputusan, 4.2. Menghasilkan solusi dari 
membuat berbagai mas al ah yang 
tindakan kompleks, terkait dengan 
pengamanan; bi dang kerjanya yang 
mitigasi risiko berdampak pad a pihak 

lain; 
4.3. Membuat keputusan dan 

mengan tisipasi dampak 
keputusannya serta 
menyiapkan tindakan 
penanganannya (mitigasi 
risiko). 

B. Sosial Kultural 
9. Perekat 4 Mendayagunakan 4.1. Menginisiasi dan 

Bangsa perbedaan secara merepresentasikan 
konstruktif dan pemerintah di lingkungan 
kreatif untuk kerja dan masyarakat 
meningkatkan untuk senantiasa menjaga 
efektifitas persatuan dan kesatuan 
organisasi dalam keberagaman dan 

menerima segala bentuk 
perbedaan dalam 
kehidupan bermasyarakat; 

4.2. Mampu mendayagunakan 
perbedaan latar belakang, 
agama/ kepercayaan, 
suku, jender, sosial 
ekonomi, preferensi politik 
untuk mencapai 
kelancaran pencapaian 
tujuan organisasi; 

4.3. Mampu membuat program 
yang mengakomodasi 
perbedaan latar belakang, 
agama/ kepercayaan, 
suku, jender, sosial 
ekonomi, preferensi politik. 

C. Teknis 
10. Manajemen 4 Mampu 4.1. Mengevaluasi strategi 

SOM mengembangkan Manajemen ASN yang ada 
strategi saat 1n1, menganalisis 
penyusunan kekuatan dan kekurangan 
Manajemen ASN berbagai metode yang 
yang tepat sesuai dijalankan dengan 
kondisi. kelompok sasaran yang 

berbeda; 
4.2. Mengembangkan norma 

standar, prosedur, kriteria, 

- 55 - 
 jdih.pemalangkab.go.id jdih.pemalangkab.go.id



4.1. Mampu mengevaluasi 
pelaksanaan pengelolaan 
hubungan masyarakat dan 
keprotokolan, menganalisis 
kelemahan dan 
kekurangan serta 
mengembangkan strategi 
hubungan masyarakat dan 
keprotokolan; 

4.2. Mampu melakukan 
perbaikan, menyusun 
petunjuk operasional 
pelaksanaan pengelolaan 
hubungan masyarakat dan 
keprotokolan; 

4.3. Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan 
dari stakeholder 

Keuangan Pengelolaan 
Daerah. 

4.1. Mampu melakukan 
evaluasi terdadap teknis / 
metode/ sistem cara kerja 
menemu kenali kelebihan 
dan kekurangan 
melakukan pengembangan 
atau perbaikan cara kerja 
pengelolaan keuangan 
daerah yang lebih efektif/ 
efisien; 

4.2. Mampu melakukan 
perbaikan, menyusun 
petunjuk operasional 
pelaksanaan pengelolaan 
keuangan daerah; 

4.3. Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan 
dari stakeholder 
pelaksanaan Pengelolaan 
Keuangan Daerah dan 
memberikan bimbingan 
dan fasilitasi kepada 
instansi lain a tau 
stakeholder terkait 

pedoman, dan/ atau 
petunjuk teknis strategi 
Manajemen ASN; 

4.3. Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan 
strategi Manajemen ASN 
yang dapat dijalankan oleh 
mereka sendiri dalam 
menerapkan kebijakan 
penyusunan perencanaan 
pembangunan daerah. 

Mampu 
mengevaluasi 
pelaksanaan 
pengelolaan 
hubungan 
masyarakat dan 
keprotokolan 

Mampu 
mengevaluasi 
pelaksanaan 
pengelolaan 
keuangan dan 
menyusun 
petunjuk 
operasional 
pengelolaan 
keuangan daerah 

- 56 - 

4 
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12. Pengelolaan 
Hubungan 
Masyarakat 
dan 
Keprotokolan 

11. Pengelolaan 
Keuangan 
Daerah 
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4.1. Mengevaluasi strategi 
advokasi yang ada saat ini, 
menganalisis kekuatan dan 
kekurangan berbagai 
metode yang dijalankan 
dengan kelompok sasaran 
yang berbeda; 

4.2. Mengembangkan norma 
standar, prosedur, kriteria, 
pedoman, dan/ a tau 
petunjuk teknis strategi 
advokasi kebijakan 
otonomi daerah; 

4.3. Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan 

4.1. Mampu melakukan 
evaluasi terhadap teknis/ 
metode/ sistem cara kerja 
pembentukan organisasi 
perangkat daerah, 
menemukenali kelebihan 
dan kekurangan organisasi 
perangkat daerah, 
melakukan pengembangan 
atau perbaikan cara kerja 
Penyusunan Organisasi 
Perangkat Daerah yang 
lebih efektif/ efisien; 

4.2. Mampu mengoordinasikan 
pembentukan Organisasi 
Perangkat Daerah wilayah 
pemerin tahan dan 
memecahkan masalah di 
bidang organisasi; 

4.3. Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan 
dari stakeholder 
penyusunan organisasi 
perangkat daerah dan 
memberikan bimbingan 
dan fasilitasi kepada 
instansi lain a tau 
stakeholder terkait 
pembentukan organisasi 
perangkat daerah. 

pelaksanaan Pengelolaan 
hubungan masyarakat dan 
keprotokolan dan 
memberikan bimbingan 
dan fasili tasi kepada 
instansi lain a tau 
stakeholder terkait 
Pengelolaan hubungan 
masyarakat dan 
keprotokolan. 

Mampu 
mengembangkan 
strategi advokasi 
kebijakan otonomi 
daerah yang tepat 
sesuai kondisi. 

Mampu 
mengevaluasi dan 
mengoordinasikan 
Penyusunan 
Kelembagaan 
Dae rah 
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14. Advokasi 
Kebijakan 
Oto no mi 
Dae rah 

13. Penyusunan 
Kelembagaan 
Dae rah 
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strategi advokasi yang 
dapat dijalankan oleh 
mereka sendiri dalam 
menerapkan kebijakan 
otonomi daerah. 

III. PERSYARATANJABATAN 
Tingkat pentingnya 

Jenis Persyaratan Uraian terhadap jabatan 

Mutlak Pen ting Perlu 
A. Pendidikan 1. .Jenianz Sariana / Diploma IV 

2. Bi dang Administrasi Kebijakan/ Administrasi Publik/ 
Ilmu Manajemen/ Hukum/ Politik/ Administrasi 

Negara/ Pemerintahan/ Ekonomi I Keuangan. 
B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan - v - 

Kepemimpinan 
Pratama 

2. Teknis Diklat Teknis terkait - ..J - 
administrasi umum/ 
kehumasan/ penataan 
organisasi 

3. Funzsional 
C. Pengalaman kerja 1. Memiliki pengalaman v - - 

jabatan dalam 
bi dang 
pemerintahan I 
hukum/ organisasi / 
kepegawaian/ 
kehumasan secara 
kumulatif paling 
kurang 5 (lima) 
tahun; 

2. Sedang atau pernah 
"" 

- - 
menduduki jabatan 
administrator a tau 
jabatan fungsional 
Jen Jang ahli mad ya 
paling singkat 2 
(dua) tahun. 

D. Pangkat Pembina/ IV.a 
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Sinkronisasi pelaksanaan program bi dang 

administrasi umum; 
2. Sinkronisasi pelaksanaan program bi dang 

penataan organisasi; 
3. Sinkronisasi pelaksanaan program 

kehumasan dan protokol 
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organisasi. 

4.1.Menciptakan situasi 
kerja yang mendorong 
seluruh pernangku 
kepentingan rnernatuhi 
nilai, norma, dan etika 
organisasi dalam segala 
situasi dan kondisi; 

4.2.Mendukung dan 
menerapkan prinsip 
moral dan standar etika 
yang tinggi, serta berani 
rnenanggung 
konsekuensinya; 

4. 3. Berani rnelakukan 
koreksi atau rnengambil 
tindakan atas 
penyirnpangan kode 
etik/ nilai - nilai yang 
dilakukan oleh orang 
lain, pada tataran 
lingkup kerja setingkat 
instansi rneskipun ada 
resiko. 

Mernbangun 
kornitrnen 
sinergi 

4.1.Mernbangun sinergi 
tirn, antar unit kerja di 

lingkup instansi yang 
dipimpin; 

4. 2. Memfasilitasi 
kepentingan yang 
berbeda dari unit kerja 
lain sehingga tercipta 
sinergi dalam rangka 
pencapaian target kerja 
organisasi; 

4.3.Mengernbangkan sistern 
yang menghargai kerja 
sama an tar unit, 
mernberikan dukungan/ 
sernangat untuk 
rnernastikan tercapainya 
sinergi dalam rangka 
pencapaian target kerja 

lndikator Kompetensi 

4 2. Kerjasama 

4 Mampu 
menciptakan 
situasi kerja yang 
mendorong 
kepatuhan pada 
nilai, norma, dan 
etika organisasi 

1. Integritas 
A. Manaierial 

Level Diskripsi Kompetensi 
II. STANDAR KOMPETENSI 

mengevaluasi dan 
ketentuan peraturan 

Mernimpin, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, 
pelaporan kegiatan kesekretariatan DPRD sesuai 
perundang-undangan yang berlaku. 

I. IKHTISAR JABATAN 

Sekretaris DPRD 
JPT Pratama 
Kesekretariatan 
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4 .1. Memahami dan memberi 
perhatian kepada isu­ 
isu jangka panjang, 
kesempatan a tau 
kekuatan politik yang 
mempengaruhi 
orgarusasi dalam 
hubungannya dengan 
dunia luar, 
memperhitungkan dan 
mengantisipasi dampak 
terhadap pelaksanaan 
tugas-tugas pelayanan 
publik secara objektif, 

4.1.Mendorong unit kerja di 
tingkat instansi untuk 
mencapai kinerja yang 
melebihi target yang 
ditetapkan; 

4.2.Memantau dan 
mengevaluasi hasil kerja 
uni tnya agar selaras 
dengan sasaran 
strategis instansi; 

4.3.Mendorong pemanfaatan 
sumber daya bersama 
antar unit kerja dalam 
rangka meningkatkan 
efektifitas dan efisiensi 
pencaian target 
organisasi. 

4 .1. Mengin tegrasikan 
informasi-informasi 
penting hasil diskusi 
dengan pihak lain untuk 
mendapatkan 
pemahaman yang sama; 
berbagi informasi 
dengan pemangku 
kepentingan untuk 
tujuan meningkatkan 
kinerja secara 
keseluruhan; 

4.2.Menuangkan 
pemikiran/ konsep yang 
multidimensi dalam 
bentuk tulisan formal; 

4.3.Menyampaikan 
informasi secara 
persuasif untuk 
mendorong pemangku 
kepentingan sepakat 
pada langkah-langkah 
bersama dengan tujuan 
meningkatkan kinerja 
secara keseluruhan. 

Mampu 
memonitor, 
mengevaluasi, 
memperhitungkan 
dan 
mengan tisi pasi 
dampak dari isu­ 
isu jangka 
panjang, 
kesempatan, atau 
kekuatan politik 
dalam hal 
pelayanan 
kebutuhan 

Mendorong unit 
kerja mencapai 
target yang 
ditetapkan atau 
melebihi hasil 
kerja sebelumnya 

Mampu 
mengemukakan 
pemikiran 
multidimensi 
secara lisan dan 
tertulis untuk 
mendorong 
kesepakatan 
dengan tujuan 
meningkatkan 
kinerja secara 
keseluruhan 

- 60 - 

4 

4 
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5. Pelayanan Publik 

4. Ori en tasi pada 
hasil 

3. Komunikasi 
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pemangku transparan, dan 
kepentingan yang professional dalam 
transparan, lingkup organisasi; 
objektif, dan 4.2.Menjaga agar kebijakan 
prof esional pelayanan publik yang 

diselenggarakan oleh 
instansinya telah selaras 
dengan standar 
pelayanan yang objektif, 
netral, tidak mernihak, 
tidak diskriminatif, serta 
tidak terpengaruh 
kepentingan pribadi/ 
kelompok/ partai 
politik; 

4.3.Menerapkan strategi 
jangka panjang yang 
berfokus pada 
pemenuhan kebutuhan 
pemangku kepen tingan 
dalam menyusun 
kebijakan dengan 
mengikuti standar 
objektif, netral, tidak 
mernihak, tidak 
diskriminatif, 
transparan, tidak 
terpengaruh 
kepentingan pribadi/ 
kelompok. 

6. Pengembangan diri 4 Menyusun 4 .1. Menyusun program 
dan orang lain program pengembangan jangka 

pengembangan panjang bersama-sama 
jangka panjang dengan bawahan, 
dalam rangka termasuk didalamnya 
mendorong penetapan tujuan, 
manajernen bimbingan, penugasan 
pembelajaran dan pengalaman 

lainnya, serta 
mengalokasikan waktu 
untuk mengikuti 
pelatihan/ pendidikan/ 
pengembangan 
kompetensi dan karir; 

4. 2. Melaksanakan 
manajernen 
pernbelajaran termasuk 
evaluasi dan um pan 
balik pad a tataran 
organisasi; 

4 .3. Mengembangkan orang- 
orang disekitamya 
secara konsisten, 
melakukan kaderisasi 
un tuk posisi - posisi di 
unit kerjanya. 
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4.1.Menginisiasi dan 
merepresentasikan 
pemerin tah di 
lingkungan kerja dan 
masyarakat untuk 
senantiasa menjaga 
persatuan dan kesatuan 
dalam keberagaman dan 
menerima segala bentuk 
perbedaan dalam 
kehidupan 
berrnasyarakat; 

4.2.Mampu 
mendayagunakan 
perbedaan la tar 
belakang, agama/ 
kepercayaan, suku, 
jender, sosial ekonomi, 
preferensi politik untuk 
mencapai kelancaran 
pencapaian tujuan 

Mendayagunakan 
perbedaan secara 
konstruktif dan 
kreatif untuk 
meningkatkan 
efektifitas 
organisasi 

4 9. Perekat Bangsa 
B. Sosial Kultural 

penanganannya 
(mitigasi risiko). 

keputusan 
mengantisipasi 
keputusannya 

menyiapkan 

4.1.Menyusun dan/ atau 
memutuskan konsep 
penyelesaian masalah 
yang melibatkan 
beberapa/ seluruh 
fungsi dalam organisasi; 

4.2.Menghasilkan solusi 
dari berbagai masalah 
yang kornpleks, terkait 
dengan bidang kerjanya 
yang berdampak pada 
pihak lain; 

4.3.Membuat 
dan 
dampak 
serta 
tindakan 

Menyelesaikan 
masalah yang 
mengandung 
risiko tinggi, 
mengan tisipasi 
dampak 
keputusan, 
membuat 
tindakan 
pengamanan 
(mitigasi risiko) 

4 8. Pengambilan 
Keputusan 

Memimpin 
perubahan 
unit kerja 

4.1.Mengarahkan unit kerja 
pada untuk lebih siap dalam 

menghadapi perubahan 
terrnasuk memitigasi 
risiko yang mungkin 
terjadi; 

4.2.Memastikan perubahan 
sudah diterapkan secara 
aktif di lingkup unit 
kerjanya secara berkala; 

4.3.Memimpin dan 
memastikan penerapan 
program - program 
perubahan selaras antar 
unit kerja. 

4 7. Mengelola 
Perubahan 
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4.1.Mampu melakukan 
evaluasi teknis / 
metode/ sistem 
penyusunan produk 
hukum daerah, menemu 
kenali kelebihan dan 
kekurangan melakukan 
pengembangan a tau 
perbaikan cara kerja 
penyusunan produk 
hukum daerah yang 
lebih efektif / efisien di 
bidang penyusunan 
produk hukum daerah; 

4.2.Mampu melakukan 
pembahasan dengan 
DPRD dan/ atau 
stakeholder terkait 
Penyusunan Produk 
Hukurn Daerah dibidang 
ekonomi, SDA, dan 
Pembangunan; 

4.3.Mampu meyakinkan 
dan memperoleh 
dukungan dari 
stakeholder 
pelaksanaan 
Penyusunan Produk 
Hukum Daerah dan 
memberikan bimbingan 
dan fasilitasi kepada 
instansi lain a tau 
stakeholder terkait 
pengadaan barang dan 
jasa dibidang ekonomi, 
SDA, dan 
Pembangunan. 

program 
mengakomodasi 
perbedaan la tar 
belakang, agama/ 
kepercayaan, suku, 
jender, sosial ekonomi, 
preferensi politik. 

membuat 
yang 

organisasi; 
4.3.Mampu 

4.1.Mengevaluasi strategi 
Manajemen ASN yang 
ada saat mi, 
menganalisis kekuatan 
dan kekurangan 
berbagai metode yang 
dijalankan dengan 
kelompok sasaran yang 
berbeda; 

Mampu 
mengembangkan 
strategi 
penyusunan 
Manajemen ASN 
yang tepat sesuai 
kondisi. 

Mampu 
mengevaluasi 
pelaksanaan 
penyusunan 
produk hukum 
daerah dan 
melakukan 
pembahasan 
dengan 
stakeholder 
terkait. 
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11.Manajemen SDM 

10. Penyusunan 
Produk Hukurn 
Dae rah 

C. Teknis 
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4.2.Mengembangkan norrna 
standar, prosedur, 
kriteria, pedoman, dan/ 
a tau petunjuk teknis 
strategi Manajemen 
ASN; 

4.3.Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepen tingan 
untuk mengembangkan 
strategi Manajemen ASN 
yang dapat dijalankan 
oleh mereka sendiri 
dalam menerapkan 
kebijakan penyusunan 
perencanaan 
pembangunan daerah. 

12.Penyusunan 4 Mampu 4.1.Mampu melakukan 
risalah dan mengevaluasi dan evaluasi terdadap 
kegiatan menyusun teknis/ metode/ sistem 
persidangan serta perangkat norrna car a kerja menemu 
pendokumentasian standar prosedur kenali kelebihan dan 
produk - produk instrument kekurangan melakukan 
hukum penyusunan pengembangan a tau 

risalah dan perbaikan car a kerja 
kegiatan penyusunan risalah dan 
persidangan serta kegiatan persidangan 
pendokumen tasian serta pendokumentasian 
produk-produk produk-produk hukum 
hukum. yang lebih efektif/ 

efisien; 
4.2.Mampu menyusun 

pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang 
dijadikan norrna 
standar, prosedur, 
instrumen pelaksanaan 
penyusunan risalah dan 
kegiatan persidangan 
serta pendokumentasian 
produk - produk 
hukum;dan 

4.3.Mampu meyakinkan 
dan memperoleh 
dukungan dari 
stakeholder 
pelaksanaan 
penyusunan risalah dan 
kegiatan persidangan 
serta pendokumentasian 
produk - produk hukum 
dan memberikan 
bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain 
atau stakeholder terkait 
penyusunan risalah dan 
kegiatan persidangan 
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( 

Barang 

4.1.Mampu melakukan 
evaluasi terdadap 
teknis/ metode/ sistem 
cara kerja men emu 
kenali kelebihan dan 
kekurangan melakukan 
pengembangan a tau 
perbaikan cara kerja 
pengelolaan Barang 
Milik Daerah yang lebih 
efektif/ efisien; 

4.2.Mampu melakukan 
perbaikan, menyusun 
petunjuk operasional 
pelaksanaan 
pengelolaan Barang 
Milik Daerah; 

4.3.Mampu meyakinkan 
dan memperoleh 
dukungan dari 
stakeholder 
pelaksanaan 
Pengelolaan 

Mampu 
Mengevaluasi 
Pengelolaan 
Barang Milik 
Dae rah 

4 14. Pengelolaan 
Barang Milik 
Daerah 

pelaksanaan 
Pengelolaan Keuangan 
Daerah dan memberikan 
bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain 
atau stakeholder terkait 
Pengelolaan Keuangan 
Dae rah. 

meyakinkan 
memperoleh 

dari 

4.1.Mampu melakukan 
evaluasi terdadap 
teknis / metode / sis tern 
cara kerja men emu 
kenali kele bihan dan 
kekurangan melakukan 
pengembangan a tau 
perbaikan cara kerja 
pengelolaan keuangan 
daerah yang lebih 
efektif / efisien; 

4.2.Mampu menyusun 
pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang 
dijadikan norma 
standar, prosedur, 
instrumen pelaksanaan 
pengelolaan keuangan 
daerah; 

4.3.Mampu 
dan 
dukungan 
stakeholder 

Mampu 
mengevaluasi dan 
menyusun 
perangkat norma 
standar prosedur 
instrument 
Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

4 13. Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

serta pendokumentasian 
produk-produk hukum. 
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1. Memiliki pengalaman 
jabatan dalam bidang 
kesekretariatan/ 
hukum/ Kepegawaian/ 
Organisasi secara 
kumulatif paling 
kurang 5 (lima) tahun. 

2. Sedang a tau pernah 
menduduki jabatan 
administrator (esselon 

3. Funzsional 
C. Pengalaman kerja 

Diklat teknis terkait 
kesekretariatan 

Diklat legal drafting 2. Teknis 

Pelatihan Kepemimpinan 
Pratama 

B. Pelatihan 1. Manajerial 

A. Pendidikan 1. .Jenjang Sariana/ Diploma IV ~~~'-- ......... ~-1-~"'----''--_.__~~~~~~~~~~~~~~--I 
2. Bidang Pemerintahan/ Hukum/ Administrasi Negara/ 

Ilmu Administrasi Publik/ Kebijakan Publik/ Sosial 
dan Politik/ Manaiernen. 

Mutlak Penting Perlu 

Tingkat pentingnya 
terhadap jabatan Uraian Jenis Persyaratan 

III. PERSYARATAN JABATAN 

4.1.Mengevaluasi strategi 
advokasi yang ada saat 
iru, menganalisis 
kekuatan dan 
kekurangan berbagai 
metode yang dijalankan 
dengan kelompok 
sasaran yang berbeda; 

4.2.Mengembangkan norma 
standar, prosedur, 
kriteria, pedoman, dan/ 
atau petunjuk teknis 
strategi advokasi 
kebijakan otonomi 
daerah; 

4.3.Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan 
strategi advokasi yang 
dapat dijalankan oleh 
mereka sendiri dalam 
menerapkan kebijakan 
otonomi daerah. 

memberikan bimbingan 
dan fasilitasi kepada 
instansi lain a tau 
stakeholder terkait 
Pengelolaan Barang 
Milik Daerah. 

Mampu 
mengembangkan 
strategi advokasi 
kebijakan otonomi 
daerah yang tepat 
sesuai kondisi. 

4 15.Advokasi 
Kebijakan Otonomi 
Dae rah 

dan Dae rah Milik 
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III.a) a tau jabatan 
fungsional jenjang ahli 
madya paling singkat 2 
(dua) tahun. 

3. Sedang a tau pernah ..J - - 
menduduki jabatan 
administrator (esselon 
III. b) paling singkat 3 
(tizal tahun. 

D. Panzkat Pembina/ IV.a 
E. lndikator Kinerja Jabatan 1. Kualitas tata kelola persidangan; 

2. Kualitas pengelolaan Baranz Milik Daerah. 
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4.1. Mengintegrasikan 
informasi-informasi penting 
hasil diskusi dengan pihak 
lain untuk mendaoatkan 

Mampu 
mengemukakan 
pemikiran 
multidimensi secara 

3. Komunikasi 

f 

organisasi. 

4.1. Menciptakan situasi kerja 
yang mendorong seluruh 
pemangku kepen tingan 
mematuhi nilai, norma, dan 
etika organisasi dalam 
segala situasi dan kondisi; 

4.2. Mendukung dan 
menerapkan prinsip moral 
dan standar etika yang 
tinggi, serta berani 
menanggung 
konsekuensinya; 

4.3. Berani melakukan koreksi 
atau mengambil tindakan 
atas penyimpangan kode 
etik/ nilai-nilai yang 
dilakukan oleh orang lain, 
pada tataran lingkup kerja 
setingkat instansi meskipun 
ada resiko. 

4.1. Membangun sinergi antar 
tim, unit kerja di lingkup 

instansi yang dipimpin; 
4.2. Memfasilitasi kepentingan 

yang berbeda dari unit kerja 
lain sehingga tercipta 
sinergi dalam rangka 
pencapaian target kerja 
organisasi; 

4.3. Mengembangkan sistem 
yang menghargai kerja 
sama an tar unit, 
memberikan dukungan/ 
semangat untuk 
memastikan tercapainya 
sinergi dalam rangka 
pencapaian target kerja 

2. Kerj asama 

1. Integritas 
A. Manajerial 

4 Membangun 
komitmen 
sinergi 

4 Mampu 
menciptakan situasi 
kerja yang 
mendorong 
kepatuhan pada 
nilai, norma, dan 
etika organisasi 

II. STANDAR KOMPETENSI 
Kompetensi 

I. IKHTISAR JABATAN 
Mernimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan, merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengawasan 
penyelenggaraan pemerintah daerah agar tercapai sesuai dengan perencanaan. 

4 

Level Diskripsi 

Inspektur 
JPT Pratama 
Bidang Pembinaan dan Pengawasan 

lndikator Kompetensi 

- 68 - 

Nama Jabatan 
Kelompok Jabatan 
Urusan Pemerintah 
Kode Jabatan 

9. 

 jdih.pemalangkab.go.id jdih.pemalangkab.go.id



4.1. Memahami dan memberi 
perhatian kepada isu-isu 
jangka panjang, 
kesempatan atau kekuatan 
politik yang mempengaruhi 
organisasi dalam 
hubungannya dengan dunia 
luar, memperhitungkan dan 
mengantisipasi dampak 
terhadap pelaksanaan 
tugas-tugas pelayanan 
publik secara objektif, 
transparan, dan 
professional dalam lingkup 
organisasi; 

4.2. Menjaga agar kebijakan 
pelayanan publik yang 
diselenggarakan oleh 
instansinya telah selaras 
dengan standar pelayanan 
yang objektif, netral, tidak 
memihak, tidak 
diskriminatif, serta tidak 
terpengaruh kepentingan 

4.1. Mendorong unit kerja di 
tingkat instansi untuk 
mencapai kinerja yang 
melebihi target yang 
ditetapkan; 

4.2. Memantau dan 
mengevaluasi hasil kerja 
unitnya agar selaras dengan 
sasaran strategis instansi; 

4.3. Mendorong pemanfaatan 
sumber daya bersama antar 
unit kerja dalam rangka 
meningkatkan efektifitas 
dan efisiensi pencaian 
target organisasi. 

pemahaman yang sama; 
berbagi informasi dengan 
pemangku kepentingan 
untuk tujuan meningkatkan 
kinerja secara keseluruhan; 

4.2. Menuangkan pemikiran/ 
konsep yang multidimensi 
dalam bentuk tulisan 
formal; 

4.3. Menyampaikan informasi 
secara persuasif un tuk 
mendorong pemangku 
kepentingan sepakat pada 
langkah-langkah bersama 
dengan tujuan 
meningkatkan kinerja 
secara keseluruhan. 

sebelumnya 

unit Mendorong 
kerja mencapai 
target yang 
ditetapkan a tau 
mele bihi hasil kerja 

lisan dan tertulis 
untuk mendorong 
kesepakatan dengan 
tujuan 
meningkatkan 
kinerja secara 
keseluruhan 

Mampu memonitor, 
mengevaluasi, 
memperhitungkan 
dan mengantisipasi 
dampak dari isu-isu 
jangka panjang, 
kesempatan, a tau 
kekuatan politik 
dalam hal pelayanan 
kebutuhan 
pemangku 
kepen tingan yang 
transparan, objektif, 
dan prof esional 

4 
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4.1. Menyusun dan/ atau 
memutuskan konsep 
penyelesaian masalah yang 
melibatkan beberapa/ 
seluruh fungsi dalam 
organisasi; 

4.2. Menzhasilkan solusi dari 

Menyelesaikan 
masalah yang 
mengandung risiko 
tinggi, 
mengan tisi pasi 
dampak keputusan, 
membuat tindakan 

4 8. Pengambilan 
Keputusan 

4.1. Mengarahkan unit kerja 
untuk lebih siap dalam 
menghadapi perubahan 
termasuk memitigasi risiko 
yang mungkin terjadi; 

4.2. Memastikan perubahan 
sudah diterapkan secara 
aktif di lingkup unit 
kerjanya secara berkala; 

4.3. Memimpin dan memastikan 
penerapan program­ 
program perubahan selaras 
antar unit kerja. 

pada 
Memimpin 
perubahan 
unit kerja 

4 7. Mengelola 
Perubahan 

4.1. Menyusun program 
pengembangan jangka 
pan Jang bersama-sama 
dengan bawahan, termasuk 
didalamnya pen eta pan 
tujuan, bimbingan, 
penugasan dan pengalaman 
lainnya, serta 
mengalokasikan waktu 
untuk mengikuti pelatihan/ 
pendidikan/ pengembangan 
kompetensi dan karir; 

4.2. Melaksanakan manajemen 
pembelajaran termasuk 
evaluasi dan umpan balik 
pada tataran organisasi; 

4.3. Mengembangkan orang- 
orang disekitarnya secara 
konsisten, melakukan 
kaderisasi untuk posisi­ 
posisi di unit kerjanya. 

Menyusun program 
pengembangan 
jangka panjang 
dalam rangka 
mendorong 
manajemen 
pembelajaran 

4 6. Pengembangan 
diri dan orang 
lain 

pribadi/ kelompok/ partai 
politik; 

4.3. Menerapkan strategi jangka 
panjang yang berfokus pada 
pemenuhan kebutuhan 
pemangku kepentingan 
dalam menyusun kebijakan 
dengan mengikuti standar 
objektif, netral, tidak 
memihak, tidak 
diskriminatif, transparan, 
tidak terpengaruh 
kepentingan pribadi/ 
kelompok. 
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4. 1. Mengevaluasi teknik, 
metode strategi advokasi 
yang ada saat uu 
menganalisis kelemahan 
dan kekurangan serta 
mengembangkan berbagai 
teknik, metode strategi 
advokasi yang lebih efektif 
dan efisien dari berbagai 
kondisi stakeholder; 

4.2. Mengembangkan norma 
standar, kriteria, pedoman, 
petunjuk teknis strategi 
komunikasi dan 
pelaksanaan advokasi yang 
efektif serta monitoring 
evaluasi advokasi kebijakan 
publik; 

4.3. Mendorong stakeholder 
untuk mengembangkan 

4.1. Menginisiasi dan 
merepresen tasikan 
pemerintah di lingkungan 
kerja dan masyarakat 
untuk senantiasa menjaga 
persatuan dan kesatuan 
dalam keberagaman dan 
menerima segala ben tuk 
perbedaan dalam 
kehidupan bermasyarakat. 

4.2. Mampu mendayagunakan 
perbedaan latar belakang, 
agama/ kepercayaan, suku, 
jender, sosial ekonomi, 
preferensi politik untuk 
mencapai kelancaran 
pencapaian tujuan 
organisasi. 

4.3. Mampu membuat program 
yang mengakomodasi 
perbedaan latar belakang, 
agama/ kepercayaan, suku, 
jender, sosial ekonomi, 
preferensi politik. 

berbagai masalah yang 
kompleks, terkait dengan 
bidang kerjanya yang 
berdampak pada pihak lain; 

4.3. Membuat keputusan dan 
mengantisipasi dampak 
keputusannya serta 
menyiapkan tindakan 
penanganannya (mitigasi 
risiko). 

Mampu 
mengembangkan 
strategi advokasi 
kebijakan 
pengawasan internal 
pemerintah 

Mendayaguna-kan 
perbedaan secara 
konstruktif dan 
kreatif untuk 
meningkatkan 
efektifitas organisasi 

4 

pengamanan; 
mi tigasi risiko 
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10. Advokasi 
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C. Teknis 

9. Perekat Bangsa 
B. Sosial Kultural 
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4.1. Mampu melakukan evaluasi 
terhadap teknis/ metode/ 
sistem cara kerja menemu 
kenali kele bihan dan 
kekurangan melakukan 
pengembangan a tau 
perbaikan cara kerja 
pengawasan keuangan dan 
kinerja perangkat daerah 
yang lebih efektif/ efisien; 

pengawasan 
keuangan dan 
kinerja perangkat 
daerah 

norma 
prosedur 

Mampu 
mengevaluasi dan 
menyusun 
perangkat 
standar 

4 12. Pengawasan 
keuangan 
dan kinerja 
perangkat 
daerah 

4.1. Mampu melakukan evaluasi 
terhadap teknis/ metode/ 
sistem cara kerja menemu 
kenali kelebihan dan 
kekurangan melakukan 
pengembangan atau 
perbaikan cara kerja 
pengawasan 
penyelenggaraan urusan 
pemerintah daerah yang 
lebih efektif/ efisien 
termasuk pengawasan 
internal dan khusus; 

4.2. Mampu menyusun 
pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan 
norma standar, prosedur, 
instrumen pengawasan 
penyelenggaraan urusan 
pemerin tah daerah 
termasuk pengawasan 
internal dan khusus; 

4.3. Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder pelaksanaan 
pelayanan komunikasi 
publik dan memberikan 
bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau 
stakeholder terkait 
pengawasan 
penyelenggaraan urusan 
pemerin tah daerah 
termasuk pengawasan 
internal dan khusus. 

strategi advokasi yang tepat 
untuk diri mereka sendiri; 
mengiden tifikasi ham batan 
di lingkungan mereka 
sendiri dalam penerapan 
kebijakan, serta 
mengiden tifikasi 
menemukan akses ke 
sumber daya yang 
dibutuhkan untuk 
menerapkan kebijakan. 

pengawasan 
penyelenggaraan 
urusan pemerin tah 
daerah 

norma, 
prosedur 

Mampu 
mengevaluasi dan 
menyusun 
perangkat 
standar 
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I 

4.1. Mampu melakukan evaluasi 
terhadap teknis / metode / 
sistem cara kerja menemu 
kenali kele bihan dan 
kekurangan melakukan 
pengembangan atau 
perbaikan cara kerja 
pemantauan tindaklanjut 
hasil pengawasan yang 
lebih efektif / efisien; 

4.2. Mampu menyusun 
pedoman, petuniuk teknis, 

4.1. Mampu melakukan evaluasi 
terhadap teknis/ metode/ 
sistem cara kerja menemu 
kenali kele bihan dan 
kekurangan melakukan 
pengembangan atau 
perbaikan cara kerja 
penyusunan laporan hasil 
pengawasan yang lebih 
efektif/ efisien; 

4.2. Mampu menyusun 
pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan 
norma standar, prosedur, 
instrumen penyusunan 
laporan hasil pengawasan; 

4.3. Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder pelaksanaan 
pengembangan e- 
goverment, dan 
memberikan bimbingan dan 
fasilitasi kepada instansi 
lain atau stakeholder terkait 
penyusunan laporan hasil 
pengawasan. 

4.2. Mampu menyusun 
pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan 
norma standar, prosedur, 
instrumen pelaksanaan 
pengawasan keuangan dan 
kinerja perangkat daerah; 

4.3. Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder pelaksanaan 
pengelolaan teknologi, 
informatika dan manajemen 
data dan memberikan 
bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau 
stakeholder terkait 
pengawasan keuangan dan 
kinerja perangkat daerah. 

Mampu 
mengevaluasi dan 
menyusun 
perangkat norma 
standar prosedur 
pemantauan 
tindaklanjut hasil 
pengawasan 

Mampu 
mengevaluasi dan 
menyusun 
perangkat norma 
standar prosedur 
penyusunan laporan 
hasil pengawasan 

4 

4 

14. Pemantauan 
tindak lanjut 
hasil 
pengawasan 

13.Penyusunan 
laporan hasil 
pengawasan 
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secara 
paling 
(lima) 

pengawasan 
kumulatif 
kuranz 5 

1. Memiliki pengalaman 
jabatan dalam bidang 

3. Funzsional 
C. Pengalaman kerja 

Diklat Teknis Terkait 
Penzawasan 

Keoemimoinan Pratama 
2.Teknis 

Pelatihan B. Pelatihan 1. Manajerial 

A. Pendidikan 1. .Jenianz Sariana/ Diploma IV 1--=-:....=.....::..=i..;;.::..:=.._~~:;..;;::;.L:.::~c.......:=:..=;.;;.;:.:.==.:....::....:.~~~~~~~~~~~-----l 
2. Bidang Ekonomi/ Keuangan/ Administrasi Negara/ 

Ilmu Hukum/ Pemerintahan/ Sosial Politik/ Teknik 
Si oil. 

Mutlak Penting Perlu 
Uraian 

Tingkat pentingnya 
terhadap jabatan Jenis Persyaratan 

III. PERSYARATAN JABATAN 

4.1. Mengevaluasi strategi 
advokasi yang ada saat ini, 
menganalisis kekuatan dan 
kekurangan berbagai 
metode yang dijalankan 
dengan kelompok sasaran 
yang berbeda; 

4.2. Mengembangkan norma 
standar, prosedur, kriteria, 
pedoman, dan/ a tau 
petunjuk teknis strategi 
advokasi kebijakan otonomi 
daerah; 

4.3. Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan 
strategi advokasi yang 
dapat dijalankan oleh 
mereka sendiri dalam 
menerapkan kebijakan 
otonomi daerah . 

Mampu 
mengembangkan 
strategi advokasi 
kebijakan otonomi 
daerah yang tepat 
sesuai kondisi. 

cara kerja yang dijadikan 
norma standar, prosedur, 
instrumen pelaksanaan 
pemantauan tindaklanjut 
hasil pengawasan; 

4.3. Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder pelaksanaan 
pengelolaan informasi 
publik dan memberikan 
bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau 
stakeholder terkait 
pemantauan tindaklanjut 
hasil pengawasan. 

. · 
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tahun; 
2.Sedang a tau pemah ..J - - 

menduduki jabatan 
administrator (esselon 
III.a) a tau jabatan 
fungsional jenjang 
ahli mad ya paling 
singkat 2 (dua) tahun. 

3.Sedang a tau pernah ..J - - 
menduduki jabatan 
administrator (esselon 
III.b) paling singkat 3 
[tiga] tahun. 

D. Pangkat Pembina/ IV.a 
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Kualitas penyelenggaraan urusan 

pemerintah daerah dan tata kelola 
administrasi keuangan; 

2. Penurunan prosentase penyimpangan 
pengelolaan keuangan. 
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4.1. Mengintegrasikan 
inforrnasi-informasi pen ting 
hasil diskusi dengan pihak 
lain untuk mendapatkan 
pemahaman yang sama; 

Mampu 
mengemukakan 
pemikiran 
multidimensi 
secara lisan dan 

4 3. Komunikasi 

2. Kerjasama 

f 

organisasi. 

4.1. Menciptakan situasi kerja 
yang mendorong seluruh 
pemangku kepentingan 
mematuhi nilai, norma, dan 
etika orgarusasi dalam 
segala situasi dan kondisi; 

4.2. Mendukung dan 
menerapkan prinsip moral 
dan standar etika yang 
tinggi, serta berani 
menanggung 
konsekuensinya; 

4.3. Berani melakukan koreksi 
atau mengambil tindakan 
atas penyimpangan kode 
etik/ nilai-nilai yang 
dilakukan oleh orang lain, 
pada tataran lingkup kerja 
setingkat instansi meskipun 
ada resiko. 

Membangun 
komitmen 
sinergi 

4.1. Membangun sinergi antar 
tim, unit kerja di lingkup 

instansi yang dipimpin; 
4.2. Memfasilitasi kepentingan 

yang berbeda dari unit kerja 
lain sehingga tercipta 
sinergi dalam rangka 
pencapaian target kerja 
organisasi; 

4.3. Mengembangkan sistem 
yang menghargai kerja 
sama an tar unit, 
memberikan dukungan/ 
semangat untuk 
memastikan tercapainya 
sinergi dalam rangka 
pencapaian target kerja 

4 

1. Integritas 
A. Manaierial 

4 Mampu 
menciptakan 
situasi kerja yang 
mendorong 
kepatuhan pada 
nilai, norma, dan 
etika organisasi 

Level Diskripsi Kompetensi 
II. STANDAR KOMPETEN 

Memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan, merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan. 

Indikator Kompetensi 

I. IKHTISAR JABATAN 

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
JPT Pratama 
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan 
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4.1. Memahami dan memberi 
perhatian kepada isu-isu 
jangka pan Jang, 
kesempatan atau kekuatan 
politik yang mempengaruhi 
organisasi dalam 
hubungannya dengan dunia 
luar, memperhitungkan dan 
mengantisipasi dampak 
terhadap pelaksanaan 
tugas-tugas pelayanan 
publik secara objektif, 
transparan, dan 
professional dalam lingkup 
organisasi; 

4.2. Menjaga agar kebijakan 
pelayanan publik yang 
diselenggarakan oleh 
instansinya telah selaras 
dengan standar pelayanan 
yang objektif, netral, tidak 
memihak, tidak 
diskriminatif, serta tidak 
terpengaruh kepentingan 
pribadi/ kelompok/ partai 

4.1. Mendorong unit kerja di 
tingkat instansi untuk 
mencapai kinerja yang 
melebihi target yang 
ditetapkan; 

4.2. Memantau dan 
mengevaluasi hasil kerja 
unitnya agar selaras dengan 
sasaran strategis instansi; 

4.3. Mendorong pemanfaatan 
sum ber daya bersama an tar 
unit kerja dalam rangka 
meningkatkan efektifitas 
dan efisiensi pencaian 
target organisasi. 

Berbagi informasi dengan 
pemangku kepentingan 
untuk tujuan meningkatkan 
kinerja secara keseluruhan; 

4.2. Menuangkan pemikiran/ 
konsep yang multidimensi 
dalam ben tuk tulisan 
formal; 

4.3. Menyampaikan informasi 
secara persuasif un tuk 
mendorong pemangku 
kepentingan sepakat pada 
langkah-langkah bersama 
dengan tujuan 
meningkatkan kinerja 
secara keseluruhan. 

Mampu 
memonitor, 
mengevaluasi, 
memperhitungkan 
dan 
mengantisipasi 
dampak dari isu­ 
isu jangka 
panjang, 
kesempatan, atau 
kekuatan politik 
dalam hal 
pelayanan 
kebutuhan 
pemangku 
kepen tingan yang 
transparan, 
objektif, dan 
prof esional 

Mendorong unit 
kerja mencapai 
target yang 
ditetapkan atau 
melebihi hasil 
kerja sebelumnya 

tertulis untuk 
mendorong 
kesepakatan 
dengan tujuan 
meningkatkan 
kinerja secara 
keseluruhan 
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4.1. Menyusun dan/ atau 
memutuskan konsep 
penyelesaian masalah yang 
melibatkan beberapa/ 
seluruh fungsi dalam 
organisasi; 

4.2. Menghasilkan solusi dari 
berbagai masalah yang 

4.1. Mengarahkan unit kerja 
untuk lebih siap dalam 
menghadapi perubahan 
termasuk memi tigasi risiko 
yang mungkin terjadi; 

4.2. Memastikan perubahan 
sudah diterapkan secara 
aktif di lingkup unit 
kerjanya secara berkala; 

4.3. Memimpin dan memastikan 
pen era pan program - 
program peru bah an selaras 
antar unit kerja. 

4.1. Menyusun program 
pengembangan jangka 
pan Jang bersama-sama 
dengan bawahan, termasuk 
didalamnya penetapan 
tujuan, bimbingan, 
penugasan dan pengalaman 
lainnya, serta 
mengalokasikan waktu 
untuk mengikuti pelatihan/ 
pendidikan/ pengembangan 
kompetensi dan karir; 

4.2. Melaksanakan manajemen 
pembelajaran termasuk 
evaluasi dan umpan balik 
pada tataran organisasi; 

4.3. Mengembangkan orang- 
orang disekitarnya secara 
konsisten, melakukan 
kaderisasi untuk posisi­ 
posisi di unit kerjanya. 

politik; 
4.3. Menerapkan strategi jangka 

panjang yang berfokus pada 
pemenuhan kebutuhan 
pemangku kepentingan 
dalam menyusun kebijakan 
dengan mengikuti standar 
objektif, netral, tidak 
memihak, tidak 
diskriminatif, transparan, 
tidak terpengaruh 
kepentingan pribadi/ 
kelompok. 

Menyelesaikan 
masalah yang 
mengandung 
risiko tinggi, 
mengan tisipasi 
dampak 
keputusan, 
membuat 

Memimpin 
perubahan pada 
unit kerja 

Menyusun 
program 
pengembangan 
jangka panjang 
dalam rangka 
mendorong 
manajemen 
pembelajaran 
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8. Pengambilan 
Keputusan 

7. Mengelola 
Perubahan 

6. Pengembangan 
diri dan orang 
lain 
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4.1. Menginisiasi dan 
merepresentasikan 
pemerintah di lingkungan 
kerja dan masyarakat 
untuk senantiasa menjaga 
persatuan dan kesatuan 
dalam keberagaman dan 
menerima segala ben tuk 
perbedaan dalam 
kehidupan bermasyarakat; 

4.2. Mampu mendayagunakan 
perbedaan latar belakang, 
agama/ kepercayaan, suku, 
jender, sosial ekonomi, 
preferensi politik untuk 
mencapai kelancaran 
pencapaian tujuan 
organisasi; 

4.3. Mampu membuat program 
yang mengakomodasi 
perbedaan latar belakang, 
agama/ kepercayaan, suku, 
jender, sosial ekonomi, 
preferensi politik. 

kompleks, terkait dengan 
bidang kerjanya yang 
berdampak pada pihak lain; 

4.3. Membuat keputusan dan 
mengantisipasi dampak 
keputusannya serta 
menyiapkan tindakan 
penanganannya (mitigasi 
risiko). 

4.1. Mengevaluasi strategi 
bidang pendidikan dan 
kebudayaan yang ada saat 
mi, menganalisis kekuatan 
dan kekurangan berbagai 
metode yang dijalankan 
dengan kelompok sasaran 
yang berbeda; 

4.2. Mengembangkan norma 
standar, prosedur, kriteria, 
pedoman, dan/ a tau 
petunjuk teknis strategi 
bidang pendidikan dan 
kebudayaan; 

4.3. Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan 
strategi yang dapat 
dijalankan oleh mereka 
sendiri dalam menerapkan 
kebijakan pendidikan dan 

Mampu 
mengembangkan 
strategi 
penyusunan 
kebijakan bidang 
pendidikan dan 
kebudayaan yang 
tepat sesuai 
kondisi. 

Mendayagunakan 
perbedaan secara 
konstruktif dan 
kreatif untuk 
meningkatkan 
efektifitas 
organisasi 

tindakan 
pengamanan; 
mitigasi risiko 
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10. Advokasi 
kebijakan 
bi dang 
Pendidikan dan 
Kebudayaan 

C. Teknis 

9. Perekat Bangsa 
8. Sosial Kultural 

11 
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4.1. Mampu melakukan evaluasi 
terhadap teknis/ metode/ 
sistem cara kerja menemu 
kenali kelebihan dan 
kekurangan melakukan 
pengembangan a tau 
perbaikan cara kerja 
pengawasan 
penyelenggaraan 
pendidikan; 

4.2. Mampu menyusun 
pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan 
norma standar, prosedur, 
instrumen pelaksanaan 
pengawasan 
penvelenggaraan 

Mampu 
mengevaluasi dan 
menyusun 
perangkat norma 
standar prosedur 
pengawasan 
penyelenggaraan 
pendidikan 

4 13. Pengawasan 
Penyelenggaraan 
Pendidikan 

4.1. Mampu mengevaluasi 
Perencanaan SDM Pendidik 
dan Kependidikan yang ada 
sesuai dengan jumlah dan 
sebaran serta proyeksi anak 
usia sekolah; 

4.2. Mampu menyusun 
pedoman dan petunjuk 
teknis Perencanaan SDM 
Pendidik dan Kependidikan; 

4.3. Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
pemangku kepen tingan 
terhadap Perencanaan SDM 
Pendidik dan Kependidikan 
dan pemenuhannya. 

4 .1. Mengevaluasi sarana dan 
prasarana yang ada saat ini, 
menganalisis kekuatan dan 
kekurangan berbagai 
metode yang dijalankan 
dengan kelompok sasaran 
yang berbeda; 

4.2. Mengembangkan norma 
standar, prosedur, kriteria, 
pedoman, dan/ atau 
petunjuk teknis penyediaan 
saran a dan prasarana 
pendidikan; 

4.3. Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan 
strategi yang dapat 
dijalankan oleh mereka 
sendiri dalam penyediaan 
saran a dan prasarana 
pendidikan. 

Mampu 
mengevaluasi 
perencanaan SDM 
pendidik dan 
kependidikan dan 
pemenuhannya 

Mampu 
mengevaluasi 
perencanaan 
penyediaaan 
saran a 
pendidikan 

4 

4 

12. Perencanaan 
SDM Pendidik 
dan 
Kependidikan 
dan 
Pemenuhannya 

11. Perencanaan 
Penyediaan 
Sarana dan 
Prasarana 
Pendidikan 

kebudayaan. 
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4.1. Mengevaluasi strategi 
advokasi yang ada saat ini, 
menganalisis kekuatan dan 
kekurangan berbagai 
metode yang dijalankan 
dengan kelompok sasaran 
yang berbeda; 

4. 2. Mengembangkan norma 
standar, prosedur, kriteria, 
pedornan, dan/ a tau 
petunjuk teknis strategi 
advokasi kebijakan otonomi 
daerah; 

4.4. Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan 
strategi advokasi yang dapat 
diialankan oleh mereka 

Mampu 
mengembangkan 
strategi advokasi 
kebijakan otonomi 
daerah yang tepat 
sesuai kondisi 

4.1. Mampu melakukan evaluasi 
terhadap pembinaan 
kesenian dan pengelolaan 
cagar budaya, menemu 
kenali kelebihan dan 
kekurangan, melakukan 
pengembangan a tau 
perbaikan pembinaan 
kesenian dan pengelolaan 
cagar budaya yang lebih 
efektif/ efisien; 

4.2. Mampu menyusun 
pedornan, petunjuk teknis 
dan cara kerja pelaksanaan 
pembinaan kesenian dan 
pengelolaan cagar budaya; 

4.3. Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder pelaksanaan 
pembinaan kesenian dan 
pengelolaan cagar budaya 
dan memberikan bimbingan 
dan fasilitasi kepada 
instansi lain a tau 
stakeholder terkait 
pembinaan kesenian dan 
pengelolaan cagar budaya. 

Mampu 
mengevaluasi dan 
menyusun 
perangkat norma 
standar prosedur 
instrumen 
pembinaan 
kesenian dan 
pengelolaan cagar 
budaya 

Pendidikan; 
4.3. Mampu meyakinkan dan 

memperoleh dukungan dari 
stakeholder pelaksanaan 
pengawasan 
penyelenggaraan 
pendidikan dan 
memberikan bimbingan dan 
fasilitasi kepada instansi 
lain atau stakeholder terkait 
pendidikan. 
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15. Advokasi 
Kebijakan 
Otonomi 
Daerah 

14. Pembinaan 
Kesenian dan 
Pengelolaan 
Cagar Budaya 
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I 

sendiri dalam menerapkan 
kebijakan otonomi daerah. 

III. PERSYARATANJABATAN 
Tingkat pentingnya 

Jenis Persyaratan Uraian terhadap jabatan 
Mutlak Pen ting Perlu 

A. Pendidikan 1. Jenjang Sariana/ Diploma IV 
2. Bidang Pendidikan/ Kesenian/ Kebudayaan/ Manajemen 

Ilmu Pendidikan/ Sosial/ Sejarah/ Keolahragaan. 
B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan Kepemimpinan - ..J - 

Pratama 
2. Teknis Pelatihan Pendidikan dan - ..J - 

Kebudayaan 
3. Fungsional 

C. Pengalaman kerja 1. Memiliki pengalaman ..J - - 
jabatan dalam bi dang 
pendidikan/ 
kebudayaan secara 
kumulatif paling 
kurang 5 (lima) tahun; 

2.Sedang a tau pernah - - 
menduduki jabatan ..J 
administrator (esselon 
III.a) a tau jabatan 
fungsional jenjang ahli 
madya paling singkat 2 
(dua) tahun. 

3.Sedang a tau pemah - - 
menduduki jabatan ..J 
administrator (esselon 
III. b) paling singkat 3 
(tizal tahun 

D. Pangkat Pembina/ IV.a 
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Kualitas hasil penyusunan kebijakan 

kebudayaan; 
2. Pengelolaan Kebudayaan dan Pembinaan 

Kesenian Dan Pengelolaan Cagar Budaya; 
3. Peningkatan kualitas pendidik, sarana dan 

prasarana untuk Pendidikan dan Kebudayaan; 
4. Pers en tase peningkatan keluarga sadar 

pendidikan dan sadar budava, 
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4.1.Mengintegrasikan 
informasi-informasi pen ting 
hasil diskusi dengan pihak 
lain untuk mendapatkan 
pemahaman yang sama; 

Mampu 
mengemukakan 
pemikiran 
multidimensi 
secara lisan dan 

4 3. Komunikasi 

2. Kerj asama 

1. Integritas 
A. Manajerial 

organisasi. 

4.1.Menciptakan situasi kerja 
yang mendorong seluruh 
pemangku kepentingan 
mematuhi nilai, norma, dan 
etika organisasi dalam 
segala situasi dan kondisi. 

4.2.Mendukung dan 
menerapkan prinsip moral 
dan standar etika yang 
tinggi, serta berani 
menanggung 
konsekuensinya. 

4.3.Berani melakukan koreksi 
atau mengambil tindakan 
atas penyimpangan kode 
etik/ nilai - nilai yang 
dilakukan oleh orang lain, 
pada tataran lingkup kerja 
setingkat instansi meskipun 
ada resiko. 

Indikator Kompetensi 

Membangun 
komitmen 
sinergi 

Mampu 
menciptakan 
situasi kerja yang 
mendorong 
kepatuhan pada 
nilai, norma, dan 
etika organisasi 

Diskripsi 

4.1.Membangun sinergi antar 
tirn, unit kerja di lingkup 

instansi yang dipimpin; 
4.2.Memfasilitasi kepentingan 

yang berbeda dari unit kerja 
lain sehingga tercipta 
sinergi dalam rangka 
pencapaian target kerja 
organisasi; 

4.3.Mengembangkan sis tern 
yang menghargai kerja 
sama an tar unit, 
memberikan dukungan/ 
semangat untuk 
memastikan tercapainya 
sinergi dalam rangka 
pencapaian target kerja 

4 

4 

Level Kompetensi 
II. STANDAR KOMPETENSI 

Memimpin, mernbina, mengawasi, mengkoordinasikan, merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan teknis di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga. 

Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 
JPT Pratama 
Bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 
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4.1.Memahami dan memberi 
perhatian kepada isu-isu 
jangka panjang, 
kesempatan atau kekuatan 
politik yang mempengaruhi 
organisasi dalam 
hubungannya dengan dunia 
luar, memperhitungkan dan 
mengantisipasi dampak 
terhadap pelaksanaan 
tugas-tugas pelayanan 
publik secara objektif, 
transparan, dan 
professional dalam lingkup 
organisasi; 

4.2.Menjaga agar kebijakan 
pelayanan publik yang 
diselenggarakan oleh 
instansinya telah selaras 
dengan standar pelayanan 
yang objektif, netral, tidak 
memihak, tidak 
diskriminatif, serta tidak 
terpengaruh kepen tingan 
pribadi/ kelompok/ partai 

4.1.Mendorong unit kerja di 
tingkat instansi untuk 
mencapai kinerja yang 
melebihi target yang 
ditetapkan; 

4.2.Memantau dan 
mengevaluasi hasil kerja 
unitnya agar selaras dengan 
sasaran strategis instansi; 

4.3.Mendorong pemanfaatan 
sumber daya bersama antar 
unit kerja dalam rangka 
meningkatkan efektifitas 
dan efisiensi pencaian 
target organisasi. 

Berbagi informasi dengan 
pemangku kepentingan 
untuk tujuan meningkatkan 
kinerja secara keseluruhan; 

4.2.Menuangkan pemikiran/ 
konsep yang multidimensi 
dalam bentuk tulisan 
formal; 

4.3.Menyampaikan informasi 
secara persuasif un tuk 
mendorong pemangku 
kepentingan sepakat pada 
langkah-langkah bersama 
dengan tujuan 
meningkatkan kinerja 
secara keseluruhan. 

Mampu 
memonitor, 
mengevaluasi, 
memperhitungkan 
dan 
mengan tisipasi 
dampak dari isu­ 
isu jangka 
panjang, 
kesempatan, atau 
kekuatan politik 
dalam hal 
pelayanan 
kebutuhan 
pemangku 
kepentingan yang 
transparan, 
objektif, dan 
prof esional 

Mendorong unit 
kerja mencapai 
target yang 
ditetapkan atau 
mele bihi hasil 
kerja sebelumnya 

tertulis untuk 
mendorong 
kesepakatan 
dengan tujuan 
meningkatkan 
kinerja secara 
keseluruhan 
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Publik 

4. Orientasi pada 
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dari 
yang 

orgamsasi. 
4.2.Menghasilkan solusi 

berbagai masalah 

4.1.Menyusun dan/ atau 
memutuskan konsep 
penyelesaian masalah yang 
melibatkan beberapa/ 
seluruh fungsi dalam 

Menyelesaikan 
masalah yang 
mengandung 
risiko tinggi, 
mengantisipasi 
dampak 
keputusan, 
membuat 

4 8. Pengambilan 
Keputusan 

4.1.Mengarahkan unit kerja 
untuk lebih siap dalam 
menghadapi perubahan 
termasuk memitigasi risiko 
yang mungkin terjadi; 

4.2.Memastikan perubahan 
sudah diterapkan secara 
aktif di lingkup unit 
kerjanya secara berkala; 

4.3.Memimpin dan memastikan 
penerapan program­ 
program perubahan selaras 
antar unit kerja. 

Memimpin 
perubahan pada 
unit kerja 

4 7. Mengelola 
Perubahan 

4.1.Menyusun program 
pengembangan jangka 
panjang bersarna-sama 
dengan bawahan, termasuk 
didalamnya penetapan 
tujuan, bimbingan, 
penugasan dan pengalaman 
lainnya, serta 
mengalokasikan waktu 
untuk mengikuti pelatihan/ 
pendidikan/ pengembangan 
kompetensi dan karir; 

4.2.Melaksanakan manajernen 
pembelajaran termasuk 
evaluasi dan umpan balik 
pada tataran organisasi; 

4.3.Mengembangkan orang- 
orang disekitarnya secara 
konsisten, melakukan 
kaderisasi untuk posisi­ 
posisi di unit kerjanya. 

Menyusun 
program 
pengembangan 
jangka panjang 
dalam rangka 
mendorong 
manajemen 
pembelajaran 

4 6. Pengembangan 
diri dan orang 
lain 

politik; 
4.3.Menerapkan strategi jangka 

panjang yang berfokus pada 
pemenuhan kebutuhan 
pemangku kepen tingan 
dalam menyusun kebijakan 
dengan mengikuti standar 
objektif, netral, tidak 
memihak, tidak 
diskriminatif, transparan, 
tidak terpengaruh 
kepentingan pribadi/ 
kelompok. 
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4 .1. Mengevaluasi strategi 
advokasi yang ada saat ini, 
menganalisis kekuatan dan 
kekurangan berbagai 
metode yang dijalankan 
dengan kelompok sasaran 
yang berbeda; 

4.2. Mengembangkan norma 
standar, prosedur, kriteria, 
pedoman, dan/ atau 
petunjuk teknis strategi 
advokasi kebijakan 
Pariwisata, Pemuda, dan 
Olahraga; 

4.3.Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan 
strategi advokasi yang 
dapat dijalankan oleh 
mereka sendiri dalam 
menerapkan Pariwisata, 

Mampu 
mengembangkan 
strategi advokasi 
kebijakan 
Pariwisata, 
Pemuda, dan 
Olahraga 

4 10.Advokasi 
Kebijakan 
Pariwisata, 
Pernuda, dan 
Olahraga 

16 

4.1.Menginisiasi dan 
merepresen tasikan 
pemerintah di lingkungan 
kerja dan masyarakat 
untuk senantiasa menjaga 
persatuan dan kesatuan 
dalam keberagaman dan 
menerima segala bentuk 
perbedaan dalam 
kehidupan bermasyarakat. 

4.2.Mampu mendayagunakan 
perbedaan latar belakang, 
agama/ kepercayaan, suku, 
jender, sosial ekonorni, 
preferensi politik untuk 
mencapai kelancaran 
pencapaian tujuan 
organisasi. 

4.3.Mampu membuat program 
yang mengakomodasi 
perbedaan latar belakang, 
agama/ kepercayaan, suku, 
jender, sosial ekonomi, 
preferensi politik. 

kompleks, terkait dengan 
bidang kerjanya yang 
berdampak pada pihak lain. 

4.3.Membuat keputusan dan 
mengantisipasi dampak 
keputusannya serta 
menyiapkan tindakan 
penanganannya (mitigasi 
risiko). 

Mendayagunakan 
perbedaan secara 
konstruktif dan 
kreatif untuk 
meningkatkan 
efektifitas 
organisasi 

tindakan 
pengamanan; 
mitigasi risiko 
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4.1.Mampu mengevaluasi 
teknik metode pembinaan 
organisasi kepemudaan, 
menemu kenali kelebihan 
dan kekurangan melakukan 
pengembangan a tau 
perbaikan teknik metode 
analisis kelavakan 

4.1. Mampu melakukan evaluasi 
perencanaan, pelaksanaan, 
pengelolaan, dan 
pembinaan keolahragaan 
serta men emu kenali 
kelebihan dan kelemahan 
pelaksanaan dan 
pengelolaan keolahragaan; 

4.2.Mampu menyusun metode/ 
teknik pengelolaan dan 
pembinaan serta serta 
rencana pengembangan 
olahraga dan organisasi 
keolahragaan; dan 

4.3.Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder terkait metode/ 
teknik pengelolaan dan 
pembinaan serta rencana 
pengembangan olahraga 
dan organisasi 
keolahragaan. 

4.1.Mampu melakukan evaluasi 
perencanaan, penyadaran, 
pelaksanaan, dan 
pengelolaan kepemudaan 
daerah serta men emu 
kenali kelebihan dan 
kelemahan pelaksanaan 
dan pengelolaan 
kepemudaan; 

4.2. Mampu menyusun metode/ 
teknik pelaksanaan dan 
pengelolaan kepemudaan 
serta rencana 
pengembangan pemuda dan 
organisasi kepemudaan; 
dan 

4.3.Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder terkait metode/ 
teknik pelaksanaan dan 
pengelolaan kepemudaan 
serta rencana 
pengembangan pemuda dan 
organisasi kepemudaan. 

Pemuda, dan Olahraga. 

Mampu 
mengevaluasi 
teknis dan metode 
analisis kelayakan 
pembinaan 
organisasi 
kepemudaan 

Mampu 
mengevaluasi 
pelaksanaan dan 
pengelolaan 
keolahrgaan 

Mampu 
mengembangkan 
perangkat norma 
standar prosedur 
dan mengevaluasi 
Teknik 
pengelolaan 
kepemudaan 

4 

4 

4 

13. Pem binaan 
Organisasi 
Kepemudaan 

12. Pengelolaan 
Keolahragaan 

11. Pengelolaan 
Kepemudaan 
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4.1. Mengevaluasi strategi 
advokasi yang ada saat ini, 
menganalisis kekuatan dan 
kekurangan berbagai 
metode yang dijalankan 
dengan kelompok sasaran 
yang berbeda; 

pariwisata. 

destinasi 
day a 

pengembangan 
dan sumber 

4. 1. Mampu melakukan evaluasi 
pengembangan destinasi 
dan sumber daya pariwisata 
yang ada saat ini, menemu 
kenali kele bihan dan 
kekurangan dalam 
melakukan pengembangan 
destinasi dan sumber daya 
pariwisata; 

4.2.Mampu menyusun norma, 
standar, prosedur, 
pedoman, dan petunjuk 
teknis serta mengembangan 
rencana pengembangan 
destinasi dan sumber daya 
pariwisata a; dan 

4.3.Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder terkait 
pengembangan teknik dan 
metode untuk 
pengembangan destinasi 
dan sumber daya pariwisata 
serta memberikan 
bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau 
stakeholder terkait 

Mampu 
mengembangkan 
strategi advokasi 
kebijakan otonomi 
daerah yang tepat 
sesuai kondisi 

4 15.Advokasi 
Kebijakan 
Otonomi 
Daerah 

organisasi pembinaan 
kepemudaan. 

pembinaan organisasi 
kepemudaan; 

4.2.Mampu mengembangkan 
teknik pengumpulan 
pengolahan dan penyajian 
data pembinaan organisasi 
kepemudaan dan 
pemanfaatanya yang lebih 
efisien; 

4.3.Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder terhadap basil 
pembinaan organisasi 
kepemudaan serta 
memberikan bimbingan dan 
fasilitasi kepada instansi 
lain atau stakeholder terkait 

Mampu 
mengevaluasi dan 
menyusun norma, 
standar, 
prosedur, 
pedoman, dan 
petunjuk teknis 
kegiatan 
pengembangan 
destinasi dan 
sumber daya 
pariwisata 

4 14. Pengembangan 
Destinasi dan 
Sumber Daya 
Pariwisata 
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1. Memiliki pengalaman 
jabatan dalam bidang 
pariwisata, pemuda dan 
olah raga secara 
kumulatif paling kurang 
5 (lima) tahun; 

t2. Sedang atau pemah 
menduduki jabatan 
administrator (esselon 
III.a) atau jabatan 
fungsional jenjang ahli 
madya paling singkat 2 
(dua) tahun. 

3. Sedang atau pernah 

3. Funzsional 
C. Pengalaman kerja 

5. 

4. 

3. 

2. 

1. Pelatihan - " - 

pengembangan dan 
pemberdayaan 
pemuda; 

..J Pelatihan manajemen 
olahraga; - - 

Pelatihan ..J pengembangan - - 
pariwisata daerah 
Pelatihan manajemen ..J pariwisata daerah - - 
Diklat pengadaan 

..J barang/ jasa - - 

pemerintah 

2. Teknis 

A. Pendidikan 1. .Jenjang Sariana I Diploma IV ~~~..__........__~-1-~---~-'----'~~~~~~~~~~~~~~---, 
2. Bidang Pariwisata/ Keolahragaan/ Manajemen/ 

Ilmu Ekonomi/ Teknik Industri/ Komunikasi/ Sosial/ 
Hukum/ Perencanaan Wilayah/ Arsitektur. 

Jenis Persyaratan 

8. Pelatihan 
Kepemimpinan 
Pratama 

Pelatihan - ...J 1. Manajerial 

Mutlak Penting Perlu 

Tingkatpentingnya 
terhadap jabatan Uraian 

III. PERSYARATAN JABATAN 

4.2. Mengembangkan norma 
standar, prosedur, kriteria, 
pedoman, dan/ atau 
petunjuk teknis strategi 
advokasi kebijakan otonomi 
daerah; 

4.3.Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan 
strategi advokasi yang 
dapat dijalankan oleh 
mereka sendiri dalam 
menerapkan kebijakan 
otonomi daerah. 
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1. Peningkatan kualitas pemberdayaan dan 
pengembangan pemuda; 

2. Peningkata kualitas pemberdayaan dan 
pengembangan olahraga; 

3. Peningkatan prestasi olahraga; 
4. Peningkatan kualitas pengembangan 

infrastruktur dan kemitraan olahraga; 
5. Peningkatan kualitas pengembangan 

pariwisata [destinasi, wisata alam dan 
budaya, prornosi, dan pembinaan pariwisata); 

6. Peningkatan kualitas kerjasama lembaga 
kepariwisataan, pernbinaan, dan standarisasi 
usaha pariwisata. 

E. Indikator Kinerja Jabatan 

I 

Pembina/ IV.a 

menduduki jabatan 
administrator (esselon 
III. b) paling singkat 3 
(tiga) tahun 

D. Pangkat 

- 90 - 
 jdih.pemalangkab.go.id jdih.pemalangkab.go.id



4.1. Mengintegrasikan 
informasi-informasi 
penting hasil diskusi 
dengan pihak lain un tuk 

4.1. Membangun sinergi antar 
unit kerja di lingkup 
instansi yang dipimpin; 

4.2. Memfasilitasi kepentingan 
yang berbeda dari unit 
kerja lain sehingga 
tercipta sinergi dalam 
rangka pencapaian target 
kerja organisasi; 

4.3. Mengembangkan sistem 
yang menghargai kerja 
sama an tar unit, 
memberikan dukungan/ 
semangat untuk 
memastikan tercapainya 
sinergi dalam rangka 
pencapaian target kerja 
organisasi. 

4.1. Menciptakan situasi kerja 
yang mendorong seluruh 
pemangku kepen tingan 
mematuhi nilai, norma, 
dan etika organisasi 
dalam segala situasi dan 
kondisi; 

4.2. Mendukung dan 
menerapkan prinsip moral 
dan standar etika yang 
tinggi, serta berani 
menanggung 
konsekuensinya; 

4.3. Berani melakukan koreksi 
atau mengambil tindakan 
atas penyimpangan kode 
etik/ nilai - nilai yang 
dilakukan oleh orang lain, 
pada tataran lingkup 
kerja setingkat instansi 
meskipun ada resiko. 

Mampu 
mengemukakan 
pemikiran 
multidimensi secara 

Membangun 
komitmen tim, 
sinergi 

Mampu 
menciptakan 
situasi kerja yang 
mendorong 
kepatuhan pad a 
nilai, norma, dan 
etika organisasi 

4 

4 

4 

3. Komunikasi 

2. Kerj asama 

1. lntegritas 
A. Manaierial 

I 

Level Diskripsi 
U. STAlfDAR KOMPETEll'SI 

Kompetensi 

Memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan, merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan teknis di bidang kesehatan. 

lndikator Kompetensi 

I. IKHTISAR JABATAlf 

Kepala Dinas Kesehatan 
JPT Pratama 
Bidang Kesehatan 
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12. Nama Jabatan 
Kelompok Jabatan 
U rusan Pemerin tah 
Kode Jabatan 
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5. Pelayanan 4 Mampu memonitor, 4.1. Memahami dan memberi 
Publik mengevaluasi, perhatian kepada isu-isu 

memperhitungkan jangka panjang, 
dan mengan tisi pasi kesempatan a tau 
dampak dari isu-isu kekuatan politik yang 
jangka panjang, mempengaruhi organisasi 
kesempatan, a tau dalam hubungannya 
kekuatan politik dengan dunia luar, 
dalam hal memperhitungkan dan 
pelayanan mengantisipasi dampak 
kebutuhan terhadap pelaksanaan 
pemangku tugas-tugas pelayanan 
kepentingan yang publik secara objektif, 
transparan, transparan, dan 
objektif, dan professional dalam 
prof esional lingkup organisasi; 

4.2. Menjaga agar kebijakan 
pelayanan publik yang 
diselenggarakan oleh 
instansinya tel ah selaras 

organisasi. 

Mendorong unit kerja di 
tingkat instansi untuk 
mencapai kinerja yang 
melebihi target yang 
ditetapkan; 
Memantau dan 
mengevaluasi hasil kerja 
unitnya agar selaras 
dengan sasaran strategis 
instansi; 

4.3. Mendorong pemanfaatan 
sumber daya bersama 
antar unit kerja dalam 
rangka meningkatkan 
efektifitas dan efisiensi 
pencaian target 

mendapatkan 
pemahaman yang sama; 
Berbagi inforrnasi dengan 
pemangku kepentingan 
untuk tujuan 
meningkatkan kinerja 
secara keseluruhan; 

4.2. Menuangkan pemikiran/ 
konsep yang multidimensi 
dalam bentuk tulisan 
formal; 

4.3. Menyampaikan inforrnasi 
secara persuasif un tuk 
mendorong pemangku 
kepentingan sepakat pada 
langkah-langkah bersama 
dengan tujuan 
meningkatkan kinerja 
secara keseluruhan. 

lisan dan tertulis 
un tuk mendorong 
kesepakatan 
dengan tujuan 
meningkatkan 
kinerja secara 
keseluruhan 
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Mendorong unit 4.1. 
kerja mencapai 
target yang 
ditetapkan a tau 
melebihi hasil kerja 
sebelumnya 4.2. 

4 4. 0 rien tasi pad a 
hasil 
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dengan standar pelayanan 
yang objektif, netral, tidak 
memihak, tidak 
diskriminatif, serta tidak 
terpengaruh kepen tingan 
pribadi/ kelompok/ partai 
politik; 

4.3. Menerapkan strategi 
jangka panjang yang 
berfokus pad a 
pemenuhan kebutuhan 
pemangku kepentingan 
dalam menyusun 
kebijakan dengan 
mengikuti standar 
objektif, netral, tidak 
memihak, tidak 
diskriminatif, transparan, 
tidak terpengaruh 
kepen tingan pribadi/ 
kelompok. 

6. Pengembangan 4 Menyusun program 4.1. Menyusun program 
diri dan orang pengembangan pengembangan jangka 
lain jangka pan Jang panjang bersarna-sama 

dalam rangka dengan bawahan, 
mendorong termasuk didalamnya 
manajemen penetapan tujuan, 
pembelajaran bimbingan, penugasan 

dan pengalaman lainnya, 
serta mengalokasikan 
waktu untuk mengikuti 
pelatihan/ pendidikan/ 
pengembangan 
kompetensi dan karir; 

4.2. Melaksanakan 
manajemen pembelajaran 
termasuk evaluasi dan 
umpan balik pada tataran 
organisasi; 

4.3. Mengembangkan orang- 
orang disekitarnya secara 
konsisten, melakukan 
kaderisasi untuk posisi- 
posisi di unit kerjanya. 

7. Mengelola 4 Memimpin 4.1. Mengarahkan unit kerja 
Perubahan perubahan pada untuk lebih siap dalam 

unit kerja menghadapi perubahan 
termasuk memitigasi 
risiko yang mungkin 
terjadi; 

4.2. Memastikan perubahan 
sud ah diterapkan secara 
aktif di lingkup unit 
kerjanya secara berkala; 

4.3. Memimpin dan 
memastikan pen era pan 
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4.1. Mengevaluasi strategi 
advokasi bidang 
kesehatan yang ada saat 
mi, menganalisis 
kekuatan dan kekuranzan 

4.1. Menginisiasi dan 
merepresen tasikan 
pemerintah di lingkungan 
kerja dan masyarakat 
untuk senantiasa menjaga 
persatuan dan kesatuan 
dalam keberagaman dan 
menerima segala bentuk 
perbedaan dalam 
kehidupan 
bermasyarakat; 

4.2. Mampu mendayagunakan 
perbedaan latar belakang, 
agama/ kepercayaan, 
suku, jender, sosial 
ekonomi, preferensi politik 
untuk mencapai 
kelancaran pencapaian 
tujuan organisasi; 

4.3. Mampu membuat 
program yang 
mengakomodasi 
perbedaan latar belakang, 
agama/ kepercayaan, 
suku, jender, sosial 
ekonomi, preferensi 
politik. 

4.1. Menyusun dan/ atau 
memutuskan konsep 
penyelesaian masalah 
yang melibatkan 
beberapa/ seluruh fungsi 
dalam organisasi; 

4.2. Menghasilkan solusi dari 
berbagai masalah yang 
kompleks, terkait dengan 
bidang kerjanya yang 
berdampak pada pihak 
lain; 

4.3. Membuat keputusan dan 
mengantisipasi dampak 
keputusannya serta 
menyiapkan tindakan 
penanganannya (mitigasi 
risiko). 

program-program 
peru bah an selaras an tar 
unit kerja. 

Mampu 
mengembangkan 
strategi 
penyusunan 
kebijakan bidang 

Mendayagunakan 
perbedaan secara 
konstruktif dan 
kreatif untuk 
meningkatkan 
efektifitas 
organisasi 

Menyelesaikan 
masalah yang 
mengandung risiko 
tinggi, 
mengantisipasi 
dampak keputusan, 
membuat tindakan 
pengamanan; 
mi tigasi risiko 
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4 

4 

4 

10. Advokasi 
Kebijakan 
Bidang 
Kesehatan 

C. Teknis 

9. Perekat Bangsa 
B. Sosial Kultural 

8. Pengambilan 
Keputusan 

f 
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4 .1. Mampu melakukan 
evaluasi terhadap teknis/ 
metode / sis tern cara kerja 
menemukan kelebihan 
dan kekurangan dalam 
melakukan 
pengembangan a tau 
perbaikan cara kerja Studi 
Kelayakan Pelatihan dan 
produktivitas Tenaga 

4.1. Mampu melakukan 
evaluasi terhadap teknis/ 
metode/ sistem cara kerja 
menemukan kelebihan 
dan kekurangan dalam 
melakukan 
pengembangan atau 
perbaikan pengelolaan 
sarana dan prasarana 
yang lebih efektif/ efisien; 

4.2. Mampu menyusun 
pedornan, petunjuk 
teknis, cara kerja yang 
dijadikan norma standar, 
prosedur, instrumen 
dalam standar 
pengelolaan sarana dan 
prasarana kesehatan; 

4.3. Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan 
dari stakeholder pada 
pengelolaan sarana dan 
prasaran kesehatan dan 
memberikan bimbingan 
dan fasili tasi kepada 
instansi setiap unit 
lainnya atau stakeholder 
terkait pengelolaan sarana 
dan prasarana kesehatan. 

norma 
prosedur 

rumah 
fasilitas 

menyusun 
perangkat 
standar 
kelayakan 
sakit dan 
kesehatan 

Mampu 
mengevaluasi dan 

Mampu 
mengevaluasi dan 
menyusun 
perangkat standar 
prosedur sarana 
dan prasarana 
pelayanan 
kesehatan serta 
mengkoordinasikan 
penyelenggaraan 
pelayanan 
kesehatan yang 
komprehensif 

kesehatan 
tepat 
kondisi. 
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yang berbagai metode yang 
sesuai dijalankan dengan 

kelompok sasaran yang 
berbeda; 

4.2. Mengembangkan norma 
standar, prosedur, 
kriteria, pedornan, dan/ 
atau petunjuk teknis 
strategi bidang kesehatan; 

4.3. Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan 
strategi yang dapat 
dijalankan oleh mereka 
sendiri dalam 
menerapkan kebijakan 
kesehatan. 

4 

4 

12. Analisis 
Kelayakan Izin 
Pendirian 
Rumah Sakit 
dan Fasilitas 
Kesehatan 

11. Pengelolaan 
sarana dan 
prasarana 
pelayanan 
kesehatan 
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4.1. Mampu melakukan 
evaluasi terhadap teknis/ 
metode/ sistem cara kerja 
menemukan kele bihan 
dan kekurangan dalam 
melakukan 
pengembangan a tau 
perbaikan cara kerja 
Kelayakan Izin Farmasi, 
Alat Kesehatan dan 
Makanan Minuman yang 
lebih efektif/ efisien; 

4.2. Mampu menyusun 
pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang 
dijadikan norma standar, 
prosedur, instrument 
Kelayakan Izin Farmasi, 
Alat Kesehatan dan 
Makanan Minuman; 

4.3. Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan 
dari stakeholder, 
pelaksanaan 
pengembangan 
egoverment, serta 
memberikan bimbingan 
dan fasili tasi kepada 
instansi lain atau 
stakeholder terkait 
kelayakan Izin Farmasi, 
Alat Kesehatan dan 
Makanan Minuman. 

Kerja yang lebih efektif/ 
efisien; 

4.2. Mampu menyusun 
pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang 
dijadikan norma standar, 
prosedur, instrumen 
prosedur kelayakan 
rumah sakit dan fasilitas 
kesehatan; 

4.3. Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan 
dari stakeholder terkait 
prosedur kelayakan 
rumah sakit dan fasilitas 
kesehatan dan 
mem berikan bim bingan 
dan fasilitasi kepada 
instansi setiap unit 
lainnya atau stakehoider 
terkait kelayakan rumah 
sakit dan fasilitas 
kesehatan. 

Mampu 
mengevaluasi dan 
menyusun 
perangkat norma 
standar prosedur 
instrument 

4 
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13. Analisis 
Kelayakan Izin 
Farmasi, Alat 
Kesehatan 
dan Makanan 
Minuman 

I 
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if 
Diklat Kesehatan 2. Teknis 

Kepemimpinan 
Pratama 

Pelatihan - 1. Manajerial B. Pelatihan 

A. Pendidikan 1. .Jeniang Sariana I Diploma IV t--~~..___....._~-+-~~~....____.....__~~~~~~~~~~~~~--; 
2. Bidang Kedokteran/ Kesehatan Umum/ Keperawatan/ 

Ilmu Farmasi/ Manaiernen Rumah Sakit. 

Mutlak Penting Perlu 
Uraian Jenis Persyaratan 

Tingkat pentingnya 
terhadap jabatan 

Ill. PERSYARATANJABATAN 

4.1. Mengevaluasi strategi 
advokasi yang ada saat 
iru, menganalisis 
kekuatan dan kekurangan 
berbagai metode yang 
dijalankan dengan 
kelompok sasaran yang 
berbeda; 

4.2. Mengembangkan norma 
standar, prosedur, 
kriteria, pedoman, dan/ 
atau petunjuk teknis 
strategi advokasi 
kebijakan otonomi daerah; 

4.3. Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan 
strategi advokasi yang 
dapat dijalankan oleh 
mereka sendiri dalam 
menerapkan kebijakan 
otonomi daerah. 

Mampu 
mengembangkan 
strategi advokasi 
kebijakan otonomi 
daerah yang tepat 
sesuai kondisi. 

4 15. Advokasi 
Kebijakan 
Oto no mi 
Dae rah 

4.1. Mampu melakukan 
evaluasi kebutuhan SOM 
tenaga kesehatan dan 
ketersediaan SOM tenaga 
kesehatan yang ada 
dengan pertumbuhan 
penduduk dan 
sebarannya; 

4.2. Mampu menyusun 
perencanaan kebutuhan 
SOM tenaga kesehatan 
dan ketersediaan SOM 
tenaga kesehatan saat ini 
dan yang akan datang; 

4.3. Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan 
dari stakeholder terkait 
dengan perencanaan SOM 
tenaga kesehatan dan 
memberikan bimbingan 
dan fasilitasi kepada 
stakeholder terkait 
lainnya. 

Mampu 
mengevaluasi 
ketersediaan SOM 
tenaga kesehatan 
dan menyusun 
perencanaan 
kebutuhan SOM 
tenaga kesehatan 

4 14. Perencanaan 
SOM tenaga 
kesehatan 
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1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat 
(meningkatnya usia harapan hidup/ 
menurunnya angka kematian bayi); 

2. Ketersediaan jumlah dan kualitas SDM 
tenaga kesehatan; 

3. Ketersediaan sarana pelavanan kesehatan. 

Pembina/ N .a 

1. Memiliki pengalaman 
jabatan dalam bidang 
kesehatan secara 
kumulatif paling kurang 
5 (lima) tahun; 

2. Sedang atau pernah 
menduduki jabatan 
administrator (esselon 
III.a) a tau jabatan 
fungsional jenjang ahli 
madya paling singkat 2 
(dua) tahun. 

3. Sedang atau pernah 
menduduki jabatan 
administrator (esselon 
III. b) paling singkat 3 
(tizal tahun. 
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E. lndikator Kinerja Jabatan 
D. Panzkat 

C. Pengalaman kerja 
I 3. Fungsional 

f 
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. . sinergi 

4.1. Membangun sinergi antar 
tim, unit kerja di lingkup 

instansi yang dipimpin; 
4.2. Memfasilitasi 

kepen tingan yang 
berbeda dari unit kerja 
lain sehingga tercipta 
sinergi dalam rangka 
pencapaian target kerja 
organisasi; 

4.3. Mengembangkan sistem 
yang menghargai kerja 
sama an tar unit, 
memberikan dukungan/ 
semangat untuk 
memastikan tercanainva 

Membangun 
komitmen 

4 2. Kerjasama 

1. Integritas 4.1. Menciptakan situasi kerja 
yang mendorong seluruh 
pemangku kepen tingan 
mematuhi nilai, norma, 
dan etika organisasi 
dalam segala situasi dan 
kondisi; 

4.2. Mendukung dan 
menerapkan prinsip 
moral dan standar etika 
yang tinggi, serta berani 
menanggung 
konsekuensinya; 

4. 3. Berani melakukan 
koreksi atau mengambil 
tindakan atas 
penyimpangan kode etik/ 
nilai - nilai yang 
dilakukan oleh orang 
lain, pad a tataran 
lingkup kerja setingkat 
instansi meskipun ada 
resiko. 

A. Manajerial 
4 Mampu 

menciptakan 
situasi kerja yang 
mendorong 
kepatuhan pada 
nilai, norma, dan 
etika organisasi 

Level Diskripsi Kompetensi 
II. STANDAR KOMPETENSI 

Memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan, merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan teknis di bidang sosial, pengendalian penduduk, 
keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 

Indikator Kompetensi 

I. IKHTISAR JABATAN 

Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, 
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak 
JPT Pratama 
Bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak 
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Kode Jabatan 

Kelompok Jabatan 
U rusan Pemerin tah 

13. Nama Jabatan 
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f 

4. Ori en tasi pada 4 Mendorong unit 4.1. Mendorong unit kerja di 
hasil kerja mencapai tingkat instansi untuk 

target yang mencapai kinerja yang 
ditetapkan a tau melebihi target yang 
melebihi hasil kerja ditetapkan; 
sebelumnya 4.2. Memantau dan 

mengevaluasi hasil kerja 
unitnya agar selaras 
dengan sasaran strategis 
instansi; 

4.3. Mendorong pemanfaatan 
sumber day a bersama 
an tar unit kerja dalam 
rangka meningkatkan 
efektifitas dan efisiensi 
pencapaian target 
organisasi. 

5. Pelayanan 4 Mampu memonitor, 4.1. Memahami dan memberi 
Publik mengevaluasi, perhatian kepada isu-isu 

memperhitungkan jangka panjang, 
dan mengantisipasi kesempatan a tau 
dampak dari isu- kekuatan politik yang 
isu jangka panjang, mempengaruhi organisasi 
kesempatan, a tau dalam hubungannya 
kekuatan politik dengan dunia luar, 
dalam hal memperhitungkan dan 
pelayanan mengan tisipasi dampak 
kebutuhan terhadap pelaksanaan 
pernangku tugas-tugas pelavanan 

4.1. Mengintegrasikan 
inforrnasi-informasi 
penting hasil diskusi 
dengan pihak lain untuk 
mendapatkan 
pemahaman yang sama; 
Berbagi informasi dengan 
pemangku kepen tingan 
untuk tujuan 
meningkatkan kinerja 
secara keseluruhan; 

4.2. Menuangkan pemikiran/ 
konsep yang 
multidimensi dalam 
bentuk tulisan formal; 

4.3. Menyampaikan informasi 
secara persuasif untuk 
mendorong pemangku 
kepentingan sepakat 
pada langkah-langkah 
bersama dengan tujuan 
meningkatkan kinerja 
secara keseluruhan. 

sinergi dalam rangka 
pencapaian target kerja 
organisasi. 

Mampu 
mengemukakan 
pemikiran 
mul tidimensi 
secara lisan dan 
tertulis un tuk 
mendorong 
kesepakatan 
dengan tujuan 
meningkatkan 
kinerja secara 
keseluruhan 
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6. Pengembangan 4 Menyusun program 4.1. Menyusun program 
diri dan orang pengembangan pengembangan jangka 
lain jangka panjang panjang bersama - sama 

dalam rangka dengan bawahan, 
mendorong termasuk didalamnya 
manajemen penetapan tujuan, 
pembelajaran bimbingan, penugasan 

dan pengalaman lainnya, 
serta mengalokasikan 
waktu untuk mengikuti 
pelatihan/ pendidikan/ 
pengembangan 
kompetensi dan karir; 

4.2. Melaksanakan 
manajemen pembelajaran 
termasuk evaluasi dan 
um pan balik pad a 
tataran organisasi; 

4.3. Mengembangkan orang- 
orang disekitarnya secara 
konsisten, melakukan 
kaderisasi untuk posisi- 
posisi di unit kerjanya. 

7. Menge lo la 4 Memimpin 4.1. Mengarahkan unit kerja 
Perubahan perubahan pada untuk lebih Slap dalam 

unit kerja menghadapi perubahan 
termasuk memitizasi 

yang publik secara objektif, 
transparan, dan 

dan professional dalam 
lingkup organisasi; 

4.2. Menjaga agar kebijakan 
pelayanan publik yang 
diselenggarakan oleh 
instansinya telah selaras 
dengan standar 
pelayanan yang objektif, 
netral, tidak memihak, 
tidak diskriminatif, serta 
tidak terpengaruh 
kepentingan pribadi/ 
kelompok/ partai politik: 

4.3. Menerapkan strategi 
jangka panjang yang 
berfokus pad a 
pemenuhan kebutuhan 
pemangku kepentingan 
dalam menyusun 
kebijakan dengan 
mengikuti standar 
objektif, netral, tidak 
memihak, tidak 
diskriminatif, transparan, 
tidak terpengaruh 
kepentingan pribadi/ 
kelompok. 

kepen tingan 
transparan, 
objektif, 
profesional 
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la tar 

organisasi; 
4.3. Mampu 

program 
mengakomodasi 
oerbedaan 

4. 1. Menginisiasi dan 
merepresen tasikan 
pemerintah di lingkungan 
kerja dan masyarakat 
untuk senantiasa 
menjaga persatuan dan 
kesatuan dalam 
keberagaman dan 
menerima segala ben tuk 
perbedaan dalam 
kehidupan 
bermasyarakat; 

4.2. Mampu 
mendayagunakan 
perbedaan la tar 
belakang, agama/ 
kepercayaan, suku, 
jender, sosial ekonorni, 
preferensi politik untuk 
mencapai kelancaran 
pencapaian tujuan 

Mendayagunakan 
perbedaan secara 
konstruktif dan 
kreatif untuk 
meningkatkan 
efektifitas 
organisasi 

4.1. Menyusun dan/ atau 
memutuskan konsep 
penyelesaian masalah 
yang melibatkan 
beberapa/ seluruh fungsi 
dalam organisasi; 

4.2. Menghasilkan solusi dari 
berbagai masalah yang 
kompleks, terkait dengan 
bidang kerjanya yang 
berdampak pada pihak 
lain; 

4.3. Membuat keputusan dan 
mengantisipasi dampak 
keputusannya serta 
menyiapkan tindakan 
penanganannya (mitigasi 
risiko). 

Menyelesaikan 
masalah yang 
mengandung risiko 
tinggi, 
mengantisipasi 
dampak 
keputusan, 
membuat tindakan 
pengamanan 
(mitigasi risiko) 

risiko yang mungkin 
terjadi; 

4.2. Memastikan perubahan 
sudah diterapkan secara 
aktif di lingkup unit 
kerjanya secara berkala; 

4.3. Memimpin dan 
memastikan penerapan 
program-program 
peru bah an selaras an tar 
unit kerja. 

membuat 
yang 
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9. Perekat Bangsa 
B. Sosial Kultural 

8. Pengambilan 
Keputusan 
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belakang, agama/ 
kepercayaan, suku, 
jender, sosial ekonomi, 
preferensi politik. 

C. Teknis 
10. Advokasi 4 Mampu 4.1. Mampu melakukan 

kebijakan mengembangkan evaluasi terhadap teknik/ 
Bidang Sosial, strategi advokasi metode/ sis tern car a 
Pengendalian kebijakan sosial, kerja, mengetahui 
Penduduk, pengendalian kelebihan dan 
Keluarga penduduk, kekurangan, serta 
Berencana, keluarga melakukan 
Pemberdayaan berencana, pengembangan a tau 
Perempuan dan pemberdayaan perbaikan teknik/ 
Perlindungan perempuan dan metode/ sistem car a 
Anak perlindungan anak kerja penyusunan 

kebijakan sosial, 
pengendalian penduduk, 
keluarga berencana, 
pemberdayaan 
perempuan dan 
perlindungan anak yang 
lebih efektif dan efisien; 

4.2. Mampu menyusun 
pedoman, petunjuk 
teknis, car a kerja yang 
dijadikan norma, 
standar, prosedur, 
kriteria pelaksanaan 
penyusunan kebijakan 
sosial, pengendalian 
penduduk, keluarga 
berencana, 
pemberdayaan 
perempuan dan 
perlindungan anak; 

4.3. Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan 
dari stakeholder terhadap 
pelaksanaan penyusunan 
kebijakan sosial, 
pengendalian penduduk, 
keluarga berencana, 
pemberdayaan 
perempuan dan 
perlindungan anak, serta 
memberikan bimbingan 
dan fasilitasi kepada 
instansi lain a tau 
stakeholder terkait 
penyusunan kebijakan 
sosial, pengendalian 
penduduk, keluarga 
berencana, 
pemberdayaan 
perempuan dan 
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4 .1. Mampu mengevaluasi 
mekanisme pelaksanaan 
program perlindungan 
perempuan, menemu 
kenali kekurangan dan 
kelebihan yang ada serta 
pemanfaatannya; 

4. 2. Mampu menyususn 
norma, standar prosedur 
dan pedoman 
pelaksanaan program 
perlindungan perempuan 
berupa pelayanan, 
penanganan dan 
pencegahan korban 
terhadap kekerasan 
perempuan; 

4.3. Mampu 
mengkoordinasikan 
pelaksanaan program 
perlindungan perempuan 
dan memberikan 

4.1. Mampu mengevaluasi 
mekanisme pelaksanaan 
program pemenuhan hak 
dan perlindungan anak, 
menemu kenali kelebihan 
dan kekurangan yang 
ada serta 
pemanfaatannya; 

4.2. Mampu menyusun 
perangkat, norma 
standar prosedur dan 
pedoman pelaksanaan 
program perlindungan 
anak berkebutuhan 
khusus (ABK) dan anak 
yang bermasalah dengan 
hukum (ABH) serta 
pemenuhan hak anak 
dalam rangka 
menurunkan angka 
tindak kekerasan kepada 
anak dan meningkatkan 
partisi pasi anak dalam 
pembangunan; 

4.3. Mampu 
mengkoordinasikan 
pelaksanaan program 
perlindungan anak dan 
pemenuhan hak anak 
dan memberikan 
bimbingan dan fasillitasi 
kepada stakeholder 
terkait. 

Mampu 
mengevaluasi dan 
menyusun 
perangkat, norma, 
standar prosedur 
dan pedoman 
mekanisme 
pelaksanaan 
program 
perlindungan 
perempuan 

Mampu 
mengevaluasi dan 
menyusun 
perangkat, norma, 
standar prosedur 
dan pedoman 
mekanisme 
pelaksanaan 
program 
pemenuhan hak 
dan perlindungan 
anak 

4 

4 

12. Perlindungan 
Perempuan 

11. Pemenuhan Hak 
dan 
Perlindungan 
Anak 

perlindungan anak. 
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4.1. Mampu melakukan 
evaluasi terhadap 
pengendalian kuantitas 
penduduk dan pemetaan 
perkiraan pengendalian 
penduduk, men emu 
kenali kelebihan dan 
kekurangan, melakukan 
pengembangan a tau 
perbaikan pengendalian 
kuantitas penduduk dan 
pemetaan perkiraan 
pengendalian penduduk 
yang lebih efektif/ efisien; 

4.2. Mampu menyusun 
pedoman, petunjuk 
teknis dan cara kerja 
pengendalian kuantitas 
penduduk dan pemetaan 
perkiraan pengendalian 
penduduk; 

4.3. Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan 
dari stakeholder 
pengendalian kuantitas 
penduduk dan pemetaan 
perkiraan pengendalian 
penduduk dan 

melakukan 
terhadap 

sistem 
dan 

fakir 

4.1. Mampu melakukan 
evaluasi terhadap teknis/ 
metode/ sistem cara 
kerja dalam 
pemeliharaan anak-anak 
terlantar; 

4.2. Mampu 
evaluasi 
metode/ 
pendataan 
pengelolaan data 
miskin; 

4.3. Mampu 
mengkoordinasikan, 
meyakinkan dan mampu 
memperoleh dukungan 
dari stakeholder terkait 
perlindungan dan 
jaminan sosial. 

bimbingan dan fasilitasi 
kepada stakeholder 
terkait sebagai bentuk 
pencegahan dan 
penanggulangan akan 
tindak kekerasan 
terhadap perempuan 
dalam situasi dan kondisi 
darurat khusus. 

Mampu 
mengevaluasi dan 
menyusun 
perangkat norma 
standar prosedur 
instrumen 
pengendalian 
kuantitas 
penduduk dan 
pemetaan 
perkiraan 
pengendalian 
penduduk 

Mampu 
mengevaluasi dan 
menyusun 
perangkat, norma, 
standar prosedur 
instrument terkait 
perlindungan dan 
jaminan sosia 

4 

4 

14. Pengendalian 
Penduduk 

13. Perlindungan 
danjaminan 
sosial 
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I.I 

1. Memiliki pengalaman 
jabatan dalam bidang 
sosial/ keluarga 
berencana/ oemberdava 

C. Pengalaman kerja 
3. Funzsional 

dan 

Diklat Teknis bidang 
Sosial, Keluarga 
Berencana, Pengendalian 
Penduduk Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak, 
Pemberdayaan 
Perempuan 
Perlindungan Anak. 

2. Teknis 

Pelatihan Kepemimpinan 
Pratama 

1. Manajerial B. Pelatihan 

A. Pendidikan 1. .Jenianz Sariana/ Diploma IV 1----'----'-'-..,__ .......... ~-+--'-'-...J....:...C.--'-L-.-L.~~~~~~~~~~~~~~~--t 
2. Bidang Hukum/ Pemerintahan/ Administrasi/ Sosial/ 

Ilmu Psikologi/ Manajemen/ Kesehatan Masyarakat/ 
Kedokteran/ Statistik. 

Mutlak Penting Perlu 
Uraian Jenis Persyaratan 

Tingkat pentingnya 
terhadap iabatan 

III. PERSYARATAN JABATAN 

4.1. Mengevaluasi strategi 
advokasi yang ada saat 
ini, menganalisis 
kekuatan dan 
kekurangan berbagai 
metode yang dijalankan 
dengan kelompok 
sasaran yang berbeda; 

4.2. Mengembangkan norma 
standar, prosedur, 
kriteria, pedoman, 
dan/ a tau petunjuk teknis 
strategi advokasi 
kebijakan otonomi 
daerah; 

4.3. Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan 
strategi advokasi yang 
dapat dijalankan oleh 
mereka sendiri dalam 
menerapkan kebijakan 
otonomi daerah. 

Mampu 
mengembangkan 
strategi advokasi 
kebijakan otonomi 
daerah yang tepat 
sesuai kondisi. 

4 15. Advokasi 
Kebijakan 
Otonomi Daerah 

memberikan bimbingan 
dan fasilitasi kepada 
instansi lain a tau 
stakeholder terkait 
pengendalian kuantitas 
penduduk dan pemetaan 
perkiraan pengendalian 
penduduk. 
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Pertumbuhan Jumlah 

1. Persentase Peningkatan Kesejahteraan Sosial; 
2. Persentase Peningkatan Kualitas Hidup Anak 

dan Perempuan; 
3. Terkendalinya 

Pendudukan. 

D. Panzkat 

an perempuan/ 
perlindungan anak/ 
pengendalian penduduk 
secara kumulatif paling 
kurang 5 (lima) tahun. 

2. Sedang atau pernah 
menduduki jabatan 
administrator (esselon 
III.a) atau jabatan 
fungsional jenjang ahli 
madya paling singkat 2 
(dua) tahun. 

3. Sedang a tau pernah 
menduduki jabatan 
administrator (esselon 
III. b) paling singkat 3 
(tiaal tahun. 

Pembina/ IV.a 
E. Indikator Kinerja Jabatan 
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Kompetensi Level Diskripsi Indikator Kompetensi 
A. Manajerial 
1. Integritas 4 Mampu 4.1. Menciptakan situasi kerja 

menciptakan yang mendorong seluruh 
situasi kerja yang pemangku kepen tingan 
mendorong mematuhi nilai, norma, 
kepatuhan pad a dan etika organisasi dalam 
nilai, norma, dan segala situasi dan kondisi; 
etika organisasi 4.2. Mendukung dan 

menerapkan prinsip moral 
dan standar etika yang 
tin . serta berani ggi, 
menanggung 
konsekuensinya; 

4.3. Berani melakukan koreksi 
a tau mengambil tindakan 
atas penyirnpangan kode 
etik/ nilai-nilai yang 
dilakukan oleh orang lain, 
pada tataran lingkup kerja 
setingkat instansi 
meskipun ada resiko. 

2. Kerjasama 4 Membangun 4.1. Membangun sinergi an tar 
komitmen tim, unit kerja di lingkup 
smergi instansi yang dipimpin; 

4.2. Memfasilitasi kepen tingan 
yang berbeda dari unit 
kerja lain sehingga tercipta 
sinergi dalam rangka 
pencapaian target kerja 
organisasi; 

4.3. Mengembangkan sistem 
yang menghargai kerja 
sama an tar unit, 
memberikan dukungan/ 
semangat untuk 
memastikan tercapainya . . dalam rangka smergi 
pencapaian target kerja 
organisasi. 

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1. Mengintegrasikan 
mengemukakan informasi-informasi 
pemikiran pen ting hasil diskusi 

II. STANDAR KOMPETENSI 

Memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan, merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan 
pencatatan sipil. 

I. IKHTISAR JABATAN 

Kode Jabatan 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
JPT Pratama 
Bidang Administrasi Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 

14. Nama Jabatan 
Kelompok Jabatan 
U rusan Pemerin tah 

- 108 - 
 jdih.pemalangkab.go.id jdih.pemalangkab.go.id



4.1. Memahami dan memberi 
perhatian kepada isu-isu 
jangka panjang, 
kesempatan atau kekuatan 
politik yang mempengaruhi 
organisasi dalam 
hubungannya dengan 
dunia luar, 
memperhitungkan dan 
mengantisipasi dampak 
terhadap pelaksanaan 
tugas-tugas pelayanan 
publik secara objektif, 
transparan, dan 
professional dalam lingkup 
organisasi; 

4.2. Menjaga agar kebijakan 
pelayanan publik yang 
diselenggarakan oleh 
instansinva telah selaras 

dan 

yang 

pelayanan 
kebutuhan 
pemangku 
kepen tingan 
transparan, 
objektif, 
prof esional 

panjang, 
kesempatan, atau 
kekuatan politik 
dalam hal 

Mampu 
memonitor, 
mengevaluasi, 
memperhitungkan 
dan mengantisipasi 
dampak dari isu­ 
isu jangka 

4 5. Pelayanan 
Publik 

{ 

dengan pihak lain untuk 
mendapatkan pemahaman 
yang sama; Berbagi 
informasi dengan 
pemangku kepentingan 
untuk tujuan 
meningkatkan kinerja 
secara keseluruhan; 

4.2. Menuangkan pemikiran/ 
konsep yang multidimensi 
dalam bentuk tulisan 
formal; 

4.3. Menyampaikan informasi 
secara persuasif untuk 
mendorong pemangku 
kepentingan sepakat pada 
langkah-langkah bersama 
dengan tujuan 
meningkatkan kinerja 
secara keseluruhan. 

multidimensi 
secara lisan dan 
tertulis un tuk 
mendorong 
kesepakatan 
dengan tujuan 
meningkatkan 
kinerja secara 
keseluruhan 
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Mendorong unit 4.1. Mendorong unit kerja di 
kerja mencapai tingkat instansi untuk 
target yang mencapai kinerja yang 
ditetapkan a tau melebihi target yang 
melebihi hasil kerja ditetapkan; 
sebelumnya 4.2. Memantau dan 

mengevaluasi hasil kerja 
unitnya agar selaras 
dengan sasaran strategis 
instansi; 

4.3. Mendorong pemanfaatan 
sumber daya bersama 
antar unit kerja dalam 
rangka meningkatkan 
efektifitas dan efisiensi 
pencaian target organisasi. 

4 4. Orientasi pada 
hasil 
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dengan standar pelayanan 
yang objektif, netral, tidak 
memihak, tidak 
diskriminatif, serta tidak 
terpengaruh kepentingan 
pribadi/ kelompok/ partai 
politik; 

4.3. Menerapkan strategi 
jangka panjang yang 
berfokus pada pemenuhan 
kebutuhan pemangku 
kepen tingan dalam 
menyusun kebijakan 
dengan mengikuti standar 
objektif, netral, tidak 
memihak, tidak 
diskriminatif, transparan, 
tidak terpengaruh 
kepentingan pribadi/ 
kelompok. 

6. Pengembangan 4 Menyusun program 4.1. Menyusun program 
diri dan orang pengembangan pengembangan jangka 
lain jangka panjang panjang bersama-sama 

dalam rangka dengan bawahan, 
mendorong termasuk didalamnya 
manajemen penetapan tujuan, 
pembelajaran bimbingan, penugasan dan 

pengalaman lainnya, serta 
mengalokasikan waktu 
untuk mengikuti 
pelatihan/ pendidikan / 
pengembangan kompetensi 
dan karir; 

4.2. Melaksanakan manajemen 
pembelajaran termasuk 
evaluasi dan umpan balik 
pada tataran organisasi; 

4.3. Mengembangkan orang- 
orang disekitamya secara 
konsisten, melakukan 
kaderisasi untuk posisi- 
posisi di unit kerjanya. 

7. Mengelola 4 Memimpin 4.1. Mengarahkan unit kerja 
Perubahan perubahan pad a untuk lebih siap dalam 

unit kerja menghadapi perubahan 
termasuk memitigasi risiko 
yang mungkin terjadi; 

4.2. Memastikan perubahan 
sud ah diterapkan secara 
aktif di lingkup unit 
kerjanya secara berkala; 

4.3. Memimpin dan 
memastikan pen era pan 
program-program 
perubahan selaras an tar 
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4.1. Mengevaluasi strategi 
advokasi yang ada saat ini, 
menganalisis kekuatan 
dan kekurangan berbagai 
metode yang dijalankan 
dengan kelompok sasaran 
yang berbeda; 

4.2. Mengembangkan norma 
standar, prosedur, kriteria, 
oedoman dan/ atau 

4.1. Menginisiasi dan 
merepresen tasikan 
pemerintah di lingkungan 
kerja dan masyarakat 
untuk senantiasa menjaga 
persatuan dan kesatuan 
dalam keberagaman dan 
menenma segala bentuk 
perbedaan dalam 
kehidupan bermasyarakat; 

4.2. Mampu mendayagunakan 
perbedaan latar belakang, 
agama/ kepercayaan, 
suku, jender, sosial 
ekonomi, preferensi politik 
untuk mencapai 
kelancaran pencapaian 
tujuan organisasi; 

4.3. Mampu membuat program 
yang mengakomodasi 
perbedaan latar belakang, 
agama/ kepercayaan, 
suku, jender, sosial 
ekonomi, preferensi politik. 

4.1. Menyusun dan/ atau 
memutuskan konsep 
penyelesaian masalah yang 
melibatkan beberapa/ 
seluruh fungsi dalam 
organisasi; 

4.2. Menghasilkan solusi dari 
berbagai masalah yang 
kompleks, terkait dengan 
bidang kerjanya yang 
berdampak pada pihak 
lain; 

4.3. Membuat keputusan dan 
mengantisipasi dampak 
keputusannya serta 
menyiapkan tindakan 
penanganannya (mitigasi 
risiko). 

unit kerja. 

Mampu 
mengembangkan 
strategi advokasi 
Kebijakan 
Administrasi 
Kependudukan 
dan Pen ca ta tan 
Sipil yang tepat 
sesuai kondisi 

Mendayagunakan 
perbedaan secara 
konstruktif dan 
kreatif untuk 
meningkatkan 
efektifitas 
organisasi 

Menyelesaikan 
masalah yang 
mengandung risiko 
tinggi, 
mengan tisi pasi 
dampak 
keputusan, 
membuat tindakan 
pengamanan; 
mitigasi risiko 

4 

4 

4 

10. Advokasi 
Kebijakan 
Administrasi 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil 

C. Teknis 

9. Perekat Bangsa 
B. Sosial Kultural 

8. Pengambilan 
Keputusan 

I 
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4.1. Mengevaluasi efektifitas 
penerapan prosedur tata 
kelola pelayanan 
pendaftaran penduduk; 

4.2. Menguji tata kelola 
pelayanan pendaftaran 
penduduk dalam 
pelaksanaan kegiatan di 
unit kerjanya; 

4.3. Mampu 
mengkoordinasikan 
pelaksanaan tata kelola 
pelayanan pendaftaran 
penduduk serta 
memberikan bimbingan 
dan fasilitasi kepada 
stakeholder agar dapat 
terselenggara sesuai 
dengan standar yang telah 
ditetapkan. 

administrasi 
kependudukan dan 
pencatatan sipil; 

4.3. Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan 
strategi advokasi yang 
dapat dijalankan oleh 
mereka sendiri dalam 
menerapkan kebijakan 
administrasi 
kependudukan dan 
pencatatan sipil. 

teknis strategi 
kebijakan 

petunjuk 
advokasi 

4.1. Mengevaluasi efektifitas 
penerapan prosedur tata 
kelola pelayanan 
pencatatan sipil; 

4.2. Menguji tata kelola 
pelayanan pencatatan sipil 
dalam pelaksanaan 
kegiatan di unit kerjanya; 

4.3. Mampu 
mengkoordinasikan 
pelaksanaan tata kelola 
pelayanan pencatatan sipil 
serta memberikan 
bimbingan dan fasilitasi 
kepada stakeholder agar 
dapat terselenggara sesuai 
dengan standar yang telah 
ditetapkan. 

4.1. Mampu melakukan 
dan evaluasi sistem informasi 

Mampu 
mengevaluasi 

Mampu 
mengevaluasi 
pelaksanaan 
pelayanan 
pen ca ta tan sipil 
dan menyusun 
petunjuk teknis 
dan prosedur tata 
kelola pelayanan 
pencatatan sipil 

Mampu 
mengevaluasi 
pelaksanaan 
pelayanan 
kependudukan dan 
menyusun 
petunjuk teknis 
dan prosedur tata 
kelola pelayanan 
pendaftaran 
penduduk 

4 

4 

4 

13. Sistem 
Infomasi 

12. Teknik Tata 
Kelola 
Pelayanan 
Pen ca ta tan 
Sipil 

11. Teknik Tata 
Kelola 
Pelayanan 
Pendaftaran 
Penduduk 
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4.1. Mampu melakukan 
evaluasi pengelolaan data 
kependudukan, menemu 
kenali kelebihan dan 
kekurangan melakukan 
pengembangan a tau 
perbaikan pengelolaan 
data kependudukan yang 
lebih efektif / efisien; 

4.2. Mampu menyusun 
pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan 
norma standar, prosedur, 
instrumen pengelolaan 
data kependudukan; 

4.3. Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan 
dari stakeholder terhadap 
pengelolaan data 
kependudukan serta 
memberikan bimbingan 
dan fasilitasi kepada 
instansi lain a tau 
stakeholder terkait 
pengelolaan data 
kependudukan. 

administrasi 
kependudukan, menemu 
kenali kele bihan dan 
kekurangan melakukan 
pengembangan a tau 
perbaikan sistem informasi 
adrninistrasi 
kependudukan yang lebih 
efektif/ efisien; 

4.2. Mampu menyusun 
pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan 
norma standar, prosedur, 
instrumen sis tern 
manajemen administrasi 
kependudukan; 

4.3. Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan 
dari stakeholder terhadap 
sis tern informasi 
administrasi 
kependudukan serta 
memberikan bimbingan 
dan fasilitasi kepada 
instansi lain a tau 
stakeholder terkait sistem 
informasi administrasi 
kependudukan. 

4.1. Mengevaluasi strategi 
advokasi yang ada saat ini, 

Mampu 
mengernbangkan 

Mampu 
mengevaluasi dan 
menyusun 
petunjuk teknis 
dan prosedur 
pengelolaan data 
kependudukan 

menyusun 
petunjuk teknis 
sis tern informasi 
administrasi 
kependudukan 
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15. Advokasi 
Kebiiakan 

14. Pengelolaan 
data 
kependudukan 

Administrasi 
Kependudukan 
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administrator 
III. b) paling 
(tiga) tahun. 

1. Memiliki pengalaman 
jabatan dalam bidang 
kependudukan dan 
pencatatan sipil secara 
kumulatif paling kurang 
5 (lima) tahun; 

2. Sedang a tau pemah 
menduduki jabatan 
administrator (esselon 
III.a) a tau jabatan 
fungsional jenjang ahli 
madya paling singkat 2 
(dua) tahun. 

3. Sedang atau 
menduduki 

C. Pengalaman kerja 
3. Funzsional 

Diklat teknis dalam bidang 
kependudukan dan 
pencatatan sipil 

2. Teknis 

pernah 
jabatan 
(esselon 

singkat 3 

Pelatihan Kepemimpinan 
Pratama 

Ekonomi/ Administrasi Negara/ Hukum/ 
Pemerintahan/ Manajemen/ Kebijakan Publik/ 
Teknik Informatika/ Statistik/ Matematika/ 
Geozrafi. 

1. Manajerial 

2. Bidang 
Ilmu 

Mutlak Penting Perlu 

Tingkat pentingnya 
terhadap jabatan 

menganalisis kekuatan 
dan kekurangan berbagai 
metode yang dijalankan 
dengan kelompok sasaran 
yang berbeda; 

4.2. Mengembangkan norma 
standar, prosedur, kriteria, 
pedoman, dan/ a tau 
petunjuk teknis strategi 
advokasi kebijakan 
otonomi daerah; 

4.3. Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepen tingan 
untuk mengembangkan 
strategi advokasi yang 
dapat dijalankan oleh 
mereka sendiri dalam 
menerapkan kebijakan 
otonomi daerah. 

Sariana/ Diploma IV 

Uraian 

1. .Jenianz 

B. Pelatihan 

A. Pendidikan 

Jenis Persyaratan 

III. PERSYARATAN JABATAN 

strategi advokasi 
kebijakan otonomi 
daerah yang tepat 
sesuai kondisi. 

- 114 - 

Otonomi 
Dae rah 
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D.Pangkat Pembina/ IV.a 
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Kualitas pelayanan kependudukan dan 

pencatatan sipil; 
2. Akurasi dan keaktualan data kependudukan. 
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I 

4 .1. Men gin tegrasikan 
informasi-informasi penting 
hasil diskusi denzan pihak 

4 Mampu 
mengemukakan 
pemikiran 

3. Komunikasi 
organisasi. 

4.1. Membangun sinergi antar 
tim, unit kerja di lingkup 

instansi yang dipimpin; 
4.2. Memfasilitasi kepentingan 

yang berbeda dari unit kerja 
lain sehingga tercipta 
sinergi dalam rangka 
pencapaian target kerja 
organisasi; 

4.3. Mengembangkan sistem 
yang menghargai kerja 
sama an tar unit, 
memberikan dukungan/ 
semangat untuk 
memastikan tercapainya 
sinergi dalam rangka 
pencapaian target kerja 

Membangun 
komitmen 
sinergi 

4 2. Kerjasama 

4.1. Menciptakan situasi kerja 
yang mendorong seluruh 
pemangku kepentingan 
mematuhi nilai, norma, dan 
etika orgamsasi dalam 
segala situasi dan kondisi; 

4.2. Mendukung dan 
menerapkan prinsip moral 
dan standar etika yang 
tinggi, serta berani 
menanggung 
konsekuensinya; 

4.3. Berani melakukan koreksi 
atau mengambil tindakan 
atas penyimpangan kode 
etik/ nilai-nilai yang 
dilakukan oleh orang lain, 
pada tataran lingkup kerja 
setingkat instansi meskipun 
ada resiko. 

4 Mampu 
menciptakan 
situasi kerja yang 
mendorong 
kepatuhan pada 
nilai, norma, dan 
etika organisasi 

1. lntegritas 
A. Manaierial 

Indikator Kompetensi Level Diskripsi Kompetensi 
D. STANDAR KOIIPETENSI 

Memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan, merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan 
pemerintahan desa. 

I. IKHTISAR JABATAN 

Kelompok Jabatan 
Urusan Pemerintah 
Kode Jabatan 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan 
Pemerintahan Desa 
JPT Pratama 
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

15. Nama Jabatan 
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Mampu 4.1. 
memonitor, 
mengevaluasi, 
memperhitungkan 
dan 
mengan tisipasi 
dampak dari isu­ 
isu jangka 
panjang, 
kesempatan, atau 
kekuatan politik 
dalam hal 
pelayanan 
kebutuhan 
pemangku 
kepentingan yang 4.2. 
transparan, 
objektif, dan 
prof esional 

' 

Memahami dan memberi 
perhatian kepada isu-isu 
jangka panjang, 
kesempatan atau kekuatan 
politik yang mempengaruhi 
organisasi dalam 
hubungannya dengan dunia 
luar, memperhitungkan dan 
mengantisipasi dampak 
terhadap pelaksanaan 
tugas-tugas pelayanan 
publik secara objektif, 
transparan, dan 
professional dalam lingkup 
organisasi; 
Menjaga agar kebijakan 
pelayanan publik yang 
diselenggarakan oleh 
instansinya telah selaras 
dengan standar pelayanan 
yang objektif, netral, tidak 
memihak, tidak 
diskriminatif, serta tidak 

ditetapkan; 
4.2. Memantau dan 

mengevaluasi hasil kerja 
unitnya agar selaras dengan 
sasaran strategis instansi; 

4.3. Mendorong pemanfaatan 
sumber daya bersama antar 
unit kerja dalam rangka 
meningkatkan efektifitas 
dan efisiensi pencaian 
target organisasi. 

Mendorong unit kerja di 
tingkat instansi untuk 
mencapai kinerja yang 
melebihi target yang 

lain untuk mendapatkan I 
pemahaman yang sama; 
Berbagi informasi dengan 
pemangku kepentingan 
untuk tujuan meningkatkan 
kinerja secara keseluruhan; 

4.2. Menuangkan pemikiran/ 
konsep yang multidimensi 
dalam bentuk tulisan 
formal; 

4.3. Menyampaikan informasi 
secara persuasif un tuk 
mendorong pemangku 
kepentingan sepakat pada 
langkah-langkah bersama 
dengan tujuan 
meningkatkan kinerja 
secara keseluruhan. 

multidimensi 
secara lisan dan 
tertulis untuk 
mendorong 
kesepakatan 
dengan tujuan 
meningkatkan 
kinerja secara 
keseluruhan 

Mendorong unit 4.1. 
kerja mencapai 
target yang 
ditetapkan atau 
melebihi hasil 
kerja sebelumnya 

4 

4 

5. Pelayanan 
Publik 

4. Orientasi pada 
hasil 
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{ 

terpengaruh kepen tingan 
pribadi/ kelompok/ partai 
politik; 

4.3. Menerapkan strategi jangka 
panjang yang berfokus pada 
pemenuhan kebutuhan 
pemangku kepentingan 
dalam menyusun kebijakan 
dengan mengikuti standar 
objektif, netral, tidak 
memihak, tidak 
diskriminatif, transparan, 
tidak terpengaruh 
kepentingan pribadi/ 
kelompok. 

6. Pengembangan 4 Menyusun 4.1. Menyusun program 
diri dan orang program pengembangan jangka 
lain pengembangan panjang bersama-sarna 

jangka panjang dengan bawahan, termasuk 
dalam rangka didalamnya penetapan 
mendorong tujuan, bimbingan, 
manajemen penugasan dan pengalaman 
pembelajaran lainnya, serta 

mengalokasikan waktu 
untuk mengikuti pelatihan/ 
pendidikan / pengembangan 
kompetensi dan karir; 

4.2. Melaksanakan manajemen 
pembelajaran termasuk 
evaluasi dan um pan balik 
pada tataran organisasi; 

4.3. Mengembangkan orang- 
orang disekitarnya secara 
konsisten, melakukan 
kaderisasi untuk posisi- 
posisi di unit kerjanya. 

7. Mengelola 4 Memimpin 4.1. Mengarahkan unit kerja 
Perubahan perubahan pad a untuk lebih siap dalam 

unit kerja menghadapi perubahan 
termasuk memi tigasi risiko 
yang mungkin terjadi; 

4.2. Memastikan perubahan 
sud ah diterapkan secara 
aktif di lingkup unit 
kerjanya secara berkala; 

4.3. Memimpin dan memastikan 
penerapan program- 
program perubahan selaras 
antar unit kerja. 

8. Pengambilan 4 Menyelesaikan 4.1. Menyusun dan/ a tau 
Keputusan masalah yang memutuskan konsep 

mengandung penyelesaian masalah yang 
risiko tinggi, melibatkan beberapa/ 
mengan tisipasi seluruh fungsi dalam 
dampak organisasi; 
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4.1. Mengevaluasi teknik, 
metode strategi advokasi 
yang ada saat mi 
menganalisis kelemahan 
dan kekurangan serta 
mengembangkan berbagai 
teknik, metode strategi 
advokasi yang lebih efektif 
dan efisien dari berbagai 
kondisi stakeholder; 

4.2. Mengembangkan norma 
standar, kriteria, pedoman, 
petunjuk teknis strategi 
komunikasi dan 
pelaksanaan advokasi yang 
eff ektif serta monitoring 
evaluasi advokasi kebijakan 
pemberdayaan masyarakat 
dan pemerintahan desa; 

4.1. Menginisiasi dan 
merepresen tasikan 
pemerintah di lingkungan 
kerja dan masyarakat 
untuk senantiasa menjaga 
persatuan dan kesatuan 
dalam keberagaman dan 
menerima segala bentuk 
perbedaan dalam 
kehidupan bermasyarakat; 

4.2. Mampu mendayagunakan 
perbedaan latar belakang, 
agama/ kepercayaan, suku, 
jender, sosial ekonomi, 
preferensi politik untuk 
mencapai kelancaran 
pencapaian tujuan 
orgamsasr; 

4.3. Mampu membuat program 
yang mengakomodasi 
perbedaan latar belakang, 
agama/ kepercayaan, suku, 
jender, sosial ekonomi, 
preferensi politik. 

4.2. Menghasilkan solusi dari 
berbagai masalah yang 
kompleks, terkait dengan 
bidang kerjanya yang 
berdampak pada pihak lain; 

4.3. Membuat keputusan dan 
mengantisipasi dampak 
keputusannya serta 
menyiapkan tindakan 
penanganannya (mitigasi 
risiko). 

Mampu 
mengembangkan 
strategi advokasi 
pemberdayaan 
masyarakat dan 
pemerintahan 
desa yang tepat 
sesuai kondisi 

Mendayagunakan 
perbedaan secara 
konstruktif dan 
kreatif untuk 
meningkatkan 
ef ektifitas 
organisasi 

keputusan, 
membuat 
tindakan 
pengamanan; 
mitigasi risiko 
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4 

10. Advokasi 
Kebijakan 
Bi dang 
Pemberdayaan 
Masyarakat 
dan 
Pemerintahan 
Desa 

C. Teknis 

9. Perekat Bangsa 
B. Sosial Kultural 

f 
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4.1. Mampu mengevaluasi 
pelaksanaan kerjasama 
an tar desa dan 
menemukenali kelemahan 
dan kelebihan efektifitas 
kerjasama antar desa; 

4.2. Mampu membuat perbaikan 
teknik metode kerjasama 
antar desa dan menyusun 
petunjuk teknis/ prosedur 
kerj asama an tar desa; 

4.3. Meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder terkait dengan 
program kerjasama antar 
desa, serta memberikan 
bimbingan dan fasilitasi 
kenada instansi terkait 

Mampu 
mengevaluasi 
pelaksanaan dan 
menyusun 
petunjuk teknis 
kerjasama antar 
desa 

4.1. Mampu mengevaluasi hasil 
pemetaan potensi des a 
(potensi alam, ekonomi, 
sosial, budaya), teknik 
metode pemetaan dan 
menemukenali kelemahan 
dan kele bihan proses 
pemetaan potensi desa; 

4.2. Mampu membuat perbaikan 
teknik metode pemetaan 
potensi desa dan menyusun 
petunjuk teknis / prosedur 
pemetaan potensi desa; 

4.3. Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder terkait hasil 
pemetaan potensi desa dan 
program pembangunan 
desa, serta memberikan 
bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi terkait 
dengan pelaksanaan 
pembangunan desa. 

Menyusun 
petunjuk teknis 
dan prosedur 
pemetaan potensi 
desa 

4.3. Memampukan stakeholder 
untuk mengembangkan 
strategi advokasi yang tepat 
untuk diri mereka sendiri; 
mengidentifikasi hambatan 
di lingkungan mereka 
sendiri dalam penerapan 
kebijakan; serta 
mengiden tifikasi 
menemukan akses ke 
sumber daya yang 
dibutuhkan untuk 
menerapkan kebijakan 
pemberdayaan masyarakat 
dan pemerintahan desa. 
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12. Fasilitasi kerja 
sama antar 
desa 

11. Pemetaan 
potensi desa 
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4 .1. Marnpu mengevaluasi 
pelaksanaan pemberdayaan 
lembaga masyarakat desa 
dan menemukenali 
kelemahan dan kele bihan 
efektifitas lembaga desa; 

4.2. Mampu membuat perbaikan 
teknik metode 
pemberdayaan masyarakat 
desa dan menyusun 
petunjuk teknis/ prosedur 
pengorganisasian dan 
penatalaksanaan lembaga 
masyarakat desa; 

4.3. Meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder terkait dengan 
program pemberdayaan 
lembaga masyarakat desa, 
serta memberikan 
bimbingan dan fasilitasi 
kepada perangkat desa dan 
pengurus lembaga terkait 
dengan pemberdayaan 
lembaga masyarakat desa. 

mengevaluasi 
administrasi 
desa dan 

efektifitas 

4.1. Marnpu 
pelaksanaan 
pemerintahan 
menemukenali 
penyelenggaraan 
administrasi desa; 

4.2. Marnpu membuat perbaikan 
penyelenggaraan 
administrasi desa dan 
menyusun petunjuk teknis/ 
prosedur administrasi desa; 

4.3. Marnpu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder terkait 
penyelenggaraan 
administrasi desa, serta 
memberikan bimbingan dan 
fasilitasi kepada perangkat 
desa terkait dengan 
penyelenggaraan 
administrasi desa. 

dengan kerjasarna antar 
desa. 

4.1. Mengevaluasi strategi 
advokasi yang ada saat ini, 
menganalisis kekuatan dan 
kekurangan berbagai 
metode yang dijalankan 
dengan kelompok sasaran 
vane berbeda; 

Marnpu 
mengembangkan 
strategi advokasi 
kebijakan otonomi 
daerah yang tepat 
sesuai kondisi. 

Marnpu 
mengevaluasi 
pelaksanaan dan 
menyusun 
petunjuk teknis 
pemberdayaan 
lembaga 
masyarakat desa 

Mampu 
mengevaluasi 
pelaksanaan 
administrasi 
pemerin tahan 
desa serta 
menyusun 
petunjuk teknis 
administrasi desa 

15. Advokasi 
kebijakan 
Otonomi 
Dae rah 

4 

4 

4 

14.Pemberdayaan 
lembaga 
masyarakat 
desa 

13. Pembinaan dan 
pengawasan 
penyelenggaraar 
administrasi 
pemerintahan 
des a 

I 
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pernah 
jabatan 
(esselon 

singkat 3 

sosial/ 

administrator 
III. b) paling 
(tiza] tahun. 

1. Memiliki pengalaman 
jabatan dalam bidang 
pemerin tahan/ 
kesejah teraan 
pemberdayaan 
masyarakat secara 
kumulatif paling kurang 
5 (lima) tahun; 

2. Sedang atau pernah 
menduduki jabatan 
administrator (esselon 
III.a) atau jabatan 
fungsional jenjang ahli 
madya paling singkat 2 
(dua) tahun. 

3. Sedang atau 
menduduki 

Pelatihan Kepemimpinan - .../ 
Pr a tam a 

Manajemen/ Pemerintahan/ Administrasi 
Negara/ Hukum/ Sosiologi/ Sosiatri/ 
Kesejahteraan Sosial/ Psikolozi/ Komunikasi. 

C. Pengalaman kerja 

B. Pelatihan 

DI. PERSYARATANJABATAN 

3. Fungsional 

2. Teknis 

1. Manajerial 

2. Bidang 
Ilmu 

1. Diklat Pemberdayaan 
Masyarakat Desa; 

2. Diklat Keuangan Desa; 
3. Diklat teknis terkait 

pemberdayaan 
masvarakat dan desa. 

4.2. Mengembangkan norma 
standar, prosedur, kriteria, 
pedoman, dan/ a tau 
petunjuk teknis strategi 
advokasi kebijakan otonomi 
daerah; 

4.3. Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan 
strategi advokasi yang 
dapat dijalankan oleh 
mereka sendiri dalam 
menerapkan ke bij akan 
otonomi daerah. 

Mutlak Penting Perlu 

Tingkat pentingnya 
terhadap jabatan 

Sariana/ Diploma IV 

Uraian 

1. .Jenjang A. Pendidikan 

Jenis Persyaratan 
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[i 

D.Pangkat Pembina/ IV.a 
E. lndikator Kinerja Jabatan 1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa; 

2.Kualitas pengelolaan keuangan dan aset desa; 
3.Tingkat efektifitas pemberdayaan lembaga 

masyarakat desa. 
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4.1.Mengintegrasikan 
inforrnasi-informasi penting 
hasil diskusi dengan pihak 
lain untuk mendaoatkan 

Mampu 
mengemukakan 
pemikiran 
multidimensi 

4 3. Komunikasi 

4.1.Membangun sinergi antar 
unit kerja di lingkup 
instansi yang dipimpin; 

4. 2. Memfasilitasi kepen tingan 
yang berbeda dari unit 
kerja lain sehingga tercipta 
sinergi dalam rangka 
pencapaian target kerja 
organisasi; 

4.3.Mengembangkan sistem 
yang menghargai kerja 
sama an tar unit, 
memberikan dukungan/ 
semangat untuk 
memastikan tercapainya 
sinergi dalam rangka 
pencapaian target kerja 
organisasi. 

Membangun 
komitmen tim, 
sinergi 

4 2. Kerjasama 

4.1.Menciptakan situasi kerja 
yang mendorong seluruh 
pemangku kepentingan 
mematuhi nilai, norma, 
dan etika organisasi dalam 
segala situasi dan kondisi. 

4.2.Mendukung dan 
menerapkan prinsip moral 
dan standar etika yang 
tinggi, serta berani 
menanggung 
konsekuensinya. 

4.3.Berani melakukan koreksi 
atau mengambil tindakan 
atas penyimpangan kode 
etik/ nilai-nilai yang 
dilakukan oleh orang lain, 
pada tataran lingkup kerja 
setingkat instansi 
meskipun ada resiko. 

Mampu 
menciptakan 
situasi kerja yang 
mendorong 
kepatuhan pada 
nilai, norma, dan 
etika organisasi 

4 1. Integritas 
A. Manaierial 

Indikator Kompetensi Level Diskripsi 
II. STAlfDAR KOIIPBTElfSI 

Kompetensi 

Memimpin, mernbina, mengawasi, mengkoordinasikan, merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan 
terpadu satu pintu. 

I. IKHTISAR JABATAN 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu 
JPT Pratama 
Penanaman Modal 
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Kelompok Jabatan 
U rusan Pemerin tah 
Kode Jabatan 

16. Nama Jabatan 
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pemahaman yang sama; 
Berbagi informasi dengan 
pemangku kepen tingan 
untuk tujuan 
meningkatkan kinerja 
secara keseluruhan; 

4.2.Menuangkan pemikiran/ 
konsep yang multidimensi 
dalam bentuk tulisan 
formal; 

4.3.Menyampaikan informasi 
secara persuasif untuk 
mendorong pemangku 
kepentingan sepakat pada 
langkah-langkah bersama 
dengan tujuan 
meningkatkan kinerja 
secara keseluruhan. 

4.1.Memahami dan memberi 
perhatian kepada isu-isu 
jangka panjang, 
kesempatan atau kekuatan 
politik yang mempengaruhi 
organisasi dalam 
hubungannya dengan 
dunia luar, 
memperhitungkan dan 
mengantisipasi dampak 
terhadap pelaksanaan 
tugas-tugas pelayanan 
publik secara objektif, 
transparan, dan 
professional dalam lingkup 
organisasi; 

4.2.Menjaga agar kebijakan 
pelayanan publik yang 
diselenggarakan oleh 
instansinya telah selaras 
dengan standar pelayanan 
yang objektif, netral, tidak 

Mampu 
memonitor, 
mengevaluasi, 
memperhitungkan 
dan 
mengan tisi pasi 
dampak dari isu­ 
isu jangka 
panjang, 
kesempatan, atau 
kekuatan politik 
dalam hal 
pelayanan 
kebutuhan 
pemangku 
kepentingan yang 
transparan, 
objektif, dan 
prof esional 

mendorong 
kesepakatan 
dengan tujuan 
meningkatkan 
kinerja secara 
keseluruhan 

secara lisan dan 
tertulis un tuk 
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Mendorong unit 4.1.Mendorong unit kerja di 
kerja mencapai tingkat instansi untuk 
target yang rnencapai kinerja yang 
ditetapkan atau melebihi target yang 
melebihi hasil ditetapkan; 
kerja sebelumnya 4.2.Memantau dan 

mengevaluasi hasil kerja 
unitnya agar selaras 
dengan sasaran strategis 
instansi; 

4.3.Mendorong pemanfaatan 
sumber daya bersama 
antar unit kerja dalam 
rangka meningkatkan 
efektifitas dan efisiensi 
pencaian target organisasi. 

4 

4 

5. Pelayanan 
Publik 

4. Ori en tasi pad a 
hasil 

f 
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memihak, tidak 
diskriminatif, serta tidak 
terpengaruh kepen tingan 
pribadi/ kelompok/ partai 
politik; 

4.3.Menerapkan strategi jangka 
panjang yang berfokus 
pad a pemenuhan 
kebutuhan pemangku 
kepen tingan dalam 
menyusun kebijakan 
dengan mengikuti standar 
objektif, netral, tidak 
memihak, tidak 
diskriminatif, transparan, 
tidak terpengaruh 
kepen tingan pribadi/ 
kelompok. 

6. Pengernbangan 4 Menyusun 4.1.Menyusun program 
diri dan orang program pengembangan jangka 
lain pengembangan panjang bersama-sama 

jangka panjang dengan bawahan, termasuk 
dalam rangka didalamnya penetapan 
mendorong tujuan, bimbingan, 
manajemen penugasan dan 
pembelajaran pengalaman lainnya, serta 

mengalokasikan waktu 
untuk mengikuti 
pelatihan/ pendidikan/ 
pengembangan kompetensi 
dan karir; 

4. 2. Melaksanakan manajemen 
pembelajaran termasuk 
evaluasi dan umpan balik 
pada tataran organisasi; 

4 .3. Mengernbangkan orang- 
orang disekitarnya secara 
konsisten, melakukan 
kaderisasi untuk .. posisi- 
posisi di unit kerjanya. 

7. Mengelola 4 Memimpin 4.1.Mengarahkan unit kerja 
Perubahan perubahan pada untuk lebih siap dalam 

unit kerja menghadapi perubahan 
termasuk memitigasi risiko 
yang mungkin terjadi; 

4.2.Memastikan perubahan 
sudah diterapkan secara 
aktif di lingkup unit 
kerjanya secara berkala; 

4.3.Memimpin dan memastikan 
penerapan program- 
program perubahan selaras 
antar unit kerja. 

8. Pengambilan 4 Menyelesaikan 4 .1. Menyusun dan/atau 
Keputusan masalah yang memutuskan konsep 
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4 .1. Mampu mengevaluasi 
teknik, metode strategi 
advokasi yang ada saat ini 
menganalisis kelemahan 
dan kekurangan serta 
mengembangkan berbagai 
teknik, metode strategi 
advokasi kebijakan 
pengembangan iklim 
penanaman modal yang 
lebih efektif dan efisien dari 
berbagai kondisi 
stakeholder; 

4.2.Mamou mengembangkan 

4.1.Menginisiasi dan 
merepresentasikan 
pemerintah di lingkungan 
kerja dan masyarakat 
untuk senantiasa menjaga 
persatuan dan kesatuan 
dalam keberagaman dan 
menerima segala bentuk 
perbedaan dalam 
kehidupan bermasyarakat; 

4.2.Mampu mendayagunakan 
perbedaan latar belakang, 
agama/ kepercayaan, 
suku, jender, sosial 
ekonomi, preferensi politik 
untuk mencapai 
kelancaran pencapaian 
tujuan organisasi; 

4.3.Mampu membuat program 
yang mengakomodasi 
perbedaan latar belakang, 
agama/ kepercayaan, 
suku, jender, sosial 
ekonomi, preferensi politik. 

penyelesaian masalah yang 
melibatkan beberapa/ 
seluruh fungsi dalam 
organisasi; 

4.2.Menghasilkan solusi dari 
berbagai masalah yang 
kornpleks, terkait dengan 
bidang kerjanya yang 
berdampak pada pihak 
lain. 

4.3.Membuat keputusan dan 
mengantisipasi dampak 
keputusannya serta 
menyiapkan tindakan 
penanganannya (mitigasi 
risiko). 

Mampu 
mengembangkan 
strategi kebijakan 
pengembangan 
iklim penanaman 
modal yang tepat 
sesuai kondisi 

Mendayagunakan 
perbedaan secara 
konstruktif dan 
kreatif untuk 
meningkatkan 
efektifitas 
organisasi 

mengandung 
risiko tinggi, 
mengan tisipasi 
dampak 
keputusan, 
membuat 
tindakan 
pengamanan; 
mitigasi risiko 
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4 .1. Mampu melakukan 
evaluasi proses perijinan 
koperasi yang ada saat ini 
pada tingkat instansi, 
menemu kenali kelebihan 
dan kekurangan, 
melakukan pengembangan 
atau perbaikan teknik 
promosi penanaman modal 
menjadi lebih efektif/ 
efisien; 

4.2.Mampu menyusun 
pedoman petunjuk teknis, 
teknik promosi penanaman 
modal di tingkat instansi; 

4.3.Mampu meyakinkan dan 
mampu memperoleh 
dukungan dari stakeholder 
terkait teknik prornosi 
penanaman modal dan 
memberikan bimbingan 
dan fasilitasi kepada 
instansi lain a tau 
stakeholder terkait teknik 
promosi oenanaman modal. 

ke 
yang 

untuk 
Kebijakan 

Iklim 

norma, standar, kriteria, 
pedoman, petunjuk teknis 
strategi komunikasi dan 
pelaksanaan advokasi yang 
efektif serta monitoring dan 
evaluasi advokasi 
ke bijakan pen gem bangan 
iklim penanaman modal; 

4.3.Memampukan stakeholder 
untuk mengembangkan 
strategi advokasi kebijakan 
pen gem bang an iklim 
penanaman modal yang 
tepat untuk diri mereka 
sendiri, mengidentifikasi 
hambatan dilingkungan 
mereka sendiri dalam 
penerapan kebijakan, serta 
mengiden tifi kasi 
menemukan akses 
sumber daya 
dibutuhkan 
menerapkan 
Pengembangan 
Penanaman Modal. 

4.1.Mampu mengevaluasi 
teknis / metode / sis tern 
cara kerja pelayanaan 
terpadu menemu kenali 
kele bihan dan kekurangan 
melakukan pengembangan 
atau oerbaikan tata kelola 

Mampu 
mengevaluasi, 
menyusun 
perangkat norma 
standar prosedur, 
system/ proses 
tata kelola 

Mampu 
mengembangkan 
perangkat norma 
standar prosedur 
dan mengevaluasi 
teknik promosi 
penanaman modal 
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12. Tata kelola 
pelayanan 
perizinan dan 
non perizinan 
secara terpadu 

11. Teknik promosi 
Penanaman 
Modal 
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4 .1. Mampu mengevaluasi 
teknis / metode / sistem 
pengendalian pelaksanaan 

Mampu 
mengevaluasi dan 
menyusun 

4 14.Teknik 
Pengendalian 
pelaksanaan 

dan non 
penanaman 

perizinan 
perizinan 
modal. 

4 .1. Mampu mengevaluasi 
teknik metode analisis 
kelayakan perizinan dan 
nonperizinan, menemu 
kenali kele bihan dan 
kekurangan melakukan 
pengembangan a tau 
perbaikan teknik metode 
analisis kelayakan; 

4.2.Mampu mengembangkan 
teknik pengumpulan 
pengolahan dan penyaj ian 
data perizinan dan 
nonperizinan di bidang 
penanaman modal dan 
pemanfaatannya yang lebih 
efisien; 

4.3.Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder terhadap basil 
analisis kelayakan 
perizinan dan non 
perizinan serta 
memberikan bimbingan 
dan fasilitasi kepada 
instansi lain a tau 
stakeholder terkait 

nonperizman 
penanaman modal 

penjman 

Mampu 
mengevaluasi 
teknis dan metode 
analisis kelayakan 

4 13. Analisis 
kelayakan 
perizinan dan 
nonperizinan 
penanaman 
modal 

pelayanan perizinan dan 
nonperizinan secara 
terpadu yang lebih efektif/ 
efisien; 

4.2.Mampu menyusun 
pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan 
norma standar, prosedur, 
instrumen pelaksanaan 
tata kelola pelayanan 
perizinan dan non 
perizinan secara terpadu; 

4 .3. Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder pelaksanaan 
pelayanan perizman dan 
nonperizinan serta 
memberikan bimbingan 
dan fasilitasi kepada 
instansi lain a tau 
stakeholder terkait tata 
kelola pelayanan perizinan 
dan nonperizinan secara 
terpadu. 

pelayanan 
perizinan dan 
non perizinan 
secara terpadu 
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A. Pendidikan 1. .Jenianz Sariana/ Diploma IV i--~~"--~~-+-~...._~.___._~~~---,----~~~~~~~~~~--1 
2. Bidang Ekonomi/ Manajemen/ Pemerintahan/ 

Ilmu Administrasi/ Hukum/ Kebijakan Publik/ 
Komunikasi. 

Mutlak !Penting!Perlu 

Tingkat pentingnya 
terhadap jabatan 

penanaman modal menemu 
kenali kelebihan dan 
kekurangan, melakukan 
pengembangan a tau 
perbaikan cara kerja 
pengendalian pelaksanaan 
penanaman modal yang 
lebih efektif / efisien; 

4.2.Mampu menyusun 
pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan 
norma standar, prosedur, 
instrumen pengendalian 
pelaksanaan penanaman 
modal; 

4.3.Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder terhadap 
sistem pengendalian 
penanaman modal serta 
memberikan bimbingan 
dan fasili tasi kepada 
instansi lain a tau 
stakeholder terkait 
pelaksanaan pen an am an 
modal. 

4.1.Mengevaluasi strategi 
advokasi yang ada saat ini, 
menganalisis kekuatan dan 
kekurangan berbagai 
metode yang dijalankan 
dengan kelompok sasaran 
yang berbeda; 

4.2.Mengembangkan norma 
standar, prosedur, kriteria, 
pedoman, dan/ a tau 
petunjuk teknis strategi 
advokasi kebijakan otonomi 
daerah; 

4.3.Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan 
strategi advokasi yang 
dapat dijalankan oleh 
mereka sendiri dalam 
menerapkan kebijakan 
otonomi daerah. 

Uraian Jenis Persyaratan 

DI. PERSYARATANJABATAN 

Mampu 
mengembangkan 
strategi advokasi 
kebijakan otonomi 
daerah yang tepat 
sesuai kondisi. 

perangkat norma 
standar prosedur 
instrument 
pengendalian 
pelaksanaan 
penanaman 
modal. 
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II 

B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan Kepemimpinan - v - 
Pratama 

2. Teknis Diklat Manajemen " Penanaman Modal - - 
3. Funasional - - - 

c. Pengalaman kerja 1. Memiliki pengalaman " - - 
jabatan dalam bi dang 
Penanaman Modal 
secara kumulatif paling 
kurang 5 (lima) tahun; 

..J 2.Sedang a tau pernah - - 
menduduki jabatan 
administrator (esselon 
III.a) a tau jabatan 
fungsional jenjang ahli 
madya paling singkat 2 
(dua) tahun. 

13.Sedang a tau pemah ..J - - 
menduduki jabatan 
administrator (esselon 
IIl.b) paling singkat 3 
(tiza) tahun. 

D. Panzkat Pembina/ IV.a 
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Prosentase peningkatan nilai penanaman 

modal dan Investasi Daerah; 
2. Kualitas atau tingkat kepuasan stakeholder 

terhadap Layanan perijinan dan non 
perizinan terpadu. 
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4.1. Mengintegrasikan informasi­ 
informasi penting hasil 
diskusi dengan pihak lain 
untuk mendapatkan 
pemahaman yang sarna; 

4.1.Membangun sinergi antar 
unit kerja di lingkup 
instansi yang dipirnpin; 

4.2.Memfasilitasi kepentingan 
yang berbeda dari unit kerja 
lain sehingga tercipta sinergi 
dalarn rangka pencapaian 
target kerja organisasi; 

4 .3. Mengembangkan sistem 
yang menghargai kerja sama 
antar unit, memberikan 
dukungan/ semangat 
untuk memastikan 
tercapainya sinergi dalam 
rangka pencapaian target 
kerja organisasi. 

4.1.Menciptakan situasi kerja 
yang mendorong seluruh 
pemangku kepen tingan 
mematuhi nilai, norma, dan 
etika organisasi dalam 
segala situasi dan kondisi; 

4.2.Mendukung dan 
menerapkan prinsip moral 
dan standar etika yang 
tinggi, serta berani 
menanggung 
konsekuensinya; 

4.3.Berani melakukan koreksi 
atau mengambil tindakan 
atas penyimpangan kode 
etik/ nilai-nilai yang 
dilakukan oleh orang lain, 
pada tataran lingkup kerja 
setingkat instansi meskipun 
ada resiko. 

3. Komunikasi 

2. Kerjasama 

1. Integritas 
A. Manaierial 

4 Mampu 
mengemuka­ 
kan pemikiran 
multidimensi 
secara lisan dan 

4 Membangun 
komitmen tirn, 
sinergi 

4 Mampu 
menciptakan 
situasi kerja 
yang mendorong 
kepatuhan pada 
nilai, norma, 
dan etika 
organisasi 

tf 

Level Diskripsi 
II. STANDAR KOMPETENSI 

Kompetensi 

Memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan, merumuskan dar. 
melaksanakan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan rnenengah, 
perindustrian serta perdagangan. 

lndikator Kompetensi 

I. IKHTISAR JABATAN 

Kepala Dinas Koperasi dan U saha Mikro Kecil 
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 
JPT Pratama 
Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, 
Perindustrian, dan Perdagangan 
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Kelompok Jabatan 
Urusan Pemerintah 

17. Nama Jabatan 
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4.1.Memahami dan memberi 
perhatian kepada isu-isu 
jangka panjang, kesempatan 
atau kekuatan politik yang 
mempengaruhi organisasi 
dalam hubungannya dengan 
dunia luar, 
memperhitungkan dan 
mengantisipasi dampak 
terhadap pelaksanaan 
tugas- tugas pelayanan 
publik secara objektif, 
transparan, dan professional 
dalam lingkup organisasi; 

4.2.Menjaga agar kebijakan 
pelayanan publik yang 
diselenggarakan oleh 
instansinya telah selaras 
dengan s tandar pelayanan 
yang objektif, netral, tidak 
memihak, tidak 
diskriminatif, serta tidak 
terpengaruh kepentingan 
pribadi/ kelompok/ partai 
politik; 

mengevaluasi hasil kerja 
unitnya agar selaras dengan 
sasaran strategis instansi; 

4.3.Mendorong pemanfaatan 
sumber daya bersama antar 
unit kerja dalam rangka 
meningkatkan efektifitas 
dan efisiensi pencapaian 
target. 

dan 

4.1.Mendorong unit kerja di 
tingkat instansi untuk 
mencapai kinerja yang 
melebihi target yang 
ditetapkan; 

4.2.Memantau 

Berbagi informasi dengan 
pemangku kepentingan 
untuk tujuan meningkatkan 
kinerja secara keseluruhan; 

4. 2. Menuangkan pemikiran / 
konsep yang multidimensi 
dalam bentuk tulisan 
formal; 

4.3.Menyampaikan informasi 
secara persuasif untuk 
mendorong pemangku 
kepentingan sepakat pada 
langkah-langkah bersama 
dengan tujuan 
meningkatkan kinerja 
secara keseluruhan. 

Mampu 
memonitor, 
rnengevaluasi, 
memperhitungk 
an dan 
mengan tisi pasi 
dampak dari 
isu-isu jangka 
panjang, 
kesempatan, 
atau kekuatan 
politik dalam 
hal pelayanan 
kebutuhan 
pemangku 
kepen tingan 
yang 
transparan, 
objektif, dan 
profesional 

Mendorong unit 
kerja mencapai 
target yang 
ditetapkan atau 
melebihi hasil 
kerja 
sebelumnya 

tertulis untuk 
mendorong 
kesepakatan 
dengan tujuan 
meningkatkan 
kinerja secara 
keseluruhan 
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II 

organisasi; 
4.2.Menghasilkan solusi dari 

berbagai masalah yang 
kornpleks, terkait dengan 

4.1.Menyusun dan/atau 
memutuskan konsep 
penyelesaian masalah yang 
rnelibatkan beberapa/ 
seluruh fungsi dalam 

Menyelesaikan 
masalah yang 
mengandung 
risiko tinggi, 
mengantisipasi 
dampak 
keputusan, 
membuat 
tindakan 

4 8. Pengambilan 
Keputusan 

4.1.Mengarahkan unit kerja 
untuk lebih siap dalam 
menghadapi perubahan 
termasuk memitigasi risiko 
yang mungkin terjadi; 

4.2.Memastikan perubahan 
sudah diterapkan secara 
aktif di lingkup unit 
kerjanya secara berkala; 

4.3.Memimpin dan memastikan 
penerapan program-program 
perubahan selaras antar 
unit kerja. 

Memimpin 
perubahan pada 
unit kerja 

4 7. Mengelola 
Perubahan 

4.1.Menyusun program 
pengembangan jangka 
panjang bersama-sama 
dengan bawahan, termasuk 
didalamnya pen eta pan 
tujuan, bimbingan, 
penugasan dan pengalaman 
lainnya, serta 
mengalokasikan waktu 
untuk mengikuti pelatihan/ 
pendidikan / pengembangan 
kompetensi dan karir; 

4.2.Melaksanakan manajemen 
pembelajaran termasuk 
evaluasi dan umpan batik 
pada tataran organisasi; 

4.3.Mengembangkan orang- 
orang disekitarnya secara 
konsisten, melakukan 
kaderisasi untuk posisi­ 
posisi di unit kerjanya. 

Menyusun 
program 
pengembangan 
jangka panjang 
dalam rangka 
mendorong 
manajemen 
pembelajaran 

4 6. Pengembangan 
diri dan orang 
lain 

4.3.Menerapkan strategi jangka 
panjang yang berfokus pada 
pemenuhan kebutuhan 
pemangku kepen tingan 
dalam menyusun kebijakan 
dengan mengikuti standar 
objektif, netral, tidak 
memihak, tidak 
diskriminatif, transparan, 
tidak terpengaruh 
kepentingan pribadi/ 
kelompok. 
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4.1.Menginisiasi dan 
merepresen tasikan 
pemerin tah di lingkungan 
kerja dan masyarakat untuk 
senantiasa menjaga 
persatuan dan kesatuan 
dalam keberagaman dan 
menerima segala ben tuk 
perbedaan dalam kehidupan 
bermasyarakat; 

4 .2. Mampu mendayagunakan 
perbedaan latar belakang, 
agama/ kepercayaan, suku, 
jender, sosial, ekonorni, 
preferensi politik untuk 
mencapai kelancaran 
pencapaian tujuan 
organisasi; 

4.3.Mampu membuat program 
yang mengakomodasi 
perbedaan latar belakang, 
agama/ kepercayaan, suku, 
jender, sosial ekonorni, 
preferensi politik. 

bi dang kerjanya yang 
berdampak pada pihak lain; 

4.3.Membuat keputusan dan 
mengantisipasi dampak 
keputusannya serta 
menyiapkan tindakan 
penanganannya (mitigasi 
risiko). 

4.1.Mengevaluasi strategi 
advokasi yang ada saat ini, 
menganalisis kekuatan dan 
kekurangan berbagai 
metode yang dijalankan 
dengan kelompok sasaran 
yang berbeda. 

4.2.Mengembangkan norma 
standar, prosedur, kriteria, 
pedornan, dan/ a tau 
petunjuk teknis bidang 
koperasi, usaha kecil dan 
menengah, perindustrian 
serta perdagangan. 

4.3.Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan 
strategi advokasi yang dapat 
dijalankan oleh mereka 
sendiri dalam menerapkan 
kebijakan di bidang 
koperasi, usaha kecil dan 

Mampu 
mengembangkan 
strategi advokasi 
kebijakan bidang 
koperasi, usaha 
kecil dan 
menengah, 
perindustrian 
serta 
perdagangan 

Mendayaguna­ 
kan perbedaan 
secara 
konstruktif dan 
kreatif untuk 
meningkatkan 
efektifitas 
organisasi 

pengamanan; 
mi tigasi risiko 
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C. Teknis 

9. Perekat Bangsa 
B. Sosial Kultural 
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4.1.Mampu melakukan evaluasi 
terhadap teknis/ metode/ 
sistem cara kerja menemu 
kenali kele bihan dan 
kekurangan melakukan 
pengembangan a tau 
perbaikan cara kerja 
pengawasan dan penilaian 
kesehatan koperasi yang 
lebih efektif/ efisien. 

4.2.Mampu menyusun 
pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan 
norma standar, prosedur, 
instrument pelaksanaan 
pengawasan dan penilaian 
kesehatan koperasi. 

4.3.Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder pelaksanaan 
pengawasan dan penilaian 
kesehatan koperasi dan 
memberikan bimbingan dan 
fasilitasi kepada instansi 
lain atau stakeholder terkait 
pelaksanaan pengawasan 
dan penilaian kesehatan 
koperasi. 

rnenengah, perindustrian 
serta perdagangan. 

4.1.Mampu melakukan evaluasi 
terhadap teknis/ metode/ 
sistem cara kerja menemu 
kenali kelebihan dan 
kekurangan melakukan 
pengembangan a tau 
perbaikan cara kerja 
pemberian izin IUI kecil dan 
menengah yang lebih 
efektif/ efisien 

4.2.Mampu menyusun 
pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan 
norma standar, prosedur, 
instrument pelaksanaan 
pemberian izin IUI kecil dan 
menengah. 

4.3.Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder pelaksanaan 
pemberian izin IUI kecil dan 
menengah dan memberikan 
bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau 
stakeholder terkait 
pelaksanaan pemberian izin 

Mampu 
mengevaluasi 
dan menyusun 
perangkat, 
norma, standar 
prosedur 
instrument 
terkait 
pemberian izin 
IUI kecil dan 
menengah 

Mampu 
mengevaluasi 
dan menyusun 
perangkat, 
norrna, standar 
prosedur 
instrument 
terkait 
pengawasan 
dan penilaian 
kesehatan 
koperasi 
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12. Analisis 
Kelayakan Izin 
IUI Kecil dan 
Menengah 

11. Pengawasan 
dan Penilaian 
Kesehatan 
Koperasi 

I 
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4 .1. Mampu melakukan evaluasi 
terhadap teknis / metode / 
sistem cara kerja menemu 
kenali kelebihan dan 
kekurangan melakukan 
pengembangan a tau 
perbaikan cara kerja 
perencanaan pembangunan 
industri yang lebih efektif/ 
efisien; 

4.2.Mampu menyusun 
pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan 
norma standar, prosedur, 
instrument pelaksanaan 
perencanaan pembangunan 
industri; 

4.3.Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder pelaksanaan 
perencanaan pembangunan 
industri dan memberikan 
bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau 
stakeholder terkait 
pelaksanaan perencanaan 

4.1.Mampu melakukan evaluasi 
terhadap teknis / metode / 
sistem cara kerja menemu 
kenali kelebihan dan 
kekurangan melakukan 
pengembangan a tau 
perbaikan cara kerja 
pengawasan perdagangan 
dan perlindungan konsumen 
yang lebih efektif/ efisien; 

4.2.Mampu menyusun 
pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan 
norma standar, prosedur, 
instrument pengawasan 
perdagangan dan 
perlindungan konsumen; 

4.3.Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder pelaksanaan 
pengawasan perdagangan 
dan perlindungan konsumen 
dan memberikan bimbingan 
dan fasili tasi kepada 
instansi lain a tau 
stakeholder terkait 
pelaksanaan pengawasan 
perdagangan dan 
perlindungan konsumen. 

IUI kecil dan menengah. 

Mampu 
Mengevaluasi 
dan menyusun 
perangkat, 
norma, standar 
prosedur 
instrument 
perencanaan 
pembangunan 
industri 

Mampu 
mengevaluasi 
dan menyusun 
perangkat, 
norma, standar 
prosedur 
instrument 
dalam 
pengawasan 
perdagangan 
dan 
perlindungan 
konsumen 

4 

4 

14. Perencanaan 
Pembangunan 
lndustri 

13. Pengawasan 
Perdagangan 
dan 
Perlindungan 
Konsumen 
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1. Memiliki 
pengalaman Jabatan 
dalam bidang 
koperasi, usaha kecil 
dan menengah/ 
perindustrian/ 
perdagangan secara 
kumulatif paling 
kurang selama 5 
(lima) tahun; 

2. Sedang atau pernah 
menduduki jabatan 
administrator 
(esselon III.a) atau 
jabatan fungsional 

C. Pengalaman kerja 
3. Funzsional 

1. Diklat Teknis 
Perkoperasian dan 
Usaha Kecil 
Menengah 

2. Diklat Teknis 
Perindustrian dan 
Perdagangan 

2. Teknis 

Kepemimpinan 
Pratama 

Pelatihan 1. Manajerial B. Pelatihan 

Teknik lndustri/ Manajemen Bisnis/ 
Koperasi/ Pendidikan Tata Niaga/ Ekonomi/ 
Hukum. 

2. Bidang 
Ilmu 

Sarjana/ Diploma IV 1. -Jeniane A. Pendidikan 
Mutlak Penting Perlu 

Tingkat pentingnya 
terhadap jabatan Uraian Jenis Persyaratan 

III. PERSYARATAN JABATAN 

4. 1. Mengevaluasi strategi 
advokasi yang ada saat ini, 
menganalisis kekuatan dan 
kekurangan berbagai 
metode yang dijalankan 
dengan kelompok sasaran 
yang berbeda; 

4.2.Mengembangkan norma 
standar, prosedur, kriteria, 
pedoman, dan/ atau 
petunjuk teknis strategi 
advokasi kebijakan otonomi 
daerah; 

4.3.Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan 
strategi advokasi yang dapat 
dijalankan oleh mereka 
sendiri dalam menerapkan 
kebijakan otonomi daerah. 

4 15.Advokasi 
kebijakan 
Otonomi 
Dae rah 

pembangunan industri. 

Mampu 
mengembangka 
n strategi 
advokasi 
kebijakan 
otonomi daerah 
yang tepat 
sesuai kondisi . 
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jenjang ahli mad ya 
paling singkat 2 
(dua) tahun. 

3. Sedang atau pernah ..J - - 
menduduki jabatan 
administrator 
(esselon III.b) paling 
singkat 3 (tiga) 
tahun. 

D. Pangkat Pembina/ IV.a 
E. lndikator Kinerja Jabatan 1. Persentase pertumbuhan dan pendapatan 

koperasi; 
2. Persentase kenaikan penjualan usaha mikro 

yang difasilitasi pembinaan dan pemasaran; 
3. Kualitas kestabilan harga bahan ookok. 
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4.1. Mengintegrasikan 
informasi-informasi pen ting 
hasil diskusi dengan pihak 
lain untuk mendapatkan 
pemahaman yang sama; 

organisasi. 

4.1. Menciptakan situasi kerja 
yang mendorong seluruh 
pemangku kepentingan 
mematuhi nilai, norma, 
dan etika organisasi dalam 
segala situasi dan kondisi. 

4.2. Mendukung dan 
menerapkan prinsip moral 
dan standar etika yang 
tinggi, serta berani 
menanggung 
konsekuensinya. 

4.3. Berani melakukan koreksi 
atau mengambil tindakan 
atas penyimpangan kode 
etik/ nilai - nilai yang 
dilakukan oleh orang lain, 
pada tataran lingkup kerja 
setingkat instansi 
meskipun ada resiko. 

lndikator Kompetensi 

Mampu 
mengemukakan 
pemikiran 
multidimensi 
secara lisan dan 

Membangun 
komitmen 
sinergi 

4.1. Membangun sinergi antar 
tim, unit kerja di lingkup 

instansi yang dipimpin; 
4.2. Memfasilitasi kepentingan 

yang berbeda dari unit 
kerja lain sehingga tercipta 
sinergi dalam rangka 
pencapaian target kerja 
organisasi; 

4.3. Mengembangkan sistem 
yang menghargai kerja 
sama an tar unit, 
memberikan dukungan/ 
semangat untuk 
memastikan tercapainya 
sinergi dalam rangka 
pencapaian target kerja 

4 

4 

3. Komunikasi 

2. Kerjasama 

1. Integritas 
A. Manajerial 

4 Mampu 
menciptakan 
situasi kerja yang 
mendorong 
kepatuhan pada 
nilai, norma, dan 
etika organisasi 

Level Diskripsi Kompetensi 
II. STANDAR KOMPETENSI 

Memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan, merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. 

' F 

I. IKHTISAR JABATAN 

Kepala Dinas Tenaga Kerja 
JPT Pratama 
Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
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Kelompok Jabatan 
Urusan Pemerintah 
Kode Jabatan 
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4.1. Memahami dan memberi 
perhatian kepada isu-isu 
jangka pan Jang, 
kesempatan atau kekuatan 
politik yang mempengaruhi 
orgarusasi dalam 
bubungannya dengan 
dunia luar, 
mernperhitungkan dan 
mengantisipasi dampak 
terhadap pelaksanaan 
tugas-tugas pelayanan 
publik secara objektif, 
transparan, dan 
professional dalam lingkup 
organisasi; 

4.2. Menjaga agar kebijakan 
pelayanan publik yang 
diselenggarakan oleh 
instansinya telah selaras 
dengan standar pelayanan 
yang objektif, netral, tidak 
mernihak, tidak 

4.1. Mendorong unit kerja di 
tingkat instansi untuk 
mencapai kinerja yang 
melebihi target yang 
ditetapkan; 

4.2. Memantau dan 
mengevaluasi basil kerja 
unitnya agar selaras 
dengan sasaran strategis 
instansi; 

4.3. Mendorong pemanfaatan 
sumber daya bersama 
antar unit kerja dalam 
rangka meningkatkan 
efektifitas dan efisiensi 
pencaian target organisasi. 

Berbagi informasi dengan 
pemangku kepentingan 
untuk tujuan 
meningkatkan kinerja 
secara keseluruhan; 

4.2. Menuangkan pemikiran/ 
konsep yang multidimensi 
dalam ben tuk tulisan 
formal; 

4.3. Menyampaikan informasi 
secara persuasif un tuk 
mendorong pemangku 
kepentingan sepakat pada 
langkah-langkah bersama 
dengan tujuan 
meningkatkan kinerja 
secara keseluruhan. 

Mampu 
memonitor, 
mengevaluasi, 
mernperhitungkan 
dan 
mengantisipasi 
dampak dari isu­ 
isu jangka 
panjang, 
kesempatan, atau 
kekuatan politik 
dalam hal 
pelayanan 
kebutuhan 
pemangku 
kepen tingan yang 
transparan, 
objektif, dan 
prof esional 

Mendorong unit 
kerja mencapai 
target yang 
ditetapkan atau 
rnelebihi basil 
kerja sebelumnya 

tertulis un tuk 
mendorong 
kesepakatan 
dengan tujuan 
meningkatkan 
kinerja secara 
keseluruhan 
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5. Pelayanan 
Publik 

4. Ori en tasi pada 
basil 
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f 

diskriminatif, serta tidak 
terpengaruh kepen tingan 
pribadi/ kelompok/ partai 
politik; 

4.3. Menerapkan strategi jangka 
panjang yang berfokus 
pada pemenuhan 
kebutuhan pemangku 
kepentingan dalam 
menyusun kebijakan 
dengan mengikuti standar 
objektif, netral, tidak 
mernihak, tidak 
diskriminatif, transparan, 
tidak terpengaruh 
kepentingan pribadi/ 
kelompok. 

6. Pengembangan 4 Menyusun 4.1. Menyusun program 
diri dan orang program pengembangan jangka 
lain pengembangan panjang bersama-sama 

jangka pan Jang dengan bawahan, termasuk 
dalam rangka didalamnya penetapan 
mendorong tujuan, bimbingan, 
manajemen penugasan dan 
pembelajaran pengalaman lainnya, serta 

mengalokasikan waktu 
untuk mengikuti 
pelatihan/ pendidikan/ 
pengembangan kompetensi 
dan karir; 

4.2. Melaksanakan manajemen 
pembelajaran termasuk 
evaluasi dan umpan balik 
pada tataran organisasi; 

4.3. Mengembangkan orang- 
orang disekitamya secara 
konsisten, melakukan 
kaderisasi untuk .. posrsi- 
posisi di unit kerjanya. 

7. Mengelola 4 Memimpin 4.1. Mengarahkan unit kerja 
Perubahan perubahan pada untuk lebih siap dalam 

unit kerja menghadapi perubahan 
termasuk memitigasi risiko 
yang mungkin terjadi; 

4.2. Memastikan perubahan 
sud ah diterapkan secara 
aktif di lingkup unit 
kerjanya secara berkala; 

4.3. Memimpin dan 
memastikan penerapan 
program-program 
perubahan selaras an tar 
unit kerja. 

8. Pengambilan 4 Menyelesaikan 4.1. Menyusun dan/ a tau 
Keputusan masalah yang memutuskan konsep 
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4.1. Mengevaluasi teknik, 
metode strategi advokasi 
yang ada saat mi 
menganailisis kelemahan 
dan kekurangan serta 
mengembangkan berbagai 
teknik, metode strategi 
advokasi yang lebih efektif 
dan efisien dari berbagai 
kondisi stakeholder; 

4.2. Mengembangkan norma 
standar, kriteria, 
pedoman, petunjuk teknis 
stratezi komunikasi dan 

4.1. Menginisiasi dan 
mere pre sen tasikan 
pemerintah di lingkungan 
kerja dan masyarakat 
untuk senantiasa menjaga 
persatuan dan kesatuan 
dalam keberagaman dan 
menenma segala bentuk 
perbedaan dalam 
kehidupan bermasyarakat; 

4.2. Mampu mendayagunakan 
perbedaan latar belakang, 
agama/ kepercayaan, 
suku, jender, sosial 
ekonomi, preferensi politik 
untuk mencapai 
kelancaran pencapaian 
tujuan organisasi; 

4.3. Mampu membuat program 
yang mengakomodasi 
perbedaan latar belakang, 
agama/ kepercayaan, 
suku, jender, sosial 
ekonomi, preferensi politik. 

penyelesaian masalah yang 
melibatkan beberapa/ 
seluruh fungsi dalam 
orgarusasi; 

4.2. Menghasilkan solusi dari 
berbagai masalah yang 
kompleks, terkait dengan 
bidang kerjanya yang 
berdampak pada pihak 
lain; 

4.3. Membuat keputusan dan 
mengantisipasi dampak 
keputusannya serta 
menyiapkan tindakan 
penanganannya (mitigasi 
risiko). 

Mampu 
mengembangkan 
strategi advokasi 
kebijakan tenaga 
kerja dan 
transmigrasi yang 
tepat sesuai 
kondisi. 

Mendayagunakan 
perbedaan secara 
konstruktif dan 
kreatif untuk 
meningkatkan 
efektifitas 
organisasi 

mengandung 
risiko tinggi, 
mengan tisipasi 
dampak 
keputusan, 
membuat 
tindakan 
pengamanan; 
mi tigasi risiko 
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10. Advokasi 
Kebijakan 
Tenaga Kerja 
dan 
Transmigrasi 

C. Teknis 

9. Perekat 
Bangs a 

B. Sosial Kultural 
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4 .1. Mampu melakukan 
evaluasi terhadap teknis/ 
metode/ sistem cara kerja 
menemu kenali kelebihan 
dan kekurangan 
melakukan pengembangan 
atau perbaikan cara kerja 
penempatan tenaga kerja 
yang lebih efektif/ efisien; 

4.2. Mampu menyusun 
pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan 
norma standar, prosedur, 
instrumen penempatan 
tenaga kerja; 

4.3. Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder penempatan 
tenaga kerja dan 
memberikan bimbingan 
dan fasili tasi kepada 
instansi lain a tau 
stakeholder terkait 
penempatan tenaga kerja. 

pelaksanaan advokasi yang 
efektif serta monitoring 
evaluasi advokasi 
kebijakan tenaga kerja dan 
transmigrasi; 

4.3. Memampukan stakeholder 
untuk mengembangkan 
strategi advokasi yang tepat 
untuk diri mereka sendiri; 
mengidentifikasi hambatan 
di lingkungan mereka 
sendiri dalam penerapan 
kebijakan; serta 
mengiden tifikasi 
menemukan akses ke 
sumber daya yang 
dibutuhkan untuk 
menerapkan kebijakan 
tenaga kerj a dan 
transmigrasi. 

4.1. Mampu melakukan 
evaluasi terhadap teknis/ 
metode/ sistem cara kerja 
menemu kenali kelebihan 
dan kekurangan 
melakukan pengembangan 
atau perbaikan cara kerja 
hubungan industrial dan 
penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial yang 
lebih efektif/ efisien; 

4.2. Mampu menvusun 

Mampu 
mengevaluasi 
dan menyusun 
perangkat norma 
standar prosedur 
instrument 
hubungan 
industrial dan 
penyelesaian 
perselisihan 
hubungan 
industrial 

Mampu 
mengevaluasi 
dan menyusun 
perangkat norma 
standar prosedur 
instrument 
pen em pa tan 
tenaga kerja 
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12. Hubungan 
industrial dan 
penyelesaian 
perselisihan 
hubungan 
industrial 

11. Penempatan 
Tenaga Kerja 
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4.1. Mampu melakukan 
evaluasi terhadap teknis / 
metode/ sistem cara kerja 
menemu kenali kelebihan 
dan kekurangan 
melakukan pengembangan 
atau perbaikan cara kerja 
penyiapan kawasan 

Mampu 
mengevaluasi 
penyiapan 
kawasan 
transmigrasi, dan 
penyediaan calon 
transmigran 

4 14. Penyiapan 
Kawasan 
transmigrasi 
dan 
penyediaan 
cal on 
transmigran 

4.1. Mampu melakukan 
evaluasi terhadap teknis / 
metode/ sistem cara kerja 
menemu kenali kelebihan 
dan kekurangan 
melakukan pengembangan 
atau perbaikan cara kerja 
pelatihan dan produktivitas 
tenaga kerja yang lebih 
efektif/ efisien; 

4.2. Mampu menyusun 
pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan 
norma standar, prosedur, 
instrumen pelaksanaan 
pelatihan dan produktivitas 
tenaga kerja; 

4.3. Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder pelaksanaan 
pelatihan dan produktivitas 
tenaga kerja dan 
memberikan bimbingan 
dan fasilitasi kepada 
instansi lain a tau 
stakeholder terkait 
pelatihan dan produktivitas 
tenaga kerja. 

Mampu 
mengevaluasi 
dan menyusun 
perangkat norma 
standar prosedur 
instrument 
pelatihan dan 
produktivitas 
tenaga kerja 

4 13. Pelatihan dan 
produktivitas 
Tenaga Kerja 

pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan 
norma standar, prosedur, 
instrumen pelaksanaan 
hubungan industrial dan 
penyelesaian perselisihan 
hubunganindustrial; 

4.3. Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder pelaksanaan 
hubungan industrial dan 
penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial dan 
memberikan bimbingan 
dan fasilitasi kepada 
instansi lain a tau 
stakeholder terkait 
hubungan industrial dan 
penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial. 
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Hukum/ Administrasi Negara/ Ekonomi 
Manajemen/ Psikologi/ Manajemen/ 
Pemerin tahan. 

Mutlak I Pen ting I Perlu 

Tingkat pentingnya 
terhadap jabatan 

4.1. Mengevaluasi strategi 
advokasi yang ada saat ini, 
menganalisis kekuatan dan 
kekurangan berbagai 
metode yang dijalankan 
dengan kelompok sasaran 
yang berbeda; 

4.2. Mengembangkan norma 
standar, prosedur, kriteria, 
pedoman, dan/ a tau 
petunjuk teknis strategi 
advokasi kebijakan otonomi 
daerah; 

4.3. Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan 
strategi advokasi yang 
dapat dijalankan oleh 
mereka sendiri dalam 
menerapkan kebijakan 
otonomi daerah. 

cal on 

kawasan 
dan 

penyiapan 
transmigrasi 
penyediaan 
transmigran. 

transmigrasi dan 
penyediaan cal on 
transmigran yang lebih 
efektif/ efisien; 

4.2. Mampu menyusun 
pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan 
norma standar, prosedur, 
instrumen pelaksanaan 
penyiapan kawasan 
transmigrasi dan 
penyediaan cal on 
transmigran; 

4.3. Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder pelaksanaan 
pelatihan dan produktivitas 
tenaga kerja dan 
memberikan bimbingan 
dan fasilitasi kepada 
instansi lain a tau 
stakeholder terkait 

2 Bidang 
Ilmu 

Uraian 

Sariana I Diploma IV 1 .Jenjang A. Pendidikan 

Jenis Persyaratan 

III. PERSYARATAN JABATAN 

Mampu 
mengembangkan 
strategi advokasi 
kebijakan otonomi 
daerah yang tepat 
sesuai kondisi. 
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Kebijakan 
Otonomi 
Daerah 
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perselisihan 

1. Presentase peningkatan kualitas layanan antar 
kerja; 

2. Presentase penyelesaian 
hubunganindustrial; 

3. Kualitas penyediaan kawasan transmigrasi dan 
cal on transrnizran. 

Pembina (IV /a) 
E. Indikator Kinerja Jabatan 
Di Pangkat 

1. Memiliki pengalaman 
jabatan dalam bidang 
ketenagakerjaan / 
ketransmigrasian 
secara kumulatif 
paling kurang 5 (lima) 
tahun; 

2. Sedang a tau pernah 
menduduki jabatan 
administrator (esselon 
Ill.a) atau jabatan 
fungsional jenjang ahli 
madya paling singkat 2 
(dua) tahun. 

3. Sedang atau pernah 
menduduki jabatan 
administrator (esselon 
III. b) paling singkat 3 
(tiza] tahun. 

3. Fungsional - 
C. Pengalaman kerja 

5. Pelatihan 
Pemberdayaan 
Masyarakat 
Transmigrasi 

4. Pelatihan penyelesaian 
perselisihan hubungan 
industrial 

3. Pelatihan peningkatan 
dan produktivitas 
tenaga keria 

2. Pelatihan pembinaan 
hubunzan industri 

2. Teknis 1. Pelatihan dasar 
ketenagakeriaan 

1. Manajerial Pelatihan Kepemimpinan 
Pratama 

8. Pelatihan 
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4.1. Mengintegrasikan informasi 
pen ting hasil diskusi 
dengan pihak 
mendapatkan yang sama; 
Berbagi informasi dengan 
kepentingan untuk 
meningkatkan kinerja 
keseluruhan; 

4.2. Menuangkan pemikiran/ 
konsep multi dimensi 
tulisan formal;; 

4.1. Menciptakan situasi kerja 
yang mendorong seluruh 
pemangku kepentingan 
norma, dan dalam 
segala kondisi; 

4.2. Mendukung prinsip moral 
dan standar etika yang 
tinggi, menanggung 
konsekuensinya; 

4.3. Berani melakukan koreksi 
atau mengambil 
penyimpangan kode etik/ 
nilai-nilai yang dilakukan 
oleh orang lain, pada 
tataran lingkup kerja 
setingkat ada resiko. 

Indikator Kompetensi 

4.1. Membangun sinergi antar 
tim, unit kerja di lingkup 

instansi yang dipimpin; 
4.2. Memfasilitasi kepentingan 

yang berbeda dari unit 
kerja lain sehingga tercipta 
dalam rangka pencapaian 
target kerja organisasi; 

4.3. Mengembangkan 
menghargai kerja sama 
antar unit, memberikan 
dukungan/ semangat 
untuk tercapainya sinergi 
rangka pencapaian kerja 
organisasi. 

3. Komunikasi 

2. Kerjasama 

1. Integritas 
A. Manajerial 

Mernimpin, mernbina, mengawasi, rnengkoordinasikan, merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik, 
persandian. 

mendorong 
kesepakatan 
dengan tujuan 
meningkatkan 
kineria secara 

secara lisan dan 
tertulis untuk 

Mampu 
mengemukakan 
pemikiran 
multidimensi 

Membangun 
komitmen 
sinergi 

4 Mampu 
menciptakan 
situasi kerja yang 
mendorong 
kepatuhan pada 
nilai, norma, dan 
etika organisasi 

Level Diskripsi 
D. STANDAR KOMPETEl'fSI 

Kompetensi 

4 

4 

"' 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 
JPT Pratama 
Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian, 
dan Statistik 
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f 

Memahami dan memberi 
perhatian kepada isu-isu 
jangka panjang, 
kesempatan atau kekuatan 
politik yang mempengaruhi 
organisasi dalam 
hubungannya dengan 
dunia luar, 
memperhitungkan dan 
mengantisipasi dampak 
terhadap pelaksanaan 
tugas-tugas pelayanan 
publik secara objektif, 
transparan, dan 
professional dalam lingkup 
organisasi; 
Menjaga agar kebijakan 
pelayanan publik yang 
diselenggarakan oleh 
instansinya telah selaras 
dengan standar pelayanan 
yang objektif, netral, tidak 
rnemihak, tidak 
diskriminatif, serta tidak 
terpengaruh kepentingan 
pribadi/ kelompok/ partai 
politik; 

4.3. Menerapkan strategi jangka 
panjang yang berfokus 
pad a pemenuhan 
kebutuhan pemangku 
kepen tingan dalam 
menyusun kebijakan 
dengan mengikuti standar 
objektif, netral, tidak 
memihak, tidak 

mencapai 
ditetapkan; 

4.2. Memantau dan hasil kerja 
unitnya agar selaras 
dengan instansi; 

4.3. Mendorong pemanfaatan 
sumber daya bersama 
antar unit kerja dalam 
rangka meningkatkan 
efektifitas efisiensi 
pencaian target. 

tingkat 
melebihi 

4.1. Mendorong 

4.3. Menyampaikan informasi 
secara persuasif untuk 
mendorong pemangku 
kepentingan sepakat pada 
langkah-langkah bersama 
dengan tujuan 
meningkatkan kinerja 
secara keseluruhan. 

Mendorong unit 
kerja mencapai 
target yang 
ditetapkan atau 
melebihi hasil 
kerja sebelumnya 

keseluruhan 
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4 4. Orientasi pada 
hasil 

5. Pelayanan 4 Mampu 4.1. 
Publik memonitor, 

rnengevaluasi, 
memperhitungkan 
dan 
mengan tisipasi 
dampak dari isu- 
lSU jangka 
pan Jang, 
kesernpatan, atau 
kekuatan politik 
dalam hal 
pelayanan 
kebutuhan 
pemangku 
kepentingan yang 
transparan, 4.2. 
objektif, dan 
prof esional 
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diskriminatif, transparan, 
tidak terpengaruh 
kepentingan pribadi/ 
kelompok. 

6. Pengembangan 4 Menyusun 4.1. Menyusun program 
diri dan orang program pengembangan jangka 
lain pengembangan panjang bersama-sama 

jangka panjang dengan bawahan, termasuk 
dalam rangka didalamnya penetapan 
mendorong tujuan, bimbingan, 
manajemen penugasan dan 
pembelajaran pengalaman lainnya, serta 

mengalokasikan waktu 
untuk mengikuti 
pelatihan/ pendidikan/ 
pengembangan kompetensi 
dan karir; 

4.2. Melaksanakan manajemen 
pembelajaran termasuk 
evaluasi dan umpan batik 
pada tataran organisasi; 

4.3. Mengembangkan orang- 
orang disekitamya secara 
konsisten, melakukan 
kaderisasi untuk .. posisi- 
posisi di unit kerjanya. 

7. Mengelola 4 Memimpin 4.1. Mengarahkan unit kerja 
Perubahan perubahan pad a untuk lebih siap dalam 

unit kerja menghadapi perubahan 
termasuk memitigasi risiko 
yang mungkin terjadi; 

4.2. Memastikan perubahan 
sud ah diterapkan secara 
aktif di lingkup unit 
kerjanya secara berkala; 

4.3. Memimpin dan 
memastikan penerapan 
program-program 
perubahan selaras an tar 
unit kerja. 

8. Pengam bilan 4 Menyelesaikan 4.1. Menyusun dan/ a tau 
Keputusan masalah yang memutuskan konsep 

mengandung penyelesaian masalah yang 
risiko tin . melibatkan beberapa/ ggi, 
mengan tisipasi seluruh fungsi dalam 
dampak organisasi; 
keputusan, 4.2. Menghasilkan solusi dari 
membuat berbagai masalah yang 
tindakan kornpleks, terkait dengan 
pengamanan; bidang kerjanya yang 
mitigasi risiko berdampak pad a pihak 

lain; 
4.3. Membuat keputusan dan 

mengantisipasi dampak 
kepu tusannya serta 
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informatika, statistik, 
persandian ; 

4.3. Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan 
strategi advokasi yang 
dapat dijalankan oleh 
mereka sendiri dalam 
menerapkan kebijakan 
bidang komunikasi dan 
informatika, statistik, 
persandian. 

norma 
kriteria, 

a tau 
strategi 
bidang 

dan 

Mengevaluasi strategi 
advokasi yang ada saat ini, 
menganalisis kekuatan dan 
kekurangan berbagai 
metode yang dijalankan 
dengan kelompok sasaran 
yang berbeda; 
Mengembangkan 
standar, prosedur, 
pedoman, dan/ 
petunjuk teknis 
advokasi kebijakan 
komunikasi 

Mampu 4.1. 
mengevaluasi, 
mengembangkan 
dan menyusun 
strategi advokasi 
kebijakan di 
bi dang 
komunikasi dan 4.2. 
informatika, 
statistik, 
persandian. 

4 10. Advokasi 
Kebijakan 
Bi dang 
Komunikasi 
dan 
Informatika, 
Statistik, 
Persandian 

C. Teknis 

4.1. Menginisiasi dan 
merepresen tasikan 
pemerintah di lingkungan 
kerja dan masyarakat 
untuk senantiasa menjaga 
persatuan dan kesatuan 
dalam keberagaman dan 
menerima segala bentuk 
perbedaan dalam 
kehidupan bermasyarakat; 

4.2. Mampu mendayagunakan 
perbedaan latar belakang, 
agama/ kepercayaan, 
suku, jender, sosial 
ekonomi, preferensi politik 
untuk mencapai 
kelancaran pencapaian 
tujuan organisasi; 

4.3. Mampu membuat program 
yang mengakomodasi 
perbedaan latar belakang, 
agama/ kepercayaan, 
suku, jender, sosial 
ekonomi, preferensi politik. 

Mendayagunakan 
perbedaan secara 
konstruktif dan 
kreatif untuk 
meningkatkan 
efektifitas 
orgaruaasi 

4 9. Perekat 
Bangs a 

B. Sosial Kultural 

menyiapkan tindakan 
penanganannya (mitigasi 
risiko). 

- 151 - 
 jdih.pemalangkab.go.id jdih.pemalangkab.go.id



I 

4.1. Mampu melakukan 
evaluasi terhadap teknis/ 
metode/ sistem cara kerja 
menemu kenali kelebihan 
dan kekurangan 
melakukan pengembangan 
atau perbaikan cara kerja 
pengelolaan teknologi, 
informatika dan 
manajemen data yang lebih 
efektif/ efisien serta 
pengelolaan domain untuk 
pemerin tah daerah; 

4.2. Mampu menyusun 
pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan 
norma standar, prosedur, 
instrumen pelaksanaan 
pengelolaan teknologi, 
informatika dan 
manajemen data serta 
pengelolaan domain untuk 
pemerintah daerah; 

4.3. Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder pelaksanaan 
penzelolaan teknologi, 

Mampu 
mengevaluasi 
dan menyusun 
perangkat norma 
standar prosedur 
instrument 
pengelolaan 
teknologi dan 
informatika 

4 12. Pengelolaan 
Teknologi dan 
Informatika 

4.1. Mampu melakukan 
evaluasi terhadap teknis/ 
metode/ sistem cara kerja 
menemu kenali kelebihan 
dan kekurangan; 
melakukan pengembangan 
atau perbaikan cara kerja 
pengelolaan komunikasi 
dan informasi publik yang 
lebih efektif/ efisien; 

4.2. Mampu menyusun 
pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan 
norma standar, prosedur, 
instrumen pelaksanaan 
pengelolaan komunikasi 
dan informasi publik; 

4 .3. Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder pelaksanaan 
pelayanan komunikasi dan 
informasi publik dan 
memberikan bimbingan 
dan fasilitasi kepada 
instansi lain a tau 
stakeholder terkait 
pelaksanaan pelayanan 
komunikasi dan informasi 
publik. 

Mampu 
mengevaluasi 
dan menyusun 
perangkat norma 
standar prosedur 
instrument 
pengelolaan 
komunikasi dan 
informasi publik 

4 11. Pengelolaan 
Komunikasi 
dan Informasi 
Publik 
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I 

4 .1. Mampu melakukan 
evaluasi terhadap teknis/ 
metode/ sistem cara kerja 
menemu kenali kelebihan 
dan kekurangan 
melakukan pengembangan 
atau perbaikan cara kerja 
pengamanan informasi; 

4.2. Mampu menyusun 
pedornan, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan 
norma standar, prosedur, 
instrumen pelaksanaan 
pengamanan informasi ; 

4.3. Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder pelaksanaan 
pengamanan informasi 
dan memberikan 
bim bingan dan fasili tasi 
kepada instansi lain atau 

Mampu 
mengevaluasi 
dan menyusun 
perangkat norma 
standar prosedur 
instrument 
pengamanan 
informasi 

4 14. Pengamanan 
Informasi 

4.1. Mampu melakukan 
evaluasi perencanaan, 
pelaksanaan, dan 
pengelolaan layanan 
teknologi informasi serta 
menemu kenali kelebihan 
dan kelemahan 
perencanaan, pelaksanaan 
dan pengelolaan; 

4.2. Mampu menyusun atau 
mengembangkan teknik/ 
metode pelaksanaan dan 
pengelolaan layanan serta 
kapasitas SOM layanan 
teknologi informasi; 

4.3. Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder terhadap 
rencana pengembangan 
teknik/ metode serta 
pengembangan SOM 
layanan teknologi 
informasi. 

manajemen data serta 
pengelolaan domain dan 
sub domain untuk 
pemerintah daerah. 

informatika dan 
manajemen data dan 
memberikan bimbingan 
dan fasilitasi kepada 
instansi lain a tau 
stakeholder terkait 
pengelolaan teknologi, 
informatika dan 

Mampu 
mengevaluasi 
pelaksanaan dan 
pengelolaan 
layanan teknologi 
informasi 
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4 13. Manajemen 
layanan 
teknologi 
informasi 
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Elektro/ 
Manajemen 

1. Memiliki pengalaman 
jabatan dalam bidang 
komunikasi/ 
informatika/ 
kehumasan/ statistik/ 
persandian secara 
kumulatif paling 
kurang 5 (lima) tahun; 

2.Sedang atau pernah 
menduduki jabatan 
administrator (esselon 
III.a) atau jabatan 
fungsional jenjang ahli 
madya paling singkat 2 
(dua) tahun. 

3. Sedang atau pernah 
menduduki jabatan 
administrator (esselon 

Diklat teknis terkait 
Teknologi Informasi dan 
Komunikasi 

Pelatihan Kepemimpinan - 
Pratama 

Teknik Informatika/ Teknik 
Komunikasi/ Teknologi Informasi/ 
Informatika/ Komputer I Statistik. 

1 

3. Fungsional 
C. Pengalaman kerja 

Mutlak Penting Perlu 

Tingkat pentingnya 
terhadap jabatan 

2.Teknis 

1. Manajerial 

2.Bidang 
Ilmu 

4.1. Mengevaluasi strategi 
advokasi yang ada saat ini, 
menganalisis kekuatan dan 
kekurangan berbagai 
metode yang dijalankan 
dengan kelompok sasaran 
yang berbeda; 

4.2. Mengembangkan norma 
standar, prosedur, kriteria, 
pedoman, dan/ atau 
petunjuk teknis strategi 
advokasi kebijakan otonomi 
daerah; 

4.3. Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan 
strategi advokasi yang 
dapat dijalankan oleh 
mereka sendiri dalam 
menerapkan kebijakan 
otonomi daerah. 

terkait stakeholder 

Sariana/ Diploma IV 

Uraian 

l.Jenjang 

B. Pelatihan 

A. Pendidikan 

Jenis Persyaratan 

III. PERSYARATAN JABATAN 

Mampu 
mengembangkan 
strategi advokasi 
kebijakan otonomi 
daerah yang tepat 
sesuai kondisi. 

4 15. Advokasi 
Kebijakan 
Otonomi 
Dae rah 

pengamanan informasi . 
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III. b) paling singkat 3 
(tiga] tahun. 

D.Pangkat Pembina/ IV.a 
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Kualitas informasi dan komunikasi publik; 

2. Kualitas pengelolaan teknologi dan 
informatika. 
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4.1. Menciptakan situasi kerja 
yang mendorong seluruh 
pernangku kepentingan 
rnematuhi nilai, norma, dan 
etika organisasi dalam 
segala situasi dan kondisi. 

4.2. Mendukung dan 
rnenerapkan prinsip moral 
dan standar etika yang 
tinggi, serta berani 
menanggung 
konsekuensinya. 

4.3. Berani rnelakukan koreksi 
atau mengambil tindakan 
atas penyimpangan kode 
etik/ nilai-nilai yang 
dilakukan oleh orang lain, 
pada tataran lingkup kerja 
setingkat instansi meskipun 
ada resiko. 

4 Mampu 
menciptakan 
situasi kerja yang 
mendorong 
kepatuhan pada 
nilai, norrna, dan 
etika organisasi 

{ 

2. Kerjasama 4 Membangun 4.1. Membangun sinergi an tar 
komitrnen tim, unit kerja di lingkup 
sinergi instansi yang dipirnpin; 

4.2. Memfasilitasi kepentingan 
yang berbeda dari unit kerja 
lain sehingga tercipta sinergi 
dalam rangka pencapaian 
target kerja organisasi; 

4.3. Mengembangkan sis tern 
yang menghargai kerja sama 
an tar unit, memberikan 
dukungan/ semangat 
untuk memastikan 
tercapainya sinergi dalam 
rangka pencapaian target 
kerja organisasi. 

3. Kornunikasi 4 Mampu 4.1. Mengintegrasikan informasi- 
mengemukakan informasi pen ting hasil 
pemikiran diskusi dengan pihak lain 
multidimensi untuk mendapatkan 
secara lisan dan pemahaman yang sama; 
tertulis untuk Berbagi informasi dengan 
mendorong oemanzku kepen tinzan 

1. Integritas 

lndikator Kompetensi Kompetensi 
~~--''--~~'--~~- 

A. Manajerial 
Level Diskripsi 

Mernirnpin, mernbina, mengawasi, mengkoordinasikan, rnerumuskan dan 
melaksanakan kebijakan teknis di bidang pekerjaan urnum dan penataan ruang. 

1,U. STAlfDAR KOMPETENSI 

Kepala Dinas Pekerjaan Urnurn dan Penataan Ruang 
JPT Pratama 
Bidang Pekerjaan Urnum dan Penataan Ruang 
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Kode Jabatan 

 jdih.pemalangkab.go.id jdih.pemalangkab.go.id



4.1. Memahami dan memberi 
perhatian kepada isu-isu 
jangka panjang, kesempatan 
atau kekuatan politik yang 
mempengaruhi orgarusasi 
dalam hubungannya dengan 
dunia luar, 
memperhitungkan dan 
mengantisipasi dampak 
terhadap pelaksanaan 
tugas-tugas pelayanan 
publik secara objektif, 
transparan, dan professional 
dalam lingkup organisasi; 

4.2. Menjaga agar kebijakan 
pelayanan publik yang 
diselenggarakan oleh 
instansinya telah selaras 
dengan standar pelayanan 
yang objektif, netral, tidak 
memihak, tidak 
diskriminatif, serta tidak 
terpengaruh kepentingan 
pribadi/ kelompok/ partai 
politik; 

4.3. Menerapkan strategi jangka 
panjang yang berfokus pada 

4.1. Mendorong unit kerja di 
tingkat instansi untuk 
mencapai kinerja yang 
melebihi target yang 
ditetapkan; 

4.2. Memantau dan 
mengevaluasi hasil kerja 
unitnya agar selaras dengan 
sasaran strategis instansi; 

4.3. Mendorong pemanfaatan 
sumber daya bersama antar 
unit kerja dalam rangka 
meningkatkan efektifitas 
dan efisiensi pencaian target 
orgarusasi. 

untuk tujuan meningkatkan 
kinerja secara keseluruhan; 

4.2. Menuangkan pemikiran/ 
konsep yang multidirnensi 
dalam ben tuk tulisan 
formal; 

4.3. Menyampaikan informasi 
secara persuasif un tuk 
mendorong pemangku 
kepentingan sepakat pada 
langkah-langkah bersama 
dengan tujuan 
meningkatkan kinerja 
secara keseluruhan. 

Mampu 
memonitor, 
mengevaluasi, 
memperhitungkan 
dan 
mengantisipasi 
dampak dari isu­ 
isu jangka 
panjang, 
kesempatan, atau 
kekuatan politik 
dalam hal 
pelayanan 
kebutuhan 
pemangku 
kepentingan yang 
transparan, 
objektif, dan 
prof esional 

Mendorong unit 
kerja mencapai 
target yang 
ditetapkan atau 
mele bihi hasil 
kerja sebelumnya 

kesepakatan 
dengan tujuan 
meningkatkan 
kinerja secara 
keseluruhan 
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4.1. Menyusun dan/ atau 
memutuskan konsep 
penyelesaian masalah yang 
melibatkan beberapa/ 
seluruh fungsi dalam 
organisasi; 

4.2. Menghasilkan solusi dari 
berbagai masalah yang 
kompleks, terkait dengan 
bidang kerjanya yang 
berdampak pada pihak lain; 

4.1. Mengarahkan unit kerja 
untuk lebih siap dalam 
menghadapi perubahan 
termasuk memitigasi risiko 
yang mungkin terjadi; 

4.2. Memastikan perubahan 
sudah diterapkan secara 
aktif di lingkup unit 
kerjanya secara berkala; 

4.3. Memimpin dan memastikan 
penerapan program-program 
perubahan selaras antar 
unit kerja. 

4.1. Menyusun program 
pengembangan jangka 
panjang bersama-sarna 
dengan bawahan, termasuk 
didalamnya penetapan 
tujuan, bimbingan, 
penugasan dan pengalaman 
lainnya, serta 
mengalokasikan waktu 
untuk mengikuti pelatihan/ 
pendidikan/ pengembangan 
kompetensi dan karir; 

4.2. Melaksanakan manajemen 
pembelajaran termasuk 
evaluasi dan umpan balik 
pada tataran organisasi; 

4.3. Mengembangkan orang- 
orang disekitarnya secara 
konsisten, melakukan 
kaderisasi untuk posisi­ 
posisi di unit kerjanya. 

pemenuhan kebutuhan 
pemangku kepen tingan 
dalam menyusun kebijakan 
dengan mengikuti standar 
objektif, netral, tidak 
memihak, tidak 
diskriminatif, transparan, 
tidak terpengaruh 
kepentingan pribadi/ 
kelompok. 

Menyelesaikan 
masalah yang 
mengandung 
risiko tinggi, 
mengantisipasi 
dampak 
keputusan, 
membuat 
tindakan 
pengamanan; 
mi tizasi risiko 

Memimpin 
perubahan pada 
unit kerja 

Menyusun 
program 
pengembangan 
jangka panjang 
dalam rangka 
mendorong 
manajemen 
pembelajaran 
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4 

4 

8. Pengambilan 
Keputusan 

7. Mengelola 
Perubahan 

6. Pengembangan 
diri dan orang 
lain 

f 
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4.1. Mampu melakukan evaluasi 
terhadap teknis/ metode/ 

4.1. Mengevaluasi strategi 
advokasi yang ada saat ini, 
menganalisis kekuatan dan 
kekurangan berbagai 
metode yang dijalankan 
dengan kelompok sasaran 
yang berbeda; 

4.2. Mengembangkan norma 
standar, prosedur, kriteria, 
pedoman, dan/ a tau 
petunjuk teknis strategi 
advokasi kebijakan 
pembangunan infrastruktur; 

4.3. Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan 
strategi advokasi yang dapat 
dijalankan oleh mereka 
sendiri dalam menerapkan 
kebijakan pembangunan 
infrastruktur. 

organisasi. 
4.3. Mampu membuat program 

yang mengakomodasi 
perbedaan latar belakang, 
agama/ kepercayaan, suku, 
jender, sosial ekonomi, 
preferensi politik. 

tujuan pencapaian 

4.1. Menginisiasi dan 
merepresentasikan 
pemerin tah di lingkungan 
kerja dan masyarakat untuk 
senantiasa menjaga 
persatuan dan kesatuan 
dalam keberagaman dan 
menerima segala ben tuk 
perbedaan dalam kehidupan 
bermasyarakat. 

4.2. Mampu mendayagunakan 
perbedaan latar belakang, 
agama/ kepercayaan, suku, 
jender, sosial ekonomi, 
preferensi politik untuk 
mencapai kelancaran 

4.3. Membuat keputusan dan 
mengantisipasi dampak 
keputusannya serta 
menyiapkan tindakan 
penanganannya (mitigasi 
risiko). 

Mampu 
mengevaluasi dan 

Mampu 
mengembangkan 
strategi advokasi 
kebijakan 
pembangunan 
infrastruktur yang 
tepat sesuai 
kondisi 

Mendayagunakan 
perbedaan secara 
konstruktif dan 
kreatif untuk 
meningkatkan 
efektifitas 
orgarusasi 

4 

4 

4 

11. Teknik 
Perencanaan 

10. Advokasi 
Kebijakan 
Pembangunan 
Infras truktur 

C. Teknis 

9. Perekat 
Bangsa 

B. Sosial Kultural 
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4.1. Mampu melakukan evaluasi 
ketersediaan infrastruktur 
Jalan, Jembatan, dan 
Bangunan Pelengkap serta 
menemu kenali kelebihan 
dan kekurangan 
ketersediaan infrastruktur 

4.1. Mampu melakukan evaluasi 
ketersediaan infrastruktur 
(bendungan, em bung, 
saluran primer dan tersier 
irigasi) serta menemu kenali 
kelebihan dan kekurangan 
ketersediaan infrastruktur 
Sumber Daya Air dan 
Saluran Drainase; 

4.2. Mampu menyusun rancang 
bangun infrastruktur 
(bendungan, em bung, 
saluran primer dan tersier 
irigasi) dan Saluran 
Drainase; 

4.3. Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder terhadap 
rencana pembangunan 
infrastruktur (bendungan, 
embung, saluran primer dan 
tersier irigasi) dan Saluran 
Drainase. 

sistem perencanaan dan 
pengendalian tata ruang, 
menemu kenali kelebihan 
dan kekurangan, 
melakukan pengembangan 
a tau perbaikan teknik 
perencanaan dan 
pengendalian tata ruang 
yang lebih efektif/ efisien; 

4.2. Mampu menyusun pedoman 
petunjuk teknis cara kerja 
yang dijadikan norma 
standar, prosedur, 
instrumen perencanaan dan 
pengendalian tata ruang; 

4.3. Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder terhadap sistem 
perencanaan dan 
pengendalian tata ruang 
serta memberikan 
bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau 
stakeholder terkait 
perencanaan dan 
pengendalian tata ruang. 

Mampu 
mengevaluasi 
ketersediaan 
Infrastruktur 
Jalan, Jembatan, 
dan Ban gun an 
Pelenzkan dan 

Mampu 
mengevaluasi 
ketersediaan 
infrastruktur 
Sumber Daya Air 
dan saluran 
Drainase dan 
menyusun 
rancang bangun 
konstruksi 
Sumber Daya Air 
dan 
Saluran Drainase 

menyusun 
perangkat norma 
standar prosedur 
instrumen 
perencanaan dan 
pengendalian tata 
ruang 
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4 

4 

13.Rancang 
ban gun 
Infrastruktur 
Jalan, 
Jembatan, 
dan 
Bangunan 

12.Rancang 
ban gun 
Infrastruktur 
Sumber Daya 
Air dan 
Saluran 
Drainase 

dan 
Pengendalian 
Tata Ruang 
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norma 
kriteria, 

a tau 
strategi 

otonomi 

4.1. Mengevaluasi strategi 
advokasi yang ada saat ini, 
menganalisis kekuatan dan 
kekurangan berbagai 
metode yang dijalankan 
dengan kelompok sasaran 
yang berbeda; 

4.2. Mengembangkan 
standar, prosedur, 
pedoman, dan/ 
petunjuk teknis 
advokasi kebijakan 
daerah; 

4.3. Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan 
strategi advokasi yang dapat 
dijalankan oleh mereka 
sendiri dalam menerapkan 
kebijakan otonomi daerah. 

4 .1. Mampu mengevaluasi 
pelaksanaan analisis 
perizinan usaha 
pembangunan infrastruktur 
serta men emu kenali 
kelebihan dan kelemahan 
analisis kelayakan 
pemberian ijin usaha 
pembangunan infrastruktur; 

4.2. Mampu menyusun teknik, 
metode, dan 
mengembangkan kapasitas 
SOM dalam menganalisis 
kelayakan ijin usaha 
pembangunan infrastruktur; 

4.3. Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder terkait 
pengembangan teknik, 
metode, dan kapasitas SDM 
analisis pemberian ijin 
usaha pembangunan 
infrastruktur. 

Jalan, Jembatan, dan 
Bangunan Pelengkap; 

4.2. Mampu menyusun rancang 
bangun Infrastruktur Jalan, 
Jembatan, dan Bangunan 
Pelengkap; 

4.3. Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder terhadap 
rencana pembangunan 
Infrastruktur Jalan, 
Jembatan, dan Bangunan 
Pelengkap. 

Mampu 
mengembangkan 
strategi advokasi 
kebijakan otonomi 
daerah yang tepat 
sesuai kondisi. 

Mampu 
mengevaluasi 
pelaksanaan 
analisis kelayakan 
izin usaha 
pembangunan 
infras truktur 

menyusun 
rancang bangun 
Infrastruktur 
Jalan, Jembatan, 
dan Bangunan 
Pelengkap 
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4 

4 

15. Advokasi 
Kebijakan 
Otonomi 
Dae rah 

14. Analisis 
Kelayakan Ijin 
Usaha 
Pembangunan 
lnfrastruktur 

Pelengkap 
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f 

III. PERSYARATANJABATAN 
Tingkat pentingnya 

Jenis Persyaratan Uraian terhadap jabatan 
Mutlak Pen ting Perlu 

A. Pendidikan l.Jeniang Sariana/ Diploma IV 
2.Bidang Teknik Sipil/ Teknik Industri/ Arsitektur / Teknik 

Ilmu Pengairan/ Teknik Lingkungan I Perencanaan 
Wilayah dan Kata/ Planologi/ Teknik Geologi/ 
Teknik Geodesi. 

B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan Kepemimpinan - ...J - 
Pratama 

2.Teknis Diklat teknis terkait 
~ pekeriaan umum - - 

3. Funzsional - - ...J - 
C. Pengalaman kerja 1. Memiliki pengalaman ...J - - 

jabatan dalam bidang 
pekerjaan umum 
secara kumulatif 
paling kurang 5 (lima) 
tahun; 

2. Se dang a tau pernah ~ - - 
menduduki jabatan 
administrator (esselon 
III.a) a tau jabatan 
fungsional jenjang 
ahli mad ya paling 
singkat 2 (dua) tahun. 

3. Sedang a tau pemah ~ - - 
menduduki jabatan 
administrator (esselon 
III. b) paling singkat 3 
(tiga) tahun. 

D. Pangkat Pembina/ IV.a 
E. Indikator Kinerja Jabatan Kualitas konstruksi jalan, jembatan, saluran 

irigasi, drainase, dan penataan ruang. 
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4 .1. Mengin tegrasikan informasi­ 
informasi pen ting hasil 
diskusi dengan pihak lain 
untuk mendapatkan 
pemahaman yang sama; 

4.1.Menciptakan situasi kerja 
yang mendorong seluruh 
pemangku kepentingan 
mematuhi nilai, norma, dan 
etika organisasi dalam 
segala situasi dan kondisi; 

4.2.Mendukung dan 
menerapkan prinsip moral 
dan standar etika yang 
tinggi, serta berani 
menanggung 
konsekuensinya; 

4.3.Berani melakukan koreksi 
atau mengambil tindakan 
atas penyimpangan kode 
etik/ nilai-nilai yang 
dilakukan oleh orang lain, 
pada tataran lingkup kerja 
setingkat instansi meskipun 
ada resiko. 

Mampu 
mengemukakan 
pemikiran 
multidimensi 
secara lisan dan 

Membangun 
komitmen 
sinergi 

4.1.Membangun sinergi antar 
tim, unit kerja di lingkup 

instansi yang dipimpin; 
4. 2. Memfasilitasi kepen tingan 

yang berbeda dari unit kerja 
lain sehingga tercipta sinergi 
dalam rangka pencapaian 
target kerja organisasi; 

4.3.Mengembangkan sis tern 
yang menghargai kerja sama 
antar unit, memberikan 
dukungan/ semangat 
untuk memastikan 
tercapainya sinergi dalam 
rangka pencapaian target 
kerja organisasi. 

4 

4 

3. Komunikasi 

2. Kerj asama 

1. Integritas 
A. Manajerial 

4 Mampu 
menciptakan 
situasi kerja yang 
mendorong 
kepatuhan pada 
nilai, norma, dan 
etika organisasi 

f 

Level Diskripsi 
II. STANDAR KOMPETENSI 

Kompetensi 

mengkoordinasikan, merumuskan dan 
di bidang perumahan dan kawasan 

Memimpin, membina, mengawasi, 
melaksanakan kebijakan teknis 
permukiman. 

Indikator Kompetensi 

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan 
Permukiman 
JPT Pratama 
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan 
Pertanahan 
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I. IKHTISAR JABATAN 

Kode Jabatan 

Kelompok Jabatan 
Urusan Pemerintah 

21. Nama Jabatan 

 jdih.pemalangkab.go.id jdih.pemalangkab.go.id



4 .1. Memahami dan memberi 
perhatian kepada isu-isu 
jangka panjang, kesempatan 
atau kekuatan politik yang 
mempengaruhi orgarusasi 
dalam hubungannya dengan 
dunia luar, 
memperhitungkan dan 
mengantisipasi dampak 
terhadap pelaksanaan 
tugas-tugas pelayanan 
publik secara objektif, 
transparan, dan professional 
dalam lingkup organisasi; 

4.2.Menjaga agar kebijakan 
pelayanan publik yang 
diselenggarakan oleh 
instansinya telah selaras 
dengan standar pelayanan 
yang objektif, netral, tidak 
memihak, tidak 
diskriminatif, serta tidak 
terpengaruh kepentingan 
pribadi/ kelompok/ partai 
politik; 

Mampu 
memonitor, 
mengevaluasi, 
memperhitungkan 
dan 
mengantisipasi 
dampak dari isu­ 
isu jangka 
panjang, 
kesempatan, atau 
kekuatan politik 
dalam hal 
pelayanan 
kebutuhan 
pemangku 
kepen tingan yang 
transparan, 
objektif, dan 
prof esional 

4 5. Pelayanan 
Publik 

f 

organisasi. 

4.1.Mendorong unit kerja di 
tingkat instansi untuk 
mencapai kinerja yang 
mele bihi target yang 
ditetapkan; 

4.2.Memantau dan 
mengevaluasi hasil kerja 
unitnya agar selaras dengan 
sasaran strategis instansi; 

4.3.Mendorong pemanfaatan 
sumber daya bersama antar 
unit kerja dalam rangka 
meningkatkan efektifitas 
dan efisiensi pencaian target 

Berbagi informasi dengan 
pemangku kepentingan 
untuk tujuan meningkatkan 
kinerja secara keseluruhan; 

4. 2. Menuangkan pemikiran / 
konsep yang multidimensi 
dalam ben tuk tulisan 
formal; 

4.3.Menyampaikan informasi 
secara persuasif un tuk 
mendorong pemangku 
kepentingan sepakat pada 
langkah-langkah bersama 
dengan tujuan 
meningkatkan kinerja secara 
keseluruhan. 

Mendorong unit 
kerja mencapai 
target yang 
ditetapkan atau 
mele bihi hasil 
kerja sebelumnya 

tertulis untuk 
mendorong 
kesepakatan 
dengan tujuan 
meningkatkan 
kinerja secara 
keseluruhan 

- 164 - 

4 4. Ori en tasi pad a 
hasil 
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dari 
yang 

dengan 

organisasi; 
4.2.Menghasilkan solusi 

berbagai masalah 
kompleks, terkait 

a tau 
konsep 

masalah yang 
beberapa/ 

fungsi dalam 

dan/ 4 .1. Menyusun 
memutuskan 
penyelesaian 
melibatkan 
seluruh 

Menyelesaikan 
masalah yang 
mengandung 
risiko tinggi, 
mengan tisipasi 
dampak 
keputusan, 
membuat 
tindakan 

4 8. Pengam bilan 
Keputusan 

4 .1. Menyusun program 
pengembangan jangka 
panjang bersama-sama 
dengan bawahan, termasuk 
didalamnya pen eta pan 
tujuan, bimbingan, 
penugasan dan pengalaman 
lainnya, serta 
mengalokasikan waktu 
untuk mengikuti pelatihan/ 
pendidikan/ pengembangan 
kompetensi dan karir; 

4.2.Melaksanakan manajemen 
pembelajaran termasuk 
evaluasi dan umpan balik 
pada tataran organisasi; 

4.3.Mengembangkan orang- 
orang disekitarnya secara 
konsisten, melakukan 
kaderisasi untuk posisi­ 
posisi di unit kerjanya. 

4.3.Menerapkan strategi jangka 
panjang yang berfokus pada 
pemenuhan kebutuhan 
pemangku kepentingan 
dalam menyusun kebijakan 
dengan mengikuti standar 
objektif, netral, tidak 
mernihak, tidak 
diskrirninatif, transparan, 
tidak terpengaruh 
kepentingan pribadi/ 
kelompok. 

Memimpin 
perubahan 
unit kerja 

manajernen 
pembelajaran 

program 
pengembangan 
jangka panjang 
dalam rangka 
mendorong 

Menyusun 
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4.1.Mengarahkan unit kerja 
pada untuk lebih siap dalam 

menghadapi perubahan 
termasuk memitigasi risiko 
yang mungkin terjadi; 

4. 2. Memastikan perubahan 
sudah diterapkan secara 
aktif di lingkup unit 
kerjanya secara berkala; 

4.3.Memimpin dan memastikan 
penerapan program-program 
perubahan selaras antar 
unit kerja. 

4 

4 

7. Mengelola 
Perubahan 

6. Pengembangan 
diri dan orang 
lain 
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4.1.Mengevaluasi strategi 
advokasi yang ada saat ini, 
menganalisis kekuatan dan 
kekurangan berbagai metode 
yang dijalankan dengan 
kelompok sasaran yang 
berbeda; 

4.2.Mengembangkan norma 
standar, prosedur, kriteria, 
pedoman, dan/ a tau 
petunjuk teknis strategi 
advokasi kebijakan bidang 
perumahan, kawasan 
permukiman dan 
pertanahan; 

4.3.Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan 
strategi advokasi yang dapat 
dijalankan oleh mereka 
sendiri dalam menerapkan 
kebiiakan bidang 

Mampu 
mengembangkan 
strategi advokasi 
kebijakan bidang 
perumahan, 
kawasan 
permukiman dan 
pertanahan yang 
tepat sesuai 
kondisi 

4 

f 

C. Teknis 

4.1.Menginisiasi dan 
merepresentasikan 
pemerintah di lingkungan 
kerja dan masyarakat untuk 
senantiasa menjaga 
persatuan dan kesatuan 
dalam keberagaman dan 
menerima segala bentuk 
perbedaan dalam kehidupan 
bermasyarakat; 

4.2.Mampu mendayagunakan 
perbedaan latar belakang, 
agama/ kepercayaan, suku, 
jender, sosial ekonomi, 
preferensi politik untuk 
mencapai kelancaran 
pencapaian tujuan 
organisasi; 

4.3.Mampu membuat program 
yang mengakomodasi 
perbedaan latar belakang, 
agama/ kepercayaan, suku, 
jender, sosial ekonomi, 
preferensi politik. 

Mendayagunakan 
perbedaan secara 
konstruktif dan 
kreatif untuk 
meningkatkan 
efektifitas 
organisasi 

4 9. Perekat 
Bangsa 

B. Sosial Kultural 

pengamanan 
mitigasi risiko 

bidang kerjanya yang 
berdampak pada pihak lain; 

4.3.Membuat keputusan dan 
mengantisipasi dampak 
keputusannya serta 
menyiapkan tindakan 
penanganannya (mitigasi 
risiko). 
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10. Advokasi 
Kebijakan 
Bidang 
Perumahan, 
Kawasan 
Permukiman 
dan 
Pertanahan 
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4.1.Mengidentifikasi, 
menganalisis, teori, konsep, 
kebijakan pembangunan 
sarana dan prasarana serta 
pelaksanaannya 
menemukenali kelebihan 
dan kekurangan dan 
rekomendasi perbaikannya; 

4.2.Mengembangkan teori, 
konsep dan kebijakan 
pembangunan sarana dan 
prasarana, meyakinkan 
stakeholder dan shareholder 
terkait untuk menerima 
konsep, teori dan kebijakan 

4.1.Mampu melakukan evaluasi 
konsep dan prosedur di 
bidang pengawasan 
pembangunan, kawasan 
permukiman, dan 
perumahan serta menemu 
kenali kele bihan dan 
kekurangan pengawasan 
pembangunan, kawasan 
permukiman, dan 
perumahan; 

4.2.Mampu Menyusun konsep 
dan prosedur di bidang 
pengawasan pembangunan, 
kawasan permukiman, dan 
perumahan; 

4.3.Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder terhadap 
rencana konsep dan 
prosedur di bidang 
pengawasan pembangunan, 
kawasan permukiman, dan 
perumahan. 

4 .1. Mengevaluasi efektifitas 
penerapan prosedur di 
bidang perumahan; 

4.2.Menguji substansi dasar 
perumahan dalam 
pelaksanaan kegiatan di unit 
kerjanya; 

4.3.Menjaga pelaksanaan 
prosedur dan kebijakan di 
bidang perumahan dapat 
terselenggara sesuai dengan 
standar yang telah 
ditetapkan. 

kawasan 
dan 

perumahan, 
permukiman 
pertanahan. 

Mengembangkan 
konsep, teori, 
kebijakan, dan 
menjadi sumber 
rujukan untuk 
im plemen tasi 
serta pemecahan 
masalah 
pembangunan 
saran a dan 
prasarana 

Mampu 
mengevaluasi 
konsep dan 
prosedur di 
bi dang 
pengawasan 
pembangunan, 
kawasan 
permukiman, dan 
perumahan 

Mampu 
mengevaluasi 
konsep dan 
prosedur di 
bidang 
perumahan 

4 

4 

4 

13. Analis 
Kelayakan 
Pembangunan 
Kawasan dan 
Pendirian 
Bangunan 

12. Pengawasan 
pembangunan, 
Kawasan 
permukiman, 
dan 
perumahan 

11. Perencanaan 
Pembangunan 
Kawasan 
Permukiman 
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lndustri/ Arsitektur / 
Planolozi/ Teknik 

Teknik Sipil/ Teknik 
Teknik Penaairarr/ 

Sariana/ Diploma IV 
2. Bidang 

Ilmu 

1. Jenjang A. Pendidikan 
Mutlak I Pen ting I Perlu 

Tingkat pentingnya 
terhadap iabatan Uraian Jenis Persyaratan 

III. PERSYARATAN JABATAN 

4.1.Mengevaluasi strategi 
advokasi yang ada saat ini, 
menganalisis kekuatan dan 
kekurangan berbagai metode 
yang dijalankan dengan 
kelompok sasaran yang 
berbeda; 

4.2.Mengembangkan norma 
standar, prosedur, kriteria, 
pedornan, dan/ a tau 
petunjuk teknis strategi 
advokasi kebijakan otonomi 
daerah; 

4.3.Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan 
strategi advokasi yang dapat 
dijalankan oleh mereka 
sendiri dalam menerapkan 
kebijakan otonomi daerah. 

4 .1. Mampu mengevaluasi 
penataan perumahan dan 
kawasan permukiman 
kumuh serta menemu kenali 
kelebihan dan kelemahan 
evaluasi penataan 
perumahan dan kawasan 
permukiman kumuh; 

4.2.Mampu menyusun teknik, 
metode dalam mengevaluasi 
penataan perumahan dan 
kawasan permukiman 
kumuh; 

4.3.Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder terkait 
pengembangan teknik, 
metode mengevaluasi 
penataan perumahan dan 
kawasan permukiman 
kumuh. 

yang dikembangkan; 
4.3.Menjadi sumber rujukan 

utama (nasional) dalam 
implementasi kebijakan dan 
pemecahan masalah dalam 
pembangunan sarana dan 
prasarana. 

Mampu 
mengembangkan 
strategi advokasi 
kebijakan otonomi 
daerah yang tepat 
sesuai kondisi. 

Mampu 
mengevaluasi 
penataan 
perumahan dan 
kawasan 
permukiman 
kumuh 
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4 

4 

15. Advokasi 
Kebijakan 
Otonomi 
Dae rah 

14. Penataan 
Peru mah an 
dan Kawasan 
Permukiman 
Kum uh 
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Lingkungan/ Teknik Geologi/ Teknik Geodesi/ 
Azraria. 

B. Pelatihan 3. Manajerial Pelatihan - -'1 - 
Kepernimpinan Pratama 

4. Teknis 1. Diklat Manajemen - -'1 - 
Konstruksi dan 
Penataan Ruane: 

2. Diklat Pertanahan - " - 
5. Fungsional 

C. Pengalaman kerja 1. Memiliki pengalaman -'1 - - 
jabatan dalam bidang 
perumahan dan 
kawasan perumahan 
secara kumulatif 
paling kurang 5 (lima) 

..J tahun; - - 
2. Sedang atau pernah 

menduduki jabatan 
administrator 
(esselon III.a) a tau 
jabatan fungsional 
jenjang ahli mad ya 
paling singkat 2 (dua) 
tahun. 

3.Sedang a tau pemah ..J - - 
menduduki jabatan 
administrator 
(esselon III. b) paling 
sinzkat 3 (tiza) tahun. 

D.Pangkat Pembina/ IV.a 
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Kualitas Penataan Kawasan Perumahan; 

2. Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni; 
3. Kualitas Penvelesaian Senzketa Tanah. 
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4.1.Mengintegrasikan informasi­ 
informasi pen ting hasil 
diskusi dengan pihak lain 
untuk mendapatkan 
pemahaman yang sama; 
Berbagi informasi dengan 
pemangku kepentingan 

4. 1. Menciptakan situasi kerja 
yang mendorong seluruh 
pemangku kepentingan 
mematuhi nilai, norma, dan 
etika organisasi dalam 
segala situasi dan kondisi. 

4.2.Mendukung dan 
menerapkan prinsip moral 
dan standar etika yang 
tinggi, serta berani 
menanggung 
konsekuensinya. 

4.3.Berani melakukan koreksi 
atau mengambil tindakan 
atas penyimpangan kode 
etik/nilai-nilai yang 
dilakukan oleh orang lain, 
pada tataran lingkup kerja 
setingkat instansi meskipun 
ada resiko. 

Mampu 
mengemukakan 
pemikiran 
multidimensi 
secara lisan dan 
tertulis untuk 
mendorong 

Membangun 
komitmen 
sinergi 

4.1.Membangun sinergi antar 
tim, unit kerja di lingkup 

instansi yang dipimpin; 
4.2.Memfasilitasi kepentingan 

yang berbeda dari unit kerja 
lain sehingga tercipta sinergi 
dalam rangka pencapaian 
target kerja organisasi; 

4.3.Mengembangkan sistem 
yang menghargai kerja sama 
antar unit, memberikan 
dukungan/ semangat 
untuk memastikan 
tercapainya sinergi dalam 
rangka pencapaian target 
kerja organisasi. 

4 

4 

3. Komunikasi 

2. Kerj asama 

1. Integritas 
A. Manaierial 

4 Mampu 
menciptakan 
situasi kerja yang 
mendorong 
kepatuhan pada 
nilai, norma, dan 
etika organisasi 

Level Diskripsi Kompetensi 
II. STANDAR KOMPETENSI 

Mernimpin, mernbina, mengawasi, mengkoordinasikan, merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan teknis di bidang perhubungan. 

Indikator Kompetensi 

I. IKHTISAR JABATAN 

Kepala Dinas Perhubungan 
JPT Pratama 
Bidang Perhubungan 
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4.1.Memahami dan memberi 
perhatian kepada isu-isu 
jangka panjang, kesempatan 
atau kekuatan politik yang 
mempengaruhi organisasi 
dalam hubungannya dengan 
dunia luar, 
memperhitungkan dan 
mengantisipasi dampak 
terhadap pelaksanaan 
tugas-tugas pelayanan 
publik secara objektif, 
transparan, dan professional 
dalam lingkup organisasi; 

4.2.Menjaga agar kebijakan 
pelayanan publik yang 
diselenggarakan oleh 
instansinya telah selaras 
dengan standar pelayanan 
yang objektif, netral, tidak 
memihak, tidak 
diskriminatif, serta tidak 
terpengaruh kepentingan 
pribadi/ kelompok/ partai 
politik; 

4.3.Menerapkan strategi jangka 
oaniang yang berfokus oada 

Mampu 
memonitor, 
mengevaluasi, 
memperhitungkan 
dan 
mengan tisipasi 
dampak dari isu­ 
isu jangka 
panjang, 
kesempatan, atau 
kekuatan politik 
dalam hal 
pelayanan 
kebutuhan 
pemangku 
kepentingan yang 
transparan, 
objektif, dan 
prof esional 

ditetapkan; 
4.2.Memantau dan 

mengevaluasi hasil kerja 
unitnya agar selaras dengan 
sasaran strategis instansi; 

4.3.Mendorong pemanfaatan 
sumber daya bersama antar 
unit kerja dalam rangka 
meningkatkan efektifitas 
dan efisiensi pencaian target 
organisasi. 

4.1.Mendorong unit kerja di 
tingkat instansi untuk 
mencapai kinerja yang 
melebihi target yang 

Mendorong unit 
kerja mencapai 
target yang 
ditetapkan atau 
mele bihi hasil 
kerja sebelumnya 

untuk tujuan meningkatkan 
kinerja secara keseluruhan; 

4 .2. Menuangkan pemikiran/ 
konsep yang multidimensi 
dalam bentuk tulisan 
formal; 

4.3.Menyampaikan informasi 
secara persuasif un tuk 
mendorong pemangku 
kepentingan sepakat pada 
langkah-langkah bersama 
dengan tujuan 
meningkatkan kinerja secara 
keseluruhan. 

kesepakatan 
dengan tujuan 
meningkatkan 
kinerj a secara 
keseluruhan 
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5. Pelayanan 
Publik 

4. Ori en tasi pad a 
hasil 

f 
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organisasi; 
4. 2. Menghasilkan solusi dari 

berbagai masalah yang 
kompleks, terkait dengan 
bi dang kerjanya yang 
berdampak pada pihak lain; 

a tau 
konsep 

masalah yang 
beberapa/ 

fungsi dalam seluruh 

4.1.Menyusun 
memutuskan 
penyelesaian 
melibatkan 

4.1.Mengarahkan unit kerja 
untuk lebih siap dalam 
menghadapi perubahan 
termasuk memitigasi risiko 
yang mungkin terjadi; 

4.2.Memastikan perubahan 
sudah diterapkan secara 
aktif di lingkup unit 
kerjanya secara berkala; 

4.3.Memimpin dan memastikan 
penerapan program-program 
perubahan selaras antar 
unit kerja. 

4.1.Menyusun program 
pengembangan jangka 
panjang bersarna-sama 
dengan bawahan, termasuk 
didalamnya penetapan 
tujuan, bimbingan, 
penugasan dan pengalaman 
lainnya, serta 
mengalokasikan waktu 
untuk mengikuti pelatihan/ 
pendidikan / pengembangan 
kompetensi dan karir; 

4.2.Melaksanakan manajemen 
pembelajaran termasuk 
evaluasi dan umpan balik 
pada tataran organisasi; 

4.3.Mengembangkan orang- 
orang disekitarnya secara 
konsisten, melakukan 
kaderisasi untuk posisi­ 
posisi di unit kerjanya. 

pemenuhan kebutuhan 
pemangku kepentingan 
dalam menyusun kebijakan 
dengan mengikuti standar 
objektif, netral, tidak 
memihak, tidak 
diskriminatif, transparan, 
tidak terpengaruh 
kepentingan pribadi/ 
kelompok. 

Menyelesaikan 
masalah yang 
mengandung 
risiko tinggi, 
mengantisipasi 
dampak 
keputusan, 
membuat 
tindakan 
pengamanan 
(mitigasi risiko) 

4 8. Pengambilan 
Keputusan 

; 

dan/ 

Memimpin 
perubahan pada 
unit kerja 

Menyusun 
program 
pengembangan 
jangka panjang 
dalam rangka 
mendorong 
manajemen 
pembelajaran 
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7. Mengelola 
Perubahan 

6. Pengembangan 
diri dan orang 
lain 
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4 .1. Mampu melakukan evaluasi 
manajemen lalu lintas yang 

4 .1. Mengevaluasi strategi 
advokasi yang ada saat ini, 
menganalisis kekuatan dan 
kekurangan berbagai metode 
yang dijalankan dengan 
kelompok sasaran yang 
berbeda; 

4.2.Mengembangkan norma 
standar, prosedur, kriteria, 
pedoman, dan/ a tau 
petunjuk teknis strategi 
advokasi kebijakan lalu 
lintas angkutan jalan; 

4 .3. Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepen tingan 
untuk mengembangkan 
strategi advokasi yang dapat 
dijalankan oleh mereka 
sendiri dalam menerapkan 
kebijakan lalu lintas 
angkutan jalan. 

4.1.Menginisiasi dan 
merepresen tasikan 
pemerintah di lingkungan 
kerja dan masyarakat untuk 
senantiasa menjaga 
persatuan dan kesatuan 
dalam keberagaman dan 
menerima segala bentuk 
perbedaan dalam kehidupan 
bermasyarakat; 

4.2.Mampu mendayagunakan 
perbedaan latar belakang, 
agama/ kepercayaan, suku, 
jender, sosial ekonomi, 
preferensi politik untuk 
mencapai kelancaran 
pencapaian tujuan 
organisasi; 

4.3.Mampu membuat program 
yang mengakomodasi 
perbedaan latar belakang, 
agama/ kepercayaan, suku, 
jender, sosial ekonomi, 
preferensi politik. 

4.3.Membuat keputusan dan 
mengantisipasi dampak 
keputusannya serta 
menyiapkan tindakan 
penanganannya (mitigasi 
risiko). 

Mampu 
mengevaluasi dan 

Mampu 
mengembangkan 
strategi advokasi 
Ke bijakan Lalu 
Lintas Angkutan 
Jalan 

Mendayagunakan 
perbedaan secara 
konstruktif dan 
kreatif untuk 
meningkatkan 
efektifitas 
organisasi 

4 

4 

4 

11. Manajemen 
Lalu Lintas 

10. Advokasi 
Kebijakan 
Lalu Lintas 
Angkutan 
Jalan 

C. Teknis 

9. Perekat Bangsa 
B. Sosial Kultural 

f 
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4.1.Mampu melakukan evaluasi 
jaringan lalu lintas yang 
ada, menemu kenali 
kelebihan dan kekurangan 
pengembangan atau 
perbaikan manajemen kerja 
menjadi lebih efektif/ 
effisien; 

4.2.Mampu menyusun rencana 
induk jaringan LLAJ sesuai 
dengan arah pembangunan 
daerah dan pembangunan 
wilayah sekitamya 
(regional); 

4.3.Mampu meyakinkan dan 
mampu memperoleh 
dukungan dari stakeholder 
terkait dengan rencana 
induk jaringan LLAJ dan 
implementasinya, serta 
memberikan bimbingan dan 
fasilitasi kepada instansi 
lain atau stakeholder terkait 
dalam menerapkan 
perubahan dimaksud. 

ada, men emu kenali 
kele bihan dan kekurangan 
manajemen lalu lintas 
angkutan jalan menjadi 
lebih efektif/ effisien; 

4.2.Mampu melakukan 
perbaikan, menyusun 
petunjuk operasional 
pelaksanaan manajemen 
lalu lintas angkutan jalan, 
manajemen dan rekayasa 
lalu lintas; 

4.3.Mampu meyakinkan dan 
mampu memperoleh 
dukungan dari stakeholder 
terkait perbaikan 
manajemen lalu lintas 
angkutan jalan dan 
memberikan bimbingan dan 
fasilitasi kepada instansi 
lain atau stakeholder terkait 
dalam menerapkan 
perbaikan dimaksud. 

4 .1. Mampu melakukan evaluasi 
hasil audit keselamatan 
LLAJ (jumlah kecelakaan, 
jumlah korban, sumber 
penyebab), menemu kenali 
kele bihan dan kekurangan 
melakukan pengembangan 
atau perbaikan manaiemen 

Mampu 
mengevaluasi 
hasil audit 
keselamatan LLAJ 
dan menyusun 
rekomendasi 
peningkatan 
keselamatan LLAJ 

Mampu 
mengevaluasi 
jaringan lalu 
lintas 
dan menyusun 
rencana induk 
jaringan LLAJ 

menyusun 
perangkat norma 
standar prosedur 
manajemen lalu 
lintas angkutan 
jalan 
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13. Audit 
Keselamatan 
LLAJ 

12.Penyusunan 
Rencana 
Induk 
J aringan LLAJ 

Angkutan 
Jalan 
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kapasitas 

kriteria, 
a tau 

strategi 
otonomi 

norma 

4 .1. Mengevaluasi strategi 
advokasi yang ada saat ini, 
menganalisis kekuatan dan 
kekurangan berbagai metode 
yang dijalankan dengan 
kelompok sasaran yang 
berbeda; 

4.2.Mengembangkan 
standar, prosedur, 
pedoman, dan/ 
petunjuk teknis 
advokasi kebijakan 
daerah; 

4.3.Meningkatkan 

4.1.Mampu melakukan evaluasi 
hasil analisis kelayakan 
trayek angkutan umum, 
taksi, angkutan barang, dan 
kendaraan bermotor, 
menemu kenali kelebihan 
dan kekurangan; 

4.2.Mampu menyusun 
rekomendasi ijin trayek 
angkutan um um, taksi, 
angkutan barang, dan 
kendaraan bermotor; 

4.3.Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder terhadap hasil 
Analisa kelayakan trayek 
angkutan um um, taksi, 
angkutan barang, 
kendaraan bermotor serta 
memberikan bimbingan dan 
fasilitasi kepada instansi 
lain atau stakeholder terkait 
kelayakan trayek angkutan 
umum, taksi, angkutan 
barang, kendaraan 
bermotor. 

kerja menjadi lebih effektif / 
efisien; 

4.2.Mampu menyusun pedoman 
petunjuk teknis, standar 
dan prosedur, untuk 
infrastruktur dan operasi 
keselamatan LLAJ; 

4.3.Mampu meyakinkan dan 
mampu memperoleh 
dukungan dari stakeholder 
terkait perubahan dan 
memberikan bimbingan dan 
fasilitasi kepada instansi 
lain atau stakeholder terkait 
dalam menerapkan 
perubahan dimaksud. 

Mampu 
mengembangkan 
strategi advokasi 
kebijakan otonomi 
daerah yang tepat 
sesuai kondisi. 

Mampu 
mengevaluasi 
hasil analisis 
kelayakan trayek 
angkutan 
umum, taksi, 
angkutan barang, 
dan kendaraan 
bermotor. 

4 

4 

15. Advokasi 
Kebijakan 
Otonomi 
Dae rah 

14. Analisis 
kelayakan 
trayek 
angkutan 
umum, taksi, 
angkutan 
barang, dan 
kendaraan 
bermotor 

f 
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pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan 
strategi advokasi yang dapat 
dijalankan oleh mereka 
sendiri dalam menerapkan 
kebijakan otonomi daerah. 

III. PERSYARATANJABATAN 
Tingkat pentingnya 

Jenis Persyaratan Uraian terhadap jabatan 

Mutlak Pen ting Perlu 
A. Pendidikan 1. .Jenianz Sarjana/ Diploma IV 

2. Bidang Transportasi/ Manajemen Transportasi/ 
Ilmu Teknik/ Manajemen/ Hukum. 

B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan Kepemimpinan - ...J - 
Pratama 

2. Teknis 1. Diklat Manajemen 
Angkutan Umum - - 

2. Diklat Penyusunan - ...J - 
Analisis Dampak 
Lalu Lintas 

3. Diklat Manajemen - ...J - 
Transportasi 
Perkotaan 

4. Diklat Pengelola - ...J - 
Perlengkapan Jalan 

5. Diklat Rencana - ...J - 
Induk Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan 

6. Diklat Transport - ...J - 
Oriented Development 

7. Diklat Sistem 
Manajemen - .../ - Keselamatan 
Angkutan Umum 

3. Fungsional - - - - 
C. Pengalaman kerja 1. Memiliki pengalaman ..J - - 

jabatan dalam 
bi dang 
perhubungan/ 
transportasi secara 
kumulatif paling 
kurang 5 (lima) 
tahun; 

2. Sedang atau pernah .../ - - 
menduduki jabatan 
administrator 
(esselon III.a) a tau 
jabatan fungsional 
jenjang ahli mad ya 
paling singkat 2 
(dua) tahun. 

3. Sedang atau pernah ...J - - 
menduduki jabatan 
administrator 
(esselon III. b) paling 
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singkat 3 (tiga) 
tahun. 

D. Panzkat Pembina/ IV .a 
E. lndikator Kinerja Jabatan 1. Kualitas manajemen lalu lintas angkutan 

jalan; 
2. Kualitas rekomendasi trayek dan tarif 

angkutan jalan; 
3. Kualitas pengelolaan sarana transportasi. 
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4.4.Menciptakan situasi kerja 
yang mendorong seluruh 
pemangku kepen tingan 
mematuhi nilai, norma, dan 
etika organisasi dalam 
segala situasi dan kondisi; 

4.5.Mendukung dan 
menerapkan prinsip moral 
dan standar etika yang 
tinggi, serta berani 
menanggung 
konsekuensinya; 

4.6.Berani melakukan koreksi 
atau mengambil tindakan 
atas penyimpangan kode 
etik/ nilai - nilai yang 
dilakukan oleh orang lain, 
pada tataran lingkup kerja 
setingkat instansi meskipun 
ada resiko. 

4 Mampu 
menciptakan 
situasi kerja yang 
mendorong 
kepatuhan pada 
nilai, norma, dan 
etika organisasi 

I 

2. Kerjasama 4 Mernbangun 4.1.Mernbangun . . an tar sinergi 
kornitmen tim, unit kerja di lingkup 
sinergi instansi yang dipimpin; 

4. 2. M emfasili tasi kepen tingan 
yang berbeda dari unit kerja 
lain sehingga tercipta sinergi 
dalam rangka pencapaian 
target kerja organisasi; 

4.3.Mengembangkan sis tern 
yang menghargai kerja sama 
an tar unit, memberikan 
dukungan/ semangat 
untuk rnemastikan 
tercapainya sinergi dalam 
rangka pencapaian target 
kerja organisasi. 

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1.Mengintegrasikan informasi- 
mengemukakan informasi pen ting hasil 
pemikiran diskusi dengan pihak lain 
multidimensi untuk mendapatkan 
secara lisan dan pemahaman yang sama; 
tertulis untuk Berbagi informasi dengan 
mendorong pernangku kepen tinzan 

1. Integritas 
A. Manaierial 

Level Diskripsi lndikator Kompetensi 
II. STANDAR KOMPETENSI 

Kompetensi 

Mernirnpin, rnernbina, rnengawasi, rnengkoordinasikan, rnerurnuskan dan 
rnelaksanakan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup. 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup 
JPT Pratarna 
Bidang Lingkungan Hidup 
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23. Nama Jabatan 
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4.1.Memahami dan memberi 
perhatian kepada isu-isu 
jangka panjang, kesempatan 
atau kekuatan politik yang 
mempengaruhi orgarusasi 
dalam hubungannya dengan 
dunia luar, 
memperhitungkan dan 
mengantisipasi dampak 
terhadap pelaksanaan 
tugas-tugas pelayanan 
publik secara objektif, 
transparan, dan professional 
dalam lingkup organisasi; 

4.2.Menjaga agar kebijakan 
pelayanan publik yang 
diselenggarakan oleh 
instansinya telah selaras 
dengan standar pelayanan 
yang objektif, netral, tidak 
memihak, tidak 
diskriminatif, serta tidak 
terpengaruh kepen tingan 
pribadi/ kelompok/ partai 
politik; 

4.3.Menerapkan strategi jangka 
panjang yang berfokus pada 

4.1.Mendorong unit kerja di 
tingkat instansi untuk 
mencapai kinerja yang 
melebihi target yang 
ditetapkan; 

4.2.Memantau dan 
mengevaluasi hasil kerja 
unitnya agar selaras dengan 
sasaran strategis instansi; 

4.3.Mendorong pemanfaatan 
sumber daya bersama antar 
unit kerja dalam rangka 
meningkatkan efektifitas 
dan efisiensi pencaian target 
organisasi. 

untuk tujuan meningkatkan 
kinerja secara keseluruhan; 

4.2.Menuangkan pemikiran/ 
konsep yang multidimensi 
dalam bentuk tulisan 
formal; 

4.3.Menyampaikan informasi 
secara persuasif untuk 
mendorong pemangku 
kepentingan sepakat pada 
langkah-langkah bersama 
dengan tujuan 
meningkatkan kinerja secara 
keseluruhan. 

Mampu 
memonitor, 
mengevaluasi, 
memperhitungkan 
dan 
mengantisipasi 
dampak dari isu­ 
isu jangka 
panjang, 
kesempatan, atau 
kekuatan politik 
dalam hal 
pelayanan 
kebutuhan 
pemangku 
kepen ting an yang 
transparan, 
obj ektif, dan 
prof esional 

Mendorong unit 
kerja mencapai 
target yang 
ditetapkan atau 
melebihi hasil 
kerja sebelumnya 

kesepakatan 
dengan tujuan 
meningkatkan 
kinerja secara 
keseluruhan 
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5. Pelayanan 
Publik 

4. Orientasi pada 
hasil 

f 
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organisasi. 
4.2.Menghasilkan solusi dari 

berbagai masalah yang 
kompleks, terkait dengan 
bi dang kerjanya yang 
berdampak pada pihak lain. 

a tau 
konsep 

masalah yang 
beberapa/ 

fungsi dalam 

4 .1. Menyusun 
memutuskan 
penyelesaian 
melibatkan 
seluruh 

4.1.Mengarahkan unit kerja 
untuk lebih siap dalam 
menghadapi perubahan 
termasuk memitigasi risiko 
yang mungkin terjadi; 

4.2.Memastikan perubahan 
sudah diterapkan secara 
aktif di lingkup unit 
kerjanya secara berkala; 

4.3.Memimpin dan memastikan 
penerapan program-program 
perubahan selaras antar 
unit kerja. 

4.1.Menyusun program 
pengembangan jangka 
panjang bersarna-sama 
dengan bawahan, termasuk 
didalamnya penetapan 
tujuan, bimbingan, 
penugasan dan pengalaman 
lainnya, serta 
mengalokasikan waktu 
untuk mengikuti pelatihan/ 
pendidikan/ pengembangan 
kompetensi dan karir; 

4.2.Melaksanakan manajemen 
pembelajaran termasuk 
evaluasi dan umpan balik 
pada tataran organisasi; 

4.3.Mengembangkan orang- 
orang disekitarnya secara 
konsisten, melakukan 
kaderisasi untuk posisi­ 
posisi di unit kerjanya. 

pemenuhan kebutuhan 
pemangku kepentingan 
dalam menyusun kebijakan 
dengan mengikuti standar 
objektif, netral, tidak 
memihak, tidak 
diskriminatif, transparan, 
tidak terpengaruh 
kepentingan pribadi/ 
kelompok. 

Menyelesaikan 
mas al ah yang 
mengandung 
risiko tinggi, 
mengan tisipasi 
dampak 
keputusan, 
membuat 
tindakan 
pengamanan; 
mitizasi risiko 

4 8. Pengam bilan 
Keputusan 

dan/ 

Memimpin 
perubahan pada 
unit kerja 

Menyusun 
program 
pengembangan 
jangka panjang 
dalam rangka 
mendorong 
manajemen 
pembelajaran 
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7. Mengelola 
Perubahan 

6. Pengembangan 
diri dan orang 
lain 
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4. 1. Mengevaluasi strategi 
advokasi yang ada saat ini, 
menganalisis kekuatan dan 
kekurangan berbagai metode 
yang dijalankan dengan 
kelompok sasaran yang 
berbeda; 

4.2.Mengembangkan norma 
standar, prosedur, kriteria, 
pedoman, dan/ a tau 
petunjuk teknis strategi 
advokasi kebijakan bidang 
pelestarian lingkungan 
hid up; 

4.3.Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan 
strategi advokasi yang dapat 
dijalankan oleh mereka 
sendiri dalam menerapkan 
kebijakan bidang 
pelestarian lingkungan 
hid up. 

4 .1. Menginisiasi dan 
merepresentasikan 
pemerintah di lingkungan 
kerja dan masyarakat untuk 
senantiasa menjaga 
persatuan dan kesatuan 
dalam keberagaman dan 
menerima segala bentuk 
perbedaan dalam kehidupan 
bermasyarakat; 

4.2.Mampu mendayagunakan 
perbedaan latar belakang, 
agama/ kepercayaan, suku, 
jender, sosial ekonomi, 
preferensi politik untuk 
mencapai kelancaran 
pencapaian tujuan 
organisasi; 

4.3.Mampu membuat program 
yang mengakomodasi 
perbedaan latar belakang, 
agama/ kepercayaan, suku, 
jender, sosial ekonomi, 
preferensi politik. 

(mitigasi penanganannya 
risiko). 

4.3.Membuat keputusan dan 
mengantisipasi dampak 
keputusannya serta 
menyiapkan tindakan 

Mampu 
mengembangkan 
strategi advokasi 
kebijakan bidang 
pelestarian 
Lingkungan hidup 

Mendayagunakan 
perbedaan secara 
konstruktif dan 
kreatif untuk 
meningkatkan 
efektifitas 
orgamsasi 

4 

4 

10. Advokasi 
Kebijakan 
Pelestarian 
Lingkungan 
Hid up 

C. Teknis 

9. Perekat 
Bangs a 

B. Sosial Kultural 

I 
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4.1.Mampu rnelakukan evaluasi 
terhadap teknis/ rnetode/ 
sistem cara kerja menemu 
kenali kele bihan dan 
kekurangan rnelakukan 
pengernbangan a tau 
perbaikan cara kerja Analis 
Kelayakan Izin Lingkungan 
dan PPLH yang lebih efektif/ 
efisien; 

4.2.Mampu rnenyusun pedornan 
petuniuk teknis, cara kerja 

Mampu 
mengevaluasi dan 
menyusun 
perangkat norma 
standar prosedur 
instrument 

4 13. Analisis 
Kelayakan Izin 
Lingkungan 
dan PPLH 

konsep, 
dampak 

serta 

4.1.Mengidentifikasi, 
menganalisis, teori, 
kebijakan analisis 
lingkungan 
pelaksanaannya 
menemukenali kelebihan 
dan kekurangan dan 
rekornendasi perbaikanya; 

4.2.Mengernbangkan teori, 
konsep dan analisis dampak 
lingkungan, rneyakinkan 
stakeholder dan shareholder 
terkait untuk rnenenrna 
konsep, teori dan kebijakan 
yang dikembangkan; 

4.3.Menjadi sumber rujukan 
dalarn implementasi 
kebijakan dan pemecahan 
rnasalah dalam analisis 
dampak lingkungan. 

4 .1. Mampu melakukan evaluasi 
terhadap teknis / metode / 
sistem cara kerja menemu 
kenali kelebihan dan 
kekurangan melakukan 
pengembangan a tau 
perbaikan cara kerja 
pengelolaan persampahan 
yang lebih efektif/ efisien; 

4.2.Mampu menyusun pedoman 
petunjuk teknis, cara kerja 
yang dijadikan norma 
standar, prosedur, 
instrumen pelaksanaan 
pengelolaan persampahan; 

4.3.Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder pelaksanaan 
Pengelolaan Persampahan 
dan mernberikan birnbingan 
dan fasilitasi kepada 
instansilain a tau 
stakeholder terkait 
pengelolaan persampahan. 

Mampu 
mengevaluasi dan 
menyusun 
perangkat norma 
standar prosedur 
instrument 
analisis dampak 
lingkungan 

Mampu 
mengevaluasi dan 
menyusun 
perangkat norma 
standar prosedur 
instrumen 
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12. Analisis 
Dampak 
Lingkungan 

11. Pengelolaan 
Persampahan 
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4 .1. Mengevaluasi strategi 
advokasi yang ada saat ini, 
menganalisis kekuatan dan 
kekurangan berbagai metode 
yang dijalankan dengan 
kelompok sasaran yang 
berbeda; 

4.2.Mengembangkan norrna 
standar, prosedur, kriteria, 
pedoman, dan/ atau 

4.1.Marnpu melakukan evaluasi 
terhadap teknis/ metode/ 
sistem cara kerja menemu 
kenali kelebihan dan 
kekurangan melakukan 
pengembangan a tau 
perbaikan cara kerja 
Manajemen Pengelolaan 
Daya Dukung dan Daya 
Tarnpung Lingkungan yang 
lebih efektif/ efisien; 

4.2.Marnpu menyusun pedoman 
petunjuk teknis, cara kerja 
yang dijadikan norrna 
standar, prosedur, 
instrumen pelaksanaan 
Manajemen Pengelolaan 
Daya Dukung dan Daya 
Tarnpung Lingkungan; 

4.3.Marnpu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder pelaksanaan 
Manajemen Pengelolaan 
Daya Dukung dan Daya 
Tarnpung Lingkungan dan 
memberikan bimbingan dan 
fasilitasi kepada instansi 
lain atau stakeholder terkait 
Manajemen Pengelolaan 
Daya Dukung dan Daya 
Tarnpung Lingkungan. 

yang dijadikan norma 
standar, prosedur, 
instrumen pelaksanaan 
Analisis Kelayakan lzin 
Lingkungan dan PPLH; 

4.3.Marnpu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder pelaksanaan 
Analisis Kelayakan lzin 
Lingkungan dan PPLH dan 
memberikan birnbingan dan 
fasilitasi kepada instansi 
lain atau stakeholder terkait 
Analisis Kelayakan lzin 
Lingkungan dan PPLH. 

Marnpu 
rnengembangkan 
strategi advokasi 
kebijakan otonomi 
daerah yang tepat 
sesuai kondisi 

Kemarnpuan 
melaksanakan 
pemantauan dan 
kebijakan 
pengelolaan 
Lingkungan hidup 
pada pelestarian 
kemarnpuan 
lingkungan yang 
serasi dan 
seimbang 

4 

4 

15. Advokasi 
Kebijakan 
Oto no mi 
Dae rah 

14. Manajemen 
Pengelolaan 
Daya Dukung 
dan Daya 
Tarnpung 
Lingkungan 
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petunjuk teknis strategi 
advokasi kebijakan otonomi 
daerah; 

4.3.Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan 
strategi advokasi yang dapat 
dijalankan oleh mereka 
sendiri dalam menerapkan 
kebijakan otonorni daerah. 

III. PERSYARATANJABATAN 
Tingkat pentingnya 

Jenis Persyaratan Uraian terhadap jabatan 

Mutlak Pen ting Perlu 
A. Pendidikan 1. Jenjang Sariana / Diploma IV 

2. Bidang Teknik Lingkungan I Kesehatan Masyarakat/ 
Ilmu Kehutanan/ Biologi/ Teknik Industri/ Pertanian 

dan Perkebunan. 
B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan Kepemimpinan - " - 

Pratama 
2. Teknis 1. Diklat Kebijakan 

Pembinaan dan 
Pengawasan terhadap .. lingkungan dan ..J izin - - 
pengelolaan 
lingkungan hid up 
(PPLHl 

2. Diklat AM DAL ..J 
3. Diklat teknis terkait ..J Iingkungan hidup 

3. Fungsional - " - 

C. Pengalaman kerja 1. Memiliki pengalaman " - - 
jabatan dalam bi dang 
lingkungan hid up 
secara kumulatif 
paling kurang 5 (lima) 
tahun; 

2. Se dang a tau pernah ..J - - 
menduduki jabatan 
administrator (esselon 
III.a) a tau jabatan 
fungsional jenjang ahli 
madya paling singkat 2 
(dua) tahun. 

3.Sedang a tau pemah ..J - - 
menduduki jabatan 
administrator (esselon 
III.b) paling singkat 3 
(tiza) tahun 

D. Panzkat Pembina/ IV.a 
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Peningkatan kualitas lingkungan hid up 

(berkurangnya pencemaran udara, air, tanah); 
2. Peningkatan kualitas pengelolaan 

persarnoahan. 
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4.1.Mengintegrasikan 
informasi - informasi 
penting hasil diskusi 
dengan pihak lain un tuk 

4.1.Membangun sinergi antar 
unit kerja di lingkup 
instansi yang dipimpin; 

4.2.Memfasilitasi kepentingan 
yang berbeda dari unit 
kerja lain sehingga 
tercipta sinergi dalam 
rangka pencapaian target 
kerja organisasi; 

4.3.Mengembangkan sistem 
yang menghargai kerja 
sama an tar unit, 
memberikan dukungan/ 
semangat untuk 
memastikan tercapainya 
sinergi dalam rangka 
pencapaian target kerja 
organisasi. 

4.1.Menciptakan situasi kerja 
yang mendorong seluruh 
pemangku kepentingan 
mematuhi nilai, norma, 
dan etika organisasi 
dalam segala si tuasi dan 
kondisi; 

4.2.Mendukung dan 
menerapkan prinsip moral 
dan standar etika yang 
tinggi, serta berani 
menanggung 
konsekuensinya; 

4.3.Berani melakukan koreksi 
atau mengambil tindakan 
atas penyimpangan kode 
etik/ nilai - nilai yang 
dilakukan oleh orang lain, 
pada tataran lingkup 
kerja setingkat instansi 
meskipun ada resiko. 

Mampu 
mengemukakan 
pemikiran 
multidimensi 

4 3. Komunikasi 

2. Kerjasama 

1. Integritas 
A. Manaierlal 

4 Membangun 
komitmen tim, 
sinergi 

4 Mampu 
menciptakan 
situasi kerja yang 
mendorong 
kepatuhan pada 
nilai, norma, dan 
etika organisasi 

Level Diskripsi Kompetensi 
D. STAIIDAR KOMPETEKSJ 

Memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan, merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan teknis di bidang pertanian. 

lndikator Kompetensi 

Kepala Dinas Pertanian 
JPf Pratama 
Bidang Pertanian, dan Pangan 
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24. Nama Jabatan 
Kelompok Jabatan 
Urusan Pemerintah 
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4 .1. Memahami dan memberi 
perhatian kepada isu-isu 
jangka panjang, 
kesempatan atau 
kekuatan politik yang 
mempengaruhi organisasi 
dalam hubungannya 
dengan dunia luar, 
memperhitungkan dan 
mengantisipasi dampak 
terhadap pelaksanaan 
tugas-tugas pelayanan 
publik secara objektif, 
transparan, dan 
professional dalam 
lingkup organisasi; 

4.2.Menjaga agar kebijakan 
pelayanan pu blik yang 
diselenggarakan oleh 
instansinva telah selaras 

Mampu 
mernonitor, 
mengevaluasi, 
memperhitungkan 
dan 
mengantisipasi 
dampak dari isu­ 
isu jangka 
panjang, 
kesempatan, atau 
kekuatan politik 
dalam hal 
pelayanan 
kebutuhan 
pemangku 
kepentingan yang 
transparan, 
objektif, dan 
prof esional 

4 5. Pelayanan 
Publik 

orgarnsasi. 

tingkat instansi 
mencapai kinerja 
melebihi target 
ditetapkan; 

4.2.Memantau dan 
mengevaluasi hasil kerja 
unitnya agar selaras 
dengan sasaran strategis 
instansi; 

4.3.Mendorong pemanfaatan 
sumber daya bersama 
antar unit kerja dalam 
rangka meningkatkan 
efektifitas dan efisiensi 
pencaian target 

untuk 
yang 
yang 

4.1.Mendorong unit kerja di 

mendapatkan 
pemahaman yang sama; 
Berbagi informasi dengan 
pemangku kepentingan 
untuk tujuan 
meningkatkan kinerja 
secara keseluruhan; 

4.2.Menuangkan pemikiran/ 
konsep yang multidimensi 
dalam bentuk tulisan 
formal; 

4.3.Menyampaikan informasi 
secara persuasif untuk 
mendorong pemangku 
kepentingan sepakat pada 
langkah - langkah 
bersama dengan tujuan 
meningkatkan kinerja 
secara keseluruhan. 

Mendorong unit 
kerja mencapai 
target yang 
ditetapkan atau 
melebihi hasil 
kerja se belumnya 

secara lisan dan 
tertulis untuk 
mendorong 
kesepakatan 
dengan tujuan 
meningkatkan 
kinerja secara 
keseluruhan 

4 4. Orientasi pada 
hasil 
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dengan standar pelayanan 
yang objektif, netral, tidak 
memihak, tidak 
diskrimina tif, serta tidak 
terpengaruh kepen tingan 
pribadi/ kelompok/ partai 
politik; 

4.3.Menerapkan strategi 
jangka panjang yang 
berfokus pad a 
pemenuhan kebutuhan 
pemangku kepentingan 
dalam menyusun 
kebijakan dengan 
mengikuti standar 
objektif, netral, tidak 
memihak, tidak 
diskriminatif, transparan, 
tidak terpengaruh 
kepentingan pribadi/ 
kelompok. 

6. Pengembangan 4 Menyusun 4.1.Menyusun program 
diri dan orang program pengembangan jangka 
lain pengembangan panjang bersama-sama 

jangka panjang dengan bawahan, 
dalam rangka termasuk didalamnya 
mendorong penetapan tujuan, 
manajemen bimbingan, penugasan 
pembelajaran dan pengalaman lainnya, 

serta mengalokasikan 
waktu untuk mengikuti 
pelatihan/ pendidikan/ 
pengembangan 
kompetensi dan karir; 

4.2.Melaksanakan 
manajemen pembelajaran 
termasuk evaluasi dan 
umpan balik pada tataran 
organisasi; 

4 .3. Mengembangkan orang- 
orang disekitarnya secara 
konsisten, melakukan 
kaderisasi untuk posisi- 
posisi di unit kerjanya. 

7. Mengelola 4 Memimpin 4. 1. Mengarahkan unit kerja 
Perubahan perubahan pad a untuk lebih siap dalam 

unit kerja menghadapi perubahan 
termasuk memitigasi 
risiko yang mungkin 
terjadi; 

4.2.Memastikan perubahan 
sud ah diterapkan secara 
aktif di lingkungan unit 
kerjanya secara berkala; 

4.3.Memimpin dan 
memastikan penerapan 
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4.1.Mampu melakukan 
evaluasi terhadap teknik/ 
metode / sis tern cara 
kerja, mengetahui 
kele bihan dan 

4 .1. Menginisiasi dan 
merepresentasikan 
pemerin tah di lingkungan 
kerja dan masyarakat 
untuk senantiasa menjaga 
persatuan dan kesatuan 
dalam keberagaman dan 
menerima segala bentuk 
perbedaan dalam 
kehidupan 
bermasyarakat; 

4.2.Mampu mendayagunakan 
perbedaan latar belakang, 
agama/ kepercayaan, 
suku, jender, sosial 
ekonomi, preferensi politik 
untuk mencapai 
kelancaran pencapaian 
tujuan organisasi; 

4.3.Mampu membuat 
program yang 
mengakomodasi 
perbedaan latar belakang, 
agama/ kepercayaan, 
suku, jender, sosial 
ekonomi, pref erensi 
politik. 

4.1.Menyusun dan/ atau 
memutuskan konsep 
penyelesaian masalah 
yang melibatkan 
beberapa/ seluruh fungsi 
dalam organisasi; 

4.2.Menghasilkan solusi dari 
berbagai masalah yang 
kompleks, terkait dengan 
bidang kerjanya yang 
berdampak pada pihak 
lain; 

4.3.Membuat keputusan dan 
mengantisipasi dampak 
keputusannya serta 
menyiapkan tindakan 
penanganannya (mitigasi 
risiko). 

program-program 
peru bah an selaras an tar 
unit kerja. 

Mampu 
mengembangkan 
strategi advokasi 
kebijakan di 
bidang Pertanian 

Mendayagunakan 
perbedaan secara 
konstruktif dan 
kreatif untuk 
meningkatkan 
efektifitas 
organisasi 

Menyelesaikan 
masalah yang 
mengandung 
risiko tinggi, 
mengantisipasi 
dampak 
keputusan, 
membuat 
tindakan 
pengamanan; 
mitigasi risiko 

4 

4 

4 

10. Advokasi 
Kebijakan 
Bi dang 
Pertanian dan 
Ketahanan 

C. Teknis 

9. Perekat Bangsa 
B. Sosial Kultural 

8. Pengam bilan 
Keputusan 

t 
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4.1.Mampu melakukan 
evaluasi terhadap teknik/ 
metode/ sis tern cara 
kerja, menemu kenali 
kelebihan dan 
kekurangan melakukan 
pengembangan atau 
perbaikan cara kerja 
Analisis Kelayakan Izin 
U saha Pertanian dan 
Petemakan yang lebih 
ef ektif dan efisien; 

4.2.Mampu memberikan 
petunjuk teknis dan 
memecahkan 
permasalahan dalam 
pelaksanaan analisis 
perizinan; 

4.3.Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan 
dari stakeholder Analisis 
Kelayakan Izin U saha 
Pertanian dan Petemakan 
dan memberikan 
bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau 

Mampu 
mengevaluasi 
pelaksanaan 
analisis perizinan 
dan 
meyakinkan 
stakeholder terkait 
hasil analisis 
kelayakan 
perizinan 

4 11 . Analisis 
Kelayakan Izin 
U saha Pertanian 

serta kekurangan, 
melakukan 
pengembangan atau 
perbaikan teknik/ 
metode/ sistem cara kerja 
penyusunan kebijakan 
Pertanian dan Ketahanan 
Pangan yang lebih efektif 
dan efisien; 

4.2.Mampu menyusun 
pedornan, petunjuk 
teknis, cara kerja yang 
dijadikan norma, standar, 
prosedur, kriteria 
pelaksanaan penyusunan 
kebijakan Pertanian dan 
Ketahanan Pangan; 

4.3.Mampu rneyakinkan dan 
memperoleh dukungan 
dari stakeholder terhadap 
pelaksanaan penyusunan 
kebijakan Pertanian dan 
Ketahanan Pangan, serta 
memberikan bimbingan 
dan fasilitasi kepada 
instansi lain a tau 
stakeholder terkait 
penyusunan kebijakan 
bidang Pertanian dan 
Ketahanan Pangan. 

dan Ketahanan 
Pangan. 

Pangan 
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pengembangan atau 
perbaikan cara kerja 
pengawasan penggunaan 
sarana prasarana 
pertanian yang lebih 
ef ektif dan efisien; 

4.2.Mampu menyusun 
pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang 
dijadikan norma, standar, 
prosedur, instrumen 
pelaksanaan pengawasan 

melakukan 

4.1.Mampu melakukan 
evaluasi terhadap teknis/ 
metode / sistem cara kerja 
menemu kenali kelebihan 
dan kekurangan 

4.1.Mampu melakukan 
evaluasi terhadap teknis/ 
metode/ sistem cara kerja 
menemu kenali kelebihan 
dan kekurangan 
melakukan 
pengembangan atau 
perbaikan cara kerja 
Pengendalian dan 
penanggulangan hama 
serta bencana pertanian 
yang lebih efektif dan 
efisien; 

4.2.Mampu menyusun 
pedornan, petunjuk 
teknis, cara kerja yang 
dijadikan norma, standar, 
prosedur, instrumen 
Pengendalian dan 
penanggulangan hama 
serta bencana pertanian; 

4.3.Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan 
dari stakeholder 
Pengendalian dan 
penanggulangan hama 
serta bencana pertanian 
dan memberikan 
bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau 
stakeholder terkait 
Pengendalian dan 
penanggulangan hama 
serta bencana pertanian. 

stakeholder terkait 
Analisis Kelayakan Izin 
U saha Pertanian dan 
Peternakan. 

Mampu 
mengevaluasi dan 
memecahkan 
masalah dalam 
pelaksanaan 
pengawasan 
penggunaan 
saran a 
prasarana 
pertanian 

Mampu 
mengevaluasi dan 
memecahkan 
masalah dalam 
pelaksanaan 
pengendalian dan 
penanggulangan 
hama serta 
bencana 
pertanian 
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13. Pengawasan 
penggunaan 
saran a 
prasarana 
pertanian 

12. Pengendalian 
dan 
penanggulangan 
hama serta 
bencana 
pertanian 
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f 

4 .1. Mengevaluasi strategi 
advokasi yang ada saat 
mi, menganalisis 
kekuatan dan kekurangan 
berbagai metode yang 
dijalankan dengan 
kelompok sasaran yang 
berbeda; 

4.2.Mengembangkan norma 
standar, prosedur, 
kriteria, pedoman, dan/ 

Mampu 
mengembangkan 
strategi advokasi 
kebijakan otonomi 
daerah yang tepat 
sesuai kondisi. 

4 15. Advokasi 
Kebijakan 
Otonomi Daerah 

pengembangan atau 
perbaikan cara kerja 
peningkatan produksi 
pertanian dan pangan 
yang lebih efektif dan 
efisien; 

4.2.Mampu menyusun 
pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang 
dijadikan norma, standar, 
prosedur, instrumen 
peningkatan produksi 
pertanian dan pangan; 

4.3.Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan 
dari stakeholder 
peningkatan produksi 
pertanian dan pangan 
serta memberikan 
bim bingan dan fasili tasi 
kepada instansi lain atau 
stakeholder terkait 
peningkatan produksi 
pertanian dan pangan. 

melakukan 

4.1.Mampu melakukan 
evaluasi terhadap teknis/ 
metode / sis tern cara kerja 
menemu kenali kelebihan 
dan kekurangan 

Mampu 
mengevaluasi dan 
memecahkan 
masalah dalam 
pelaksanaan 
penyediaan 
sarana dan 
prasarana, 
penyediaan 
pertanian dan 
pang an 

4 14. Peningkatan 
produksi 
pertanian dan 
pang an 

penggunaan saran a 
prasarana pertanian; 

4.3.Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan 
dari stakeholder 
pengawasan penggunaan 
saran a prasarana 
pertanian dan 
memberikan bimbingan 
dan fasilitasi kepada 
instansi lain a tau 
stakeholder terkait 
pengawasan penggunaan 
sarana prasarana 
pertanian. 
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a tau petunjuk teknis 
strategi advokasi 
kebijakan otonomi daerah; 

4.3.Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan 
strategi advokasi yang 
dapat dijalankan oleh 
mereka sendiri dalam 
menerapkan kebijakan 
otonomi daerah. 

III. PERSYARATANJABATAN 
Tingkat pentingnya 

Jenis Persyaratan Uraian terhadap jabatan 
Mutlak Penting Perlu 

A. Pendidikan 1. .Jenianz Sariana I Diploma IV 
2. Bidang Pertanian dan Perkebunan/ Teknologi dalam Ilmu 

Ilmu Tanaman/ Sosiologi Pertanian/ Kedokteran 
Hewan/ Peternakan. 

B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan Kepemimpinan - ..; - 
Pratama 

2. Teknis 1. Diklat Budidaya ..J - - Pertanian 
2. Diklat Pengolahan Hasil ..J Pertanian 
3. Diklat teknis terkait 

pertanian dan ..J 
oetemakan 

3. Fungsional - - ..; - 
C.Pengalaman kerja 1. Memiliki pengalaman ..; - - 

jabatan dalam bidang 
pertanian/ tanaman 
pangan/ petemakan/ 
kesehatan hewan secara 
kumulatif paling kurang 
5 (lima) tahun; 

2. Sedang a tau pemah ..J - - 
menduduki jabatan 
administrator (esselon 
III.a) a tau jabatan 
fungsional jenjang ahli 
madya paling singkat 2 
(dua) tahun. 

3.Sedang a tau pernah ..J - - 
menduduki jabatan 
administrator (esselon 
111.b) paling singkat 3 
(tiaa) tahun. 

D. Panzkat Pembina/ IV.a 
E. lndikator Kinerja Jabatan 1. Prosentase peningkatan produksi pertanian dan 

pangan; 
2. Kecepatan pengendalian bencana terkait 

nertanian dan pangan. 
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4.1.Mengintegrasikan inforrnasi­ 
informasi pen ting hasil 
diskusi dengan pihak lain 
untuk mendapatkan 
pemahaman yang sama; 
Berbagi informasi dengan 
pemangku kepentingan 
untuk tujuan meninzkatkan 

Mampu 
mengernuka-kan 
pemikiran 
multidimensi 
secara lisan dan 
tertulis un tuk 
mendorong 
kesepakatan 

4.1.Membangun sinergi antar 
tim, unit kerja di lingkup instansi 

yang dipimpin; 
4. 2. Memfasilitasi kepen tingan 

yang berbeda dari unit kerja 
lain sehingga tercipta sinergi 
dalam rangka pencapaian 
target kerja organisasi; 

4.3.Mengembangkan sistem yang 
menghargai kerja sama antar 
unit, memberikan 
dukungan/ semangat untuk 
memastikan tercapainya 
sinergi dalam rangka 
pencapaian target kerja 

4 3. Komunikasi 

2. Kerjasama 

1. Integritas 
A. Manaierial 

4 Membangun 
komitmen 
sinergi 

4 Mampu 
menciptakan 
si tuasi kerj a yang 
mendorong 
kepatuhan pad a 
nilai, norma, dan 
etika organisasi 

Level Diskripsi 

Memimpin, mernbina, mengawasi, rnengkoordinasikan, merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan teknis di bidang perikanan. 

organisasi. 

4.1.Menciptakan situasi kerja 
yang mendorong seluruh 
pemangku kepentingan 
mematuhi nilai, norrna, dan 
etika organisasi dalam segala 
situasi dan kondisi; 

4.2.Mendukung dan menerapkan 
prinsip moral dan standar 
etika yang tinggi, serta 
berani menanggung 
konsekuensinya; 

4.3.Berani melakukan koreksi 
atau mengambil tindakan 
atas penyimpangan kode 
etik/nilai-nilai yang 
dilakukan oleh orang lain, 
pada tataran lingkup kerja 
setingkat instansi meskipun 
ada resiko. 

II. STANDAR KOMPETENSI 
Kompetensi 

Kepala Dinas Perikanan 
JPT Pratama 
Bidang Kelautan dan Perikanan 

Indikator Kompetensi 
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25. Nama Jabatan 
Kelompok J abatan 
U rusan Pemerintah 
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4.1.Memahami dan memberi 
perhatian kepada isu-isu 
jangka panjang, kesempatan 
atau kekuatan politik yang 
mempengaruhi organisasi 
dalam hubungannya dengan 
dunia luar, 
memperhitungkan dan 
mengantisipasi dampak 
terhadap pelaksanaan tugas­ 
tugas pelayanan publik 
secara objektif, transparan, 
dan professional dalam 
lingkup organisasi; 

4.2.Menjaga agar kebijakan 
pelayanan publik yang 
diselenggarakan oleh 
instansinya telah selaras 
dengan standar pelayanan 
yang objektif, netral, tidak 
memihak, tidak 
diskriminatif, serta tidak 
terpengaruh kepen tingan 
pribadi/ kelompok/ partai 
politik; 

4.3.Menerapkan strategi jangka 
panjang yang berfokus pada 
pemenuhan kebutuhan 
pemangku kepentingan 
dalam menyusun kebijakan 
dengan mengikuti standar 

4.1.Mendorong unit kerja di 
tingkat instansi untuk 
mencapai kinerja yang 
melebihi target yang 
ditetapkan; 

4.2.Memantau dan mengevaluasi 
hasil kerja unitnya agar 
selaras dengan sasaran 
strategis instansi; 

4. 3. Mendorong pemanfaatan 
sumber daya bersama antar 
unit kerja dalam rangka 
meningkatkan efektifitas dan 
efisiensi pencapaian target. 

kinerja secara keseluruhan; 
4.2.Menuangkan pemikiran/ 

konsep yang multidimensi 
dalam bentuk tulisan formal; 

4 .3. Menyampaikan informasi 
secara persuasif untuk 
mendorong pemangku 
kepentingan sepakat pada 
langkah-Iangkah bersama 
dengan tujuan meningkatkan 
kinerja secara keseluruhan. 

Mampu memonitor, 
mengevaluasi, 
memperhitungkan 
dan mengantisipasi 
dampak dari isu­ 
isu jangka panjang, 
kesempatan, atau 
kekuatan politik 
dalam hal 
pelayanan 
kebutuhan 
pemangku 
kepentingan yang 
transparan, 
objektif, dan 
prof esional 

Mendorong unit 
kerja mencapai 
target yang 
ditetapkan atau 
melebihi hasil kerja 
sebelumnya 

dengan tujuan 
meningkatkan 
kinerja secara 
keseluruhan 
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5. Pelayanan 
Publik 

4. Orientasi pada 
hasil 
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organisasi; 
4.2.Menghasilkan solusi dari 

berbagai masalah yang 
kompleks, terkait dengan 
bi dang kerjanya yang 
berdampak pada pihak lain; 

4.3.Membuat keputusan dan 
mengantisipasi dampak 
keputusannya serta 
menyiapkan tindakan 

a tau 
konsep 

masalah yang 
beberapa/ 

fungsi dalam 

4.1.Menyusun 
memutuskan 
penyelesaian 
melibatkan 
seluruh 

dan/ Menyelesaikan 
masalah yang 
mengandung risiko 
tinggi, 
mengan tisipasi 
dampak 
keputusan, 
membuat tindakan 
pengamanan; 
mitigasi risiko 

4 8. Pengam bilan 
Keputusan 

t 

4.1.Menyusun program 
pengembangan jangka 
panjang bersama-sama 
dengan bawahan, termasuk 
didalamnya penetapan 
tujuan, bimbingan, 
penugasan dan pengalaman 
lainnya, serta 
mengalokasikan waktu 
untuk mengikuti pelatihan/ 
pendidikan/ pengembangan 
kompetensi dan karir; 

4.2.Melaksanakan manajemen 
pembelajaran termasuk 
evaluasi dan umpan balik 
pada tataran organisasi; 

4.3.Mengembangkan orang- 
orang disekitarnya secara 
konsisten, melakukan 
kaderisasi untuk posisi­ 
posisi di unit kerjanya. 

tidak 
tidak 

transparan, 
terpengaruh 

pribadi/ 

objektif, 
memihak, 
diskriminatif, 
tidak 
kepen tingan 
kelompok. 

netral, 

4.1.Mengarahkan unit kerja 
pada untuk lebih siap dalam 

menghadapi perubahan 
termasuk memitigasi risiko 
yang mungkin terjadi; 

4.2.Memastikan perubahan 
sudah diterapkan secara 
aktif di lingkup unit kerjanya 
secara berkala; 

4.3.Memimpin dan memastikan 
penerapan program-program 
perubahan selaras antar unit 
kerja. 

4 Memimpin 
perubahan 
unit kerja 

mendorong 
manajemen 
pembelajaran 

Menyusun program 
pengembangan 
jangka panjang 
dalam rangka 

4 

7. Mengelola 
Perubahan 

6. Pengembangan 
diri dan orang 
lain 
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4.1.Mampu melakukan evaluasi 
terhadap teknis/ metode/ 
sistem cara kerja menemu 
kenali kelebihan dan 
kekurangan melakukan 
pengembangan atau 
perbaikan cara keria 

4.1.Mengevaluasi strategi 
advokasi yang ada saat ini, 
menganalisis kekuatan dan 
kekurangan berbagai metode 
yang dijalankan dengan 
kelompok sasaran yang 
berbeda; 

4.2.Mengembangkan norma 
standar, prosedur, kriteria, 
pedoman, dan/ atau 
petunjuk teknis bidang 
perikanan; 

4.3.Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan 
strategi advokasi yang dapat 
dijalankan oleh mereka 
sendiri dalam menerapkan 
kebijakan di bidang 
perikanan. 

4 .1. Menginisiasi dan 
merepresentasikan 
pemerintah di lingkungan 
kerja dan masyarakat untuk 
senantiasa menjaga 
persatuan dan kesatuan 
dalam keberagaman dan 
menerima segala ben tuk 
perbedaan dalam kehidupan 
bermasyarakat; 

4.2.Mampu mendayagunakan 
perbedaan latar belakang, 
agama/ kepercayaan, suku, 
jender, sosial, ekonomi, 
preferensi politik untuk 
mencapai kelancaran 
pencapaian tujuan 
organisasi; 

4.3.Mampu membuat program 
yang mengakomodasi 
perbedaan latar belakang, 
agama/ kepercayaan, suku, 
jender, sosial ekonomi, 
preferensi politik. 

penanganannya 
risiko). 

(mitigasi 

Mampu 
mengevaluasi dan 
menyusun 
perangkat, norma, 
standar prosedur 
instrument terkait 
pembinaan nelayan 

Mampu 
mengembangkan 
strategi advokasi 
kebijakan bidang 
perikanan 

Mendayaguna-kan 
perbedaan secara 
konstruktif dan 
kreatif untuk 
meningkatkan 
efektifitas 
orgamsasi 

4 

4 

4 

11. Pembinaan 
Nelayan Kecil 
dan Pengelolaan 
Tern pat 
Pelayanan lkan 

10.Advokasi 
kebijakan 
Bidang 
Perikanan 

C. Teknis 

9. Perekat Bangsa 
B. Sosial Kultural 
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4 .1. Mampu melakukan evaluasi 
terhadap teknis / metode / 
sistem cara kerja menemu 
kenali kelebihan dan 
kek:urangan melakukan 
pengembangan a tau 
perbaikan cara kerja 

4.1.Mampu melakukan evaluasi 
terhadap teknis/ metode/ 
sistem cara kerja menemu 
kenali kelebihan dan 
kek:urangan melakukan 
pengembangan atau 
perbaikan cara kerja 
pemetaan potensi perikanan 
yang lebih efektif/ efisien; 

4.2.Mampu menyusun pedoman, 
petunjuk teknis, cara kerja 
yang dijadikan norma 
standar, prosedur, 
instrument pelaksanaan 
pemetaan potensi perikanan; 

4.3.Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder pelaksanaan 
pemetaan potensi perikanan 
dan memberikan bimbingan 
dan fasilitasi kepada instansi 
lain atau stakeholder terkait 
pelaksanaan pemetaan 
potensi perikanan. 

pembinaan nelayan kecil dan 
pengelolaan tempat 
pelayanan ikan yang lebih 
efektif/ efisien; 

4.2.Mampu menyusun pedoman, 
petunjuk teknis, cara kerja 
yang dijadikan norm a 
standar, prosedur, 
instrument pelaksanaan 
pembinaan nelayan kecil dan 
pengelolaan tern pat 
pelayanan ikan; 

4.3.Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder pelaksanaan 
pembinaan nelayan kecil dan 
pengelolaan tempat 
pelayanan ikan dan 
memberikan bimbingan dan 
fasilitasi kepada instansi lain 
atau stakeholder terkait 
pelaksanaan pembinaan 
nelayan kecil dan 
pengelolaan tempat 
pelayanan ikan. 

Mampu 
mengevaluasi dan 
menyusun 
perangkat, norma, 
standar prosedur 
instrument dalam 
pemberdayaan 

Mampu 
mengevaluasi dan 
menyusun 
perangkat, norma, 
standar prosedur 
instrument terkait 
pemetaan potensi 
perikanan 

kecil dan 
pengelolaan tempat 
pelayanan ikan 

4 

4 

13.Pemberdayaan 
nelayan kecil dan 
usaha kecil 
perikanan 

12. Pemetaan 
potensi 
perikanan 
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4 .1. Mengevaluasi strategi 
advokasi yang ada saat mi, 
menganalisis kekuatan dan 
kekurangan berbagai metode 
yang dijalankan dengan 
kelompok sasaran yang 
berbeda; 

pemberdayaan nelayan kecil 
dan usaha kecil perikanan 
yang lebih efektif/ efisien; 

4.2.Mampu menyusun pedoman, 
petunjuk teknis, cara kerja 
yang dij adikan norma 
standar, prosedur, 
instrument pem berdayaan 
nelayan kecil dan usaha kecil 
perikanan; 

4.3.Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder pelaksanaan 
pemberdayaan nelayan kecil 
dan usaha kecil perikanan 
dan memberikan bimbingan 
dan fasilitasi kepada instansi 
lain atau stakeholder terkait 
pelaksanaan pemberdayaan 
nelayan kecil dan usaha kecil 
perikanan. 

4.1.Mampu melakukan evaluasi 
terhadap teknis / metode / 
sistem cara kerja menemu 
kenali kele bihan dan 
kekurangan melakukan 
pengembangan a tau 
perbaikan cara kerja 
pengawasan pengelolaan 
sumber daya perikanan yang 
lebih efektif/ efisien; 

4.2.Mampu menyusun pedoman, 
petunjuk teknis, cara kerja 
yang dijadikan norma 
standar, prosedur, 
instrument pelaksanaan 
pengawasan pengelolaan 
sumber daya perikanan; 

4.3.Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder pelaksanaan 
pengawasan pengelolaan 
sumber daya perikanan dan 
memberikan bimbingan dan 
fasilitasi kepada instansi lain 
atau stakeholder terkait 
pelaksanaan pengawasan 
pengelolaan sumber daya 
perikanan. 

Mampu 
mengembangkan 
strategi advokasi 
kebijakan otonomi 
daerah yang tepat 
sesuai kondisi . 

Mampu 
mengevaluasi 
dan menyusun 
perangkat, norma, 
standar prosedur 
instrument 
pengawasan 
pengelolaan 
sumber daya 
perikanan 

nelayan kecil dan 
us aha kecil 
perikanan 

- 198 - 

4 

4 

15.Advokasi 
kebijakan 
Otonomi Daerah 

14. Pengawasan 
pengelolaan 
sumber daya 
perikanan 

1 
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tahun; 
2. Sedang atau 

pemah menduduki 
jabatan 
administrator 
(esselon III.a) atau 
jabatan fungsional 
jenjang ahli madya 
paling singkat 2 
(dua) tahun. 

3. Sedang atau 
pemah 
menduduki 
jabatan 
administrator 
(esselon III. b) 
paling singkat 3 
(tiga) tahun 

perikanan 
kumulatif 

kurang 
5 (lima) 

t 

dalam 
pengalaman 
Jabatan 
bidang 
secara 
paling 
selama 

1. Memiliki C. Pengalaman kerja 

Pemberdayaan 
Nelayan Kecil dan 
Usaha Kecil 
Perikanan 

1. Diklat Budidaya 
Perikanan 

2. Diklat 

Pelatihan - .../ 
Kepemimpinan 
Pratama 

3. Funzsional 

2. Teknis 

1. Manajerial 
2. Bidanz Ilmu 

B. Pelatihan 

1. .Jenianz A. Pendidikan 
Perikanan/ Pertanian/ Manajemen. 
Sariana/ Dioloma IV 

Mutlak Penting Perlu 

Tingkat pentingnya 
terhadap jabatan Uraian Jenis Persyaratan 

III. PERSYARATAN JABATAN 

norma 
kriteria, 

a tau 
strategi 

otonomi 

4 .2. Mengembangkan 
standar, prosedur, 
pedornan, dan/ 
petunjuk teknis 
advokasi kebijakan 
daerah; 

4.3. Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan 
strategi advokasi yang dapat 
dijalankan oleh mereka 
sendiri dalam menerapkan 
kebijakan otonomi daerah. 
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t 

D. Pangkat Pembina/ IV.a 
E. lndikator Kinerja Jabatan 1. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap. 

2. Peningkatan Kesejahteraan Nelayan dan 
Petani Budidaya Ikan. 
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4.1.Mengintegrasikan informasi 
- informasi penting hasil 
diskusi dengan pihak lain 
untuk mendapatkan 
pemahaman yang sama; 
Berbagi informasi dengan 
pemangku kepen tingan 
untuk tujuan meningkatkan 
kineria secara keseluruhan; 

Mampu 
mengemukakan 
pemikiran 
multidimensi 
secara lisan dan 
tertulis un tuk 
mendorong 
kesepakatan 
dengan tuiuan 

4 3. Komunikasi 

4.1.Membangun sinergi antar 
unit kerja di lingkup 
instansi yang dipimpin; 

4.2.Memfasilitasi kepentingan 
yang berbeda dari unit kerja 
lain sehingga tercipta sinergi 
dalam rangka pencapaian 
target kerja organisasi; 

4.3.Mengembangkan sistem 
yang menghargai kerja sama 
antar unit, memberikan 
dukungan/ semangat 
untuk memastikan 
tercapainya sinergi dalam 
rangka pencapaian target 
keria organisasi. 

Membangun 
komitmen tim, 
sinergi 

4 2. Kerjasama 

1. Integritas 4.1.Menciptakan situasi kerja 
yang mendorong seluruh 
pemangku kepen tingan 
mematuhi nilai, norma, dan 
etika organisasi dalam 
segala situasi dan kondisi; 

4.2.Mendukung dan 
menerapkan prinsip moral 
dan standar etika yang 
tinggi, serta berani 
menanggung 
konsekuensinya; 

4.3.Berani melakukan koreksi 
atau mengambil tindakan 
atas penyimpangan kode 
etik/ nilai - nilai yang 
dilakukan oleh orang lain, 
pada tataran lingkup kerja 
setingkat instansi meskipun 
ada resiko. 

Mampu 
menciptakan 
situasi kerja yang 
mendorong 
kepatuhan pada 
nilai, norma, dan 
etika organisasi 

4 
A. Manajerial 

Indikator Kompetensi Diskripsi Level Kompetensi 
0. STANDAR KOIIPETENSI 

Memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan, merumuskan dan 
melaksanakan kebiiakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan. 

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 
JPT Pratama 
Bidang Perpustakaan dan Kearsipan 
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1. IKHTISAR JABATAK 

26. Nama Jabatan 
Kelompok Jabatan 
Urusan Pemerintah 
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4.1.Memahami dan memberi 
perhatian kepada isu - isu 
jangka panjang, kesempatan 
atau kekuatan politik yang 
mempengaruhi organisasi 
dalam hubungannya dengan 
dunia luar, 
memperhitungkan dan 
mengantisipasi dampak 
terhadap pelaksanaan tugas 
- tugas pelayanan publik 
secara objektif, transparan, 
dan professional dalam 
lingkup organisasi; 

4.2.Menjaga agar kebijakan 
pelayanan publik yang 
diselenggarakan oleh 
instansinya telah selaras 
dengan standar pelayanan 
yang objektif, netral, tidak 
mernihak, tidak 
diskriminatif, serta tidak 
terpengaruh kepen tingan 
pribadi/ kelompok/ partai 
politik; 

4.3.Menerapkan strategi jangka 
panjang yang berfokus pada 
pemenuhan kebutuhan 
pemangku kepentingan 
dalam menyusun kebiiakan 

4.1.Mendorong unit kerja di 
tingkat instansi untuk 
mencapai kinerja yang 
melebihi target yang 
ditetapkan; 

4.2.Memantau dan 
mengevaluasi hasil kerja 
unitnya agar selaras dengan 
sasaran strategis instansi; 

4.3.Mendorong pemanfaatan 
sum ber day a bersama an tar 
unit kerja dalam rangka 
meningkatkan efektifitas 
dan efisiensi pencapaian 
target organisasi. 

4.2.Menuangkan pemikiran/ 
konsep yang multidimensi 
dalam bentuk tulisan 
formal; 

4.3.Menyampaikan informasi 
secara persuasif un tuk 
mendorong pemangku 
kepentingan sepakat pada 
langkah - langkah bersama 
dengan tujuan 
meningkatkan kinerja 
secara keseluruhan. 

Mampu 
memonitor, 
rnengevaluasi, 
memperhitungkan 
dan 
mengantisipasi 
dampak dari isu­ 
isu jangka 
panjang, 
kesernpatan, atau 
kekuatan politik 
dalam hal 
pelayanan 
kebutuhan 
pemangku 
kepen tingan yang 
transparan, 
objektif, dan 
prof esional 

Mendorong unit 
kerja mencapai 
target yang 
ditetapkan atau 
melebihi hasil 
kerja sebelumnya 

meningkatkan 
kinerja secara 
keseluruhan 
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4 

5. Pelayanan 
Publik 

4. Orientasi pada 
hasil 
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organisasi; 
4.2.Menghasilkan solusi dari 

berbagai masalah yang 
kompleks, terkait dengan 
bi dang kerj any a yang 
berdampak pada pihak lain; 

4.3.Membuat keputusan dan 
mengantisipasi dampak 
keputusannya serta 
menyiapkan tindakan 
penanganannya (mitigasi 

a tau 
konsep 

masalah yang 
beberapa/ 

fungsi dalam 

4.1.Menyusun dan/ 
mernutuskan 
penyelesaian 
rnelibatkan 
seluruh 

4.1.Mengarahkan unit kerja 
untuk lebih siap dalam 
menghadapi perubahan 
termasuk memitigasi risiko 
yang mungkin terjadi; 

4.2.Mernastikan perubahan 
sudah diterapkan secara 
aktif di lingkup unit 
kerjanya secara berkala; 

4.3.Memimpin dan memastikan 
penerapan program - 
program peru bahan selaras 
antar unit kerja. 

4.1.Menyusun program 
pengernbangan jangka 
panjang bersama - sama 
dengan bawahan, termasuk 
didalamnya pen eta pan 
tujuan, birnbingan, 
penugasan dan pengalarnan 
lainnya, serta 
rnengalokasikan waktu 
untuk mengikuti pelatihan/ 
pendidikan / pengembangan 
kompetensi dan karir; 

4.2.Melaksanakan manajemen 
pembelajaran termasuk 
evaluasi dan urnpan balik 
pada tataran organisasi; 

4.3.Mengembangkan orang- 
orang disekitarnya secara 
konsisten, rnelakukan 
kaderisasi untuk posisi - 
posisi di unit kerjanya. 

transparan, 
terpengaruh 

pribadi/ 

tidak 

standar 
tidak 

dengan mengikuti 
objektif, netral, 
mernihak, 
diskriminatif, 
tidak 
kepentingan 
kelompok. 

Menyelesaikan 
masalah yang 
mengandung 
risiko tinggi, 
mengantisipasi 
dampak 
keputusan, 
membuat 
tindakan 
pengamanan 
(mitigasi risiko) 

Memimpin 
perubahan pada 
unit kerja 

Menyusun 
program 
pengembangan 
jangka panjang 
dalam rangka 
mendorong 
manajemen 
pembelajaran 

4 

4 

4 

8. Pengam bilan 
Keputusan 

7. Mengelola 
Perubahan 

6. Pengembangan 
diri dan orang 
lain 
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4.1.Mampu melakukan evaluasi 
pelaksanaan pengelolaan 
perpustakaan serta 
menemukan kelebihan dan 
kekurangan dalam 
melakukan pengembangan 
atau perbaikan pelaksanaan 

norm a 
kriteria, 

a tau 
strategi 
bi dang 

dan 

4 .1. Mengevaluasi strategi 
advokasi yang ada saat mi, 
menganalisis kekuatan dan 
kekurangan berbagai 
metode yang dijalankan 
dengan kelompok sasaran 
yang berbeda; 

4. 2. Mengembangkan 
standar, prosedur, 
pedoman, dan/ 
petunjuk teknis 
advokasi kebijakan 
perpustakaan 
kearsipan; 

4.3.Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan 
strategi advokasi yang dapat 
dijalankan oleh mereka 
sendiri dalam menerapkan 
kebijakan bidang 
perpustakaan dan 
kearsipan. 

4. 1. Menginisiasi dan 
merepresen tasikan 
pemerintah di lingkungan 
kerja dan masyarakat untuk 
senantiasa menjaga 
persatuan dan kesatuan 
dalam keberagaman dan 
menerima segala bentuk 
perbedaan dalam kehidupan 
bermasyarakat; 

4 .2. Mampu mendayagunakan 
perbedaan latar belakang, 
agama/ kepercayaan, suku, 
jender, sosial ekonomi, 
preferensi politik untuk 
mencapai kelancaran 
pencapaian tujuan 
organisasi; 

4.3.Mampu membuat program 
yang mengakomodasi 
perbedaan latar belakang, 
agama/ kepercayaan, suku, 
jender, sosial ekonomi, 
preferensi politik. 

Mampu 
mengembangkan 
perangkat norma 
standar prosedur 
dan mengevaluasi 
pengelolaan 
perpustakaan 

Mampu 
mengevaluasi, 
mengembangkan 
dan menyusun 
strategi advokasi 
kebijakan di 
bi dang 
perpustakaan dan 
kearsipan 

Mendayagunakan 
perbedaan secara 
konstruktif dan 
kreatif untuk 
meningkatkan 
efektifitas 
organisasi 

4 

4 

4 

11. Pengelolaan 
Perpustakaan 

10. Advokasi 
Kebijakan 
Bi dang 
Perpustakaan 
dan Kearsipan 

C. Teknis 

9. Perekat 
Bangsa 

B. Sosial Kultural 

t 

risiko). 
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4.1.Mampu melakukan evaluasi 
terhadap teknis/ metode/ 
sistem car a kerja 
menemukan kelebihan dan 

Mampu 
mengevaluasi dan 
menyusun 
perangkat norrna 

4 13. Pengelolaan 
Arsip 

4.1.Mampu melakukan evaluasi 
terhadap teknis/ metode/ 
sis tern cara kerja 
menemukan kelebihan dan 
kekurangan dalam 
melakukan pengembangan 
atau perbaikan cara kerja 
studi kelayakan pelestarian 
koleksi nasional dan naskah 
kuno yang lebih efektif/ 
efisien; 

4.2.Mampu menyusun 
pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan 
norrna standar, prosedur, 
instrumen prosedur 
kelayakan pelestarian 
koleksi nasional dan naskah 
kuno; 

4.3.Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder terkait prosedur 
kelayakan pelestarian 
koleksi nasional dan naskah 
kuno serta memberikan 
bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lainnya 
atau stakehoider terkait 
kelayakan pelestarian 
koleksi nasional dan naskah 
kuno. 

Mampu 
mengevaluasi dan 
menyusun 
perangkat norrna 
standar prosedur 
kelayakan 
pelestarian 
koleksi nasional 
dan naskah kuno 

4 12. Pelestarian 
Koleksi 
Nasional dan 
Naskah Kuno 

prasarana 
dan 

menyusun 
pedoman 

pengelolaan 

pengelolaan perpustakaan 
dan kearsipan yang lebih 
efektif / efisien; 

4.2.Mampu 
perbaikan/ 
operasional 
saran a dan 
perpustakaan 
kearsipan; 

4.3.Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder terhadap 
pengelolaan sarana dan 
prasarana perpustakaan 
dan kearsipan serta 
memberikan bimbingan dan 
fasilitasi kepada kepada 
instansi setiap unit lainnya 
atau stakeholder terkait 
pengelolaan sarana dan 
prasarana perpustakaan 
dan kearsipan. 
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norma 
kriteria, 

a tau 
strateai 

4.1.Mengevaluasi strategi 
advokasi yang ada saat ini, 
menganalisis kekuatan dan 
kekurangan berbagai 
metode yang dijalankan 
dengan kelompok sasaran 
yang berbeda; 

4.2.Mengembangkan 
standar, prosedur, 
pedornan, dan/ 
petunjuk teknis 

Mampu 
mengembangkan 
strategi advokasi 
kebijakan otonomi 
daerah yang tepat 
sesuai kondisi. 

4 15. Advokasi 
Kebijakan 
Otonomi 
Daerah 

4 .1. Mampu melakukan evaluasi 
pelaksanaan perlindungan 
dan penyelamatan arsip, 
serta menemukan kelebihan 
dan kekurangan dalam 
melakukan perlindungan 
dan penyelamatan arsip 
yang lebih efektif/ efisien; 

4.2.Mampu menyusun 
pedornan, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan 
norma standar, prosedur, 
instrument perlindungan 
dan penyelamatan arsip; 

4.3.Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder, pelaksanaan 
penyelamatan dan 
perlindungan arsip, serta 
memberikan bimbingan dan 
fasilitasi kepada instansi 
lain atau stakeholder terkait 
perlindungan penyelarnatan 
dan perlindungan arsip. 

Mampu 
mengevaluasi dan 
menyusun 
perangkat norma 
standar prosedur 
perlindungan dan 
penyelamatan 
arsip 

4 14. Perlindungan 
dan 
Penyelamatan 
Arsip 

kekurangan dalam 
melakukan pengembangan 
atau perbaikan cara kerja 
pengelolaan arsip yang lebih 
efektif / efisien; 

4.2.Mampu menyusun 
pedornan, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan 
norma standar, prosedur, 
instrumen pengelolaan 
arsip; 

4.3.Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder, pelaksanaan 
pengelolaan teknologi, 
informatika dan manajemen 
data serta memberikan 
bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau 
stakeholder terkait 
pengembangan pengelolaan 
arsip. 

standar prosedur 
instrument 
pengelolaan arsip 
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advokasi kebijakan otonomi 
daerah; 

4.3.Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan 
strategi advokasi yang dapat 
dijalankan oleh mereka 
sendiri dalam menerapkan 
kebijakan otonomi daerah. 

III. PERSYARATANJABATAN 
Tingkat pentingnya 

Jenis Persyaratan Uraian terhadap jabatan 

Mutlak Pen ting Perlu 
A. Pendidikan 1. Jenjang Sariana/ Diploma IV 

2. Bi dang Perpustakaan I Kearsipan/ Sastra Indonesia/ 
Ilmu Bahasa/ Manajemen/ Administrasi Negara/ 

Hukum/ Pemerintahan/ Sejarah. 
B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan Kepemimpinan - v - 

Pratama 
2. Teknis Diklat Teknis - " - 

Perpustakaan dan 
Kearsipan 

3. Fungsional 
C. Pengalaman kerja 1. Memiliki pengalaman v - - 

jabatan dalam bidang 
Perpustakaan / 
Kearsipan secara 
kumulatif paling 
kurang 5 {lima) 
tahun; 

2. Sedang atau pemah -.J - - 
menduduki jabatan 
ad minis tra tor 
{esselon Ill.a) a tau 
jabatan fungsional 
jenjang ahli mad ya 
paling singkat 2 {dua) 
tahun. -.J - - 

3. Sedang atau pemah 
menduduki jabatan 
administrator 
{esselon III.b) paling 
sinzkat 3 {tiga) tahun 

D.Pangkat Pembina/ IV.a 
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Kualitas pengelolaan perpustakaan, 

pelestarian koleksi nasional dan/ a tau 
naskah kuno; 

2. Kualitas pengelolaan arsip dan penyelamatan 
arsip. 
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4 .1. Mengintegrasikan informasi Mampu 4 3. Komunikasi 

4.1.Membangun sinergi antar 
unit kerja di lingkup 
instansi yang dipimpin; 

4.2.Memfasilitasi kepentingan 
yang berbeda dari unit 
kerja lain sehingga tercipta 
sinergi dalam rangka 
pencapaian target kerja 
organisasi; 

4.3.Mengembangkan sistem 
yang menghargai kerja 
sama an tar unit, 
memberikan dukungan/ 
semangat untuk 
memastikan tercapainya 
sinergi dalam rangka 
pencapaian target kerja 
organisasi. 

. . smergi 

Membangun 
komitmen tim, 

4 2. Kerjasama 

4.1.Menciptakan situasi kerja 
yang mendorong seluruh 
pemangku kepentingan 
mematuhi nilai, norma, 
dan etika organisasi dalam 
segala situasi dan kondisi; 

4.2.Mendukung dan 
menerapkan prinsip moral 
dan standar etika yang 
tinggi, serta berani 
menanggung 
konsekuensinya; 

4.3.Berani melakukan koreksi 
atau mengambil tindakan 
atas penyimpangan kode 
etik/ nilai - nilai yang 
dilakukan oleh orang lain, 
pada tataran lingkup kerja 
setingkat instansi 
meskipun ada resiko. 

Mampu 
menciptakan situasi 
kerja yang 
mendorong 
kepatuhan pada 
nilai, norrna, dan 
etika organisasi 

4 1. Integritas 
A. Mana.ierial 

Indikator Kompetensi Diskripsi Level 
II. STAlfDAR KOMPETE:NSI 

Kompetensi 

Memimpin, membina, rnengawasi, mengkoordinasikan, merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum 
serta perlindungan masyarakat. 

a 

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 
JPT Pratama 
Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta 
Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan 
Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub 
Urusan Kebakaran) 
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4.1.Memahami dan memberi 
perhatian kepada isu-isu 
jangka panjang, 
kesempatan atau kekuatan 
politik yang mempengaruhi 
orgamsasi dalam 
hubungannya dengan 
dunia luar, 
memperhitungkan dan 
mengantisipasi dampak 
terhadap pelaksanaan 
tugas-tugas pelayanan 
publik secara objektif, 
transparan, dan 
professional dalam lingkup 
organisasi; 

4.2.Menjaga agar kebijakan 
pelayanan publik yang 
diselenzzarakan oleh 

mengevaluasi hasil kerja 
unitnya agar selaras 
dengan sasaran strategis 
instansi; 

4.3.Mendorong pemanfaatan 
sumber daya bersama 
antar unit kerja dalam 
rangka meningkatkan 
efektifitas dan efisiensi 
pencaian target organisasi. 

Mampu memonitor, 
mengevaluasi, 
memperhitungkan 
dan mengantisipasi 
dampak dari isu-isu 
jangka panjang, 
kesempatan, a tau 
kekuatan politik 
dalam hal 
pelayanan 
kebutuhan 
pemangku 
kepentingan yang 
transparan, objektif, 
dan prof esional 

sebelumnya dan 

untuk 
yang 
yang 

tingkat instansi 
mencapai kinerja 
melebihi target 
ditetapkan; 

4.2.Memantau 

Mendorong unit 4.1.Mendorong unit kerja di 
kerja mencapai 
target yang 
ditetapkan a tau 
mele bihi hasil kerj a 

- informasi penting hasil 
diskusi dengan pihak lain 
untuk mendapatkan 
pemahaman yang sama; 
berbagi informasi dengan 
pemangku kepentingan 
untuk tujuan 
meningkatkan kinerja 
secara keseluruhan; 

4. 2. Menuangkan pemikiran / 
konsep yang multidimensi 
dalam bentuk tulisan 
formal; 

4.3.Menyampaikan informasi 
secara persuasif un tuk 
mendorong pemangku 
kepentingan sepakat pada 
langkah-langkah bersama 
dengan tujuan 
meningkatkan kinerja 
secara keseluruhan. 

mengemukakan 
pemikiran 
multidimensi secara 
lisan dan tertulis 
un tuk mendorong 
kesepakatan dengan 
tujuan 
meningkatkan 
kinerja secara 
keseluruhan 
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4. 1. Menyusun program 
pengembangan jangka 
panjang bersama-sarna 
dengan bawahan, termasuk 
didalamnya penetapan 
tujuan, bimbingan, 
penugasan dan 
pengalaman lainnya, serta 
mengalokasikan waktu 
untuk mengikuti 
pelatihan/ pendidikan/ 
pengembangan kompetensi 
dan karir; 

4.2.Melaksanakan manajemen 
pembelajaran termasuk 
evaluasi dan umpan balik 
pada tataran organisasi; 

4.3.Mengembangkan orang - 
orang disekitamya secara 
konsisten, melakukan 
kaderisasi untuk pos1s1 - 
posisi di unit kerjanya. 

instansinya telah selaras 
dengan standar pelayanan 
yang objektif, netral, tidak 
rnernihak, tidak 
diskriminatif, serta tidak 
terpengaruh kepentingan 
pribadi/ kelompok/ partai 
politik; 

4.3.Menerapkan strategi jangka 
panjang yang berfokus 
pada pemenuhan 
kebutuhan pemangku 
kepentingan dalam 
menyusun kebijakan 
dengan mengikuti standar 
objektif, netral, tidak 
rnernihak, tidak 
diskriminatif, transparan, 
tidak terpengaruh 
kepentingan pribadi/ 
kelompok. 

Memimpin 
perubahan 
unit kerja 

mendorong 
manajemen 
pembelajaran 

Menyusun program 
pengembangan 
jangka panjang 
dalam rangka 
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4.1.Mengarahkan unit kerja 
pada un tuk le bih siap dalam 

menghadapi perubahan 
termasuk memitigasi risiko 
yang mungkin terjadi; 

4.2.Memastikan perubahan 
sudah diterapkan secara 
aktif di lingkup unit 
kerjanya secara berkala; 

4.3.Memimpin dan 
memastikan pen era pan 
program-program 
perubahan selaras antar 

4 

4 

7. Mengelola 
Perubahan 

6. Pengembangan 
diri dan orang 
lain 
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4.1.Mampu melakukan 
evaluasi terhadap teknis / 
metode/ sistem cara kerja 
dan menemu kenali 
kelebihan dan kekurangan 
pelaksanaan pengendalian 
ketertiban umum 

4.2.Mampu menyusun teknik, 
metode, dan 
mengembangkan kapasitas 

Mampu 
mengevaluasi 
pelaksanaan 
pengendalian 
ketertiban umum 

4 10. Pengendalian 
Ketertiban 
Umum 

4.1.Menginisiasi dan 
merepresen tasikan 
pemerintah di lingkungan 
kerja dan masyarakat 
untuk senantiasa menjaga 
persatuan dan kesatuan 
dalam keberagaman dan 
menerima segala bentuk 
perbedaan dalam 
kehidupan bermasyarakat; 

4. 2. Mampu mendayagunakan 
perbedaan latar belakang, 
agama/ kepercayaan, 
suku, jender, sosial 
ekonomi, preferensi politik 
untuk mencapai 
kelancaran pencapaian 
tujuan organisasi; 

4.3.Mampu membuat program 
yang mengakomodasi 
perbedaan latar belakang, 
agama/ kepercayaan, 
suku, jender, sosial 
ekonomi, preferensi politik. 

(mitigasi penanganannya 
risiko). 

4.1.Menyusun dan/ atau 
memutuskan konsep 
penyelesaian masalah yang 
melibatkan beberapa/ 
seluruh fungsi dalam 
organisasi; 

4.2.Menghasilkan solusi dari 
berbagai masalah yang 
kompleks, terkait dengan 
bidang kerjanya yang 
berdampak pada pihak 
lain; 

4.3.Membuat keputusan dan 
mengantisipasi dampak 
keputusannya serta 
menyiapkan tindakan 

unit kerja. 

Mendayagunakan 
perbedaan secara 
konstruktif dan 
kreatif untuk 
meningkatkan 
efektifitas organisasi 

4 

Menyelesaikan 
masalah yang 
mengandung risiko 
tinggi, 
mengan tisi pasi 
dampak keputusan, 
membuat tindakan 
pengamanan; 
mi tigasi risiko 

4 

C. Teknis 

9. Perekat 
Bangsa 

B. Sosial Kultural 

8. Pengam bilan 
Keputusan 
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umum 
4.3.Mampu meyakinkan dan 

memperoleh dukungan dari 
stakeholder terkait hasil 
pemetaan potensi 
kerawanan pelanggaran 
ketertiban urnum. 

kerawanan 
ketertiban 

potensi 
pelanggaran 

4.1.Mampu melakukan 
evaluasi terhadap teknis/ 
metode / sistem 
pengumpulan, pengolahan, 
dan analisis pemetaan 
potensi kerawanan 
pelanggaran ketertiban 
umum 

4.2.Mampu menyusun teknik, 
metode, dan 
mengembangkan kapasitas 
SOM dalam memetakan 

4.1.Mampu melakukan 
evaluasi terhadap teknis/ 
metode/ sistem cara kerja 
menemu kenali kelebihan 
dan kekurangan 
melakukan pen gem bangan 
atau perbaikan cara kerja 
penanganan dan 
pengendalian ke bakaran 
dan penyelamatan korban 
yang lebih efektif/ efisien 

4.2.Mampu menyusun 
pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan 
norma standar, prosedur, 
instrumen penanganan dan 
pengendalian ke bakaran 

4.3.Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder penanganan 
dan pengendalian 
ke bakaran dan fasili tasi 
kepada instansi lain atau 
stakeholder terkait 
penanganan dan 
pengendalian ke bakaran. 

SOM dalam pengendalian 
ketertiban umum 

4.3.Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder terkait 
pengembangan teknik, 
metode, dan kapasitas 
SOM pengendalian 
ketertiban umum. 

Mampu 
mengevaluasi 
pelaksanaan 
pemetaan potensi 
kerawanan 
pelanggaran 
ketertiban umum 

Mampu 
mengevaluasi 
dan menyusun 
perangkat norma 
standar prosedur 
instrument 
penanganan dan 
pengendalian 
kebakaran 
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Kerawanan 
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11. Penanganan 
dan 
Pengendalian 
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4 .1. Mengevaluasi strategi 
advokasi yang ada saat ini, 
menganalisis kekuatan dan 
kekurangan berbagai 
metode yang dijalankan 
dengan kelompok sasaran 
yang berbeda; 

4.2.Mengembangkan norma 
standar, prosedur, kriteria, 
pedoman, dan/ a tau 
petunjuk teknis strategi 
advokasi kebijakan otonomi 
daerah; 

4.3.Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan 
strategi advokasi yang 
dapat dijalankan oleh 
mereka sendiri dalam 

pelanggaran ketertiban; 
4.2.Mampu menyusun teknik 

metode / media penyuluhan 
yang lebih efektif dan 
efisien terkait pencegahan 
kebakaran dan 
pelanggaran ketertiban; 

4.3.Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder terhadap 
metode dan media 
penyuluhan pencegahan 
kebakaran dan 
pelanggaran ketertiban 
serta meningkatkan 
kapasitas SDM 
penyuluhan. 

Mampu 
mengembangkan 
strategi advokasi 
kebijakan otonomi 
daerah yang tepat 
sesuai kondisi. 

4 15. Advokasi 
kebijakan 
otonomi 
daerah 

melakukan 
efektifitas 

pencegahan 
dan 

4.1.Mampu 
evaluasi 
penyuluhan 
kebakaran 

Mampu 
mengevaluasi 
pelaksanaan 
penyuluhan 
pencegahan 
kebakaran 
dan pelanggaran 
ketertiban 

4 14. Penyuluhan 
pencegahan 
kebakaran 
dan 
pelanggaran 
ketertiban 

4.1.Mampu melakukan 
evaluasi terhadap teknis/ 
metode / sistem 
pengurnpulan, pengolahan, 
dan analisis pemetaan 
potensi bahaya kebakaran 

4. 2. Mampu menyusun teknik, 
metode, dan 
mengembangkan kapasitas 
SDM dalam memetakan 
Potensi bahaya kebakaran 

4.3.Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder terkait hasil 
pemetaan potensi bahaya 
kebakaran. 

Mampu 
mengevaluasi 
pelaksanaan 
pemetaan 
potensi bahaya 
kebakaran 

4 13. Pemetaan 
potensi 
bah a ya 
kebakaran 
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menerapkan kebijakan 
otonomi daerah. 

III. PERSYARATANJABATAN 
Tingkat pentingnya 

Jenis Persyaratan Uraian terhadap jabatan 
Mutlak Pen ting Perlu 

A. Pendidikan 1. Jenjang Sariana/ Dioloma IV 
2. Bidang Politik/ Hukum/ Pemerin tahan / Administrasi 

Ilmu Negara/ Sosial dan Politik/ Komunikasi. 
8. Pelatihan 1. Manajerial Diklat Kepemirnpinan - ...J - 

Pratama 
2. Teknis Diklat Pengendalian - ...J - 

Massa 
Diklat Penyidik pegawai - v - 
nezeri sipil (PPNS) 
Diklat Dasar Pol-PP - ...J - 
Diklat Pemadam - '1 - 

3. Funzsional 
C. Pengalaman kerja 1. Memiliki pengalaman ...J - - 

jabatan dalam bidang 
kepamongprajaan/ 
linmas/ pemadaman 
kebakaran secara 
kumulatif paling 
kurang 5 (lima) 
tahun; 

2. Sedang atau pemah 
menduduki jabatan ..; - - 
administrator 
(esselon III.a) a tau 
jabatan fungsional 
jenjang ahli mad ya 
paling singkat 2 (dua) 
tahun. 

3. Sedang atau pemah ..; - - 
menduduki jabatan 
administrator 
(esselon III. b) paling 
singkat 3 (tiga) 
tahun. 

D. Pangkat Pembina/ IV.a 
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Peningkatan Ketertiban Umum; 

2. Penurunan Pelanggaran Perda; 
3. Penurunan Kasus Kebakaran. 
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organisasi. 

4.1. Menciptakan situasi 
kerja yang mendorong 
seluruh pemangku 
kepentingan mematuhi 
nilai, norma, dan etika 
organisasi dalam segala 
situasi dan kondisi; 

4.2. Mendukung dan 
menerapkan prinsip 
moral dan standar etika 
yang tinggi, serta berani 
menanggung 
konsekuensinya; 

4.3. Berani melakukan 
koreksi atau mengambil 
tindakan atas 
penyimpangan kode 
etik/ nilai-nilai yang 
dilakukan oleh orang 
lain, pada tataran 
lingkup kerja setingkat 
instansi meskipun ada 
resiko. 

. . smergi 

Membangun 
komitmen 

Mampu 
menciptakan 
situasi kerja yang 
mendorong 
kepatuhan pada 
nilai, norma, dan 
etika organisasi 

4.1. Membangun sinergi 
tim, antar unit kerja di 

lingkup instansi yang 
dipimpin; 

4.2. Memfasilitasi 
kepentingan yang 
berbeda dari unit kerja 
lain sehingga tercipta 
sinergi dalam rangka 
pencapaian target kerja 
organisasi; 

4.3. Mengembangkan sistem 
yang menghargai kerja 
sama an tar unit, 
memberikan dukungan/ 
semangat untuk 
memastikan tercapainya 
sinergi dalam rangka 
pencapaian target kerja 

4 

4 

2. Kerj asama 

1. Integritas 
A. Manajerial 

Diskripsi Level Kompetensi 
D. STARDAR KOIIPETEIISI 

Memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan, merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, 
penelitian dan pengembangan daerah. 

Indikator Kompetensi 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
JPT Pratama 
Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 
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4.1. Memahami dan memberi 
perhatian kepada isu-isu 
jangka panjang, 
kesempatan a tau 
kekuatan politik yang 
mempengaruhi 
organisasi dalam 
hubungannya dengan 
dunia luar, 
memperhitungkan dan 
mengantisipasi dampak 
terhadap pelaksanaan 
tugas-tugas pelayanan 
publik secara objektif, 
transparan, dan 
professional dalam 

Mampu 
memonitor, 
mengevaluasi, 
memperhitungkan 
dan 
mengan tisipasi 
dampak dari isu­ 
isu jangka 
panjang, 
kesempatan, atau 
kekuatan politik 
dalam hal 
pelayanan 
kebutuhan 
pemangku 
kepen tingan yang 

4 5. Pelayanan 
Publik 

Mendorong unit kerja di 
tingkat instansi untuk 
mencapai kinerja yang 
melebihi target yang 
ditetapkan; 
Memantau dan 
mengevaluasi hasil kerja 
unitnya agar selaras 
dengan sasaran strategis 
instansi; 
Mendorong pemanfaatan 
sumber daya bersama 
antar unit kerja dalam 
rangka meningkatkan 
efektifitas dan efisiensi 
pencaian target 
organisasi. 

4.3. 

Mendorong unit 4.1. 
kerja mencapai 
target yang 
ditetapkan atau 
melebihi hasil 
kerja sebelumnya 4.2. 

4 4. Orientasi pada 
hasil 

4.1. Mengintegrasikan 
informasi-inforrnasi 
penting hasil diskusi 
dengan pihak lain untuk 
mendapatkan 
pemahaman yang sama; 
Berbagi informasi dengan 
pemangku kepentingan 
untuk tujuan 
meningkatkan kinerja 
secara keseluruhan; 

4.2. Menuangkan pemikiran/ 
konsep yang 
multidimensi dalam 
bentuk tulisan formal; 

4.3. Menyampaikan informasi 
secara persuasif untuk 
mendorong pemangku 
kepentingan sepakat 
pada langkah-langkah 
bersama dengan tujuan 
meningkatkan kinerja 
secara keseluruhan. 

Mampu 
mengemukakan 
pemikiran 
multidimensi 
secara lisan dan 
tertulis un tuk 
mendorong 
kesepakatan 
dengan tujuan 
meningkatkan 
kinerja secara 
keseluruhan 

4 3. Komunikasi 
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i 

transparan, lingkup organisasi; 
objektif, dan 4.2. Menjaga agar kebijakan 
prof esional pelayanan publik yang 

diselenggarakan oleh 
instansinya telah selaras 
dengan standar 
pelayanan yang objektif, 
netral, tidak memihak, 
tidak diskriminatif, serta 
tidak terpengaruh 
kepentingan pribadi/ 
kelompok/ partai politik; 

4.3. Menerapkan strategi 
jangka panjang yang 
berfokus pada 
pemenuhan kebutuhan 
pemangku kepen tingan 
dalam menyusun 
kebijakan dengan 
mengikuti standar 
objektif, netral, tidak 
memihak, tidak 
diskriminatif, 
transparan, tidak 
terpengaruh kepentingan 
pribadi/ kelompok. 

6. Pengembangan 4 Menyusun 4.1. Menyusun program 
diri dan orang program pengembangan jangka 
lain pengembangan panjang bersama-sama 

jangka panjang dengan bawahan, 
dalam rangka termasuk didalamnya 
mendorong penetapan tujuan, 
manajemen bimbingan, penugasan 
pembelajaran dan pengalaman lainnya, 

serta mengalokasikan 
waktu untuk mengikuti 
pelatihan/ pendidikan/ 
pengembangan 
kompetensi dan karir; 

4.2. Melaksanakan 
manajemen 
pembelajaran termasuk 
evaluasi dan um pan 
balik pad a tataran 
organisasi; 

4.3. Mengembangkan orang- 
orang disekitamya 
secara konsisten, 
melakukan kaderisasi 
untuk posisi-posisi di 
unit kerjanya. 

7. Menge Iola 4 Memimpin 4.1. Mengarahkan unit kerja 
Perubahan perubahan pad a untuk lebih siap dalam 

unit kerja menghadapi perubahan 
termasuk memitigasi 
risiko yang mungkin 
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la tar 
agama/ 

membuat 
yang 

organisasi. 
4.3. Mampu 

program 
mengakomodasi 
perbedaan 
belakang, 

4. 1. Menginisiasi dan 
merepresentasikan 
pemerintah di 
lingkungan kerja dan 
masyarakat untuk 
senantiasa menjaga 
persatuan dan kesatuan 
dalam keberagaman dan 
menerima segala bentuk 
perbedaan dalam 
kehidupan 
bermasyarakat. 

4.2. Mampu 
mendayagunakan 
perbedaan la tar 
belakang, agama/ 
kepercayaan, suku, 
jender, sosial ekonomi, 
preferensi politik untuk 
mencapai kelancaran 
pencapaian tujuan 

Mendayagunakan 
perbedaan secara 
konstruktif dan 
kreatif un tuk 
meningkatkan 
efektifitas 
organisasi 

4 9. Perekat Bangsa 
B. Sosial Kultural 

4.1. Menyusun dan/ atau 
memutuskan konsep 
penyelesaian masalah 
yang melibatkan 
beberapa/ seluruh fungsi 
dalam organisasi. 

4.2. Menghasilkan solusi dari 
berbagai masalah yang 
kornpleks, terkait dengan 
bidang kerjanya yang 
berdampak pada pihak 
lain. 

4.3. Membuat keputusan dan 
mengantisipasi dampak 
keputusannya serta 
menyiapkan tindakan 
penanganannya (mitigasi 
risiko). 

Menyelesaikan 
masalah yang 
mengandung 
risiko tinggi, 
mengantisipasi 
dampak 
keputusan, 
membuat 
tindakan 
pengamanan 
mitigasi risiko 

4 8. Pengambilan 
Keputusan 

terjadi; 
4.2. Memastikan perubahan 

sudah diterapkan secara 
aktif di lingkup unit 
kerjanya secara berkala; 

4.3. Memimpin dan 
memastikan penerapan 
program-program 
perubahan selaras antar 
unit kerja. 
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a tau 
keria 

pengembangan 
perbaikan cara 

melakukan 

4 .1. Mampu melakukan 
evaluasi terhadap 
teknis / metode / sistem 
cara kerja, perencanaan 
pem ban gun an daerah, 
menemukenali kelebihan 
dan kekurangan, 

serta kekurangan, 
melakukan 
pengembangan a tau 
perbaikan teknik/ 
metode/ sistem cara 
kerja penyusunan 
kebijakan bidang 
perencanaan, penelitian 
dan pengembangan 
daerah yang lebih efektif 
dan efisien; 

4.2. Mampu menyusun 
pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang 
dijadikan norma, 
standar, prosedur, 
kriteria pelaksanaan 
penyusunan kebijakan 
bidang perencanaan, 
penelitian dan 
pengem bangan daerah; 

4.3. Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan 
dari stakeholder 
terhadap pelaksanaan 
penyusunan kebijakan 
bidang perencanaan, 
penelitian dan 
pengembangan daerah, 
serta memberikan 
bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau 
stakeholder terkait 
penyusunan kebijakan 
bidang perencanaan, 
penelitian dan 
pengembangan daerah. 

4.1. Mampu melakukan 
evaluasi terhadap 
teknik/ metode/ sistem 
cara kerja, mengetahui 
kelebihan dan 

Mampu 
melakukan 
evaluasi dan 
mengoordinasikan 
penyusunan 
perencanaan 
pembangunan 
daerah. 

Mampu 
mengembangkan 
strategi advokasi 
bi dang 
perencanaan, 
penelitian dan 
pengembangan 
daerah. 

4 

4 

11. Perencanaan 
Pembangunan 
Dae rah 

10. Advokasi 
Kebijakan 
Bidang 
Perencanaan 
Serta Penelitian 
Dan 
Pengembangan 

C. Teknis 

kepercayaan, suku, 
jender, sosial ekonomi, 
preferensi politik. 
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4.1. Mampu mengevaluasi 
pelaksanaan pembinaan, 
penyelenggaraan, dan 
efektifitas fasilitasi dan 
inovasi daerah serta 
men emu kenali 
kelebihan dan 
kelemahan efektifitas 

4.1. Mampu melakukan 
evaluasi terhadap 
teknis/ metode/ sistem 
cara kerja penyusunan 
RPJM/ RPJP dan RRT, 
menemukenali kelebihan 
dan kekurangan, 
melakukan 
pengembangan a tau 
perbaikan cara kerja 
penyusunan RPJM / 
RPJP dan RRT yang lebih 
efektif / efisien; 

4.2. Mampu 
mengoordinasikan 
penyusunan RPJM/ 
RPJP dan RRT; 

4.3. Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan 
dari strakholder 
pelaksanaan 
penyusunan RPJM/ 
RPJP dan RRT dan 
memberikan bimbingan 
serta fasilitasi kepada 
instansi lain atau terkait 
perencanaan 
pembangunan daerah. 

pelaksanaan 
perencanaan 
pembangunan daerah 
dan memberikan 
bimbingan serta fasilitasi 
kepada instansi lain atau 
terkait perencanaan 
pembangunan daerah. 

daerah 
efektif/ 

perencanaan 
pembangunan 
yang lebih 
efisien; 

4.2. Mampu 
mengoordinasikan 
penyusunan 
perencanaan 
pembangunan daerah; 

4.3. Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan 
dari strakholder 

Mampu 
mengevaluasi 
pelaksanaan 
pembinaan 
fasilitasi dan 
inovasi daerah. 

Mampu 
mengevaluasi 
pelaksanaan 
penyusunan 
RPJM/ RPJP dan 
RRT 

4 

4 

13. Pengembangan 
Fasilitasi dan 
Inovasi Daerah 

12.Penyusunan 
RPJM/ RPJP 
dan RRT 
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4.1. Mengevaluasi strategi 
advokasi yang ada saat 
ini, menganalisis 
kekuatan dan 
kekurangan berbagai 
metode yang dijalankan 
dengan kelompok 
sasaran yang berbeda; 

4.2. Mengembangkan norma 
standar, prosedur, 
kriteria, pedornan, dan/ 
atau petunjuk teknis 
strategi advokasi 

4.1. Mampu melakukan 
evaluasi perencanaan, 
pengelolaan, 
adrninistrasi, dan 
realisasi penelitian dan 
pengernbangan, serta 
menemu kenali 
kelebihan dan 
kelemahan pelaksanaan 
penelitian dan 
pengembangan; 

4.2. Mampu menyusun 
pedoman petunjuk 
teknis tata cara 
penelitian dan 
pengembangan; 

4.4. Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan 
dari stakeholder terkait 
perbaikan tata cara 
penelitian dan 
pengembangan. 

penyelenggaraan 
fasilitasi dan inovasi 
daerah; 

4.2. Mampu menyusun 
teknik, metode 
pembinaan dan 
pengembangan fasilitasi 
dan inovasi daerah, serta 
mengembangkan 
kapasitas SDM dalam 
fasilitasi dan inovasi 
daerah; 

4.3. Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan 
dari stakeholder terkait 
pengembangan teknik, 
metode, dan kapasitas 
SOM untuk pembinaan 
dan pengembangan 
fasilitasi dan inovasi 
daerah. 

Mampu 
mengembangkan 
strategi advokasi 
kebijakan otonomi 
daerah yang tepat 
sesuai kondisi. 

Mampu 
mengevaluasi 
pelaksanaan 
penelitian dan 
pengembangan. 
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15. Advokasi 
kebijakan 
Otonomi Daerah 

14. Pengelolaan 
Pelaksanaan 
Penelitian dan 
Pengembangan 
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kebijakan otonomi 
daerah; 

4.3. Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan 
strategi advokasi yang 
dapat dijalankan oleh 
mereka sendiri dalam 
menerapkan kebijakan 
otonomi daerah. 

m. PBRSYARATAII JABATAII- - - - ,. - - - - 
•' 

Tingkat pentingnya 
Jenis Persyaratan Uraian terhadap jabatan 

Mutlak Penting] Perlu 
A. Pendidikan 1. .Jenianz Sariana/ Diploma IV 

2. Bidang Pemerintahan/ Manajemen/ Kebijakan Publik/ 
Ilmu Hukum/ Sosial Politik/ Administrasi/ Teknik/ 

Perencanaan Tata Ruang/ Ekonomi. 
8. Pelatihan 1. Manajerial - v - 

2. Teknis Diklat teknis terkait 
perencanaan, - v - penelitian dan 
pengembangan daerah 

3. Fungsional 
C. Pengalaman kerja 1. Memiliki pengalaman v - - 

jabatan dalam 
bidang 
perencanaan I 
peneli tian / 
pengembangan 
secara kumulati1 
paling kurang 5 
(lima) tahun; 

2. Sedang a tau ...J - - 
pemah menduduki 
jabatan 
administrator 
(esselon III.a) a tau 
jabatan fungsional 
jenjang ahli mad ya 
paling singkat 2 
(dua) tahun. 

3. Sedang atau pemah v - - 
menduduki jabatan 
administrator 
(esselon III. b) paling 
singkat 3 (tiga) tahun 

D. Panzkat Pembina/ IV.a 
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Kualitas pengelolaan perencanaan 

pembangunan; 
2. Kualitas hasil penelitian dan pengembangan. 
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f4.1. Mengintegrasikan informasi­ 
informasi penting basil 
diskusi dengan pihak lain 
untuk mendapatkan 
pemahaman yang sama; 
Berbazi informasi denzan 

Mampu 
mengemukakan 
pemikiran 
multidimensi 
secara lisan dan 
tertulis un tuk 

4 

4.1. Membangun sinergi antar 
tim, unit kerja di lingkup 

instansi yang dipimpin; 
4.2. Memfasilitasi kepentingan 

yang berbeda dari unit kerja 
lain sehingga tercipta sinergi 
dalam rangka pencapaian 
target kerja organisasi; 

f4.3. Mengembangkan sistem 
yang menghargai kerja sama 
antar unit, memberikan 
dukungan/ semangat 
untuk memastikan 
tercapainya sinergi dalam 
rangka pencapaian target 
kerja organisasi. 

Membangun 
komitmen 
sinergi 

4 

1. Integritas Mampu 4.4. Menciptakan situasi kerja 
menciptakan yang mendorong seluruh 
situasi kerja yang pemangku kepentingan 
mendorong mematuhi nilai, norma, dan 
kepatuhan pada etika organisasi dalam 
nilai, norma, dan segala situasi dan kondisi; 
etika organisasi 4.5. Mendukung dan 

menerapkan prinsip moral 
dan standar etika yang 
tinggi, serta berani 
menanggung 
konsekuensinya; 

4.6. Berani melakukan koreksi 
atau mengambil tindakan 
atas penyimpangan kode 
etik/nilai-nilai yang 
dilakukan oleh orang lain, 
pada tataran lingkup kerja 
setingkat instansi meskipun 
ada resiko. 

lndikator Kompetensi 
I 

A. Manajerial 

3. Komunikasi 

2. Kerj asama 

I. IKHTISAR JABATAN 
Memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan, merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan teknis di bidang keuangan. 

Diskripsi 
II. STAl'fDAR KOIIPETENSI ~ 

Level Kompetensi 

4 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Dae rah 
JPT Pratama 
Bidang Keuangan 
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Kelompok Jabatan 
Urusan Pemerintah 
Kode Jabatan 

29. Nama Jabatan 
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14.1. Memahami dan memberi 
perhatian kepada isu-rsu 
jangka panjang, kesempatan 
atau kekuatan politik yang 
mempengaruhi organisasi 
dalam hubungannya dengan 
dunia luar, 
memperhitungkan dan 
mengantisipasi dampak 
terhadap pelaksanaan 
tugas-tugas pelayanan 
publik secara objektif, 
transparan, dan professional 
dalam lingkup organisasi; 

14.2. Menjaga agar kebijakan 
yang pelayanan publik yang 

diselenggarakan oleh 
instansinya telah selaras 
dengan standar pelayanan 
yang objektif, netral, tidak 
rnernihak, tidak 
diskriminatif, serta tidak 
terpengaruh kepentingan 
pribadi/ kelompok/ partai 
politik; 

14.3. Menerapkan stratezi ianzka 

4 5. Pelayanan Publik 

mengevaluasi hasil kerja 
unitnya agar selaras dengan 
sasaran strategis instansi; 

14.3. Mendorong pemanfaatan 
sumber daya bersama antar 
unit kerja dalam rangka 
meningkatkan efektifitas 
dan efisiensi pencaian target 
organisasi. 

Mendorong unit 14.1. Mendorong unit kerja di 
kerja mencapai tingkat instansi untuk 
target yang mencapai kinerja yang 
ditetapkan atau melebihi target yang 
melebihi hasil ditetapkan; 
kerja sebelumnya 14.2. Memantau 

4 4. Orientasi pada 
hasil 

dan 

pelayanan 
kebutuhan 
pemangku 
kepen tingan 
transparan, 
objektif, 
prof esional 

panjang, 
kesernpatan, atau 
kekuatan politik 
dalam hal 

Mampu 
memonitor, 
mengevaluasi, 
memperhitungkan 
dan 
mengan tisipasi 
dampak dari isu­ 
isu jangka 

mendorong pemangku kepentingan 
kesepakatan untuk tujuan meningkatkan 
dengan tujuan kinerja secara keseluruhan; 
meningkatkan 14.2. Menuangkan pemikiran/ 
kinerja secara konsep yang multidimensi 
keseluruhan dalam bentuk tulisan 

formal; 
14.3. Menyampaikan informasi 

secara persuasif un tuk 
mendorong pemangku 
kepentingan sepakat pada 
langkah-langkah bersama 
dengan tujuan 
meningkatkan kinerja secara 
keseluruhan. 

dan 
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panjang yang berfokus pada 
pemenuhan kebutuhan 
pemangku kepentingan 
dalam menyusun kebijakan 
dengan mengikuti standar 
objektif, netral, tidak 
memihak, tidak 
diskriminatif, transparan, 
tidak terpengaruh 
kepentingan pribadi/ 
kelompok. 

- 225 - 

4 Menyelesaikan 14.1. Menyusun dan/ atau 
masalah yang memutuskan konsep 
mengandung penyelesaian masalah yang 
risiko tinggi, melibatkan beberapa/ 
mengantisipasi seluruh fungsi dalam 
dampak organisasi; 
keputusan, 14.2. Menghasilkan solusi dari 
membuat berbagai masalah yang 
tindakan kompleks, terkait dengan 
pengamanan bidang kerjanya yang 

4 Memimpin 14.1. Mengarahkan unit kerja 
perubahan pada untuk lebih siap dalam 
unit kerja menghadapi perubahan 

termasuk memi tigasi risiko 
yang mungkin terjadi; 

14.2. Memastikan perubahan 
sudah diterapkan secara 
aktif di lingkup unit 
kerjanya secara berkala; 

14.3. Memimpin dan memastikan 
penerapan program-program 
perubahan selaras antar 
unit kerja. 

4 Menyusun 4.1. Menyusun program 
program pengembangan jangka 
pengembangan panjang bersama-sama 
jangka panjang dengan bawahan, termasuk 
dalam rangka didalamnya penetapan 
mendorong tujuan, birnbingan, 
manajemen penugasan dan pengalaman 
pembelajaran lainnya, serta 

mengalokasikan waktu 
untuk mengikuti pelatihan/ 
pendidikan / pen gem bangan 
kompetensi dan karir; 

14.2. Melaksanakan manajemen 
pembelajaran termasuk 
evaluasi dan umpan balik 
pada tataran organisasi; 

14.3. Mengembangkan orang- 
orang disekitamya secara 
konsisten, melakukan 
kaderisasi untuk posisi­ 
posisi di unit kerjanya. 

8. Pengambilan 
Keputusan 

7. Mengelola 
Perubahan 

6. Pengembangan 
diri dan orang 
lain 
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Mampu ~. l. Mengevaluasi strategi 
mengembangkan advokasi yang ada saat ini, 
strategi advokasi menganalisis kekuatan dan 
kebijakan kekurangan berbagai metode 
pengelolaan yang dijalankan dengan 
keuangan daerah kelompok sasaran yang 
yang tepat sesuai berbeda; 
kondisi. 4.2. Mengembangkan norma 

standar, prosedur, kriteria, 
pedoman, dan/ atau 
petunjuk teknis strategi 
advokasi kebijakan di 
bi dang pengelolaan 
keuangan daerah; 

4.3. Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepen tingan 
untuk mengembangkan 
strategi advokasi yang dapat 
dijalankan oleh mereka 
sendiri dalam menerapkan 
kebijakan di bidang 
pengelolaan keuangan 
daerah. 

Mendayagunakan 4.1. Menginisiasi dan 
perbedaan secara merepresentasikan 
konstruktif dan pemerintah di lingkungan 
kreatif untuk kerja dan masyarakat untuk 
meningkatkan senantiasa menjaga 
efektifitas persatuan dan kesatuan 
organisasi dalam keberagaman dan 

menerima segala bentuk 
perbedaan dalam kehidupan 
bermasyarakat; 

~.2. Mampu mendayagunakan 
perbedaan latar belakang, 
agama/ kepercayaan, suku, 
jender, sosial ekonomi, 
preferensi politik untuk 
mencapai kelancaran 
pencapaian tujuan 
organisasi; 

4.3. Mampu membuat program 
yang mengakomodasi 
perbedaan latar belakang, 
agama/ kepercayaan, suku, 
jender, sosial ekonomi, 
preferensi politik. 

berdampak pada pihak lain; 
4.3. Membuat keputusan dan 

mengantisipasi dampak 
keputusannya serta 
menyiapkan tindakan 
penanganannya (mitigasi 
risiko). 

mitigasi risiko 

4 

4 

10. Advokasi 
Kebijakan 
Pengelolaan 
Keuangan 
Daer ah 

C. Teknis 

9. Perekat Bangsa 
B. Sosial Kultural 
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14.1. Mampu melakukan evaluasi 
pengurnpulan, pengolahan 
dan penyajian la po ran 
keuangan dan aset daerah, 

14.1. Mampu melakukan evaluasi 
perencanaan, pengelolaan, 
adrninistrasi, dan realisasi 
keuangan daerah, serta 
menemu kenali kelebihan 
dan kelemahan pengelolaan 
dan administrasi keuangan 
daerah; 

14.2. Mampu menyusun pedoman 
petunjuk teknis tata kelola 
dan administrasi keuangan 
daerah; 

14.3. Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder terkait 
perbaikan tata kelola dan 
administrasi keuangan 
daerah serta peningkatan 
kapasitas SDM pengelola 
keuangan daerah. 

14.1. Mampu melakukan evaluasi 
perencanaan, pengelolaan, 
pernanfaatan, realisasi, 
administrasi, dan distribusi 
Barang Milik Negara, serta 
menemu kenali kelebihan 
dan kelemahan pengelolaan 
dan administrasi BMN; 

14.2. Mampu menyusun pedoman 
petunjuk teknis tata kelola 
dan administrasi Barang 
Milik Negara; 

14.3. Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder terkait 
perbaikan tata kelola dan 
administrasi BMN serta 
peningkatan kapasitas SOM 
pengelola BMN. 

14.1. Mampu melakukan evaluasi 
pelaksanaan realisasi APBD 
serta men emu kenali 
kelebihan dan kelemahan 
pelaksanaan dan realisasi 
APBD; 

14.2. Mampu menyusun 
rancangan APBD; 

14.3. Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder terkait 
rancangan APBD. 

Mampu 
mengevaluasi 
pelaksanaan 
penyusunan 

Mampu 
mengevaluasi 
pelaksanaan 
pengelolaan 
keuangan daerah 

Mampu 
mengevaluasi 
pelaksanaan 
pengelolaan dan 
adminis trasi 
Barang Milik 
Negara 

Mampu 
mengevaluasi 
pelaksanaan 
realisasi APBD 
dan Menyusun 
rancangan APBD 
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4 

4 

4 

4 

14.Penyusunan 
La po ran 
Keuangan 

13. Pengelolaan 
Keuangan 
Dae rah 

12. Pengelolaan 
Barang Milik 
Negara (Aset 
Daerah) 

11. Penyusunan 
Rancangan 
APBD 
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1. Memiliki pengalaman 
jabatan dalam bidang 
keuangan secara 
kumulatif paling 
kurang 5 (lima) tahun; 

3. Diklat teknis terkait 
penzelolaan keuangan 

2. Diklat Pengadaan 
Barang/ J asa 
Pemerintah 

3. Fungsional 
C. Pengalaman kerja 

2. Teknis 1. Diklat Manajemen 
Perencanaan 

B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan Kepemimpinan 
Pratama 

A. Pendidikan 1. .Jenjang Sarjana/ Diploma IV t--~--"''--.,_,__~+-~"------'-~-'--~~~~~~~~~~~~~~~--; 
2. Bidang Ekonomi/ Manajemen/ Administrasi Keuangan/ 

Ilmu Hukum. 

Mutlak Penting Perlu 

Tingkat pentingnya 
terhadap jabatan Uraian Jenis Persyaratan 

III. PERSYARATAN JABATAN 

norma 
kriteria, 

a tau 
strategi 

otonomi 

14.1. Mengevaluasi strategi 
advokasi yang ada saat ini, 
menganalisis kekuatan dan 
kekurangan berbagai metode 
yang dijalankan dengan 
kelompok sasaran yang 
berbeda; 

14.2. Mengembangkan 
standar, prosedur, 
pedoman, dan/ 
petunjuk teknis 
advokasi kebijakan 
daerah; 

14.3. Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan 
strategi advokasi yang dapat 
dijalankan oleh mereka 
sendiri dalam menerapkan 
kebijakan otonomi daerah. 

Mampu 
mengembangkan 
strategi advokasi 
kebijakan otonomi 
daerah yang tepat 
sesuai kondisi. 

serta menemu kelebihan 
dan dan kelemahan laporan 

keuangan daerah; 
4.2. Mampu menyusun pedoman 

petunjuk teknis penyusunan 
laporan keuangan; 

14.3. Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder terkait pedoman 
petunjuk teknis penyusunan 
la po ran keuangan dan 
peningkatan kapasitas SDM 
penyusun laporan. 

la po ran 
keuangan 
aset daerah 
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4 15. Advokasi 
Kebijakan 
Otonomi 
Dae rah 
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2. Se dang a tau pernah v - - 
menduduki jabatan 
administrator (esselon 
III.a) a tau jabatan 
fungsional jenjang ahli 
madya paling singkat 2 
(dua) tahun. 

3.Sedang a tau pemah ...J - - 
menduduki jabatan 
administrator (esselon 
III. b) paling singkat 3 
(tiga) tahun 

D.Pangkat Pembina/ IV.a 
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Kualitas pengelolaan keuangan; 

2. Kualitas penzelolaan baranz milik negara. 
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4.1.Mengintegrasikan informasi­ 
informasi penting hasil 
diskusi dengan pihak lain 
untuk mendapatkan 
pemahaman yang sama; 
Berbagi informasi denzan 

4.7.Menciptakan situasi kerja 
yang mendorong seluruh 
pemangku kepentingan 
mematuhi nilai, norma, dan 
etika organisasi dalam 
segala situasi dan kondisi; 

4.8.Mendukung dan 
menerapkan prinsip moral 
dan standar etika yang 
tinggi, serta berani 
menanggung 
konsekuensinya; 

4. 9. Berani melakukan koreksi 
atau mengambil tindakan 
atas penyimpangan kode 
etik/ nilai-nilai yang 
dilakukan oleh orang lain, 
pada tataran lingkup kerja 
setingkat instansi meskipun 
ada resiko. 

Mampu 
mengemukakan 
pemikiran 
multidimensi 
secara lisan dan 
tertulis un tuk 

Membangun 
komitmen 
sinergi 

4.1.Membangun sinergi antar 
tim, unit kerja di lingkup 

instansi yang dipimpin; 
4.2.Memfasilitasi kepentingan 

yang berbeda dari unit kerja 
lain sehingga tercipta sinergi 
dalam rangka pencapaian 
target kerja organisasi; 

4.3.Mengembangkan sistem 
yang menghargai kerja sama 
antar unit, memberikan 
dukungan/ semangat 
untuk memastikan 
tercapainya sinergi dalam 
rangka pencapaian target 
kerja organisasi. 

4 

4 

3. Komunikasi 

2. Kerjasama 

1. Integritas 4 Mampu 
menciptakan 
situasi kerja yang 
mendorong 
kepatuhan pada 
nilai, norma, dan 
etika organisasi 

Level Diskripsi Kompetensi 
1---- 

A. Manajerial 

II. STANDAR KOMPETENSI 
lndikator Kompetensi 

Mernimpin, mernbina, mengawasi, mengkoordinasikan, merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset 
daerah. 

I. IKHTISAR JABATAlf 

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 
JPT Pratama 
Bidang Keuangan 
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Kelompok Jabatan 
Urusan Pemerintah 
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I~ 

4.1.Memahami dan memberi 
perhatian kepada isu-rsu 
jangka panjang, kesempatan 
atau kekuatan politik yang 
mempengaruhi organisasi 
dalam hubungannya dengan 
dunia luar, 
memperhitungkan dan 
mengantisipasi dampak 
terhadap pelaksanaan 
tugas-tugas pelayanan 
publik secara objektif, 
transparan, dan professional 
dalam lingkup organisasi; 

4.2.Menjaga agar kebijakan 
pelayanan publik yang 
diselenggarakan oleh 
instansinya telah selaras 
dengan standar pelayanan 
yang objektif, netral, tidak 
memihak, tidak 
diskriminatif, serta tidak 
terpengaruh kepentingan 
pribadi/ kelompok/ partai 
politik; 

4.3.Menerapkan stratezi jangka 

Mampu 
memonitor, 
mengevaluasi, 
memperhitungkan 
dan 
mengan tisipasi 
dampak dari isu­ 
isu jangka 
panjang, 
kesempatan, atau 
kekuatan politik 
dalam hal 
pelayanan 
kebutuhan 
pemangku 
kepen tingan yang 
transparan, 
objektif, dan 
profesional 

4 5. Pelayanan 
Publik 

mengevaluasi hasil kerja 
unitnya agar selaras dengan 
sasaran strategis instansi; 

4.3.Mendorong pemanfaatan 
sumber daya bersama antar 
unit kerja dalam rangka 
meningkatkan efektifitas 
dan efisiensi pencaian target 
organisasi. 

ditetapkan; 
4.2.Memantau 

4.1.Mendorong unit kerja di 
tingkat instansi untuk 
mencapai kinerja yang 
melebihi target yang 

Mendorong unit 
kerja mencapai 
target yang 
ditetapkan atau 
melebihi hasil 
kerja sebelumnya 

4 4. Orientasi pada 
hasil 

dan 

pemangku kepen tingan 
untuk tujuan meningkatkan 
kinerja secara keseluruhan; 

4.2.Menuangkan pemikiran/ 
konsep yang multidimensi 
dalam bentuk tulisan 
formal; 

4.3.Menyampaikan informasi 
secara persuasif untuk 
mendorong pemangku 
kepentingan sepakat pada 
langkah-langkah bersama 
dengan tujuan 
meningkatkan kinerja secara 
keseluruhan. 

mendorong 
kesepakatan 
dengan tujuan 
meningkatkan 
kinerja secara 
keseluruhan 
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dari 
yang 

dengan 
yang 

organisasi; 
4.2.Menghasilkan solusi 

berbagai masalah 
kompleks, terkait 
bidang kerjanya 

a tau 
konsep 

masalah yang 
beberapa/ 

fungsi dalam 

4.1.Menyusun 
memutuskan 
penyelesaian 
rnelibatkan 
seluruh 

4.1.Mengarahkan unit kerja 
untuk lebih siap dalam 
menghadapi perubahan 
termasuk memitigasi risiko 
yang mungkin terjadi; 

4.2.Memastikan perubahan 
sudah diterapkan secara 
aktif di lingkup unit 
kerjanya secara berkala; 

4.3.Memimpin dan memastikan 
penerapan program-program 
perubahan selaras antar 
unit kerja. 

4 .1. Menyusun program 
pengembangan jangka 
pan Jang bersama-sama 
dengan bawahan, termasuk 
didalamnya pen eta pan 
tujuan, bimbingan, 
penugasan dan pengalaman 
lainnya, serta 
mengalokasikan waktu 
untuk mengikuti pelatihan/ 
pendidikan/ pengembangan 
kompetensi dan karir; 

4.2.Melaksanakan manajernen 
pembelajaran termasuk 
evaluasi dan umpan balik 
pada tataran organisasi; 

4.3.Mengembangkan orang- 
orang disekitarnya secara 
konsisten, melakukan 
kaderisasi untuk posisi­ 
posisi di unit kerjanya. 

panjang yang berfokus pada 
pemenuhan kebutuhan 
pemangku kepen tingan 
dalam menyusun kebijakan 
dengan mengikuti standar 
objektif, netral, tidak 
memihak, tidak 
diskriminatif, transparan, 
tidak terpengaruh 
kepentingan pribadi/ 
kelompok. 

Menyelesaikan 
masalah yang 
mengandung 
risiko tinggi, 
mengantisipasi 
dampak 
keputusan, 
membuat 
tindakan 
pengamanan; 

4 8. Pengambilan 
Keputusan 

dan/ 

Memimpin 
perubahan pada 
unit kerja 

Menyusun 
program 
pengembangan 
jangka panjang 
dalam rangka 
mendorong 
manajemen 
pembelajaran 
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4 

7. Mengelola 
Perubahan 

6. Pengembangan 
diri dan orang 
lain 
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4.1.Menginisiasi dan 
merepresen tasikan 
pemerintah di lingkungan 
kerja dan masyarakat untuk 
senantiasa menjaga 
persatuan dan kesatuan 
dalam keberagaman dan 
menerima segala bentuk 
perbedaan dalam kehidupan 
bermasyarakat; 

4.2.Mampu mendayagunakan 
perbedaan latar belakang, 
agama/ kepercayaan, suku, 
jender, sosial ekonorni, 
preferensi politik untuk 
mencapai kelancaran 
pencapaian tujuan 
organisasi; 

4.3.Mampu membuat program 
yang mengakomodasi 
perbedaan latar belakang, 
agama/ kepercayaan, suku, 
jender, sosial ekonomi, 
preferensi politik. 

berdampak pada pihak lain; 
4.3.Membuat keputusan dan 

mengantisipasi dampak 
keputusannya serta 
menyiapkan tindakan 
penanganannya (mitigasi 
risiko). 

4.1.Mengevaluasi strategi 
advokasi yang ada saat ini, 
menganalisis kekuatan dan 
kekurangan berbagai metode 
yang dijalankan dengan 
kelompok sasaran yang 
berbeda; 

4.2.Mengembangkan norma 
standar, prosedur, kriteria, 
pedoman, dan/ atau 
petunjuk teknis strategi 
advokasi kebijakan di bidang 
pengelolaan pendapatan 
daerah; 

4.3.Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan 
strategi advokasi yang dapat 
dijalankan oleh mereka 
sendiri dalam menerapkan 
kebijakan di bidang 
pengelolaan pendaoatan 

Mampu 
mengembangkan 
strategi advokasi 
kebijakan 
pengelolaan 
pendapatan 
daerah yang tepat 
sesuai kondisi. 

Mendayagunakan 
perbedaan secara 
konstruktif dan 
kreatif untuk 
meningkatkan 
efektifitas 
organisasi 

mitigasi risiko 

- 233 - 

4 

4 

10. Advokasi 
Kebijakan 
Pengelolaan 
Pendapatan 
Daer ah 

C. Teknis 

9. Perekat 
Bangsa 

B. Sosial Kultural 
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4.4.Mampu melakukan evaluasi 
pengendalian, pemeriksaan 
dan pengawasan pajak 
daerah, serta menemukenali 
kelebihan dan kelemahan 
pengendalian, pemeriksaan 
dan pengawasan pajak 
daerah; 

4.5.Mampu menyusun pedoman 
petunjuk teknis 

4 .1. Mampu melakukan evaluasi 
perencanaan, pengelolaan, 
administrasi, dan realisasi 
pendapatan daerah, serta 
menemukenali kelebihan 
dan kelemahan pengelolaan 
dan administrasi 
pendapatan daerah; 

4.2.Mampu menyusun pedoman 
petunjuk teknis tata kelola 
dan administrasi keuangan 
daerah; 

4.3.Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder terkait 
perbaikan tata kelola dan 
administrasi keuangan 
daerah serta peningkatan 
kapasitas SOM pengelola 
keuangan daerah. 

4 .1. Mampu melakukan evaluasi 
perencanaan, 
pengembangan, 
pengendalian dan evaluasi 
pendapatan daerah, serta 
menemu kenali kelebihan 
dan kelemahan 
perencanaan, 
pengembangan, 
pengendalian dan evaluasi 
pendapatan daerah; 

4.2.Mampu menyusun pedoman 
petunjuk teknis 
perencanaan, 
pengembangan, 
pengendalian dan evaluasi 
pendapatan daerah ; 

4.3.Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder terkait 
perbaikan perencanaan, 
pengem bangan, 
pengendalian dan evaluasi 
pendapatan daerah. 

daerah. 

Mampu 
mengevaluasi 
pelaksanaan 
pengendalian, 
pemeriksaan dan 
pengawasan pajak 
daerah 

Mampu 
mengevaluasi 
pelaksanaan 
pengelolaan 
pendapatan 
daerah 

Mampu 
mengevaluasi 
pelaksanaan 
perencanaan, 
pengembangan, 
pengendalian dan 
evaluasi 
pendapatan 
daerah 

4 

4 

4 

13. Pengendalian, 
Pemeriksaan 
dan 
Pengawasan 
Pajak Daerah 

12. Pengelolaan 
Pendapatan 
Dae rah 

11. Perencanaan, 
Pengembanga 
n, 
Pengendalian 
dan Evaluasi 
Pendapatan 
Daerah 
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4.1.Mengevaluasi strategi 
advokasi yang ada saat ini, 
menganalisis kekuatan dan 
kekurangan berbagai metode 
yang dijalankan dengan 
kelompok sasaran yang 
berbeda; 

4.2.Mengembangkan norma 
standar, prosedur, kriteria, 
pedoman, dan/ 
petunjuk teknis 
advokasi kebijakan 
daerah; 

4.3.Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan 
strategi advokasi yang dapat 
dijalankan oleh mereka 
sendiri dalam menerapkan 
kebijakan otonomi daerah. 

4 .1. Mampu melakukan evaluasi 
pembinaan dan pengawasan 
pengelolaan retribusi 
daerah, serta menemukenali 
kelebihan dan kelemahan 
pembinaan dan pengawasan 
pengelolaan retribusi 
daerah; 

4.2.Mampu menyusun pedoman 
petunjuk teknis pembinaan 
dan pengawasan 
pengelolaan retribusi 
daerah; 

4.3.Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder terkait pedoman 
petunjuk teknis pembinaan 
dan pengawasan 
pengelolaan retribusi daerah 
dan peningkatan kapasitas 
SDM pembinaan dan 
pengawasan pengelolaan 
retribusi daerah. 

pengendalian, pemeriksaan 
dan pengawasan pajak 
daerah; 

4.6.Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder terkait 
pengendalian, pemeriksaan 
dan pengawasan pajak 
daerah serta peningkatan 
kapasitas SDM pelaksanaan. 

a tau 
strategi 

otonomi 

Mampu 
mengembangkan 
strategi advokasi 
kebijakan otonomi 
daerah yang tepat 
sesuai kondisi. 

Mampu 
mengevaluasi 
pelaksanaan 
pembinaan dan 
pengawasan 
pengelolaan 
retribusi daerah 
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4 

4 

15. Advokasi 
Kebijakan 
Otonomi 
Daerah 

14. Pembinaan 
dan 
Pengawasan 
Pengelolaan 
Retribusi 
Daerah 
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III. PERSYARATANJABATAN 
Tingkat pentingnya 

Jenis Persyaratan Uraian terhadap jabatan 
Mutlak Penting Perlu 

A. Pendidikan 1. .Jenjang Sarjana I Diploma IV 
2. Bidang Ekonomi/ Manajemen/ Administrasi Keuangan/ 

Ilmu Hukum. 
B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan Kepemimpinan - ...; - 

Pratama 
2. Teknis 1. Diklat Manajemen - ...; - 

Perencanaan 
2. Diklat Pengadaan v 

Barang/ Jasa 
Pemerintah 

3. Diklat teknis terkait ...; 
pengelolaan keuanzan 

3. Fungsional 
C. Pengalaman kerja 1. Memiliki pengalaman ...; - - 

jabatan dalam bidang 
keuangan/ 
pengelolaan 
pendapatan secara 
kumulatif paling 
kurang 5 (lima) tahun; 

2. Sedang a tau pernah " - - 
menduduki jabatan 
administrator (esselon 
III.a) a tau jabatan 
fungsional jenjang ahli 
madya paling singkat 2 
(dua) tahun. 

3. Sedang atau pernah " - - 
menduduki jabatan 
administrator (esselon 
III.b) paling singkat 3 
(tiga) tahun 

D.Pangkat Pembina/ N.a 
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Kualitas pengelolaan pendapatan daerah; 

2. Kualitas pembinaan dan pengawasan 
pendapatan daerah. 
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4 .1. Men gin tegrasikan 
informasi-informasi pen ting 
hasil diskusi dengan pihak 
lain untuk mendapatkan 
pemahaman yang sama; 

4.1. Membangun sinergi antar 
unit kerja di lingkup 
instansi yang dipimpin; 

4.2. Memfasilitasi kepentingan 
yang berbeda dari unit 
kerja lain sehingga tercipta 
sinergi dalam rangka 
pencapaian target kerja 
organisasi; 

4.3. Mengembangkan sistem 
yang menghargai kerja 
sama an tar unit, 
memberikan dukungan/ 
semangat untuk 
memastikan tercapainya 
sinergi dalam rangka 
pencapaian target kerja 
organisasi. 

4.1. Menciptakan situasi kerja 
yang mendorong seluruh 
pemangku kepentingan 
mematuhi nilai, norma, 
dan etika organisasi dalam 
segala situasi dan kondisi; 

4.2. Mendukung dan 
menerapkan prinsip moral 
dan standar etika yang 
tinggi, serta berani 
menanggung 
konsekuensinya; 

4.3. Berani melakukan koreksi 
atau mengambil tindakan 
atas penyimpangan kode 
etik/ nilai-nilai yang 
dilakukan oleh orang lain, 
pada tataran lingkup kerja 
setingkat instansi 
meskipun ada resiko. 

3. Komunikasi 

2. Kerj asama 

1. In tegri tas 
A. Manaierial 

Memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan, merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan teknis di bidang kepegawaian. 

Mampu 
mengemukakan 
pemikiran 
multidimensi 
secara lisan dan 

Membangun 
komitmen tim, 
sinergi 

Mampu 
menciptakan 
situasi kerja yang 
mendorong 
kepatuhan pada 
nilai, norma, dan 
etika organisasi 

Level Diskripsi 
II. STAifDAR KOMPETENSJ 

Kompetensi 

4 

4 

4 

Kepala Badan Kepegawaian Daerah 
JPT Pratama 
Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

Indikator Kompetensi 
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31. Nama Jabatan 
Kelompok Jabatan 
Urusan Pemerintah 
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4 .1. Memahami dan mem beri 
perhatian kepada isu-isu 
jangka panjang, 
kesempatan atau kekuatan 
politik yang mempengaruhi 
organisasi dalam 
hubungannya dengan 
dunia luar, 
memperhitungkan dan 
mengantisipasi dampak 
terhadap pelaksanaan 
tugas-tugas pelayanan 
publik secara objektif, 
transparan, dan 
professional dalam lingkup 
organisasi; 

4.2. Menjaga agar kebijakan 
pelayanan publik yang 
diselenggarakan oleh 
instansinya telah selaras 
dengan standar pelayanan 
yang objektif, netral, tidak 
memihak, tidak 

Mampu memonitor, 
mengevaluasi, 
memperhitungkan 
dan mengantisipasi 
dampak dari isu­ 
isu jangka panjang, 
kesempatan, atau 
kekuatan politik 
dalam hal 
pelayanan 
kebutuhan 
pemangku 
kepentingan yang 
transparan, 
objektif, dan 
profesional 

4 5. Pelayanan 
Publik 

mengevaluasi hasil kerja 
unitnya agar selaras 
dengan sasaran strategis 
instansi; 

4.3. Mendorong pemanfaatan 
sumber daya bersama 
antar unit kerja dalam 
rangka meningkatkan 
efektifitas dan efisiensi 
pencaian target organisasi. 

ditetapkan; 
4.2. Memantau 

4.1. Mendorong unit kerja di 
tingkat instansi untuk 
mencapai kinerja yang 
melebihi target yang 

Mendorong unit 
kerja mencapai 
target yang 
ditetapkan a tau 
melebihi hasil kerja 
sebelumnya 

4 4. Orientasi pada 
hasil 

dan 

Berbagi informasi dengan 
pemangku kepen tingan 
untuk tujuan 
meningkatkan kinerja 
secara keseluruhan; 

4.2. Menuangkan pemikiran/ 
konsep yang multidirnensi 
dalam hen tuk tulisan 
formal; 

4.3. Menyampaikan informasi 
secara persuasif un tuk 
mendorong pemangku 
kepentingan sepakat pada 
langkah-langkah bersama 
dengan tujuan 
meningkatkan kinerja 
secara keseluruhan. 

tertulis untuk 
mendorong 
kesepakatan 
dengan tujuan 
meningkatkan 
kinerja secara 
keseluruhan 
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a tau 
konseo 

dan/ 4 .1. Menyusun 
memutuskan 

Menyelesaikan 
masalah yang 

4 8. Pengam bilan 
Keputusan 

4.1. Mengarahkan unit kerja 
untuk lebih siap dalam 
menghadapi perubahan 
termasuk memitigasi risiko 
yang mungkin terjadi; 

4.2. Memastikan perubahan 
sudah diterapkan secara 
aktif di lingkup unit 
kerjanya secara berkala; 

4.3. Memimpin dan 
memastikan penerapan 
program-program 
perubahan selaras antar 
unit kerja. 

4.1. Menyusun program 
pengembangan jangka 
panjang bersama-sama 
dengan bawahan, termasuk 
didalamnya penetapan 
tujuan, bimbingan, 
penugasan dan 
pengalaman lainnya, serta 
mengalokasikan waktu 
un tuk mengiku ti 
pelatihan/ pendidikan/ 
pengembangan kompetensi 
dan karir; 

4.2. Melaksanakan manajernen 
pembelajaran termasuk 
evaluasi dan umpan balik 
pada tataran organisasi; 

4.3. Mengembangkan orang- 
orang disekitarnya secara 
konsisten, melakukan 
kaderisasi untuk posisi­ 
posisi di unit kerjanya. 

diskriminatif, serta tidak 
terpengaruh kepen tingan 
pribadi/ kelompok/ partai 
politik; 

4.3. Menerapkan strategi jangka 
panjang yang berfokus 
pada pemenuhan 
kebutuhan pemangku 
kepentingan dalam 
menyusun kebijakan 
dengan mengikuti standar 
objektif, netral, tidak 
rnemihak, tidak 
diskriminatif, transparan, 
tidak terpengaruh 
kepentingan pribadi/ 
kelompok. 

Memimpin 
perubahan pada 
unit kerja 

Menyusun program 
pengembangan 
jangka panjang 
dalam rangka 
mendorong 
manajemen 
pembelajaran 

- 239 - 

4 
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7. Mengelola 
Perubahan 

6. Pengembangan 
diri dan orang 
lain 
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4.1. Mengevaluasi strategi 
advokasi yang ada saat ini, 
menganalisis kekuatan dan 
kekurangan berbagai 
metode yang dijalankan 
dengan kelompok sasaran 
yang berbeda; 

4.2. Mengembangkan norma 
standar, prosedur, kriteria, 
pedoman, dan/ atau 
petunjuk teknis strategi 
advokasi kebijakan 
kepegawaian, pendidikan 
dan pelatihan; 

4 .1. Menginisiasi dan 
merepresen tasikan 
pemerintah di lingkungan 
kerja dan masyarakat 
untuk senantiasa menjaga 
persatuan dan kesatuan 
dalam keberagaman dan 
menerima segala bentuk 
perbedaan dalam 
kehidupan bermasyarakat; 

4.2. Mampu mendayagunakan 
perbedaan latar belakang, 
agama/ kepercayaan, 
suku, jender, sosial 
ekonorni, preferensi politik 
untuk mencapai 
kelancaran pencapaian 
tujuan organisasi; 

4.3. Mampu membuat program 
yang mengakomodasi 
perbedaan latar belakang, 
agama/ kepercayaan, 
suku, jender, sosial 
ekonomi, preferensi politik. 

penyelesaian masalah yang 
melibatkan beberapa/ 
seluruh fungsi dalam 
organisasi; 

4.2. Menghasilkan solusi dari 
berbagai masalah yang 
kompleks, terkait dengan 
bidang kerjanya yang 
berdam pak pada pihak 
lain; 

4.3. Membuat keputusan dan 
mengantisipasi dampak 
keputusannya serta 
menyiapkan tindakan 
penanganannya (mitigasi 
risiko). 

sesuai 

dan 
yang 

Mampu 
mengembangkan 
strategi advokasi 
kebijakan di bidang 
kepegawaian, 
pendidikan 
pelatihan 
tepat 
kondisi. 

Mendayagunakan 
perbedaan secara 
konstruktif dan 
kreatif untuk 
meningkatkan 
efektifitas 
organisasi 

mengandung risiko 
tinggi, 
mengantisipasi 
dampak 
keputusan, 
membuat tindakan 
pengamanan; 
mitigasi risiko 
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4 

4 

10. Advokasi 
Kebijakan 
Kepegawaian 
Daerah, 
Pendidikan 
dan Pelatihan 

C. Teknis 

9. Perekat Bangsa 
B. Sosial Kultural 
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4.1. Mampu mengevaluasi 
penyelenggaraan 
rekruitmen, menemukenali 
kele bihan dan kekurangan 
penyelenggaraan 
rekruitmen; 

4.2. Menyusun norma standar 
prosedur dan pedoman dan 
petunjuk teknis sistem 
rekruitmen SDM yang 
berbasis kompetensi dan 
dilaksanakan secara 
obyektif, transparan, 
akuntabel dan bebas dari 
unsur korupsi kolusi dan 
nepotisme; 

Mampu 
mengevaluasi 
norma standar, 
prosedur, 
pedornan, petunjuk 
teknis rekruitmen 
SDM 

4 12. Rekruitmen 
SOM 

4.1. Mampu mengidentifikasi 
kelemahan dan 
kekurangan pedoman, 
petunjuk teknis 
pelaksanaan manajemen 
SOM yang ada; 

4.2. Mampu menyusun 
pedoman petunjuk teknis 
dalam penerapan 
manajemen SOM 
(perencanaan SOM, 
perencanaan 
pengembangan kompetensi, 
evaluasi jabatan 
manajemen kinerja, 
administrasi kepegawaian, 
sis tern informasi 
kepegawaian); 

4.3. Memberikan bimbingan 
dan fasilitasi kepada 
pengelola kepegawaian 
dalam penerapan pedoman 
dan petunjuk teknis 
perencanaan SOM, 
perencanaan 
pengembangan kompetensi, 
evaluasi jabatan 
manajemen kinerja, 
administrasi kepegawaian, 
sistem informasi 
kepegawaian. 

Mampu 
mengevaluasi 
perangkat norma 
standar prosedur 
instrumen 
penerapan 
manajemen SOM 

4 11. Manajemen 
SOM 

4.3. Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan 
strategi advokasi yang 
dapat dijalankan oleh 
mereka sendiri dalam 
menerapkan kebijakan 
kepegawaian, pendidikan 
dan pelatihan. 
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4.1. Mengevaluasi norma, 
standar, prosedur, kriteria, 
jerus jerns dan bentuk 
kesejahteraan yang ada 
serta penerimanya dan 
mengevaluasi pelaksanaan 
pemberian kesejahteraan 
dari aspek keadilan 
kelayakan serta dampak 
terhadap motivasi dan 
produktivitas pegawai; 

4.2. Mengembangkan dan 
menyusun norma, standar, 
prosedur, kriteria, jerus 
jerus dan bentuk bentuk 
pengelolaan kesejahteraan 
yang lebih efektif untuk 
meningkatkan motivasi dan 
produktivitas pegawai; 

4.3. Menyusun rekomendasi 
penyempurnaan sis tern 
remunerasi yang dapat 
meningkatkan 
produktivitas dan motivasi 
pegawai. 

perencanaan 
pengembangan kompetensi, 
proses dan basil 
pelaksanaan 
pengembangan kompetensi 
serta sistem evaluasi dan 
evaluasi pengembangan 
kompetensi yang ada pada 
saat mi menemukenali 
kelemahan dan kelebihan 
yang ada dan membuat 
rekomendasi perbaikan; 

4.2. Menyusun norma standar, 
kriteria ,prosedur 
pedoman, petunjuk teknis 
penyusunan perencanaan 
pengembangan kompetensi, 
pelaksanaan dan evaluasi 
pengembangan kompetensi; 

4.3. Mampu 
mengkoordinasikan 
menyusunan perencanaan 
pengembangan kompetensi 
secara instansional. 

menganalisis 4.1. Mampu 

Mampu 
mengevaluasi 
norma standar, 
kriteria, pedoman, 
petunjuk teknis 
pelaksanaan sistem 
pengelolaan 
kesejahteraan 

Mampu 
mengevaluasi 
norma, standar, 
prosedur, pedoman 
dan petunjuk 
teknis 
pengembangan 
kompetensi dan 
a tau 
mengkoordinasikan 
penyusunan 
perencaanan 
pengembangan 
kompetensi, 
pelaksanaan dan 
evaluasi 
pengembangan 
kompetensi 
ditingkat instansi 

4 

4 

14. Pengelolaan 
kesejahteraan 

13.Pengembangan 
Kompetensi 

4.3. Mampu 
mengkoordinasikan 
peyelenggaraan rekruitmen 
SOM yang bersifat lintas 
instansi. 
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15. Advokasi 4 Mampu 4 .1. Mengevaluasi strategi 
Kebijakan mengembangkan advokasi yang ada saat ini, 
Otonomi strategi advokasi menganalisis kekuatan dan 
Dae rah kebijakan otonomi kekurangan berbagai 

daerah yang tepat metode yang dijalankan 
sesuai kondisi. dengan kelompok sasaran 

yang berbeda; 
4.2. Mengembangkan norma 

standar, prosedur, kriteria, 
pedoman, dan/ a tau 
petunjuk teknis strategi 
advokasi kebijakan otonomi 
daerah; 

4.3. Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan 
strategi advokasi yang 
dapat dijalankan oleh 
mereka sendiri dalam 
menerapkan kebijakan 
otonomi daerah. 

Ill. PERSYARATANJABATAN 
Tingkatpentingnya 

Jenis Persyaratan Uraian terhadap jabatan 
Mutlak Pen ting Perlu 

A. Pendidikan 1. .Jenianz Sariana/ Diploma IV 
2. Bidang Pemerin tahan / Administrasi Publik/ Hukum/ 

Ilmu Manaiernerr/ Psikologi/ Sosial dan Politik. 
B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan - '1 - 

Kepemimpinan Pratama 
2. Teknis 1. Diklat Manajemen 

Pengelolaan SDM - '1 - 
Berbasis Kornpetensi 

2. Orientasi Manajemen ...} 
SDM Aparatur 

3. Diklat Legal Drafting ...} 

4. Diklat Pengadaan 
Barang/ Jasa ...} 
Pemerintah 

3. Fungsional 1. Diklat Analis 
Kepegawaian Jenjang - ...} - 
Ahli Madva 

2. Diklat Assesor SDM v 
Aparatur Jenjang Ahli 
Mady a 

3. Diklat Auditor '1 
Kepegawaian Jenjang 
Ahli Madya 

C. Pengalaman kerja 1. Memiliki pengalaman '1 - - 
jabatan dalam bidang 
manajemen SDM, 
kepegawaian secara 
kumulatif paling 
kurang 5 (lima) 
tahun; 
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t 

2. Sedang atau pernah " - - 
menduduki jabatan 
administrator 
(esselon III.a) a tau 
jabatan fungsional 
jenjang ahli mad ya 
paling singkat 2 (dua) 
tahun. 

3. Sedang a tau pemah v - - 
menduduki jabatan 
administrator 
(esselon III. b) paling 
sinzkat 3 (tiga) tahun. 

D.Pangkat Pembina/ IV.a 
E. Indikator Kinerja Jabatan Kualitas Manajemen SDM Aparatur di lingkungan 

Pemerintah Daerah. 
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organisasi. 

4.1. Menciptakan situasi 
kerja yang mendorong 
seluruh pemangku 
kepentingan mematuhi 
nilai, norma, dan etika 
organisasi dalam segala 
situasi dan kondisi; 

4.2. Mendukung dan 
menerapkan prinsip 
moral dan standar etika 
yang tinggi, serta berani 
menanggung 
konsekuensinya; 

4.3. Berani melakukan 
koreksi atau mengambil 
tindakan atas 
penyimpangan kode 
etik/ nilai-nilai yang 
dilakukan oleh orang 
lain, pada tataran 
lingkup kerja setingkat 
instansi meskipun ada 
resiko. 

Membangun 
komitmen 
sinergi 

4.1. Membangun sinergi 
tim, antar unit kerja di 

lingkup instansi yang 
dipimpin; 

4.2. Memfasilitasi 
kepentingan yang 
berbeda dari unit kerja 
lain sehingga tercipta 
sinergi dalam rangka 
pencapaian target kerja 
organisasi; 

4.3. Mengembangkan sistem 
yang menghargai kerja 
sama an tar unit, 
memberikan dukungan/ 
semangat untuk 
memastikan tercapainya 
sinergi dalam rangka 
pencapaian target kerja 

4 

4 Mampu menciptakan 
situasi kerja yang 
mendorong 
kepatuhan pad a 
nilai, norma, dan 
etika organisasi 

2. Kerjasama 

l. Integritas 
A. Manajerial 

l 
L 

Level Diskripsi 
II. STANDAR KOMPETENSI 

Kompetensi 

Memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan, merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam 
negeri. 

lndikator Kompetensi 

I. IKHTISAR JABATAN 

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
JPT Pratama 
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik 
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Kelompok Jabatan 
Urusan Pemerintah 
Kode Jabatan 
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4.1. Memahami dan memberi 
perhatian kepada isu-isu 
jangka panjang, 
kesempatan a tau 
kekuatan politik yang 
mempengaruhi 
orgarusasi dalam 
hubungannya dengan 
dunia luar, 
memperhitungkan dan 
mengantisipasi dampak 
terhadap pelaksanaan 
tugas- tugas pelayanan 
publik secara objektif, 
transparan, dan 

4.1. Mendorong unit kerja di 
tingkat instansi untuk 
mencapai kinerja yang 
melebihi target yang 
ditetapkan; 

4.2. Memantau dan 
mengevaluasi basil kerja 
unitnya agar selaras 
dengan sasaran strategis 
instansi; 

4.3. Mendorong pemanfaatan 
sumber daya bersama 
antar unit kerja dalam 
rangka meningkatkan 
ef ektifi tas dan efisiensi 
pencaian target 
organisasi. 

4.1. Mengintegrasikan 
informasi-informasi 
penting hasil diskusi 
dengan pihak lain untuk 
mendapatkan 
pemahaman yang sama; 
Berbagi informasi 
dengan pemangku 
kepentingan untuk 
tujuan meningkatkan 
kinerja secara 
kesel uruhan; 

4.2. Menuangkan pemikiran/ 
konsep yang 
multidimensi dalam 
bentuk tulisan formal; 

4.3. Menyampaikan informasi 
secara persuasif un tuk 
mendorong pemangku 
kepentingan sepakat 
pada langkah-langkah 
bersama dengan tujuan 
meningkatkan kinerja 
secara keseluruhan. 

Mampu mernonitor, 
mengevaluasi, 
memperhitungkan 
dan mengantisipasi 
dampak dari isu-isu 
jangka panjang, 
kesempatan, a tau 
kekuatan politik 
dalam hal pelayanan 
kebutuhan 
pemangku 
kepen tingan yang 
transparan, objektif, 
dan prof esional 

Mendorong unit kerja 
mencapai target yang 
ditetapkan a tau 
melebihi hasil kerja 
sebelumnya 

Mampu 
mengemukakan 
pemikiran 
multidimensi secara 
lisan dan tertulis 
untuk mendorong 
kesepakatan dengan 
tujuan 
meningkatkan 
kinerja secara 
keseluruhan 

- 246 - 

4 

4 

4 

5. Pelayanan 
Publik 

4. Orientasi pada 
hasil 

3. Komunikasi 
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professional dalam 
lingkup organisasi; 

4.2. Menjaga agar kebijakan 
pelayanan publik yang 
diselenggarakan oleh 
instansinya telah selaras 
dengan standar 
pelayanan yang objektif, 
netral, tidak memihak, 
tidak diskriminatif, serta 
tidak terpengaruh 
kepen tingan pribadi/ 
kelompok/ partai politik; 

4.3. Menerapkan strategi 
jangka panjang yang 
berfokus pad a 
pemenuhan kebutuhan 
pemangku kepentingan 
dalam menyusun 
kebijakan dengan 
mengikuti standar 
objektif, netral, tidak 
memihak, tidak 
diskriminatif, 
transparan, tidak 
terpengaruh kepentingan 
pribadi/ kelompok. 

6. Pengembangan 4 Menyusun program 4.1. Menyusun program 
diri dan orang pengembangan pengembangan jangka 
lain jangka panjang panjang bersarna-sama 

dalam rangka dengan bawahan, 
mendorong termasuk didalamnya 
manajemen penetapan tujuan, 
pembelaj aran bimbingan, penugasan 

dan pengalaman lainnya, 
serta mengalokasikan 
waktu untuk mengikuti 
pelatihan/ pendidikan I 
pengembangan 
kompetensi dan karir; 

4.2. Melaksanakan 
manajemen 
pembelajaran termasuk 
evaluasi dan um pan 
balik pad a tataran 
organisasi; 

4.3. Mengembangkan orang- 
orang disekitarnya 
secara konsisten, 
melakukan kaderisasi 
untuk posisi-posisi di 
unit kerjanya. 

7. Mengelola 4 Memimpin 4.1. Mengarahkan unit kerja 
Perubahan perubahan pada unit untuk lebih siap dalam 

kerja menghadapi perubahan 
termasuk mernitizasi 
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la tar 

membuat 
yang 

organisasi; 
4.3. Mampu 

program 
mengakomodasi 
oerbedaan 

4.1. Menginisiasi dan 
merepresentasikan 
pemerintah di 
lingkungan kerja dan 
masyarakat untuk 
senantiasa menjaga 
persatuan dan kesatuan 
dalam keberagaman dan 
menerima segala ben tuk 
perbedaan dalam 
kehidupan 
bermasyarakat; 

4.2. Mampu 
mendayagunakan 
perbedaan la tar 
belakang, agama/ 
kepercayaan, suku, 
jender, sosial ekonomi, 
preferensi politik untuk 
mencapai kelancaran 
pencapaian tujuan 

4.1. Menyusun dan/ atau 
memutuskan konsep 
penyelesaian masalah 
yang melibatkan 
beberapa/ seluruh 
fungsi dalam organisasi; 

4.2. Menghasilkan solusi dari 
berbagai masalah yang 
kompleks, terkait dengan 
bidang kerjanya yang 
berdampak pada pihak 
lain; 

4.3. Membuat keputusan dan 
mengantisipasi dampak 
keputusannya serta 
menyiapkan tindakan 
penanganannya (mitigasi 
risiko). 

risiko yang mungkin 
terjadi; 

4.2. Memastikan perubahan 
sudah diterapkan secara 
aktif di lingkup unit 
kerjanya secara berkala; 

4.3. Memimpin dan 
memastikan penerapan 
program-program 
perubahan selaras antar 
unit kerja. 

Mendayagunakan 
perbedaan secara 
konstruktif dan 
kreatif untuk 
meningkatkan 
efektifitas organisasi 

Menyelesaikan 
masalah yang 
mengandung risiko 
tinggi, 
mengan tisipasi 
dampak keputusan, 
membuat tindakan 
pengamanan; 
mitigasi risiko 
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9. Perekat 
Bangs a 

B. Sosial Kultural 

8. Pengambilan 
Keputusan 
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menyusun 
petunjuk 

keria yang 

4.1. Mampu melakukan 
evaluasi terhadap 
teknis/ metode/ sistem 
cara kerja menemukan 
kelebihan dan 
kekurangan dalam 
melakukan 
pengembangan a tau 
perbaikan cara kerja 
serta pengembangan 
nilai- nilai ke bangsaan 
yang lebih efektif / 
efisien; 

4.2. Mampu 
pedoman, 
teknis, cara 

Mampu 
mengevaluasi dan 
menyusun perangkat 
norma standar 
prosedur instrument 
pengembangan nilai­ 
nilai kebangsaan 

4 11. Pengem bangan 
Nilai-Nilai 
kebangsaan 

4.1. Mengevaluasi teknik, 
metode strategi advokasi 
yang ada saat ini serta 
menganalisis kelemahan 
dan kekurangan dalam 
mengembangkan 
berbagai teknik, metode 
strategi advokasi yang 
lebih efektif dan efisien 
dari berbagai kondisi 
stakeholder; 

4.2. Mengembangkan norma 
standar, kriteria, 
pedoman, petunjuk 
teknis strategi 
komunikasi dan 
pelaksanaan advokasi 
yang ef ektif serta 
monitoring evaluasi 
advokasi kebijakan 
bidang kesatuan bangsa 
dan politik; 

4.3. Mendorong stakeholder 
untuk mengembangkan 
strategi advokasi yang 
tepat untuk instansi 
terkait; mengidentifikasi 
hambatan di lingkungan 
instansi terkait dalam 
penerapan kebijakan, 
serta mengidentifikasi 
dalam menemukan akses 
ke sumber daya yang 
dibutuhkan untuk 
menerapkan kebijakan. 

Mampu 
mengembangkan 
strategi advokasi 
ke bij akan bi dang 
kesatuan bangsa dan 
politik 

4 10. Advokasi 
Kebijakan 
Bidang 
Kesatuan 
Bangsa Dan 
Politik 

C. Teknis 

belakang, agama/ 
kepercayaan, suku, 
jender, sosial ekonomi, 
preferensi politik. 
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4 .1. Mampu melakukan 
evaluasi terhadap 
teknis / metode / sis tern 
cara kerja menemukan 
kelebihan dan 
kekurangan dalam 
melakukan 
pengembangan a tau 
perbaikan cara kerja 
pengembangan budaya 
politik yang lebih efektif/ 

4.1. Mampu melakukan 
evaluasi terhadap 
teknis/ metode/ sistem 
cara kerja menemukan 
kelebihan dan 
kekurangan melakukan 
pengembangan a tau 
perbaikan cara kerja 
penguatan kewaspadaan 
nasional yang lebih 
efektif/ efisien; 

4.2. Mampu menyusun 
pedornan, petunjuk 
teknis, cara kerja yang 
dijadikan norma standar, 
prosedur, instrument 
penguatan kewaspadaan 
nasional; 

4.3. Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan 
dari stakeholder, 
pelaksanaan pelayanan 
komunikasi publik serta 
memberikan bimbingan 
dan fasilitasi kepada 
instansi lain a tau 
stakeholder terkait 
penguatan kewaspadaan 
nasional. 

dijadikan norma standar, 
prosedur, instrumen 
pelaksanaan 
pengembangan nilai-nilai 
ke bangsaan; 

4.3. Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan 
dari stakeholder, 
pelaksanaan pengelolaan 
informasi publik dan 
memberikan bimbingan 
dan fasili tasi kepada 
instansi lain a tau 
stakeholder terkait 
pengembangan nilai-nilai 
ke bangsaan. 

Mampu 
mengevaluasi dan 
menyusun perangkat 
norma standar 
prosedur instrument 
pengembangan 
budaya politik 

Mampu 
mengevaluasi dan 
menyusun perangkat 
norma standar 
prosedur instrument 
penguatan 
kewaspadaan 
nasional 
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13. Pengembangan 
Budaya Politik 

12. Penguatan 
Kewaspadaan 
Nasional 
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4.1. Mampu melakukan 
evaluasi terhadap 
teknis / metode / sistem 
cara kerja menemukan 
kelebihan dan 
kekurangan dalam 
melakukan 
pengembangan a tau 
perbaikan cara kerja 
penguatan nilai-nilai 
ideologi wawasan 
kebangsaan yang lebih 
efektif/ efisien; 

4.2. Mampu menyusun 
pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang 
dijadikan norma standar, 
prosedur, instrumen 
penguatan nilai-nilai 
ideologi wawasan 
kebangsaan; 

4.3. Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan 
dari stakeholder, 
pelaksanaan pengelolaan 
teknologi, informatika 
dan manajemen data dan 
memberikan bimbingan 
dan fasilitasi kepada 
instansi lain a tau 
stakeholder terkait 
penguatan nilai-nilai 
ideologi wawasan 
kebangsaan. 

Mampu 
mengevaluasi dan 
menyusun perangkat 
norma standar 
prosedur instrument 
penguatan nilai-nilai 
ideologi wawasan 
kebangsaan 

efisien; 
4.2. Mampu menyusun 

pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang 
dijadikan norma standar, 
prosedur, instrumen 
pengembangan budaya 
politik dan kinerja 
perangkat daerah; 

4.3. Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan 
dari stakeholder, 
pelaksanaan pengelolaan 
teknologi, informatika 
dan manajemen data dan 
memberikan bimbingan 
dan fasilitasi kepada 
instansi lain a tau 
stakeholder terkait 
pengembangan budaya 
politik dan kinerja 
perangkat daerah. 

14. Penguatan 
Nilai-Nilai 
Ideologi 
Wawasan 
Kebangsaan 

4 
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1. Memiliki pengalaman 
jabatan dalam bidang 
pemerintahan I 
hukum/politik secara 
kumulatif paling 
kurang 5 (lima) tahun 

2. Sedang atau pemah 
menduduki jabatan 
administrator (esselon 
III.a) atau jabatan 
fungsional jenjang 
ahli madya paling 
singkat 2 (dua) tahun. 

C. Pengalaman kerj a 
3. Fungsional 

Diklat Budaya Politik 
Kebangsaan 

Wawasan Diklat 
Daerah, 
Diklat Advokasi Otonomi 

Diklat Bidang Kesatuan 
Bangsa dan Poli tik 

2. Teknis 

Pelatihan Kepemimpinan 
Pr a tam a 

1. Manajerial B. Pelatihan 

A. Pendidikan 1. .Jeniang Sariana/ Diploma IV t--~~--_......~----+~~~~~...._~~~~~~~~~~~~~---1 
2. Bidang Politik/ Hukum/ Pemerintahan/ Administrasi 

Ilmu Negara/ Sosial dan Politik/ Komunikasi/ 
Agama/ Sosiologi. 

Mutlak Pentinsi Perlu 
Uraian J enis Persyaratan 

Tingkat pentingnya 
terhadap jabatan 

III. PERSYARATAN JABATAN 

4.1. Mengevaluasi strategi 
advokasi yang ada saat 
mi, menganalisis 
kekuatan dan 
kekurangan berbagai 
metode yang dijalankan 
dengan kelompok 
sasaran yang berbeda; 

4.2. Mengembangkan norma 
standar, prosed ur, 
kriteria, pedoman, dan/ 
atau petunjuk teknis 
strategi advokasi 
kebijakan otonomi 
daerah; 

4.3. Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan 
strategi advokasi yang 
dapat dijalankan oleh 
mereka sendiri dalam 
menerapkan kebijakan 
otonomi daerah. 

Mampu 
mengembangkan 
strategi advokasi 
kebijakan otonomi 
daerah yang tepat 
sesuai kondisi. 

4 15. Advokasi 
Kebijakan 
Otonomi 
Dae rah 
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3. Se dang a tau pernah ...J - - 
menduduki jabatan 
administrator (esselon 
111.b) paling singkat 3 
(tiga) tahun. 

D. Panzkat Pembina/ IV.a 
E. lndikator Kinerja Jabatan 1. Kualitas pengembangan nilai-nilai wawasan 

kebangsaan; 
2. Tingginya tingkat kewaspadaan nasional; 
3. Kualitas pengernbangan budaya politik. 
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3. Komunikasi 4 Mampu 
mengemukakan 
pemikiran 
multidimensi 
secara lisan dan 
tertulis un tuk 

2. Kerj asama 

1. Integritas 
A. Mana..ierial 

4 Membangun 
komitmen tim, 
sinergi 

I. IKHTISAR JABATAN 

4. 1. Men gin tegrasikan informasi­ 
informasi pen ting hasil 
diskusi dengan pihak lain 
untuk mendapatkan 
pemahaman yang sama; 
Berbazi informasi dengan 

4.1.Membangun sinergi antar 
unit kerja di lingkup 
instansi yang dipimpin; 

4.2.Memfasilitasi kepentingan 
yang berbeda dari unit kerja 
lain sehingga tercipta sinergi 
dalam rangka pencapaian 
target kerja organisasi; 

4.3.Mengembangkan sistem 
yang menghargai kerja sama 
antar unit, memberikan 
dukungan/ semangat 
untuk memastikan 
tercapainya sinergi dalam 
rangka pencapaian target 
kerja organisasi. 

4.1.Menciptakan situasi kerja 
yang mendorong seluruh 
pemangku kepentingan 
mematuhi nilai, norma, dan 
etika orgarusasi dalam 
segala situasi dan kondisi; 

4.2.Mendukung dan 
menerapkan prinsip moral 
dan standar etika yang 
tinggi, serta berani 
menanggung 
konsekuensinya; 

4.3.Berani melakukan koreksi 
atau mengambil tindakan 
atas penyimpangan kode 
etik/ nilai-nilai yang 
dilakukan oleh orang lain, 
pada tataran lingkup kerja 
setingkat instansi meskipun 
ada resiko. 

Indikator Kompetensi 

Memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan, merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah. 

4 Mampu 
menciptakan 
situasi kerja yang 
mendorong 
kepatuhan pada 
nilai, norma, dan 
etika organisasi 

Level Diskripsi 
II. STANDAR KOMPETENSI 

Kompetensi 

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah 
JPT Pratama 
Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta 
Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Bencana) 
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Kelompok Jabatan 
Urusan Pemerintah 

33. Nama Jabatan 
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4.1.Memahami dan memberi 
perhatian kepada isu-isu 
jangka panjang, kesempatan 
atau kekuatan politik yang 
mempengaruhi orgarusasi 
dalam hubungannya dengan 
dunia luar, 
memperhitungkan dan 
mengantisipasi dampak 
terhadap pelaksanaan 
tugas-tugas pelayanan 
publik secara objektif, 
transparan, dan professional 
dalam lingkup organisasi; 

4.2.Menjaga agar kebijakan 
pelayanan publik yang 
diselenggarakan oleh 
instansinya telah selaras 
dengan standar pelayanan 
yang objektif, netral, tidak 
memihak, tidak 
diskriminatif, serta tidak 
terpengaruh kepen tingan 
pribadi/ kelompok/ partai 
politik; 

Mampu 
memonitor, 
mengevaluasi, 
memperhitungkan 
dan 
mengantisipasi 
dampak dari isu­ 
isu jangka 
panjang, 
kesempatan, atau 
kekuatan politik 
dalam hal 
pelayanan 
kebutuhan 
pemangku 
kepen tingan yang 
transparan, 
objektif, dan 
prof esional 

4 5. Pelayanan 
Publik 

4.1.Mendorong unit kerja di 
tingkat instansi untuk 
mencapai kinerja yang 
melebihi target yang 
ditetapkan; 

4.2.Memantau dan 
mengevaluasi hasil kerja 
unitnya agar selaras dengan 
sasaran strategis instansi; 

4.3.Mendorong pemanfaatan 
sumber daya bersama antar 
unit kerja dalam rangka 
meningkatkan efektifitas 
dan efisiensi pencaian target 
organisasi. 

Mendorong unit 
kerja mencapai 
target yang 
ditetapkan atau 
mele bihi hasil 
kerja sebelumnya 

4 4. Ori en tasi pada 
hasil 

pemangku kepentingan 
untuk tujuan meningkatkan 
kinerja secara keseluruhan; 

4.2.Menuangkan pemikiran/ 
konsep yang multidimensi 
dalam bentuk tulisan 
formal; 

4.3.Menyampaikan informasi 
secara persuasif un tuk 
mendorong pemangku 
kepentingan sepakat pada 
langkah-langkah bersama 
dengan tujuan 
meningkatkan kinerja secara 
keseluruhan. 

mendorong 
kesepakatan 
dengan tujuan 
meningkatkan 
kinerja secara 
keseluruhan 
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dari 
yang 

dengan 
yang 

organisasi; 
4.2.Menghasilkan solusi 

berbagai masalah 
kompleks, terkait 
bidang kerjanya 

a tau 
konsep 

masalah yang 
beberapa/ 

fungsi dalam 

dan/ 4.1.Menyusun 
memutuskan 
penyelesaian 
melibatkan 
seluruh 

Menyelesaikan 
masalah yang 
mengandung 
risiko tinggi, 
mengan tisipasi 
dampak 
keputusan, 
membuat 
tindakan 
pengamanan; 

4 8. Pengambilan 
Keputusan 

4.1.Mengarahkan unit kerja 
untuk lebih siap dalam 
menghadapi perubahan 
termasuk memitigasi risiko 
yang mungkin terjadi; 

4.2.Memastikan perubahan 
sudah diterapkan secara 
aktif di lingkup unit 
kerjanya secara berkala; 

4.3.Memimpin dan memastikan 
penerapan program-program 
perubahan selaras antar 
unit kerja. 

Memimpin 
perubahan pada 
unit kerja 

4 7. Mengelola 
Perubahan 

4.1.Menyusun program 
pengembangan jangka 
panjang bersarna-sama 
dengan bawahan, termasuk 
didalamnya penetapan 
tujuan, bimbingan, 
penugasan dan pengalaman 
lainnya, serta 
mengalokasikan waktu 
untuk mengikuti pelatihan/ 
pendidikan / pengembangan 
kompetensi dan karir; 

4.2.Melaksanakan manajemen 
pembelajaran termasuk 
evaluasi dan umpan balik 
pada tataran organisasi; 

4.3.Mengembangkan orang- 
orang disekitarnya secara 
konsisten, melakukan 
kaderisasi untuk poaisi­ 
posisi di unit kerjanya. 

Menyusun 
program 
pengembangan 
jangka panjang 
dalam rangka 
mendorong 
manajemen 
pembelajaran 

4 6. Pengembangan 
diri dan orang 
lain 

4.3.Menerapkan strategi jangka 
panjang yang berfokus pada 
pemenuhan kebutuhan 
pemangku kepentingan 
dalam menyusun kebijakan 
dengan mengikuti standar 
objektif, netral, tidak 
rnemihak, tidak 
diskriminatif, transparan, 
tidak terpengaruh 
kepentingan pribadi/ 
kelompok. 
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4.1.Mampu melakukan evaluasi 
terhadap teknis / metode / 
sistem/ cara kerja menemu 
kenali kele bihan dan 
kekurangan melakukan 
pengembangan a tau 
perbaikan cara kerja 
pencegahan dan 
kesiapsiagaan bencana yang 
lebih efektif/ efisien; 

4.2.Mampu menyusun 
pedornan, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan 
norma standar, prosedur, 
instrumen pelaksanaan 
pencegahan dan 
kesiapsiagaan bencana; 

4.3.Mampu meyakinkan dan 
mampu memperoleh 
dukungan dari instansi lain 
dan masyarakat terhadap 
pencegahan dan 
kesiapsiagaan bencana. 

Mampu 
mengevaluasi dan 
menyusun 
perangkat norma 
standar prosedur 
serta petunjuk 
teknis 
pencegahan dan 
kesiapsiagaan 
bencana. 

4 10. Pencegahan 
dan 
Kesiapsiagaan 
Bencana 

C. Teknis 

4.1.Menginisiasi dan 
merepresen tasikan 
pemerintah di lingkungan 
kerja dan masyarakat untuk 
senantiasa menjaga 
persatuan dan kesatuan 
dalam keberagaman dan 
menerima segala bentuk 
perbedaan dalam kehidupan 
bermasyarakat; 

4.2.Mampu mendayagunakan 
perbedaan latar belakang, 
agama/ kepercayaan, suku, 
jender, sosial ekonorni, 
preferensi politik untuk 
mencapai kelancaran 
pencapaian tujuan 
organisasi. 

4.3.Mampu membuat program 
yang mengakomodasi 
perbedaan latar belakang, 
agama/ kepercayaan, suku, 
jender, sosial ekonomi, 
preferensi politik. 

Mendayagunakan 
perbedaan secara 
konstruktif dan 
kreatif untuk 
meningkatkan 
efektifitas 
organisasi 

4 9. Perekat 
Bangsa 

B. Sosial Kultural 

berdampak pada pihak lain; 
4.3.Membuat keputusan dan 

mengantisipasi dampak 
keputusannya serta 
menyiapkan tindakan 
penanganannya (mitigasi 
risiko). 

mitigasi risiko 
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4 .1. Mampu melakukan evaluasi 
terhadap teknis / metode / 
sis tern cara kerja 
menemukenali kelebihan 
dan kekurangan melakukan 
pengembangan a tau 
perbaikan cara kerja 
pengelolaan distribusi 
lozistik yang lebih efektif/ 

Mampu 
mengevaluasi dan 
menyusun 
perangkat norma 
standar prosedur 
serta petunjuk 
teknis 
pengelolaan 
distribusi lozistik 

4 13. Pengelolaan 
Distribusi 
Logistik 

4 .1. Mampu melakukan evaluasi 
terhadap teknis/ metode/ 
sis tern cara kerja 
menemukenali kelebihan 
dan kekurangan melakukan 
pengembangan a tau 
perbaikan cara kerja teknis 
penanganan tanggap 
darurat bencana yang lebih 
efektif/ efisien; 

4.2.Mampu menyusun 
pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan 
norma standar, prosedur, 
instrumen pelaksanaan 
teknis penanganan tanggap 
darurat bencana; 

4.3.Mampu meyakinkan dan 
mampu memperoleh 
dukungan dari instansi lain 
dan masyarakat terhadap 
teknis penanganan tanggap 
darurat bencana. 

Mampu 
mengevaluasi dan 
menyusun 
perangkat norma 
standar prosedur 
serta petunjuk 
teknis 
penanganan 
tanggap darurat 

4 12. Penanganan 
Tanggap 
Darurat 

4.1.Mampu melakukan evaluasi 
terhadap teknis/ metode/ 
sistem cara kerja, pemetaan 
potensi kerawanan bencana, 
menemukenali kelebihan 
dan kekurangan, melakukan 
pengembangan a tau 
perbaikan cara kerja 
perencanaan pemetaan 
potensi kerawanan bencana 
yang lebih efektif/ efisien; 

4.2.Mampu mengoordinasikan 
penyusunan pemetaan 
potensi kerawanan bencana; 

4.3.Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
strakholder pelaksanaan 
perencanaan pemetaan 
potensi kerawanan bencana 
dan memberikan bimbingan 
serta fasilitasi kepada 
instansi lain atau terkait 
pemetaan potensi 
kerawanan bencana. 

Mampu 
melakukan 
evaluasi dan 
mengoordinasikan 
penyusunan 
perencanaan 
pemetaan potensi 
kerawanan 
bencana 

4 11. Pemetaan 
Potensi 
Kerawanan 
Bencana 
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norma 
kriteria, 

a tau 
strategi 

otonomi 

4.1.Mengevaluasi strategi 
advokasi yang ada saat ini, 
menganalisis kekuatan dan 
kekurangan berbagai metode 
yang dijalankan dengan 
kelompok sasaran yang 
berbeda; 

4.2.Mengembangkan 
standar, prosedur, 
pedornan, dan/ 
petunjuk teknis 
advokasi kebijakan 
daerah; 

4.3.Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan 
strategi advokasi yang dapat 
dijalankan oleh mereka 
sendiri dalam meneraokan 

Mampu 
mengembangkan 
strategi advokasi 
kebijakan otonomi 
daerah yang tepat 
sesuai kondisi. 

4 15. Advokasi 
kebijakan 
Otonomi 
Dae rah 

4.1.Mampu melakukan evaluasi 
terhadap teknis/ metode/ 
sis tern cara kerja 
menemukenali kelebihan 
dan kekurangan melakukan 
pengembangan atau 
perbaikan cara kerja 
pengelolaan rehabilitasi dan 
rekonstruksi yang lebih 
efektif / efisien; 

4.2.Mampu menyusun 
pedornan, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan 
norma standar, prosedur, 
instrumen pelaksanaan 
pengelolaan rehabilitasi dan 
rekonstruksi; 

4.3.Mampu meyakinkan dan 
mampu memperoleh 
dukungan dari instansi lain 
terhadap pelaksanaan 
pengelolaan rehabilitasi dan 
rekonstruksi. 

Mampu 
mengevaluasi dan 
menyusun 
perangkat norma 
standar prosedur 
serta petunjuk 
teknis 
pengelolaan 
rehabilitasi dan 
rekonstruksi. 

4 14. Rehabilitasi 
dan 
Rekonstruksi 

mampu 
dukungan dari 
terhadap 
pengelolaan 
logistik. 

meyakinkan dan 
memperoleh 

instansi lain 
pelaksanaan 

distribusi 

efisien; 
4.2.Mampu menyusun 

pedornan, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan 
norma standar, prosedur, 
instrumen pelaksanaan 
pengelolaan distribusi 
logistik; 

4.3.Mampu 
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EKO ADI SANTOSO, SH., M.Kn 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19680908 199803 1 003 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN PEMALANG 

Plt. BUPATI PEMALANG 
WAKlL BUPATI, 

ttd 
cap 

MANSUR HIDAYAT 

I I I kebijakan otonomi daerah. 
III. PERSYARATANJABATAN 

Tingkat pentingnya 
Jenis Persyaratan Uraian terhadap jabatan 

Mutlak Pen ting Perlu 
A. Pendidikan 1. .Jenianz Sarjana/ Diploma IV 

2. Bidang Pertanahan I Manajemen/ Psikologi/ Sosial/ 
Ilmu Teknik/ Kesehatan/ Pemerintahan/ Planologi/ 

Ekonomi/ Teknik/ Geodesi/ Astronomi/ 
Geolozi. 

B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan - " - 
Kepernimpinan Pratama 

2. Teknis Diklat teknis terkait 
penanggulangan - v - 
bencana daerah 

3. Funzsional 
C. Pengalaman kerja 1. Memiliki " - - 

pengalaman jabatan 
dalam bi dang 
penanggulangan 
bencana/ 
ketentraman dan 
ketertiban umum/ 
perlindungan 
masyarakat/ sosial 
secara kumulatif 
paling kurang 5 
(lima) tahun; 

2. Sedang atau pemah v - - 
menduduki jabatan 
administrator 
(esselon III.a) a tau 
jabatan fungsional 
jenjang ahli mad ya 
paling singkat 2 
(dua) tahun. 

3. Sedang atau pemah v - - 
menduduki jabatan 
administrator 
(esselon III. b) paling 
singkat 3 (tiga) 
tahun. 

D. Pangkat Pembina/ IV.a 
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Kualitas penyelenggaraan pencegahan dan 

kesiapsiagaan bencana; 
2. Kualitas manajemen pengelolaan rehabilitasi 

dan rekonstruksi. 
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